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ABSTRAK

Nama :  Joanita Jalianery
Program Studi : Hmu Hukum
Judul : Analisis Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Yang

Berdiri Di Atas Tanah Yang Berstatus Hak Guna
Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan (Analisis Putusan
No.256/PDT/2009/PT.DKI. Jo No.205/Pdt.g/2007/PN.
Jkt.Pst.).

Tesis ini membahas perkara pemegang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
yang hak atas tanah bersamanya berada di atas tanah yang berstatus Hak
Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan, dengan menganalisa putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.256/PDT/2009/PT.DKI.Jo
No.205/Pdt.g/2007/PN.Jkt.Pst. antara penghuni apartemen Mangga Dua
Court dan PT Duta Pertiwi Tbk. Penelitian ini menggunakan Metode
Penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menyarankan hendaknya para
calon pembeli teliti sebelum membeli satuan rumah susun. Selain itu,
hendaknya BPN memuat keterangan status tanah secara lengkap dalam
sertipikat yang diterbitkan bagi pemegang HMSRS. Penelitian lebih lanjut
masih diperlukan untuk mengkaji Keputusan Gubernur Propinsi Daecrah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122 Tahun 2001.

Kata kunci :
Rumah Susun, Hak Milik atas Satnan Rumah Susun, Hak Guna Bangunan
di atas Hak Pengelolaan, Apartemen Mangga Dua Court, PT Duta Pertiwi
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ABSTRACT

Name : Joanita Jalianery
Study Program : Ilmu Hukum
Title :  Analysis of Ownership Right of Apartment Unit that

Stand on Land with Status Building Use Rights on
Management Rights (Analysis of The Ruling of Jakarta
High Court No.256/PDT/2009/PT.DKI. Jo No.205/Pdt.g/
2007/PN.Jk¢.Pst.)

This tesis describes a case of the holder of ownership right of apartment unit that
stand on land with Status Building Use rights on Management rights, by analyzing
the ruling of Jakarta High Court No.236/PDT/2009/PT.DKI. Jo No.205/Pdt.g/
2007/PN.Jkt.Pst. between the resident of Mangga Dua Court Apartment and PT
Duta Pertiwi Tbk. This study uses Normative Legal Research Methods. The
results suggest potential buyers should be careful before buying the apartment
units. [n addition, BPN should contain a complete description of the status of land
in the certificate issued to the holder of HMSRS. Further research is still needed
to review the Decision of the Govemor Province of Jakarta Number 122 Year
2001.

Keywords : :
Apartment, Ownership Right of Apartment Units, Building Use rights on
. Management rights, Mangga Dua Court Apartment, PT Duta Pertiwi.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

. Pertumbuhan penduduk di kota-kota besar terjadi dengan sangat
pesat: Daya tarik kota besar dalam bentuk lapangan pekerjaan, hiburan, dan
fasilitas-fasilitas kehidupan lainnya telah mendorong perpindahan penduduk
menuju kota besar. Keadaan ini terjadi di berbagai kota besar di dunia, tidak
terkecuali kota Jakarta. Pertambahan penduduk ini pula menimbulkan salah
satu masalah sosial yaitu kurangnya lahai untuk tempat pemukiman bagi
setiap penduduk yang datang dan bermukim di Jakarta.

Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif
pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di
daerah perkotaan yang jumlah penduduknya meningkat, karena
pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat
‘ruang-ruang terbuka hijau yang lebih lega dan dapat digunakan sebaéai
suatu cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh. '

Sebagai salah satu solusi bagi masalah pemukiman, keberadaan
rumah susun diharapkan di satu sisi dapat menjawab kebutuhan masyarakat
akan tempat hunian yang layak, terjangkau harganya, mendukung aktifitas
kesehariannya, serta dapat menjadi investasi kehidupan di masa depan. Di
sisi lain keberadaan rumah susun bagi pemerintah merupakan salah satu
upaya dalam rangka mengemban tugas pemerintah mensejahterakan
kehidupan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945, oleh sebab itu untuk
menampung kepentingan masyarakat dan pemerintah, keberadaan rumal
‘susun di Indonesia diatur dalam UU No.16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun (UURS). _

Meskipun UURS telah ada lebih dari 20 tahun, keberadaan rumah
susun sendirl masih banyak menimbulkan masalah di lapangan. Hal ini

disebabkan pengetahuan masyarakat masih minim akan pengaturan hukum

' Arie S.Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, (Jakarta :
Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hal.281.
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rumah susun, yang menyebabkan mereka dapat berselisih paham dengan
pihak pengembangnya, dan bukan tidak mungkin menyebabkan kerugian
pada pembeli satuan rumah susun itu sendiri. Salah satu kasus yang terjadi
di lapangan adalah konflik antara Fift Tanang sebagai salah satu penghuni
dan pemilik apartemen Mangga Dua, Jakarta Pusat berhadapan dengan
‘pihak pengembangnya yaitu PT Duta Pertiwi Tbk mengenai status tan‘ah
bersama apartemen Mangga Dua Court.

Pada salah satu media massa disebutkan, Fifi Tanang merupakan
salah satu penghuni apartemen Manga Dua Court yang telah bermukim di
sana selama lebih dari 16 tahun® Keinginan Fifi Tanang selaku ketua
Perhimpunan Penghuni (Perhimni) apartemen MDC dan penghuni lainnya
untuk memiliki apartemen dengan hak kepemilikan yang penuh ternyata
berakhir dengan kekecewaan. Apartemen itu ternyata berdiri di atas lahan
milik Pemerintah DKI Jakarta yang statusnya berupa hak pengelolaan
(HPL). Status HPL itu baru diketahui oleh Fifi Tanang/Perhimni MDC
‘ketika pada tahun 2006 mereka bermaksud memperpanjang sertipikat hak
milik atas satuan rumah susun ke Kantor Pertanahan Jakarta Pusat.

Fifi Tanang baru mengetahui ternyata apartemen dengan luas 9003
m? itu berdiri di atas lahan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fifi
Tanang merasa telah dirugikan oleh pengembangnya, yaitu PT Duta Pertiwi.
[a mengira lahan itu berdiri di atas Hak Guna Bangunan (HGB). Dengan
tawaran dari pengembang bahwa apartemen itu akan dimiliki selamanya,
maka Fifi Tanang pun bersedia membeli unit apartemen dengan harga
US$225 ribu itu dengan mencicil selama tiga tahun.’

Sengketa ini berawal saat jangka waktu Sertipikat Hak Guna
Bangunan (SHGB) dari Tanah Bersama Apartemen Mangga Dua Court
‘(“Apartemen MDC”) yang terletak di atas SHGB No.2981/Mangga Dua
Selatan akan berakhir pada tanggal 1§ Juli 2008. Berkaitan dengan hal
tersebut, maka pada tanggal 2 Maret 2006 Pengurus Perhimpunan Penghuni
Mangga Dua Court (“Perhimni MDC”) menyampaikan surat No.ReflL-
016/PPMDC/Lttr/lII/06  perihal Permohonan Perpanjangan SHGB

? TEMPQ. 18-24 Mei 2009, hal. 102.
* Ibid
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No.2981/Mangga Dua Selatan atas bidang tanah seluas 9003 m? (sembilan
ribu tiga meter persegi) kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
Bapak Ir.Desrizal K.Gindow, MSe. Kemudian, pada tanggal 13 April 2006,
diterima surat dari BPN Jakarta Pusat No.375/09.01-PT .kepada Perhimni
MDC mengenai dokumen yang diperlukan dalam proses perpanjangan
Sertipikat HGB tanah bersama dari Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah
‘Susun (SHMSRS). .

Setelah dokumen yang diperlukan diberikan kepada BPN Jakarta
Pusat, maka pada tanggal 5 Juni 2006, BPN Jakarta Pusat mengirimkan
berkas-berkas dokumen kepada BPN Propinsi DKI Jakarta. Selanjutnya
pada tanggal 20 Juni 2006, BPN Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat
Keputusan No.013/08-550.2-09.01.2006 tentang pemberian perpanjangan
SHGB No.2981/Mangga Dua Selatan sebagai Tanah Bersama kepada
Perhimni MDC.

Pengeluaran perpanjangan SHGB No.2981lMaﬁgga Dua Selatan
tersebut juga disertai dengan kewajiban bagi Perhimni MDC untuk
.membayar uang pemasukan kepada Negara sebesar Rp.289.247.000,- (dua
ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
dan telah dibayarkan oleh Perhimni MDC pada tanggal 23 Juni 2006. Di
samping itu pada tanggal 27 Juni 2006, pihak Perhimni MDC juga telah
membayar biaya Permohonan Perpanjangan HGB sebesar Rp.25.000,- (dua
puluh lima ribu rupiah) dan biaya Permohonan Perpanjangan Hak atas
Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun-SHMSRS (147 sertipikat)
sebesar Rp.3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
Setelah pembayaran tersebut, Perhimm MDC menyerahkan Sertipikat Hak
Milik masing-masing unit Apartemen MDC kepada BPN Jakarta Pusat
untuk diberikan catatan dan pengesahan perpanjangan Hak Guna Bangunan
‘pada masing-masing sertipikat tersebut. '

Namun demikian, pada tanggal 7 Juli 2006 Kantor Pertanahan
Jakarta Pusat memberikan Surat no.758/09.01-PT kepada Perhimni MDC
yang menyatakan bahwa setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, ternyata

SHGB No.298 1/Mangga Dua Selatan berada di atas Hak Pengelolaan (HPL)

Universitas Indonesia
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No.[/Mangga Dua Selatan atas nama Pemerintah DKI (Pemda DKI) Jakarta.
Dengan demikian, perpanjangan SHGB No.2981/Mangga Dua Selatan
menjadi batal dan ditangguhkan sampai Perhimmi MDC memenuhi
kewajibannya menurut peraturan yang berlaku. Dan ini berarti Perhimni
MDC harus membayar uang perpanjangan SHGB yang- lebih besar lagi
(lebih kurang 16 kali dart yang dibayar sebelumnya) kepada PEMDA DKI
Jakarta untuk memperpanjang Sertipikat HGBnya. Hal ini disebabkan
'peratilran yang mengatur biaya perpanjangan HGB untuk tanah yang
dimiliki PEMDA DKI Jakarta berbeda dengan peraturan yang mengatur
biaya perpanjangan HGB untuk tanah yang dimiliki negara.

Dengan adanya surat dari Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dengan
no.758/09.01-PT bertanggal 7 Juli -2006, pihak Perhimni MDC
menyampaikan keberatan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, karena
dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Akta Jual Beli (AJB),
Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS), dan dokumen
dalam proses perpanjangan HGB sampai dengan dikeiuarkannya Surat
Keputusan dari Kantor Pertanahan Jakarta Pusat untuk perpanjangan HGB
-atas Tanah Bersama Apartemen MDC tidak pemah dicantumkan bahwa
tanah bersama Apartemen MDC berstatus HGB yang berada di atas HPL.
Akhirnya BPN Jakarta Pusat menunjukkan adanya Perjanjian Kerjasama
antara PT Duta Pertiwi dengan Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 6 Juni
1984, di mana lahan di area Mangga Dua berada di bawah Hak Pengelolaan
Lahan No.1/Mangga Dua Selatan atas nama Pemda DKI Jakarta.

Perhimni MDC selanjutnya menyampaikan Surat No.L-
057/PPMDC/Lttr/VII/06 kepada PT.Duta Pertiwi Tbk., perihal Status Tanah
Bersama Apartemen Mangga Dua Court tersebut. Dan dijawab oleh PT Duta
Pertiwi Tbk dengan Surat No.113/LGL/VIII/2006 yang menyatakan bahwa :
l. Status hak atas tanah bersama Apartemen MDC adalah sesuai yang

' tércantum di dalam sertipikat hak atas tanah tersebut;
2. Jika Peraturan Pemerintah yang berlaku mengenai perpanjangan jangka
waktu sertipikat dikenakan biaya-biaya oleh instansi yang berwenang,

maka sudah sepatutnya pihak-pihak yang memiliki dan menikmati unit

Universitas Indonesia
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hunian di atas sertipikat tersebut wajib mematuhi dan memenubi
peraturan yang berlaku. ‘

Atas surat tanggapan dari PT Duta Pertiwi ini, maka pada tanggal
25 Agustus 2006 Perhimni MDC melaporkan permasalahan ini kepolisian
Daerah Metro Jaya dengan Laporan Pengaduan No.Pol.3212/K/VIII/2006/
SPK Unit II. Dan pada tanggal 6 Juni 2007, Perhimni MDC mendaftarkan
gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Dari  sinilah awal Kketertarikan penulis untuk mempelajari
bagai'mana pengaturan dan pengurusan kepemilikan satuan rumah susun
dalam penulisan tesis ini. Penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut
perihal pengaturan rumah susun dan prakteknya di lapangan yang meliputi:
Bagaimana status kepemilikan satuan rumali susun apartemen Mangga Dua
Court yang berdiri di atas tanah yang berstatus HGB di atas HPL dan
bagaimanakah kepemilikan satuan rumah susun tersebut selanjutnya bagi
para penghuni yang tergabung dalam Perhimni MDC. Alasan-alasan di atas
inilah yang telah mendorong penulis untuk menyusun t¢sis dengan judul
ANALISIS HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN YANG
BERDIRI DI ATAS TANAH YANG BERSTATUS HAK GUNA

'BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN (Analisis Putusan

No.256/PDT/2009/PT.DKI. Jo No.205/Pdt.g/2007/PN.Jkt.Pst.).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membatasi permasalahan

yang akan dibahas dalam tesis ini, antara lain :

1.

b2

Bagaimana status kepemilikan satuan rumah susun Apartemen Mangga
Dua Court bagi para penghuni apartemen, yang tanah bersamanya
berstatus HGB di atas HPL berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku?

Baéaimanakah kepemilikan satuan rumah susun tersebut selanjutnya bagi
para penghuni yang tergabung dalam Perhimni MDC pasca Putusan

Pengadilan Tinggi?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

I

Tujuan penelitian ini antara lain :

Untuk memperoleh gambaran dan informasi berkenaan dengan status
kepemilikan rumah susun apartemen Mangga Dua Court bagi para
penghuni apartemen yang tanah bersamanya berstatus HGB di atas HPL
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh gambaran dan informasi berkenaan dengan bagaimana
kepemilikan satuan rumah susun tersebut selanjutnya bagi para penghuni

yang tergabung dalam Perhimni MDC pasca Putusan Pengadilan Tinggi.

Kegunaan penelitian ini antara fain :

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
ilmiah untuk memperkaya bahan studi Hukum Benda khususnya Hak Atas
Satuan Rumah Susun di Fakultas-fakultas Hukwn di Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi
praktisi hukum dan masyarakat, mengenai pengaturan dan praktek

pengalihan hak atas satuan rumah susun di daerah DKI Jakarta.

. Kcraﬂgka Teori

Penelitian ini menggunakan Teori Positivisme Hukum. Positivisme

hukum dikenal sebagai suatu teori hukum yang menganggap bahwa

pemisahan antara hukum dan moral, merupakan hal yang teramat penting.

Positivisme membedakan secara tajam antara : “what it is for a norm lo exist

as a valid law standard” dengan “what it is for a norm to exist as a valid

moral standard”. Jadi positivisme secara tegas membedakan “apa yang

membuat suatu norma menjadi eksis scbagai suatu standar hukum yang valid”

dan “apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai suatu standar

moral yang valid”.*

' Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan

(Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), (Jakarta : Prenada
Media Group, 2009}, Hal.55.
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Apakah sesuatu itu hukum atau bukan hukum, sama sekali tidak
ditentukan oleh apakah sesuatu itu adil atau tidak adil. Positivisme menerima
kemungkinan adanya hukum yang tidak adil atau yang dirasakan tidak adil,
tetapi ia tidak berhenti menjadi hukum hanya karena ia dirasakan tidak adil. *

Analisis penganut positivis melibatkan pengkonsentrasian pada kajian
tentang undang-undang sebagai keberadaannya (“as it is”), yakni, undang-
undang yang diberlakukan bagi warga negara. Bagi kaum positivis, hukum

dipahami sebagai berikut:°

i. Hukum adalah seperangkat alat perintah,

2. Yaflg dibuat oleh penguasa tertinggi (negara),

3. Ditujukan kepada warga masyarakat.

4. Hukum berlaku lokal (dalam yurisdiksi negara pembuatnya).
5. Hukum harus dipisahkan dari moralitas.

6. Selalu tersedia sanksi eksternal bagi pelanggar hukum.

Bagi penganut ‘Positivismie Hukum’, studi tentang sifat hukum
seharusnya merupakan studi tentang hukum yang benar-benar terdapat dalam
sistem hukum, dan bukan hukum yang seyogianya ada dalam norma-norma
moral.’

Pada penelitian ini, teori Positivisme Hukum akan dipakai sebagai alat
analisa, apakah adanya peraturan perundang-undangan yang baru yaﬁg
mengatur tentang HGB di atas HPL yaitu SK. Gubemur DI Jakarta No.122
Tahun 2001 dapat diterapkan dan dilaksanakan pada perkara sengketa
apartemen MDC ini.

. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

5 tbid
® Ihid, hal.G4
T Ibid
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meneliti bahan pustaka atau meneliti data sekunder.® Pada penelitian hukum
normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data
sekunder. Data sekunder memiliki ciri-ciri antara lain: data sekunder pada
umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready-made), bentuk mapun isi
data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, serta
data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan
tempat.9 _

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji selanjutnya menyatakan bahwa
penggunaan data sekunder memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan
penggunaan data sekunder yang pertama adalah penghematan tenaga d-an
biaya karena dengan melakukan analisa terhadap data sekunder, maka
penelitian dapat diadakan terhadap ruang lingkup bidang yang seluas-luasnya,
dengan biaya yang sehemat mungkin. Keuntungan berikutnya adalah
kemungkinan untuk memperkuat dan memperluas dasar-dasar menarik
generalisasi dari hasil-hasil penelitian. Keuntungan ketiga yaitu data sekunder
dapat digunakan sebagai bahan untuk mengadakan evaluasi terhadap hasil-
hasil penelitian terdahulu sebelum seorang peneliti melakukan penelitian
sesungguhnya. Dengan demikian, maka penelitian yang sesungguhnya akan
dapat dilakukan atas dasar/fondast yang lebih kuat lagi. Selain itu keuntungan
penggunaan data sekunder juga dapat menimbulkan gagasan-gagasan baru
untuk lebih mengembangkan data sekunder terdahulu yang tidak lengkap.'®

Adapun kerugian darl penggunaan data sekunder meliputi: pertama,
data sekunder umumnya tidak lengkap untuk ruang lingkup dan masalah yang
diteliti. Selanjutnya, data sekunder harus diolah secara sistematis sesuai
dengan sistematika atau kerangka penelitian yang sedang dilakukan. Kerugian
lain penggunaan data sekunder yaitu tidak diketahuinya proses pengumpulan
dan pengolahan data sekunder oleh peneliti sebelumnya. Di samping itu,
kerugian penggunaan data sekunder khususnya di Indonesia, seringkali sukar

untuk mengetahui lokasi terhimpunaya data sekunder tersebut secara tepat."’

~ ®Soerjono Soekanto dan Sti Mamudji, Penelitian Hukuin Normatif Suatu Tinjauar
Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal.13-14.
? 1bid, hal 24. ‘
"% Ibid, Hal.35
"' Ibid, Hal.36-37.
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-Menurui Soerjono Soekanto, di dalam penelitian hukum kepustakaan,
data sekunder mencakup: '
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan

terdiri dari:

a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang Undang
Dasar 1945

b. Peraturan Dasar:
i. Batang Tubuh Undang Undang Dasar 1945
ii. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

¢. Peraturan perundang-undangan:
4. Undang-undang dan peraturan = yang setaraf
ii. Peraturan pemerintah dan perat.uran yang setaraf
iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf
v. Peraturan-peraturan Daerah _

d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti, hukum adat

e. Yurisprudensi

f. Traktat

g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku
seperti, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang merupakan
terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari
.Werboek van Strafrecht).

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan

[

hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,
hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun

LR )

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah
kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.
Pada penelitian ini, yang menjadi bahan-bahan hukum antara lain:
. Bahan hukum primer, yaitu antara lain Undang-undang No.5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, peraturan perundang-

2 Ibid, Hal.13.
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undangan di bidang pertanahan lainnya yang terkait seperti Undarig-
undang Rumah Susun No.16 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah No.40
Tahun 1996, Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
No.122 Tahun 200]. Tesis ini terutama mengkaji putusan pengadilan
Jakarta Pusat atas kasus sengketa Apartemen Mangga Dua Court, yaitu
Putusan Pengadilan tingkat bandilllg dengan nomor putusan:
256/PDT/2009/PT.DKI.Jo.Nomor 205/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku bacaan, bahan kuliah, serta

ta

artikel-artikel dari media massa yang pokok bahasannya-berkaitan dengan
topik penelitian ini;
3. Bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia,
* dari Kamus Bahasa Inggris.

Sebagai salah satu cabang ilmu sosial, maka penelitian hukum juga
dikenal sebagai penelitian yang bersifat kualitatif. Menurut Strauss (dan
Corbin), pada pokoknya ada tiga komponen utama dalam setiap penelitian
kualitatif. Komponen-komponen tersebut antara lain : data, prosedur analitis
dan interpretatifnya, serta laporannya yang verbal. Data diperoleh melalui
observasi dan wawancara yang diproses dan dianalisis, yang kemudian
disusun dan disajikan secara deskriptif dalam bentuk Ia}:n)ran‘;:’enelitian.I3

Oleh karena alasan-alasan tersebut, pelaksanaan penelitian ini
terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu :

Pertama, adalah tahapan penelitian kepustakaan (/ibrary researc}r),
yaitu memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian
kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder, baik dari bahan hukum
primer (yaitu peraturan perundang-undangan yang berkenaan mengatur
tentang tanah dan rumah susun), bahan hukum sekunder (yaitu buku-buku dan
karya-karya akademis), maupun bahan hui{um tersier (yaitu majalah atau
artikel surat kabar yang membahas kasus yang sedang diteliti).

Kedua, adalah tahap wawancara, yaitu mencari data lain untuk

melengkapi data kepustakaan. Wawancara ini dilakukan terhadap pihak yang

" Sugiyono, Memahami Penclitian Kualitarif, (Bandung : CV Alfabeta, 2005), hal 215,
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terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu Bpk. Suyono Sanjaya, SH., CN.,
Legal General Manager PT Duta Pertiwi Tbk.

Ketiga, tahap pengolahan data-data yang terkumpul, analisis dan
penyusunan laporan penelitian. Data yang didapat dari penelitian tahap
pertama dan tahap kedua diolah dan dianalisis secara deskriptif. Hasil dari

analisa data dituangkan dalam bentuk laporan penelitian (tesis).

F. Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan dalam tulisan ini adalah sebagai‘berikut :
a. Bab [: Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

b. Bab I[: Tinjauan Pustaka
Bab ini pertama-tama membahas Konseia Tanah di Indonesia. Kemudian
dibahas tinjavan umum mengenai Hak Guna Bangunan yang memaparkan
tentang ketentuan umum, pengertian Hak Guna Bangunan, subyek Hak
Guna Bangunan, terjadinya Hak Guna Bangunan, jangka waktu Hak Guna
Bangunan, kewajiban pemegang Hak Guna Bangunan, hak pemegang Hak
Guna Bangunan, pembebanan Hak Guna Bangunan dengan Hak
Tariggungan, peralihan Hak Guna Bangunan, dan hapusnya Hak Guna
Bangunan. Selanjutnya dibahas tentang tinjauan umum mengenai Hak
Pengelolaan, yang meliputi: pengertian Hak Pengelolaan, kewenangan
pemegang Hak Pengelolaan, tata cara pemberian hak atas tanah di atas
Hak Pengelolaan dan perpanjangan -hak atas tanah di atas Hak
Pengelolaan, serta perhitungan vang pemasukan atas pemberian Hak Guna
Bangunan di atas Hak Pengelolaan. Pada bagian akhir bab 11, yaitu bagian
D dibahas tinjauan umum mengenai pembangunan rumah susun, yang
meliputi peraturan perundang-undangan tentang rumah ;susun, pengertian

rumali susun, status tanah untuk pembangunan rumah susun, tata cara
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penjualan dan pembelian satuan rumah susun, prinsip-prinsip kepemilikan
dalam satuan rumah susun, hak dan kewajiban pemilik satuan rumah
susun, perhimpunan penghuni rumah susun, badan pengelola rumah susun,

dan larangan-larangan bagi penghuni rumah susun.

Bab III: Pembahasan

Bagian ini pertama-tama memuat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Pusat atas perkara Nomor: 256/PDT/2009/PT.DKI. Jo Nomor: 205/Pdt.G/
2007/PN.Jkt.Pst, selanjutnya bagian ini memuat Analisa Putusan, Status
Kepemilikan Satuan Rumah Susun Apartemen Mangga Dua Court bagi
para penghuni apartemen yang Tanah Bersamanya Berstatus Hak Guna
Bangunan di Atas Hak Pengelolaan Berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang Berlaku, serta Kepemilikan Apartemen Mangga Dua Court

Pasca Putusan Pengadilan Tinggi.

Bab IV: Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang berisi para penghuni satuan rumah
susun yang berdiri di altas HGB di atas HPL dalam melakukan perbuatan
hukum terhadap bangunan dan tanahnya, harus senantiasa dengan ijin
pemegang HPLnya yaitu Pemda setempat. Disimpulkan juga bahwa para
penghuni apartemen MDC setelah dikalahkan melalui pﬁtusan pengadilan
banding, dihadapkan pada pilihan untuk membayar wang pemasukan
kepada Pemda DKI agar HGBnya dapat diperpanjang. Saran atau
rekomendasi dari penelitian ini yaitu pertama, hendaknya para calon
pembeli teliti sebelum membeli satuan rumah susun, dan hendaknya
dengan adanya kasus ini, BPN bekerja dengan lebih cermat dengan cara
memuat informasi selengkapnya tentang status tanah dalam sertipikat yang
diterbitkan bagi pemegang sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
Saran berikutnya adalah penelitian lebih lanjut untuk mengkaji Keputusan
Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122 Tahun

2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan
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Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Desa dan
Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

Universitas Indonesia

Analisis hak milik..., Joanita Jalianery, FH Ul, 2010.




BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tanah di Indonesia

Untuk dapat memahami bagaimana sebidang tanah dapat dibebani
lebih dari satu jenis hak, misalnya dengan Hak Guna Bangunan di atas Hak
Pengelolaan, maka perlu sebelumnya dipahami bagaimana konsep tanah
yang berlaku di Indonesia.

Sebutan “tanah” dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam
berbagai arti. Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar
diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Dalam Hukum Tanah
‘kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian
yang telah diberi batasan resmi oleh‘ UU No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau yang lebih dikena! dengan
UUPA (Undang-undang Pokok Agraria).”! Maka pada saat Kita
membicarakan tanah dalam kaitannya dengan hukum maka kita akan
melihat pada UUPA sebagai payung dari segala peraturan perundang-
undangan di bidang pertanahan di Indonesia.

Pada pasal 1 ayat (2) UUPA disebutkan bahwa : “Seluruh bumi, air,
dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa
‘adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan
keka);aan nasional”. Pasal ini menunjukkan bahwa seluruh bumi, air, dan
ruang angkasa yang masuk dalam wilayah negara Indonesia merupakan
milik bangsa Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 4 UUPA menyatakan :

“Atas dasar hak menguasai dari Negara. .. ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan

kepada dan dipunyai oleh orang-orang ...”

" Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaminya) — Jilid [ Hukum Tanah Nasional, Ed. Revisi, Cet.12,
(Jakarta : Djambatan, 2008), hal.18.
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Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis
adalah permukaan bumi (ayat 1)."° '

Pasal 4 UUPA menunjukkan bahwa tapah di Indonesia dikuasai
oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.'® Hak penguasaan
oleh negara ini didasarkan pada pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar
1945, yang menyebutkan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
_sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Kandungan makna dalam pasal tersebut
memiliki dua garis besar, yaitu: Pertama, negara menguasai bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kedua, bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan
dan diusahakan oleh negara bermuara pada satu tujuan yaitu menciptakan
sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Selanjutnya, dalam hukum tanah, hak menguasai negara ini
dijabarkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA),
yang menyebutkan:

“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi

“wewwenang untuk: ‘

a. Mengatur dan menyelenggarakan pe.runmkkan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan rvang angkasa;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai air dan ruang
angkasa.”

Melalui pasal 2 ayat (2) UUPA ini, ditunjukkan bahwa Negara
berwenang untuk mengelola tanah dalam arti mengatur penguasaan dan

‘penggunaan tanah dalam tujuannya mencapai kesejahteraan rakyat.

15
Ibid
'8 pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960
'" Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara atas Tanah, (Yogyakarta: Total Media
dan Program Pasca Satjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009), hal. 82,
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Pemerintah adalah penyelenggara Negara. Dengan demikian, pengemban
dari tugas pengelolaan tanah ini dijalankan oleh pemerintah. Salah satu
bagian dari pengelolaan tanah adalah pemberian hak-hak atas tanah.

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak
yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan.'®

Hak-hak atas tanah menurut UUPA, disebutkan dalam pasal 16, yaitu:

a. Hak Milik
- Hak Milik menurut ketentuan pasal 20 Undang-undang Pokok
Agraria (UUPA) berbunyi :

(I} Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

(2} Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

Hak Milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang
memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali
suatu hak lain di atas bidang tanah Hak Milik yang dimilikinya tersebut
(dapat berupa hak guna bangunan, atau hak pakai, dengan pengecualian hak
guna usahia), yang hampir sama dengan kewenangan negara (sebagai
penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya. Hak ini,
‘mesk'ipun tidak mutlak sama, tetapi dapat dikatakan mirip dengan eigendom
atas tanah menurut KUHPerdata yang memberikan kewenangan yang
{paling) luas pada pemiliknya, dengan ketentuan harus memperhatikan
ketentuan pasal 6 UUPA, yang manyatakan : Semua hak atas tanah memiliki
fungsi sosial.'?
Hak Milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh di antara hak-

hak atas tanah yang ada, karena boleh digunakan untuk segala keperluan

yang terbuka bagi hak-hak atas tanah yang lain, tanpa batas waktu.?

*® Boedi Harsono, Op cir, hal.18.
¥ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak-hak Atas Tanah, (Jakarta : Kencana,

2008}, hal.29-30.
™ Boedi Harsono, Op cit., hal.295.
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b Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha menurut Pasal 28 ayat (1) UUPA, adalah hak
untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam
jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan
pertanian, perikanan, atau peternakan. PP No.40 Tahun 1996 menambahkan

2
guna perusahaan perkebunan.?’

c. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan
‘mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri
dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan
waktu 20 tahun lagi, dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, dapat
dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan (menurut Pasal
35 ayat (1) bersambung dengan pasal 39.UUPA).”* Hak Guna Bangunan
juga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.
Hak Guna Bangunan lebih lanjut akan dijabarkan dalam bagian B: Tinjauan

Umum Mengenai Hak Guna Bangunan.

.d. Hgk pakai

Hak Pakai menurut Pasal 41 ‘ayat (1) UUPA, adalah hak untuk
menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung
oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan
kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat
yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik
tanahinya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan
tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-
ketentuan UUPA. Perkataan “menggunakan” dalam Hak. Pakai menunjuk

pada pengertian bahwa Hak Pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan

Sk Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, Ed.1, Cet.5, (Jakarta : Kencana,

2009), hal.99.
Z H. Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002),

Hal.31.
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bangunan, sedangkan perkataan “memwungut hasil” dalam Hak Pakai
menunjuk pada pengertian bahwa Hak Pakai digunakan untuk kepentingan
selain mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan,
perkebunan.?

Selain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak
Pakai. vang merupakan hak primer™, yaitu hak-hak atas tanah yang
diberikan oleh negara, pasal 16 ayat (1) UUPA juga menyebut hak atas
tanah lainnya, yang disebut juga hak-hak atas tanah sekunder, yaitu hak-hak
yang diberikan oleh pemegang hak-hak primer, antara lain :

A1) Hak Sewa

(2) Hak membuka tanah

(3) Hak memungut hasil hutan

(4) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang
akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya
sementara sebagaimana disebut dalam pasal 53.

Namun demikian, untuk hak-hak atas tanah yang disebutkan pasal 16 ayat

(1) ini Boedi Harsono memberi beberapa catatan :

Untuk menselaraskannya dengan tata susunan hak-hak atas tanah
dalam Hukum Adat, dalam Pasal 16 disebut Hak Membuka Tanah dan Hak
Memungw Hasil Huwtan dalam rangkaian hak-hak atas tanah, yang
‘dimaksudkan oleh Pasal 4 ayat 1. Padahal hak-hak tersebut bukan hak atas
tanah dalam arti vang sebenarnya, karena tidak memberi wewenang untuk
menggunakan tanah, seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2. Hak-hak
tersebut merupakan bentuk “pengejawantahan” Hak Ulayat dalam hubungan
.para warga masvarakat hukum adat yang bersangkutan dengan tanah
ulayatnya. ...... Hak membuka tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan,
adafal hak-hak dalam Hukum Adat yang menyangkut tanah, bukan hak atas
tanah. Dengan membuka tanah ulayat yang diikuti dengan penggunaannya
secara nyata, barulah tercipta hak atas tanah yang bersahgkutan. Sedang,

secara tegas Pasal 46 ayat 2, bahwa dengan mempergunakan hak memungut

2 Urip Santoso, Op cit, hal.114-115.
* Boedi HMarsono, Op Cit, hal.264.
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hasil” hutan secara sah, tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas
tanah itu. *

Berdasarkan paparan hak-hak atas tanah di atas, bagaimana halnya dengan
Hak Pengelolaan? Hak Pengelolaan bukanlah hak atas tanah, namun hak
menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan
kepada pemegangnya.’®

UUPA dalam kaitannya dengan hak pengelolaan menyebutkan dalam
Penjelasan Umum Bagian Ii Nomor 2, bahwa: “Kekuasaan Negara atas fanah
yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pih‘c.'k lainnya adalah
lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas
Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan
hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau
memberikannya dalam pengelolaan pada sesuatu Badan Penguasa (Departemen,
Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya
masing-masing (Pasal 2 ayat 4)”. '

Selanjutnya, pengaturan hak pengelolaan dimuat dalam Peraturan Menteri
Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan
Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutaya.
Pasal 4 PMA No.9/1965 ini menyebutkan : “Dengan menyimpang seperlunya dari
ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1953, maka
tanaﬁ-tanah Negara yang oleh sesuatu Departemen, Direktorat atau Daerah
Swatantra dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, oleh Menteri Agraria atau
pejabat yang ditunjuk olehnya akan diberikan kepada instansi tersebut dengan hak
pakai sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria”.
Dilanjutkan dengan pasal 3 yaitu: “Apabila tanah-tanali Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 4 di atas, selain dipergunakan oleh ihstansi-instansi itu

‘sendiri, juga dimaksudkan untuk diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak

** Boedi Harsono, Op cit, hal.288-289.

* Arie S. Hutagalung, “Kajian Hukum Mengenai Penjaminan Tanah Hak Guna
Bangunan di atas Hak Pengelolaan”, makalah disampaikan dalam Diskusi tentang Penyususnan
Panduan Pemeriksaan di Bidang Agraria, (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,
Jakarta: 20 Oktober 2008). '
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ketiga, maka oleh Menteri Agraria tanah-tanah tersebut akan diberikan dengan
hak pengelolaan”.

Hak-hak atas tanah yag dapat diberikan di atas Hak Pengelolaan diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977 tentang Tata Cara
Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak
Pengelolaan Serla Pendaftarannya, di mana dalam pasal 2 disebutkan : “Bagian-
bagian tanah hak pengelolaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah,
.Lembaga, Instansi dan atau Badan/Badan Hukum (milik) Pemerintah untuk
pembangunan wilayah pemukiman, dapat diserahkan kepada pihak ketiga dan
diusulkan kepada Menteri dalam Negeri atau Gubernur Kepala Daerah yang
bersangkutan untuk diberikan dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak
Pakai, sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang telah
dipersiapkan oleh pemegang Hak Pengelolaan. yang bersangkutan.”

Berdasarkan paparan Ketentuan-ketentuan di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa tanah di wilayah Indonesia. yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh
seseorang atau pihak lainnya, dikuasai oleh Negara. Dalam tujuannya untuk
mencapai  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka Negara dapat
-memanfaatkan atau mendayagunakan tanah tersebut demi kepentingan
masyarakat, salah satunya dengan menyerahkannya kepada Badan Penguasa
{misalnya Pemerintah Daerah) untuk dikelola lebih lanjut. Pengelolaan ini berarti
dapat dipergunakan sendiri, atau diberikan kepada pihak ketiga dengan sesuatu
hak. Hak yang dapat diberikan kepada pihak ketiga ini berupa Hak Milik, Hak
Guna Bangunan, atau Hak Pakai. Dari paparan di atas juga dapat disimputkan
bahwa hak pengelolaan termasuk dalam wilayah hukum publik karena berkenaan
dengan kebijakan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat luas, sedangkan
hak-hak atas tanah yang diberikan di atas Hak Pengelolaan termasuk dalam
bidang hukum perdata karena telah diberikan untuk kepentingan pihak ketiga dan
tyjuannya sudah bersifat pribadi. Dengan demikian, maka dapat dipahami, apabila
.pada suatu bidang tanah terdapat lebih dari satu hak atas tanah, misalnya seperti

Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan.
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B. Tinjauan Umum Mengenai Hak Guna Bangunan

1. Kctcnt.uan Umum

Ketentuan mengenai Hak Guna Bangunan disebutkan dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf ¢ UUPA. Secara khusus diatur dalam pasal 35 sampai dengan Pasal 40
UUPA. Menurut Pasal 50 ayat (2) UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai HGB
diatur dengan peraturan perundangan. '
_ Peraturan perundangan yang dimaksud di sini adalah PP No.40 Tahun
1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah,

secara khusus diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 38.

2. Pengertian Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana disebutkan sebelumnya, adalah
hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat
diperpanjang dengan waktu 20 tahun lagi, dapat beralih dan dialihkan kepada
pihak lain, dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan
{menurut Pasal 35 ayat (1) bersambung dengan pasal 39 UUPA).

Dengan demikian, maka sifat-sifat dari Hak Guna Bangunan, adalah’’

1. Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan
miliknya sendiri, Pasal 21 PP No.40 Tahun 1996 menyet;utkan tanah yang
dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah :

a. Tanah Negara;
b. Tanah Hak Pengelolaan; atau
¢. Tanah Hak Milik.
2. Jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun lagi.
Dapat beralih/dialihkan kepada pthak lain

L2

4. Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan.

*" H. Ali Achnad Chomzah, Op Ciz, hal.31.
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3. Subyck Hak Guna Bangunan
~ Sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
40 tahun 1996, maka yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan adalah :
1. Warga negara Indonesia
2. Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.
Dalam kaitannya dengan subyek Hak, Hak Guna Bangunan sebagai
tersebut di atas. maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) ditentukan bahwa :
| “Pemegang Hak Guna Bangunan yang tidak lagi memenuhi syarat
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 dalam jangka waktu satu
tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang
memenuhi syarat.”
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (-I)
haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, maka‘ hak itu hapus karena hukum. (Pasal

20 ayat (2) PP No.40 Tahun 1996).

4. Terjadinya Hak Guna Bangunan

Terjadinya Hak Guna Bangunan berdasarkan asal tanahnya dapat

-dijelaskan sebagai berikut :

a, Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara

Hak Guna Bangunan ini terjadi dengan keputusan pemberian hak yang
dterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 4, Pasal 9, dan
Pasal 14 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999 dan prosedur
terjadinya HGB ini diatur dalam Pasal 32 sampai dengan pasal 48 Peraturan
Menteri Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999.

HGB ini terjadi sejak keputusan pemberian hak tersebut didaftarkan oleh
pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk
dicatat dalam Buku Tanah. Sebagai tanda bukti haknya diterbitkan sertipikat
(Pasal 22 dan Pasal 23 PP No.40 Tahun 1996).
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b. Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan

Hak Guna Bangunan ini terjadi dengan keputusan pemberian hak atas usul
pemégang'Hak Pengelolaan, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional
berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999 dan
prosedur terjadinya HGB ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN
No.9 Tahun 1999.

Hak Guna Bangunan ini terjadi sejak keputusan pemberian hak tersebut
didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk
‘dicatat dalam buku tanah. Sebagai tanda bukti haknya diterbitkan sertipikat Hak
Guna Bangunan (Pasal 22 dan Pasal 23 PP No.40 Tahua 1996).

¢. Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Milik
Hak Guna Bangunan ini terjadi dengan pemberian oleh Pemegang Hak
Milik dengan akta yang dibuat ofeh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta
PPAT ini wajib didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah (Pasal 24 PP No.40 Tahun 1996).
Bentuk akta PPAT ini dimuat dalam Lampiran Peraturan Menteri

Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997.

5. Jangka Waktu Hak Guna Bangunan
Jangka waktu Hak Guna Bangunan diatur dalam pasal 26 sampai dengan
Pasal 29 PP No.40 Tahun 1996. Jangka waktu Hak Guna Bangunan berbeda

sesuai dengan asal tanahnya, yaitu :

a. Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara

Hak Guna Bangunan ini berjangka waktu untuk pertama kali paling lama
30 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan dapat
diperbaharui untuk jangka waktu paling larna 30 tahun.

Permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaruan Hak Guna
‘Bangunan ini diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka

waktu Hak Guna Bangunan tersebut atau perpanjangannya. Perpanjangan jangka
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waktu atau pembaruan Hak Guna Bangunan dicatat dalam Buku Tanah pada
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang Hak Guna Bangunan
untuk perpénjangan jangka waktu atau pembaruan Hak Guna bangunan, adalah :
1. Tanahnya masih dipergunakan dengan baik, sesuai dengan keadaan, sifat,

dan tujuan pemberian hak tersebut;

N

Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang
hak;

3. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;

4. Tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) yang bersangkutan.

b. Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan

Hak Guna Bangunan ini berjangka waktu untuk pertama kali paling lal-na
30 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka wéktu paling [ama 20 tahun, dan dapat
diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.

Perpanjangan jangka waktu atau pembaruan hak guna bangunan ini atas
permohonan pemegang Hak Guna bangunan setelah mendapat persetujuan dari
pemegang Hak Pengelolaan. Permohonan perpanjangan jangka waktu atau
-pembaruan Hak Guna Bangunan diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum
berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut atau perpanjangannya.
Perpanjangan jangka waktu atau pembaruan Hak Guna Bangunan dicatat dalam

Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

c. Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik

Hak Guna Bangunan ini berjangka wakiu paling lama 30 tahun, tidak ada
perpanjangan jangka waktu. Namun, atas kcsepakatan antara pemilik tanah
dengan pemegang Hak Guna Bangunan dapat diperbarui dengan pemberian Hak
Guna Bangunan baru dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan wajib didaftarkan

pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.
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6. Kewajiban Pemegang Hak Guna Bangunan

Berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 31 PP No.40 tahun 1996, pemegang Hak

Guna Bangunan berkewajiban :

a.

Membayar uvang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya
dilétapkan dalam keputusan pemberian haknya;

Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan
sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;
Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta
menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna bangunan
kepada negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik
sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus; ,

Menyerahkan sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah hapus kepada
Kepala Kantor Pertanahan; .
Memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi
pekarangan atau bidang tanah yang. terkurung oleh tanah Hak Guna

bangunan tersebut.

7. Hak Pemegang Hak Guna Bangunan

Berdasarkan Pasal 32 PP No.40 Tahun 1996, pemegang Hak Guna

‘Bangunan berhak :

a.
b.

Menguasai dan mempergunakan tanah selama waktu tertentu;

Mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi atau
usahanya;

Mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain ; dan

Mémbebani dengan Hak Tanggungan.-

8. Pembebanan Hak Guna Bangunan dengan Hak Tanggungan

Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak

Tanggungan (Pasal 39 UUPA jo. Pasal 33 PP No.40 Tahun 1996). Prosedur Hak

Tanggungan atas Hak Guna Bangunan, adalah :
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Adanya perjanjian utang piutang yang dibuat dengan akta notariil atau akta
di bawah tangan sebagai perjanjian pokoknya;

Adanya penyerahan Hak Guna Bangunan sebagai janiinau utang yang
dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagat perjanjtan ikutan; ‘
Adanya pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam Buku

Tanah dan diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan.

Hak Tanggungan hapus dengan hapusnyé Hak Guna Bangunan. Prosedur

.pembebanan Hak Guna Bangunan dengan Hak Tanggungan ini diatur dalam UU
No.4 Tahun 1996 jo Pasal 44 PP No.24 Tahun 1997 jo. Pasal 114 sampai dengan
Pasal 119 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997.

9. Peralthan Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

(Pasal 35 ayat (3) UUPA jo.Pasal 34 PP No.40 Tahun 1996).

Hak Guna Banpunan dapat beralih dengan cara pewarisan, yang

harus dibuktikan dengan adanya :

a.

surat wasiat atau surat keterangan sebagai sebagai ahli waris yang dibuat
oleh pejabat yang bewenang,

surat keterangan kematian pemegang Hak Guna Bangunan yang dibuat
oleh pejabat yang bewenang,

bukti identitas para ahli warisnya, dan

Sertipikat Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Prosedur peralihan Hak Guna Banguenan karena pewarisan diatur

dalam Pasal 34 PP No.40 Tahun 1996 jo. Pasal 42 PP No.24 Tahun 1997 jo.
Pasal 111 dan Pasal 112 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun

1997.

[Hak Guna Bangunan juga dapat dialihkan oleh pemegang Hak

Guna Bangunan kepada pihak lain yang memenuhi syarat sebagai pemegang

Hak Guna Bangunan. Bentuk pengalihan tersebut dapat berupa jual beli,
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10.

tukar-menukar, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan harus dibuktikan
dengan akta PPAT, sedangkan lelang dibuktikan dengan Berita Acara Lelang
yang dibuat oleh Pejabat dari kantor Lelang.

Peralihan Hak Guna Bangunan tersebut harus didaftarkan kepada
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah
dan dilakukan perubahan nama dalam sertipikat dari pemegang Hak Guna
Bangunan kepada penerima Hak Guna Bangunan yang baru.

Prosedur pemindahan Hak Guna Bangunan karena jual beli, tukar
menukar, hibah, dan penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan diatur
dalam Pasal 34 PP No.40 Tahun 1996 jo. Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 PP
No.24 Tahun 1997 jo. Pasal 97 sampai dengan Pasal 106 Peraturan Menteri
Agraria/Kepal BPN No.3 Tahun 1997.

Prosedur pemindahan Hak Guna Bangunan karena lelang diatur
dalam Pasal 34 PP No.40 Tahun 1996 jo. Pasal 41 PP No.2.4 Tahun 1997 jo.
Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN
No.3 Tahun 1997. '

Pada peralihan Hak Guna Bangunan ini ada ketentuan khusus,
yaitu peralihan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan harus dengan
persetujuan tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan. Demikian pula dengan
peralihan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik harus dengan persetujuan

tertulis dari pemilik tanah yang bersaugkutanb.

Hapusnya Hak Guna Bangunan
Berdasarkan pasal 40 UUPA, Hak Guna Bangunan hapus karena :
a. Jangka waktunya berakhir;

b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu svarat tidak

dipenuhi; ]
¢. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
d. Dicabut untuk kepentingan umum;
e. Ditelantarkan;

f. Tanahnya musnah;
g. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2).
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Hapusnya Hak Guna Bangunan lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal
35 PP No.40 Tahun 1996, faktor-faktor penyebab hapusnya Hak Guna
Bangunan adalah :

a. Berakhirnya jangka waktu vang ditetapkan dalam kepﬁtusan pemberian
atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya;

b. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau
pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena

- Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan atau
dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam Hak Guna Bangunan;

- Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang
tertuang dalam perjanjian pcmbe.rian Hak Guna Bangunan antara
pemegang Hak Guna Bangunan dengan pemilik tanah atau
perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan;

- Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka
waktunya berakhir;

d. Hak Guna Bangunannya dicabut;

e. Ditelantarkan;

f. Tanahnya musnah;

g. Pemegang Hak Guna Bangunan tidak memenului syarat sebagai pemegang
Hak Guna Bangunan.

Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah negara mengakibatkan
tanahnya menjadi tanah negara. Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah
Hak Pengelolaan menyebabkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan
pemegang Hak Pengelolaan. Hapusnya Hak Guna Banguna.n atas tanah Hak
Milik mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan pemilik tanah
(Pasal 36 PP No.40 Tahun 1996). '

Pasal 37 dan Pasal 38 PP No.40 Tahun 1996 mengatur konsekuenst
bagi bekas pemegang Hak Guna Bangunan atas hapusnya Hak Guna
Bangunan, yaitu :

1. Apabila Hak Guna Bangunan atas tanah negara hapus dan tidak

diperpanjang atau diperbarui, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan
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wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan
menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong selambat-

lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Guna Bangunan.

o

Dalam hal bangunan dan benda-benda tersebut masih diperlukan, maka
kepada bekas pemegang Hak Guna Bangunan diberikan ganti rugi yang
bentuk dan jumlahnya diatur iebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

3. Pembongkaran bangunan dan benda-benda tersebut dilaksanakan atas
biaya bekas pemegang Hak Guna Bangunan.

4. Jika bekas pemegang Hak Guna Bangunan lalai dalam memenuhi
kewajibannya, maka bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah
bekas Hak Guna Bangunan itu dibongkar oleh pemerintah atas biaya bekas
pemegang Hak Guna Bangunan.

5. Apabila hak bangunan atas tanah Hak Pengeiolaan atau atas tanah Hak

Milik hapus, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib

menyerahkan tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang

Hak Miik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam

perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau perjanjian pemberian

Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Milik.

C. Tinjauan Umum Mengenai Hak Pengelolaan
1. Pengertian Hak Pengclolaan

Hak Pengclolaan (HPL) adalah'hak menguasai dari Negara atas
tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada
pemegangnya.”®

HPL pada hakekatnya bukan hak atas tanah, tetapi mengambil
istilah yang digunakan Boedi Harsono “gempilan™ Hak Menguasai dari
Negara. Artinya pemegang HPL mempunyai kewenangan untuk
mempergunakan hak yang dihaki untuk keperivan pelaksanaan tugasn};'a,
tujuan utama pemberian hak kepada ;ﬁemegang HPL adalah bahwa tanah
yang bersangkutan disediakan bagi penggunaan oleh pihak-pthak lain yang

memerlukan. Dalam penyediaan dan pemberian tanah itu pemegang

 pasal | angka 2 PP Nomor 40 Tahun 1996,
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haknya diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan yang merupakan

sebagian dari kewenangan negara yang diatur dalam pasal 2 UUPA.>

2. Kewenangan Pemegang HPL
Berdasarkan Pasal 3 PMDN No.5 Tahun 1974, pemegang HPL
mempunyai kewenangan untuk :

a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
-Yang dimaksud merencanakan adalah membuat dan menyusun suétu
rencana (planning) tentang peruﬁtukan (bestemiling), dan rencana
penggunaan {(wse planning) terhadap tanah yang bersangkutan,
sehingga secara optimalisasi pemanfaatan tanah dalam rangka untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
Sebagai pemegang hak yang diatur dan dilindungi oleh hukum, maka
sudah semestinya pemegang HPL tersebut berwenang untuk
menggunakan tanah itu untuk keperluan pelaksanaan usahanya.
Bahkan harus diberi makna, bahwa pemegang HPL tersebut
berwenang pula untuk menuntut agar pihak lain menghormati haknya
'itu, sehingga ia dapat meminta perlindungan hukum terhadap
gangguan di dalam ia memanfaatkan haknya itu.

¢. Menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga
menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak
tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka
waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas
tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-
pejabat yang berwenang menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 (PMA 3/1999),
sesuai dengan peraturan perundangan agraria yang berlaku. Dalam l_lal
.ini, pemegang HPL, selain berwenang untuk menggunakan tanah HPL
itu untuk keperluan pelaksanaan uéahanya, pemegang HPL berwenang

pula untuk menyerahkan bagian-bagian dari tanah HPL itu kepada

* Boedi Harsono, sebagaimana dikutip oleh Arie Sukanti Hutagalung dalam makalah
“Kajian Hukum Mengenai Status HGB di atas HPL”, Hal.3.
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pihak ketiga dengan persyaratan-persyaratan tertentu, baik mengenai
peruntukan, penggunaan maupun mengenai jangka waktu dan
keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah
kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat.
Bagian-bagian tanah HPL tersebut dapat diberikan kepada pihak lain
dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.*

3. Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Di Atas Tanah HPL dan

‘Perp'anjangan Hak Atas Tanah di Atas HPL

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa tujuan pemberian
HPL adalah bahwa tanah yang bersangkutan disediakan bagi penggunaan
oleh pihak-pihak lain yang memeriukan. Bagian-bagian tanah HPL tersebut
dapat diberikan kepada pihak lain dengan Hak milik, Hak Guna Bangunan,
atau Hak Pakai.

Apabila mengacu pada PMDN 1/1977, dalam ketentuan Pasal 2
disebutkan :

Terhadap bagian-bagian tanahi HPL yang c}iber-ikan kepada
Pemerintah Daerah, Lembaga, Instansi dun atau Badan/Badan Hukum
(milik) Pemeritah untuk Pembangunan wilayah pemukiman, dapat
diserahkan kepada pihak ketiga dan diusulkan kepada Menteri Dalam
Negeri atau Gubernur Kepala Dacrah yang bersangkutan (sekarang
Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala kantor Pertanahan
Setempat) untuk diberikan dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau
Hak Pakai, sesuai dengan rencana pcr:fmmkcm dan penggunaan tanah
yang telah dipersiapkan oleh pemegang HPL yang bersangkutan,
Selanjutnya, menurut Pasal 3 disebutkan bahwa :

Setiup penyerahan penggunaan tanah yang merupakan bagian dari
tanah HPL kepada pihak ketiga atau developer oleh pemegang HPL, baik
yang disertai ataupun tidak disertai dengan pendirian bangunan .di
atasnya, wajib dilakukan dengan pembuatan perjanjian tertulis antara

pihak pemegang HPL dan pihak ketiga yang bersanghutan.

® Ramli Zein, sebagaimana dikutip oleh Arie Sukanti Hutagalung dalam makalah
“Kajian Hukum Mengenai Status HGB di atas HPL”, Hal.3-4.
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Sesuai dengan Surat Pengantar PMDN 1/1977 perjanjian dimaksud
harus memuat antara lain keterangan mengenai :
1. Identitas pihak-pihak yang bersangkutan;

2. Letak, batas-batas dan luas tanah yang dimaksud;

Lad

Jenis penggunaannya;

4. Hak atas tanah yang akan dimintakan untuk diberikan kepada pihak
ketiga yang bersangkutan dan keterangan mengenai 'jangka waktunya
serta kemungkinan untuk memperpanjangnya, dalam hal ini, Hak Guna
‘Bangunan.

5. Jenis-jenis Bangunan yang akan didirikan di atasnya dan ketentuan
mengenai pemilikan bangunan-bangunan tersebut pada berakhirnya
hak tanah yang diberikan.

6.  Jumiah vang pemasukan dan syarat-syarat pembayarannya.

7. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu.

Setelah pihak ketiga atau developer memperoleh penunjukan/
penyerahan dari pemegang HPL, maka yang bersangkuan dapat mengajukan
permohonan HGB tersebut dengan perantaraan pemegang HPL, dan
pemegang HPL mempunyai kewajiban untuk melengkapi berkas
permohonan tersebut dan meneruskannya kepada Kepala Badan Pertanahan
‘Nasional melalui Kepala Kantr Pertanahan Setempat, disertai usul-usul
tentang syarat-syarat yang harus ditaati oleh penerima hak. Dengan
didaftarkannya hak-hak atas tanah itu di kantor Sub-Direktorat Agraria
setempal {sekarang Kantor Pertanahan setempat), maka hak atas tanah dari
pihak ketiga atau developer tersebut telah memperoleh jaminan kepastian
hukum yang kuat dan tunduk pada UUPA dan peraturan pelaksanaannya
yang mengatur hak-hak itu seperti halnya hak atas tanah yang lain.

Sebagaimana halnya dengan Tanah Negara, selama dibebani hak-
hak atas tanah tersebut, HPL yang bersangkutan tetap berlaﬁgsung atau tidak
hapus (Pasal 5 PMDN 1/1977). Selanjutnya setelah jangka waktu HGB atau

‘HPL yang dibebankan itu berakhir atau apabila tanah HGB hapus

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) PP 40 Tahun 1996 dan
HPL hapus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) PP 40 Tahun
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1996 maka tanah yang bersangkutan kembali ke dalam peguasaan
sepenuhnya dari pemegang HPL sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal
56 ayat (2) PP 40 Tahun 1996.
4. Perhitungan Uang Pemasukan atas Pemberian HGB di Atas HPL
_ Perhitungan uang pemasukan atas pemberian HGB di atas HPL mengacu
pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang Tarit’ Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan
Nasional (PP No.46/2002) sebagai berikut :
i. Uang Pemasukan dalam rangka pemberian HGB _
‘a. Pemberian HGB untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun yaitu :
1% x (NPT ~ NPTTKUP), atau
1% x (Nilai Perolehan Tanah — Nilai Perolehan Tanah Tidak Kena
Uang Pemasukan)
b. Pemberian HGB untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh)
tahun_yaitu :

JW HGB yang diberikan x 1% (NPT — NPTTKUP)
30
1. Uang pemasukan dalam rangka perpanjangan atau pembaharuan HGB:

a. Pemberian HGB untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun :
1% x (NPT — NPTTKUP) x 50%

b. Pemberian HGB untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh)
tahun :
JW HGB vang diberikan x 1% (NPT - NPTTKUP) x 50%
30

Khusus untuk wilayah Jakarta, besar uang pemasukan untuk

perpanjangan HGB/HP atau hak lainnya di atas bidang tanah HPL diatur
dalam pasal 7 Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas
Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah
Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi DKI
-Jakar'ta, yaitu sebesar : _

5 % x Luas Tanah x NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)
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D. Tinjauan Umum Mengenai Pembangunan Rumah Susun

1. Peraturan Perundang-undangan Tentang Rumah Susun

Pengaturan hukum tentang rumah susun di Indonesia sebagaimana
disebutkan sebelumnya, telah ada di Indonesia sejak munculnya Undang-
undang No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (UURS) pada tanggal 31
Desember 1985. Namun demikian, sebelum lahirnya UURS, ada tiga
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumah susun. Ketiga
peraturan perundang-undangan tersebut antara lain :

1} Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1975 tentang
Pendaftaran Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama dan Pemilikan
Bagian-bagian Bangunan vang Ada di Atasnya Serta Penerbitan
Sertifikasinya;

2) Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1977 tentang
Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Mengenai Hak Atas
Tanah yang Dipunyai Bersama- dan Pemilikan Bagian-bagian
Bangunan Yang Ada di Atasnya.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1983 tentang
Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Izin Penerbitan Sertipikat
Hak Atas Tanah Kepunyaaan Bersama yang Disertai dengan
Pemilikan Sccara Terpisah Bagian-bagian pada Bangunan
Bertingkat. '

Peraturan-peraturan di atas berpangkal pada tafsiran, bahwa dalam
hukum Indonesia dimungkinkan pemilikan secara pribadi bagian-bagian
tersebut, karena Hukum Indonesia menggunakan apa yvang discbut asas
pemisahan horizontal, yaitu asasnya Hukum Adat, yang merupakan dasar
Hukum Tanah Nasional kita. Dalam rangka. asas tersebut, setiap benda yang
menurut wujnd dan tjuannya dapat digunakan sebagai satu kesatuan yang
mandiri, dapat menjadi obyek pemilikan secara pribadi. Maka bagian-bagin
suatu bangunan gedung bertingkat yang menurut wujud dan tujuannya
masing-masing dapat digunakan secara mandiri, menurut hukum kita dapat
dimiliki secara pribadi. Sehubungan dengan itu, dalam Penjelasan Peraturan

Nomof 14/1975 tersebut dinyatakan bahwa : “... peraruran ini bukan
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menciptakan hukum materiil baru, melainkan hanya menyempurnakun dan

melengkapi  ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pendaftaran

tanah, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor [0 Tahun 1961, untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dewasa ini”.

34

Setelah UURS, beberapa peraturan perundang-undangan yang juga

mengatur lebih lanjut mengenai rumah susun antara lain :

1y

2)

4

6)

7

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1988 tentang
Rumah Susun (diundangkan pada tanggal 26 April 1988);

Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang
Bentuk dan Tatacara Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah
Susun (ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989);

Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang
Bentuk dan Tatacara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertipikat
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (ditetapkan pada taggal 27 Maret
1989);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1992 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumali Susun (ditetapkan pada
tanggal 17 Maret 1992);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1992 tentang
Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun (ditetapkan pada tanggal
27 Mei 1992).

Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat tanggal 17 nopemBer
1994 Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan
Rumah Susun,

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/BKPUN/
1995 tanggal 26 Juni 1996 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian,
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni

Rumah Susun.

3 ibid, Hal. 353
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2. Pengertian Rumah Susun _

Pasal 1 UURS menyebutkan bahwa yang diartikan dengan Rumah
Susun adalah bangunan gedung berl-ingkat yang dibangun dalam suatu
lingkungan dan terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara
fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal yang merupakan satuan-
satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah,
terutama untuk hunian yang dilengkapi dengan bagian-bagian bersama,
benda bersama, dan tanah bersama.

Secara lebth detail, penjelasan Pasal 1 angka (1) UURS tersebut
dikemukakan pengertian yuridis dari Rumah Susun, yaitu : “Rumah Susun
yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah istilah yang diberikan
pengertian hukum bagi bangunan gedung bertingkat yang senantidsa
meﬁgandung sistem kepemilikan perseorangan dan hak bersama, yang
penggunaannya untuk hunian Apartemen, atau untuk hunian Office dan
Retail Mall, secara mandiri ataupun secara terpadu sebagai suatu kesatuan
sistem pembangunan.”

Sedangkan pengertian Hak Milik Satuan Rumah Susun
(HMSRS) menurut pasal § ayat (2) dan ayat (3) UURS adalah hak milik
atas satuan rumall susun yang bersifat perorangan dan terpisah. Selain
pemilikan atas Satuan Rumah Susun, HMSRS yang bersangkutan juga
meliputi hak pemilikan bersama atas apa yang disebut “bagian bersama”,
dan “benda bersama”, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang

tidak terpisahkan dengan pemilikan satuan rumah susun bersangkutan.

3. Status Tanah Untuk Pembangunan Rumah Susun
Rumah Susun merupakan suatu bangunan untuk hunian maupun
usaha yang menurut UURS hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik,
hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara atau hak pengelolaan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ™
Menurut UUPA, tanah Hak Milik hanya dapat dipunyai oleh

orang-perorangan warga negara Indonesia tunggal dan badan-badan

32 pasal 7 UURS.
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hukum tertentu yang disebut dalam PP No.38 Tahun 1963, yaitu Bank-
bank milik negara, Perhimpunan, Koperasi, Badan-badan keagamaan, dan
badan-badan sosial yang ditunjuk. Tanah Hak Guna Bangunan dapat
dipunyai perorangan warga negara indonesia dan badan-badan hukum
yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Sedang tanah Hak Pakai juga dapat dimiliki oleh orang-rang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia dan badan-badan hukum asing yang
mempunyai perwailan di Indonesia.”

Dengan demikian, bagi orang asing yang berkedudukan di
Indonesia dan badan-badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di
Indonesia, terbuka kemungkinan untuk membeli dan memiliki satuan
rumah susun, jika tanah tempat dibangunnya rumah susun yang

bersangkutan berstatus Hak Pakai.

. Tata Cara Penjualan dan Pembelian Satuan Rumah Susun

Tata cara penjualan dan pembelian satuan rumah susun mentrut
UU Rumah Susun adalah sebagai berikut® :

Untuk pertama kali semua sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah
Susun {HMSRS) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya setempat atas nama Penyelenggara Pembangunan.
Sertipikat tersebut harus sudah ada sebelum satuan rumah susun dijual,
sebab sertipikat HMSRS merupakan syarat untuk dapat menjual satuan
rumah susun yang bersangkutan.

. Dengan demikian, jual beli yang terjadi antara penyelenggara
pembangunan dan pembeli adalah perbuatan hukum pemindahan Hak
milik atas Satvan Rumah Susun dari penyelenggara pembangunan kepada
pembeli. Pemindahan haknya harus dilakukan dengan akta PPAT (Pasal
10 UU No.16 Tahun 1985), yang daerah kerjanya meliputi tempat letak
rumah susun yang bersangkutan.

Akta yang dibuat PPAT itu merupakan surat tanda bukti telah

dilakukannya jual beli satuan rumah susun yang bersangkutan. Setelah

3 Arie S.Hutagalung, Op cit, Hal.53
M Ibid.
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akta tersebut selesai ditandatangani, maka HMSRS yang dijual itu
berpindah kepada pembeli yang menjadi pemiliknya yang baru, berikut
hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama ya'ng
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satuan rumah susun yang
bersangkutan.

Jual beli yang telah dilakukan di hadapan PPAT tersebut, agar
perbuatan hukumnya mengikat pihak_ ketiga dan memenuhi syarat
publisitas, maka akta PPAT tersebut wajib didaftarkan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya setempat. Pendaftaran dilaksanakan
dengan membubuhkan catatan mengenai jual beli yang telah dilakukan itu
pada buku tanah dan salinan buku tanah yang merupakan bagian dari
sertipikat HMSRS yang bersangkutan. Sertipikat yang telah dibubuhi
catatan pendaftaran, diserahkan kepada pembeli, selakn pemilik baru
satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai tanda bukti pentilikannya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka untuk dapat
menjual satuan-satuan rumah susun yang bersangkutan, penyelenggara
pembangunan rumah susun harus mendapatkan izin layak huni dari
pemerintah daerah, sedangkan untuk - melaksanakan jual belinya di
hadapan PPAT, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan adanya akta
pemisahan atas satuan-satuan rumtah susun untuk pembuatan sertipikat hak
milik atas satuan rumah susun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kotamadya yang bersangkutan.

Walaupun telah disyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1), bahwa satuan
rumah susun baru dapat diperjualbelikan kalau sudah mempercleh iz'in
layak huni dari Pemerintah Daerah dan sertipikat satuan-satuan rumah
susun lersebut sudah selesai. Namun dalam kenyataanya, telah
berkembang kebiasaan Penjualan dan Pemilikan atas satuan rumah susun
di mana rumah-rumah susun yang dipasarkan tersebut belum selesai
dibangun dan bahkan tidak jarang terjadi pada saat masih direncanakan
dan pematangan tanah.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, maka oleh Menteri Negara

Perumahan Rakyat dikeluarkan Surat Keputusan Nomér 11/KPTS/199%4
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tanggal 17 Nopember 1994 tentang Pedoman Perikatan. Jual Beli Satuan
Rumah Susun, yang dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan para
penyelenggara pembangunan perumahan dan pemukiman serta para calon
pembeli rumah susun dari kemungkinan terjadinya ingkar janji dari para
pihak yang terkait, sehingga diperlukan adanya pedoman perikatan jual
beli satuan rumah susun tersebut.

Dengan demikian, dimungkinkan pemasaran/penjualan satuan-
satuan rumah susun sebelum rumah susun yang bersangkutan selesai
pembangunannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengikatan jual
beli yang dilakukan antara penyelenggara pembangunan rumah susun
dengan calon pembeli.

Inti dari perikatan jual beli tersebut adalah :

Satuan rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat
dipasarkan melalui sistem pemesanan dengan cara jul beli satuan rumah
susun;

Pada hari pemesanan yang berminat memesan dapat menerima dan
menandatangani surat pesanan yang disiapkan oleh perusahaan
pembangunan perumahan dan pemukiman yang berisi sekurang-kurangnya
hal-hal sebagai berikut : '

a. Nama danfatan nomor bangunan dan satuan rumah susun yang

dipesan;

&

Nomor lantai dan tipe satuan rumali susun;

Luas satuan rumah susun;

e o

Harga jual satuan rumali susun;
Ketentuan pembayaran vang muka;
spesifikasi bangunan;

tanggal selesainya pembangunan rumah susun;

@ moe

Ketentuan mengenai pernyataan dan persetyjuan untuk menerima
persyaratan dan  ketentuan-ketentuan yang ditetapkan serta
menandatangani  dokumen-dokumen  yang  dipersiapkan  oleh

perusahaan pembangunan perumahan dan pemukiman.
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3. Surat pesanan dilampiri dengan gambar yang menunjukkan letak pasti
satuan rumah susun yang dipesan disertai keteniuan- tentang tahapan
pembayaran.

4, Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah menandatangani surat pemesanan, pemesan dan perusahaan
pembangunan perumahan dan pemukiman harus menandatangani akta
perjanjian jual beli dan selanjutnya kedua belah pihak harus memenuhi
kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam pejanjian perikatan jual beli
hak milik atas satuan rumah susun. Apabila pemesan lalai menandatangani
perjanjian pengikatan jual beli dalam jangka waktu tersebut, maka
perusahaan pembangunan perumahan dan pemukiman dapat tidak
mengembalikan uang pesanan kecuali jika kelalaian berada di pihak
perusahaan pembangunan perumahan dan pemukiman, pemesan dapat
memperlihatkan surat penolakan dari bank bahwa permohonan KPR tidak
disetujui atau hal-hal lain yang dapa disetujui bersama antara perusaha'an
pembangunan perumahan dan pemukiman serta calon pembeli dan uang
pesanan akan dikembalikan 100%.

5. Perjanjian Pengikatan Jual Beli, antara lain memuat hal-hal sebagai
berikut:

a. Obyek vang diperjualbelikan, yaitu l‘l;lk milik atas satuan rumah susun,
yang meliputi pula bagian bersama, tanah bersama, dan benda bersama
berikut fasilitasnya sesuai dengan nilai perbandingan proporsionalnya.

b. Pengelolaan dan pemeliharaan bagian bersama, benda bersama, dan
tanah bersama. merupakan kewajiban seluruh penghuni, sehingga
calon pembeli harus bersedia menjadi anggota perhimpunan penghuni.

c. Kewajiban Pengusaha Pembangunan Perumahan dan Pemukiman,
yang harus dipenuhi sebelum melakukan pemasaran perdana yaitu
wajib melaporkan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II dengan tembusan kepada Menteri Perumahan Rakyat,
dengan melampirkan :

1. salinan surat izin prinsip,

2. salinan surat keputusan pemberian izin lokasi,
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bukti pengadaan dan pelunasan tanah,

salinan surat izin mendirikan bangunan, dan

v

gambar denah pertelaan yang telah mendapat pengesahan dari

Pemerintah Daerah setempat.

Kalau dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kalénder terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam tanda terima
laporan tersebut belum mendapat jawaban dari Bupati/Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, maka penawaran perdana
tersebut dapat dilaksanakan.

Kewajiban lain adalah menyediakan dokumen pembangunan
perumahan, seperti :

1. sertipikat hak atas tanah,

2. rencana tapak,

3. gambar rencana arsitektur yeng memuat denah dan potongan beserta
pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batas secara vertikal dan
-horizontal dari satuan rumah susun;

4. gambar rencana struktur beserta pe}hitungamya; dan

5. gambar rencana jaringan dan instalasi beserta perlengkapannya, dan
kewajiban-kewajiban lainnya.

Selain kewajiban untuk menyediakan dokumen-dokumen yang
dibutuhkan, kewajiban Pengusaha Pembangunan Perumahan dan
Pemukiman antara lain :

1. Menyelesaikan bangunan sesuai dengan standar yang telah
diperjanjikan; ‘

2. Memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam jangka waktu 100 (seratus)

hari setelah tanggal ditandatangani berita cara penyerahan satuan

'rumah susun, dari pengusaha kepada pemesan dengan ketentuan :

(a) tanggung jawab pengusaha tersebut dibatasi oleh desain dan

spesifikasi satuan rumah susun;

(b) kerusakan-kerusakan yang terjadi bukan disebabkan kesalahan

pembeli.

Universitas indonesia

Analisis hak milik..., Joanita Jalianery, FH Ul, 2010.




|8 ]

Bertanggung jawab terhadap adanya cacat tersembunyi yang baru
dapat diketahui di kemudian hari;

Menjadi pengelola sementara rumah susun sebelum terbentuk
perhimpunan penghuni dan membantu menunjuk iJengelola setelah
perhimpunan penghuni terbentuk;

‘Mengasuransikan  pekerjaan  pembangunan  tersebut selama
berlangsungnya pembangunan;

Jika selama berlangsungnya pembangunan terjadi force majenr
(keadaan kahar) yang di luar kemampuan para pihak, pengusaha dan
pembeli akan mempertimbangkan penyelesaiannya sebaik-baiknya
dengan dasar pertimbangan utama adalah dapat diselesaikannya
pembangunan satuan rumalh susun;

Menyiapkan akta jual beli satuan rumah susun kemudian bersama-
sama dengan pembeli menandatangani akta jual belinya di hadapan
Notaris/PPAT pada tanggal yang ditetapkan. Kemudian Perusahaan
Pembangunan Perumahan dan Pemukiman dan/atau Notaris/PPAT
‘vang ditunjuk akan mengurus agar pembeli memperoleh sertipikat hak
milik atas satuan rumah susun atas nama pembeli dan biayanya
ditanggung oleh pembeli.

Menyerahkan satuan rumah susun termasuk fasilitas umum dan
fasilitas sosial secara sempurna pada tanggal yang ditetapkan, dan jika
pengusaha belum dapat menyelesaikan pada waktu tersebut diberi
kesempatan menyelesaikan pembangunan tersebut dalam jangka waktu
120 (seratus dua puluh) han kalender, dihitung sejak tanggal rencana
penyerahan rumah susun tersebut. ‘

Apabila ternyata masil tidak terlaksana sama sekali, maka perikatan
_jual beli batal demi hukum, dan kebatalan ini tidak perlu dibuktikan
atau dimintakan Keputusan Pengadilan atau Badan Arbitrase, kepada
Perusahaan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman diwajibkan
mengembalikan pembayaran uang yang telah diterima dari pembeli
ditambah dengan denda dan bunga setiap bulannya sesuai dengan suku

bunga bank yang berfaku.
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d. Kewajiban-kewajiban pemesan;

I. Menyatakan bahwa pemesan (calon pembeli} telah membaca,
memahami dan menerima syarat-syarat dan ketentuan dari surat
pesanan dan pengikatan jual beli sarta akan tunduk kepada syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan anggaran dasén' Perhimpunan
Penghuni, dan dokumen-dokumen lain terkait, serta bahwa ketentuan
dari perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen tersebut mengikat
pembeli;

2. Setiap pemesan setelah menjadi pembeli satuan rumah susun wajib
membayar biaya pengelolaan {(management fee) dan biaya utilitas
(ueility charge) dan jika terlambat pembayarannya dikenakan denda
yang besarnya disesuaikan dengan kebutusan Perhimpunan Penghuni.

3. Yang menjadi tanggung jawab pemesan meliputi :

(a) biaya pembayaran akta-akta yang diperlukan

(b) biaya jasa PPAT untuk pembuatan akta jual beli satuan rumah
susun;

{c) biaya untuk memperoleh Hak Milik atas Satuvan Rumah Susun,
biaya pendaftaran jual-beli atas satuan rumah susun (biaya
pengalihan hak milik atas nama) di Kantor Badan Pertanahan
setempat;

4. Setelah akta jual beli ditandatangani tetapi sebelum sertipikat Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun .diterbitkan oleh Kantor Badan
Pertanahan setempat :

(a) Jika satuan rumah susun tersebut dialihkan kepada pihak ketiga
dikenakan biaya administrasi yang ditetapkan oleh perusahaan
pembangunan perumahan dan pemukiman , yaﬁg besarnya tidak
lebih dari 1% dari harga jual.

(b) Jika satuan rumah susun tersebut dialihkan kepada pihak anggota
keluarga karena sebab apapun juga termasuk karena pewarisan
menurut  hukum  dikenakan biaya administrasi  untuk

Notaris/PPAT yang besarnya sesuai dengan ketentuannya.

Universitas Indonesia

Analisis hak milik..., Joanita Jalianery, FH Ul, 2010.




44

5. Sebelum lunasnya pembayaran atas harga jual satuan rumah susun
yang dibelinya, pemesan tidak dapat mengalihkan, atau menjadikan
satuan rumah susun tersebut sebagal jaminan utang tanpa persetujuan
tertulis dari perusahaan pembangunan perumahan dan pemukiman.

e. Mengenai penyelesaian perselisihan, jika terjadi perseligihan sehubungan
dengan perjanjian jual beli pendahuluan satuan rumah susun dilakukan
melalui arbitrase yang ditetapkan sesuai dengan aturan-aturan Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan biaya ditanggung oleh pzira
pihak. ‘

5. Prinsip-prinsip Kepemilikan dalam Satuan Rumah Susun
Batasan pemilikan satuan rumah susun diatur dalam Pasal 41 PP No.4
Tahun 1988 sebagai berikut® : |

(1) Hak Milik atas Satuan rumah susun meliputi hak pemilikan perseorangan
yang digunakan secara terpisah, hak bersama atas bagian-bagian
bangunan, hak bersama atas benda, dan hak bersama atas tanah, semuanya
merupakan satu kesatuan hak yang secara fungsional tidak terpisabkan.

(2) Hak pemilikan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (i)

| merupakan ruangan dalam bentuk geometrik tiga dimensi yang tidak
selalu dibatasi oleh dinding.

(3) Dalam hal ruangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibatasi
dinding, permukaan bagian dalam dari dinding pemisah, permukaan
bagian bawah dari langit-langit struktur, permukaan bagian aias dari lantai
struktur, merupakan batas pemilikannya.

(4) Dalam hal ruangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagian tidak
dibatasi dinding, batas permukaan dinding bagian luar yang berhubungan
langsung dengan udara luar yang ditarik secara vertikal merupakan
pemilikannya.

(5) Dalam hal ruangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) keseluruham&a

tidak dibatasi dinding, garis batas );ang ditentukan dan ditarik secara

5 1bid hal.13-14
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vertikal yang penggunaannya sesuai dengan peruntukannya, merupakan

batas pemilikannya.

Pengaturan di atas merupakan batasan pemilikan individu dalam

satuan rumah susun. Selain kepemilikan secara individu, dalam rumah susun

dikenal juga kepemilikan bersama, yang antara lain berupa :

(1) Tanah Bersama

Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama

secara tidak terpisah, yang di atasnya berdirl rumah susun dan ditetapkan

batasnya dengan persyaratan izin bangunan.’®

(2) Bagian Bersama

Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah

untuk pemakaian bersama dalam satu kesatuan fungsi dengan satuan rumah

susun. Bagian bersama ini merupakan struktur bangunan dari rumah susun

yang terdiri atas :

a. Pondasi;

b. Kolom-kolom;
¢. Sloof;
d. Balok-balok luar;
e. Penunjang;
f. Dinding-dinding struktur utama;
g. Atap;
h. Ruang masuk;
i. Koridor;
j. Selasar;
k. Tangga;
. Pintu-pintu dan tangga darurat;
m. Jalan masuk dan jalan keluar dari rumah susun
n. Jaringan-jaringan listrik, gas dan telekomunikasi;
0. Ruang untuk umum.

% 1bid, hal.14.

Universitas lndonesia

Analisis hak milik..., Joanita Jalianery, FH Ul, 2010.




46

Bagian-bagian bersama ini tidak dapat dihaki atau dimanfaatkan sendiri-
sendiri oleh pemilik satuan rumah susun, tetapi merupakan link bersama
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satuan rumah susun

yang bersangkutan.

(3) Benda Bersama
Benda bersama adalah benda-benda yang bukan merupakan bagian rumah
susun tetapi dimiliki bersama serta tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
Benda Bersama yang melengkapi rumah susun agar berfungsi sebagaimana

‘mestmya terdiri atas :

a. Jaringan air bersil;

b. Jaringan listrik;

c. Jaringan gas (untuk hunian);

d. Saluran pembuangan air hujan;

Saluran pembuangan air limbabh;
f.  Saluran dan atau pembuangan sampah;
g. Tempat kemungkinan pemasangan jaringan telepon/lat komunikasi lain;
h. Alat (transportasi yang berupa lift atau escalator sesuai tingkat
kebutuhannya;
1. Alat pemadam kebakaran;
j. Alat/sistem alarm:
k. Generator listrik (untuk menggunakan lift);
I. Pertamanan yang ada di atas tanah bersama;
m. Peralatan parkir;
n. Penangkal petir;
0. Fasilitas olah raga dan rekreasi di atas tanah bersama.

Pembatasan antara kepemilikan individu dengan kepemilikan bersama
ini berfungsi untuk memberikan batasan mengenai hak dan kewajiban dari
masing-masing penghuni atas rumah susun yang dihuni secara bersama-sama.

Pembangunan rumah susun harus memenuhi berbagai persyaratan teknis
dan administratif yang ditetapkan dalam pasal 6 UURS jo PP No.4 Tahun 1988

tentang Rumah Susun. Pembangunan rumah susun memerlukan persyaratan teknis
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dan adminstratif yang lebih berat, karena rumah susun memiliki bentuk dan
keadaan khusus yang berbeda dengan perumahan biasa. Rumah susun merupakan
gedung bertingkat yang akan dihuni banyak orang, sehingga perlu dijamin
keamanan, keselamatan dan kenikmatan dalam penghuniannya. *’
Penjelasan pasal 6 UURS menyebutkan persyaratan teknis antara lain

.mengatur mengenai :

a. Ruang;

b. Struktur, komponen dan bahan bangunan;

Kelengkapan rumah susun;

e o

Satuan rumah susun;

e. Bagian dan benda bersama;

f. Kepadatan dan tata letak bangunan;

g. Prasarana dan fasilitas lingkungan.

Sedangkan persyaratan adimunistratif yang dimaksud adalah mengenai :

1. Izin lokasi (SP3L dan SIPPT) khusus untuk wilayah DKI Jakarta;
Advice planning;
[zin mendirikan bangunan;

Izin layak huni;

P S S

Sertipikat tanahnya.
Pasal 5 ayat (2) UURS menyebutkan bahwa pembangunan rumah susun

dapat diselenggarakan oleh :
1. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD)

2. Koperasi

3. Badan Usaha Milik Swasta

4. Swadaya Masyarakat _

5. Kerja sama antar badan-badan tersebut sebagai penyelenggara.

BUMN/BUMD adalah badan hukum yang modalnya seluruhnya atau
sebagian milik negara. yaitu pemerintah pusat/pemerintah daerah, antara lain :
Perusahaan daerah, Perusahaan Umum, Persero. Sebaliknya, yang dimaksud
dengan Badan Usaha Milik Swasta yang modalnya modal nasional, Badan Usaha

Milik Swasta yang modalnya campuran asing dan nasional, dan Badan Usaha

7 [bid, hal 33,
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Milik Swasta yang 100% modal asig. Sepanjang Badan Usaha Milik Swasta

tersebut memenuhi syarat sebagai Badan Hukum Indonesia, pengembang wajib

memberitahukan hal-hal yang menjadi kewajiban calon pemilik satuan rumah

susun sebelum dijual.

6. [lak dan Kewajiban Pemilik Satuan Rumah Susun

Adapun hak dan kewajiban dari Pemilik Satuan Rumal Susun menurut

UURS antara lain*® :

a. Hak Pemilik Satuan Rumah Susun

1.

Sudah dengan sendirinya pemilik satuan rumah susun berhak untuk

menghuni satvan rumah susun yang dimilikinya serta menggunakan

bagian-bagian bersama, tanah bersama dan benda-benda bersama,
masing-masing sesuai dengan peruntukannya.

Ia juga berhak untuk menyewakan satuan rumah susun yang
dimilikinya kepada pihak lain yang akan menjadi j:}enghuni, asal tidak
melebihi jangka waktu berlakunya. hak atas tanah bersama yang
bersangkutan.

[a juga berhak untuk menunjuk Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
yang dimilikinya sebagai jaminan kredit, dengan membebaninya
dengan Hak Tanggungan, seperti halnya Penyelenggara Pembangunan

Rumah Susun.

‘Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dapat beralif karena pewarisan.

Juga dapat dipindahkan kepada pihak lain melalui jual-beli, tukar-

menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan atau legaat.

b. Kewajiban Pemilik Satuan Rumah Susun

1.

Para pemilik satuan rumah susun atau penghuninya berkewajiban
membentuk  Perhimpunan  Penghuni. Perhimpunan  penghuni
merupakan suatu badan hukum, yang bertugas mengurus kepentingan

bersama para pemilik satvan rumah susun dan penghuninya, yang

_ * RBoedi Harsono, Hukwm Agraria Indonesia (Sejarah Pembentwkan Undang-undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, cet.12, (Jakarta :
Djambatan, 2008), Hal.362 -363. :
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bersangkutan  dengan  pemilikan dan  penghuniannya, agar
terselenggara kehidupan bersama yang tertib dan aman dalam
lingkungan yang sehat dan serasi.

Pechimpunan Penghuni tersebut dapat menunjuk atau membentuk
svatu Badan Pengelola, yang bertugas melaksanakan pemeliharaan
dan pengoperasian peralatan yaI{g merupakan milik bersama,
pemeliharaan dan perbaikan rumah susun dan bagian-bagian yang
merupakan milik bersama dan digunakan bersama serta kegiatan-
kegiatan lain yang berhubungan dengan itu.

2. Pembiayaan Kegiatan Perhimpunan penghuni dan Badan Pengelola
ditanggung bersama oleh para pemilik satuan rumah susun dan para
‘penghuni, masing-masing sebesar imbangan menurut nilai
perbandingan proporsionalnya.

3. lJika jangka waktu hak atas tanah bersamanya berakhir, para pemiik
satuan rumah susun berkewajiban untuk bersama-sama mengajukan
permohionan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan Hak Guna

Bangunan atau Hak Pakai yang bersangkutan.

7. Perhimpunan Penghuni
Perihal Perhimpunan Penghuni rumah susun éiiatur dalam SK

Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketva Badan Kebijaksanaan dan

Pengendaian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional No.06/

KPTS/BKP4N/1993, tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun.*’

Maksud dan tujuan perhimpunan ini adalah :

a. untuk mencapai pemanfaatan dan pemakaian rumah susun khusus bagi
keperluan satuan rumah susun sebagainiana ditentukan dalam UU no.16
Tahun 1985 dan PP No.4 Tahun 1988 tentang rumah susun dan peraturan
perundang-undangan;

b. Untuk membina, mengatur serta mengurus kepentingan bersama di antara

penghuni satuan rumah susun dengan menerapkan keseimbangan

3 Arie S. Hutagalung, Op cit, hal.76
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kepentingan penghuni agar dapat tercapai keterliban, dan keselarasan
kelidupan bertetangga sesvai dengan jiwa dan kepribadian bangsa
Indonesia, khususnya dalam mengelola bagian bersama, benda bersama
dan tanah bersama;

Untuk menjaga dan saling melengkapi kebutuhan penghuni dalam
menggunakan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama;

Untuk menjamin kelestarian penggunaan fungsi hak bersama (bagian
bersama, benda bersama, dan tanah bersama} di antara penghuni;

Untuk membina terciptanya kegotongroyongan dalam kehidupan

lingkungan di anlara penghuni satuan rumah susun.

Adapun tugas pokok perhimpunan penghuni antara lain :
Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang
disusun oleh pengurus dalam rapat umum Perhimpunan Penghuni;
Membina para penghuni ke arah kesadaran hidup bersama yang serasi,
selaras dan seimbang dalam ruma susun dan lingkungannya;

Mengangkat pengurus sesual dengan hasil rapat umum perhimpunan
penghuni

Mengawasi pekerjaan badan pengelola dalam rangka pengelolaan satuan
rumah susun beserta hak bersama atas bagian bersama, benda bersama,
dan tanah bersama.

Jenis Rapat Perhimpunan Penghuni terdirt atas :

Rapat pengurus perhimpunan penghunj;
Rapat umum perhimpunan penghuni;
Rapat umum perhimpunan penghuni terdiri atas :
Rapat Umum Tahunan;
Rapat Umum Luar Biasa — adalah rapat umum di luar rapat umum
tahunan.

Yang menjadi anggota perhimpunan adalah subyek yang memiliki

atau memakal atau menyewa atau menyewa beli (termasuk sewa guna usaha)

atau yang memanfaatkan satuan rumah susun yang berkedudukan sebagai

penghuni.
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Para anggota perhimpunan penghuni berhak untuk :
Memilih dan dipilih menjadi pengurus perhimpunan sesuai dengan syarat-
syai-at yang ditentukan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah
Tangga perhimpunan;
Mengajukan usul, mengajukan pendapat dan menggunakan atau
mengeluarkan hak suara yang dimilikinya dalam rapat umum atau rapat
umum luar biasa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau
Anggaran Rumah Tangg perhimpunan;
Memanfaatkan dan memakai sesuai dengan keperluannya atas pemilikan
dan/atau penggunaan satuan rumah susun secara tertib dan aman, termasuk
bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;
Mendapatkan perfindungan sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran
Rumah Tanga perhimpunan.
Sebaliknya, para anggota perhﬁnpunan berkewajiban :

Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah
Tangga perhimpunan, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Tata
Tertib dan peraturan-peraturan lainnya baik yang diputuskan dalam rapat
umum atau rapat umum luar biasa atau oleh pengurus atau oleh badan
pengelola yang disetujui oleh pengurus;
Memenuhi segala peraturan yang berlaku yang dikelvarkan oleh
Pemerintah Daerah setempat yang mengatur tentang rumah susun;
Membayar kewajiban keuangan yang dipungut oleh perhimpunan atau
badan pengelola, sesuai dengan syarat-syarat yang telah diperjanjikan
antéra pengurus dan badan pengelola ataupun berdasarkan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga penghuni, seperti :
a. Membayar biaya pemeliharaan (service charge).

Biaya ini adalah tanggung jawab pemilik, kecuali bila pemilik

mengalibkannya kepada penghuni. Biaya pemeliharaan untuk setiap

satuan rumah susun dihitung dari total biaya pengelolaan rumah susun

sehari-hari sesuai anggaran yang ditetapkan perhimpunan penghuni.

Biaya ditanggung bersama oleh pemilik satuan rumah susun
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berdasarkan NPP (Nilai Perbandingan Proporsional) unit rumah

susunnya.

‘Membayar biaya utilitas umum (utility charge)

Biaya ini dimaksudkan sebagai cadangan untuk penggantian/perbaikan
bagian bersama atau benda bersama yang telah aus atau rusak atau
vang telah berakhir umur ekonomisnya. Besarnya biaya yang
ditanggung oleh masing-masing pemilik/penghuni gedung berdasarkan
NPP-nya dan biaya ini biasanya disiﬁlpan dalam bentuk tabungan atas
nama perhimpunan penghuni.

Membayar sinking fund.

Biaya ini adalah biaya yang digunakan sebagai- cadangan untuk
membangun kembali rumah susun jika keadaan rumah susun tersebut

sudah tidak layak lagi untuk dihuni karena umur bangunannya sudah

‘lama. Besarnya biaya ini juga berdasarkan NPP.

Memelihara, menjaga, mengatur, memperbaiki rumah susun dan
lingkungannya, atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah
bersanta;

Memelihara, menjaga, mengatur, memperbaiki satuan rumah susun
yang dimiliki atau dihuninya;

Menunjang  terselenggaranya  tugas-tugas  pokok  pengurus
perhimpunan penghuni dan badan pengelola;

Membina hubungan antara sesama penghuni satuan rumah susun yang

selaras berdasarkan asas kekeluargaan dan norma-norma peri

_kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia.

Keanggotaan perhimpunan penghuni berakhir bilamana :
Penghuni pindah atau tidak berdomisili di lingkungan rumah susun
yang bersangkutan;
Ada pelimpahan hak penghunian kepada pihak lain atas dasar
hubungan hukum tertentu. ‘

Kedaulatan perhimputan berada pada anggota perhimpunan

penghuni berdasarkan proporsional hak suara yang dimilikinya. Macam

hak suara anggota dalam perhimpunan antara lain :
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a. Hak suara penghunian,
Yaitu hak suara para anggota untuk menentukan hal-hal yang
menyangkut tata tertib, pemakain fasiitas bersama, dan kewajiban
-pembayaran iuran atas pengelolaan dan asuransi kebakaran terhadap
hak bersama seperti Penghunian dz;n Pengelolaan Rumah Susun bagian
bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Setiap anggota
perhimpunan diwakili oleh satu suara;
b. Hak suara pengelolaan,
Yaitu hak suara para anggota untuk menentukan hal-hal yang
menyangkut pemeliharaan, perbaikan, dan pembangunan prasarana
lingkungan, serta fasilitsa sosial, bagian bersama, benda bersama, dan
tanah bersama. = Hak suara pengelolaan dihitung berdasarkan
perbandingan proporsional dari setiap satuan rumah susun;
¢. Hak suara pemilikan,
-Yaitu hak suara anggota perhimpunan untuk menentukan hal-hal yang
menyangkut hubungan antar sesama penghuni satuan rumah susun,
pemilihan pengurus dan biaya-biaya atas satuan rumah susun. Hak
suara pemilikan dihitung berdasarkan nilai perbandingan proporsional
setiap satuan rumah susun. ‘
Pengaturan pengurus perhimpunan penghuni diatur sebagai
berikut:
Pengurus perhimpunan penghuni dipilih dari dan oleh anggota
Perhimpunan Penghuni untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dihitung sejak
tanggal pengangkatan. _
. Pengurus perhimpunan penghuni dipilih selama-lamanya untuk 2 (dua)
periode pada jabatan yang sama.
. Bagi anggota pengurus yang telah 2 (dua) kali berturut-turut memangku
jabatan, dapat dipilik untuk jabatan yang berbeda.
. Pembagian tugas tiap-tiap anggota Pengurus Perhimpunan penghuni
ditetapkan dalam Tata Kerja Pengurus yang disahkan oleh Rapat Pengurus

Perhimpunan Penghuni.
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Pada menjelang akhir masa bakti kepengurusan, pengurus perhimpunan
penghuni berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada anggota
perhimpunan penghuni mengenai berakhirnya masa bakti tersebut, serta
mempersiapkan laporan perlanggungjawaban yang akan disampaikan
kep-ada Rapat Umum Perhimpunan Penghuni.

Anggota pengurus perhimpunan penghuni berhenti karena :

a. Atas permintaan sendiri;

b. Meninggal dunia;

c. tidak lagi memiliki hak hunian dalam satwan Rumah Susun
tersebut;

d. Diberhentikan karena tindakan indisipliner;

e. menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan hakim yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
Pengisian lowongan antar waktu pengurus perhimpunan penghuni
disebabkan karena hal-hal sebagaimana dimaksud oleh butir 6 (enam)
tersebut, dilakukan oleh Rapat Pengurus Perhimpunan Penghuni.
Untuk mengisi lowongan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam butir
7 (twjuh) itu, dapat dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon.
Pengurus berwenang untuk :
Membuat dan merubah aturan tata tertib dan pengelolaan penghunian serta
menentukan kebijaksanaan sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran
Rumah Tangga perhimpunan penghuni;
Pengurus berwenang untuk melakukan peringatan, teguran dan tindakan
lain terhadap penghuni yang melanggar atau tidak mentaati aturan
Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, aturan tata tertib,
keﬁutusan rapat umum, keputusan rapat pengurus, dan perjanjian dengan
badan pengelola;
Ketua dan sekretaris berwenang mewakili perhimpunan penghuni di dalam
dan di luar pengadilan tentang segala hal, dan segala kejadian, sesuai
dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga perhimpunan
penghuni dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

menjalankan segala tindakan-tindakan baik mengenai pengurusan maupun
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yang mengenal pemilikan dalam ruang lingkup pengelolaan rumah susun
tersebut.
Adapun kewajiban pengurus antara lain :

1. Memberikan pertanggungjawaban kepada rapat umum perhimpunan
penghuni;

2. Menyampaikan laporan kepada perhimpunan penghuni secara berkala
sekurang-kurangnya dua kali setahun atas pekerjaan badan pengelola;

3. Menyelenggarakan tugas-tugas administrasi yang berkaitan dengan
masalah penghunian perhimpunan penghuni, dan melaksanakan putusan
rapat umum perhimpunan penghuni;

4. Membina penghuni ke arah kesadaran hidup bersama, selaras, serasi, dan
seimbang dalam perhimpunan penghuni;

5. Mengawasi pelaksanaan penghunian satuan rumah susun agar penghuni
mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga serta perikatan perjanjian dengan badan
per;gelola;

6. Menetapkan dan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan
oleh penghuni terhadap keputusan rapat umum perhimpunan penghuni,
keputusan rapat pengurus, Anggaran Dasar atau Angaran Rumah Tangga
perhimpunan penghuni serta perjanjian dengan badan pengelola, termasuk
memohon bantuan dari dinas perumahan, Pemerintah Daerah, dan pihak
berwajib lainnya dalam menerapkan sanksi bagi penghuni yang tidak
mematuhi tata tertib penghunian;

7. Menjalin hubungan kerja sama baik secara langsung maupun tidak
langsung dengan pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundang-undangan.

Badan Pengelola
Pengelolaan rumah susun dilakukan oleh suatu badan pengelola
yang ditunjuk atau dibentuk oleh perhimpunan penghuni yang berbentuk

badan hukum dan profesional, yang harus dilengkapi dengan unit organisasi,
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personil dan peralatan yang mampu untuk mengelola rumah susun yang
bersangkutan.™
Penunjukan badan pengelolaan dilakukan dengan -

a. Pengurus perhimpunan penghuni dapat menunjuk badan pengelola yang
berstatus badan hukum dan profesional yang sesuai dengan tingkat
kebutuhannya yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan rumah susun;

b. Jika badan pengelola yang ditunjuk tersebut tidak dapat menjalankan
tugasnya secara profesional, maka pengurus perhimpunan dapat mengganti
badan pengelola tersebut dan menunjuk badan pengelola yang lain yang
lebih profesional;

c. Dalam hal jumlah satuan-satuan rumah susun masih dalam batas yang
dapat ditangani sendiri, perhimpunan penghuni dapat membentuk badan
pengelola yang dilengkapi dengan unit organisasi, personil dan peralatan
yang mampu untuk mengelola rumah susun.

Tugas badan pengelola itu sendiri adalah :

a. Mengadakan pemeriksaan, pemeiiharaan, kebersihan dan perbaikan rumah
susun dan lingkungannya pada bagian'bersama, benda bersama, dan tanah
bersama;

b. Mengawasi ketertiban dan keamanan penghuni serta penggunaan bagian
bersama, benda bersama, dan tanah bersama sesuai dengan peruntukannya;

¢. Memberikan laporan secara berkala | keada pengurus perhimpunan
penghuni tentang penyelenggaraan pengelolaan.

Sedangkan hak dan kewajiban badan pengelola adalah :

a. Membuat tata tertib dan peraturan lain yang berhubungan dengan
pengelolaan rumah susun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh
pengurus perhimpunan penghuni;

b. Menetapkan dan memungut iuran pengelolaan kepada setiap penghuni.

Larangan-larangan Bagi Penghuni Rumah Susun
Setiap penghuni yang memiliki, memakai, menyewa beli, atau

memanfaatkan satuan rumah susun dilarang :

* Ibid, Hal.83.
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Melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan, keselamatan
terhadap penghuni lain, bangunan dan lingkungan rumah susun;
Menjadikan rumah susun sebagai tempat yang bertentangan dengan
kesusilaan, norma-norma agama, dan adat istiadat, serta segala tindakan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Merubah perdntukan satuan rumah susun dari peruntukan hunian menjz;di
bukan hunian: ‘

Menambah bangunan di fuar rumah susun baik untuk kepentingan pribadi,
kepentingan tetangga, dan atau kepentingan bersama tanpa persetujuan
tertulis yang sah dari pengurus perhimpunan penghuni.

Mengambil manfaat secara tidak sah atas nilai aliran atau sambungan
listrik, air bersih (PAM), Gas Bumi (Gas Negara), saluran telpon pribadi
maupun saluran telpon umum.

Menjadikan teras, tangga, gang (ruang untuk blok), ruang umum, taman
halaman lantai dasar, sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan diri
pribadi tanpa persetujuan tertulis yang sah dari Pengurus Perhimpunan
PeﬁghunL

Memelihara hewan peliharaan yang mengganggu ketertiban umum,
kenyamanan dan keserasian, seperti anjing, ayam, burung, dan sebagainya.
Memagari halaman tanah lantai dasar dan mengakui tanah lantai dasar
sebagai milik pribadinya, termasuk mengunci pintu ke halaman/tanah
lantai dasar tersebut;

Menutup bagian ruangan jalan tangga darurat;

Mengubah bentuk satuan rumah susun tanpa mendapat persetujuan tertulis
dari Pengurus Perhimpunan Penghuni sesuai dengan ketentuan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
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BAB III
PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat atas perkara Nomor:
256/PDT/2009/PT.DKI. Jo Nomor: 205/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst

b2

v

Para pihak dalam putusan ini adalah :
Pembanding [ /Terbanding II: Fifi Tanang (semula penggugat [);
Pembanding l/Terbanding 1I: Tjandra Widjaya (semula penggugat II);
Pembanding [I/Terbanding I: PT Duta Pertiwi Thk.(semulia tergugat [);
Pembanding I1[/Terbanding I1I: Muktar Widjaja (semula tergugat II);
Pembanding IV/Terbanding IV: Notaris Arikanti Natakusumah, SH.
(semula tergugat III);
Terbanding V: Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DK Jakarta cq.
Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat .(semula tergugat
V),
Terbanding VI: Gubernur DK Jakarta cq. PEMDA DKI Jakarta ¢q. Biro
Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta (semula tergugat V).

Putusan ini merupakan putusan banding atas putusan
No0.205/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst, yang memutuskan :
Menyatakan Tergugat I. 1I, dan [I[ telah melakukan Perbuatan
Melanggar Hukum |
Menghukum Tergugat [, II, dan III untuk membayar biaya Rekomendasi/
Pemasukan untuk memperoleh Rekomendasi dari PEMDA DKI Jakarta
sebagai pemegang Hak Pengelolaan No.l/Mangga Dua Selatan, guna
memperpanjang Hak Guna Bangunan No.2981/Mangga Dua Selatan,
seluas 9003 m? yang di atasnya berdiri Apartemen Mangga Dua Selatan
(objek sengketa) secara bersama-sama, sebesar jumlah yang ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Putusan pengadilan tingkat pertama ini didasarkan oleh

pertimbangan :

58
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. Pengertian perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal

1365 KUHPerdata telah mengalami perluasan pengertian dimana
melanggar hukum tidak saja diartikan sebagai perbuatan yang melanggar
undang-undang saja tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar
unsur kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

Melihat pada pasal 1457 KUHPerdata bahwa jual beli adalah suatu
persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar
harga vang telah dijanjikan; -

Selanjutnya, memperhatikan pasal 1491 KUHPerdata yang menyebutkan
bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban Penjual kepada Pembeli,
adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama penguasaan benda yang
dijual dengan aman dan kedua terhadap adanya cacat barang yang
tersembunyi atau sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan alasan untuk
pembatalan pembeliannya;

Sahnya suatu jual beli harus ada peréetujuan dan kesepakatan antara
Penjual dan Pembeli sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, bahwa
ternyata dari perjanjian jual beli antara Tergugat dan Penggugat
ditemukan adanya cacat tersembunyi berkaitan dengan tidak
diberitahukannya keadaan objek jual beli berupa Apartemen Mangga
Dua Court yang berdiri atas tanah IHak Guna Bangunan (HGB)di atas
tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik PEMDA DKI Jakarta, yang
mengakibatkan pembebanan kepada pembeli (Penggugat) atas biaya
rekomendasi perpanjangan HGB atas tanah tersebut, dengan demikan
menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan
penipuan sehingga dapat dijadikan alasan pembatalannya;

Dengan tidak diberitahukannya status keadaan tanah yang berupa HGB
di atas HPL oleh tergugat I, II, dan III kepada para penggugat,
merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1491 KUHPerdata karena
dengan sengaja menyembunyikan keadaan tersebut; .

Kapasitas tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
sebagai pejabat publik berkewajiban untuk membela kepentingan tidak
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hanya para tergugat, akan tetapi juga kepentingan para penggugat agar
jual beli berjalan sesuat asas-asas hukum jual beli yang berlaku;

. Tergugat 1V dan V tidak berkaitan langsung dengan objek sengketa,
maka gugatan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap mereka ditolak.

. Akibat tidak diberitahukannya keadaan tanah objek scngketa
mengakibatkan para penggugat dikenai beban biaya untuk membayar
vang pemasukan (rekomendasi) kepada PEMDA DKI Jakarta untuk
memperpanjang HGB atas objek sengketa, sehingsa adalah patut biaya
tersebut dibebankan kepada Tergugat I, I , dan II1.

Melihat pada putusan pengadilan tingkat pertama, majelis hakim
pada Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya tidak sependapat
dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan
bahwa pembanding II, pembanding IiI, dan pembanding IV telah
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar
unsur kepatutan, kehati-hatian dan ketelitian yaitu tidak memberitahukan
status tanah objek sengketa berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang
berada di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) kepada pembanding I
dalam jual beli atas satuan rumah susun. Hal ini diajukan dengan alasan:
Bahwa pembanding II dan Il tidak menjual satuan rumah susun kepada
pembanding [ sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Hunian di
Mangga Dua Court Condominium Arca Perdagangan Mangga Dua
No.105/PPJB/DP/MC/VII/I1 tanggal 30 Desember 1991, melainkan
kepada Abraham Tjahya. Oleh sebab itu tidak dapat dikatakan
Pembanding Il dan Pembanding III tidak memberitahukan status tanah
apartemen MDC kepada pembanding I;

. Bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi pembanding II dan Il untuk
memberitahukan status tanah objek sengketa adalah HGB di atas HPL
karena informasi mengenai hak-hak atas tanah secara terbuka dapat
diperoleh di Kantor Pertanahan setempat bagi mereka yang belum jelas
status tanalvVrumah yang menjadi obyek jual beli;

. Bahwa pembanding I dan III belum dinyatakan bersalah oleh putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan
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perbuatan pidana penipuan dalam jual beli unit rumah susun dengan
pembanding 1. _

Oleh karena dalil pembanding 1 bahwa pembanding II dan III telah
melakukan perbuatan melanggar hukum tidak terbukti, maka gugatan
pembanding 1 ditolak. Dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat dengan nomor perkara 205/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst.

B. Analisa Putusan

Tuntutan utama dari Perhimni MDC dalam perkara inf adalah PT Duta
Pertiwi dan PPAT yang bertugas saat itu dinyatakan bersalah, telah melakukan
perbuatan melfanggar hukum melalui putusan pengadilan karena tidak
memlberikzin informasi status tanah yaitu HGB di atas HPL kepada para penghuni
saat pembelian unit satuan rumah susun tersebut. Meskipun tuntutan Perhimni
MDC ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta telah memenangkan pthak PT Duta Pertiwi karena dalil
perbuatan melanggar hukum tidak terbukti.

Kewajiban pengembang rumah susun kepada pembeli menurut peraturan
'perundangan yang berlaku, di antaranya adalah menyediakan dokumen sertipikat
hak atas tanah.'' Dengan demikian, saat penawaran satuan rumiali susun
apartemen MDC kepada para pembeli, PT Duta Pertiwi wajib menyampaikan
informasi mengenai status tanah sambil menunjukkan sertipikat hak atas tanah di
mana apartemen tersebut berada. Apabila PT Duta Pertiwi tidak menyatak.an
informasi ini kepada pembeli, maka PT Duta Pertiwi dapat dituntut karena
melalaikan salah satu kewajibannya kepada para penghuni apartemnen MDC.

Berdasarkan pertimbangan dari majelis hakim Pengadilan Tinggi, terlihat
bahwa PT Duta Pertiwi tidak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli satuan
rumah susun aparteimen MDC dengan para. penggugat, melainkan dengan
.Abraham Tjahya. Dengan demikian maka informasi mengenai status tanah
bersama apartemen MDC yaitu HGB di atas HPL sepatutniya diberikan PT Duta
Pertiwi kepada Abraham Tjahya. Apabila kemudian para penggugat membeli

*! Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tanagal 17
Nopember 1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun
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satuan rumah susun dari Abraham Tjahya, maka seharusnya informasi tersebut
disampaikan oleh Abraham Tjahya kepada para penggugat. Apabila para
penggugat-membeli unit apartemen dari pihak sclain PT Duta Pertiwi, maka
hendaknya para penggugat bersikap proaktif dalam mencari informasi mengenai
status tanah bersama apartemen tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan majelis
hakim mengenai tidak ada kewajiban hukum bagi PT Duta Pertiwi untuk
menyampaikan status tanah kepada para penggugat dapat dibenarkan. Hal ini
didukung pula bahwa PT Duta Pertiwi dan PPAT yang membuat Akta Jual Beli
'belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan perbuatan pidana
penipuan dalam jual beli unit rumah susun dengan Perhimni MDC.

Meninjau pula dart sudut pandang PPAT yang membuat Akta Jual Beli
saat itu, tuduhan Perbuatan Melanggar Hukum ini juga dapat ditolak. Hal ?ni
didasarkan. pada alasan bahwa PPAT membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli
dan Akta Jual Beli dengan berdasar kepada Sertipikat HGB dan Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun yang sudah ada, di mana sertipikat-sertipikat tersebut tidak
menyebutkan status tanah HGD di atas HPL, hanya menyebutkan status tanah
HGB. Pengecekan yang dilakukan PPAT ke kantor pertanahan sebatas mengenai
apakah sertipikat yang ada sesuai dengan yang ada pada kantor Pertanahan,
-apakah tanah sedang dalam sengketa, dan apakah tanah sedang dibebani dengan
hak tanggungan. Apabila dari pengecekan yang dilakukan, sertipikat tanah sama
dengan yang tercatat di kantor pertanahan, tanah tidak dalam sengketa dan tidak
dibebani hak tanggungan, maka PPAT akan melanjutkan proses pembuatan akta
jual beli. Oleh karena itu, dalil para penggugat bahwa PPAT turut
menyembu'nyikan informasi tentang status tanah dari para pembeli satuan rumah
susun tidak dapat dibenarkan.

Selain tuntutan perbuatan melanggar hukum, ada beberapa pendapat dari
para penggugat yang termuat dalam putusan tingkat pertama yang berkaitan
dengan status tanah HGB di atas HPL yang perlu juga menjadi catatan. Pendapat-
pendapat tersebut antara lain:
| Istilah HGB murni tidak dikenal dalam [lmu hukum, menurut PP No.40
Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas
Tanah, pada pasal 21 disebutkan HGB hanya dapat berdiri di atas Hak Milik,
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HPL, dan Tanah Negara. Mungkin saja maksud dari para penggﬁgat sebagai HGB
murni adalah HGB di atas tanah negara. Untuk membedakannya dengan HGB di
atas HPL, para penggugat dapat menyebutkannya cukup “HGB” saja, atau
menyebutkan HGB di atas tanah Negara.

Salah satu dalil penggugat adalah bahwa HGB di atas HPL tidak dapat
dijadikan jaminan hutang dan bank tidak mau menerima SHMSRS yang berstatus
Hak Pengelolaan karena Bank tidak dapat mengeksekusi jaminan yang dapat
diambil kapan saja oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota {(PEMDA. DKI)
.sehingga sama sekali tidak ada jaminan keamanan tentang status kepemilikan
barang yang dijaminkan, ataupun jika Bank mau menerima akan tetapi nilai
pemberian kreditnya menjadi sangat kecil, karena jaminan seperti ini sangat
riskan bagi Bank. Pendapat ini tidak benar, karena berdasarkan pasal 12 ayat (1)
Undang-undang rumal susun No, 16 Tahun 1985, disebutkan:

“Rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu bediri serta benda lainnya yang
merupakan atau kesatuan dengan tanah tersebut dapat dijadikan jaminan hutang
dengan:

a. dibebani hipotik, jika tanahnya tanah hak milik atau hak guna bangunan;

b. dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah Negara.”

Ketentun Pasal 12 ayat (1) UU No.16/1985 ini juga diperkuat oleh Pasal 4
"UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda
yang berkaitan dengan tanah, yang berbunyi: “Hak atas tanah yang dapat dibebani
Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Cuna Bangunan”.
Dalam penjelasan pasal 4 ini disebutkan bahwa: “Hak Guna Bangunan meliputi
Hak Guna Bangunan di atas tanah Negara, di atas tanah Hak Pengelolaan, maupun
di atas tanah Hak Milik”. Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka SHMSRS dapat
dijadikan jaminan hutang ke bank, dan karena diatur dalam peraturan perundang-
undangan, maka para penggugat tidak perlu takut bank akan menolak.

Namun demikian, pada penjelasan umum UU No.4 Tahun 1996 pada angka
5 disebutkan bahwa hak-hak atas tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan
_harus memenuhi syarat dapat dialihkan. HPL sebagai Hak menguasai dari Negara
tidak dapat dialihkan. Untuk itu, berdasarkan pasal 34 ayat (7) PP No.40 Tahun
1996, disebutkan bahwa: “Peralihan Hak Guna Bangunan -atas tanah Hak
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Pengelolaan harus dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan™.
Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Menleri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional No.630.1-3433 tentang Perihal Agunan Sertipikat-di
atas fatlall'Hak Pengelolaan, disebutkan ™...pembebanan Hak Tanggungan atas
Hak Guna Bangunan itu juga memerlukan persetujuan tertulis dari pemegang Hak
Pengelolaan yang akan berlaku sebagai persetujuan untuk pengalihannya apabila
kemudian diperlukan dalam rangka eksekusi Hak Tanggungan”. Berdasarkan
ketentuan peraturan-peraturan ini, apartemien MDC yang berdiri di atas HGB di
atas HPL dapat dibebankan Hak Tanggungan ke bank, di mana pemegang HPL-
'nya yaitu Pemda DKI harus memberikan persetujuan. Dengan adanya persetujuan
tertulis dari Pemda DKI tersebut, tentunya bank tidak perlu merasa khawatir untuk
memberikan nilai pertanggungan yang besar bagi para pemegang SHMSRS
Apatemen MDC, saat mereka hendak membebankan sertipikatnya dengan Hak
Tanggungan. Adanya persetujuan tertulis dari Pemda DKI juga dapat menjédi
dasar bagi bank untuk mengeksekusi objek Hak Tanggungan apabila debitur
wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya (membayar hutangnya). Eksekusi
dilakukan bank dengan berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Para penggugat juga menyatakan bahwz; dengan berubahnya status tanah
.dari HGB menjadi HGB di atas HPL membuat nilai investasi menurun.
Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Suyono Sanjaya, SH, CN, Legal General
Manager pada PT Duta Pertiwi Tbk, nilai jual kios di ITC Mangga Dua, dulu
hanya 100-200 juta rupiah, namun saat ini harga jualnya sudah mencapai 500 juta
sampai dengan 1 Milyar. Seiring dengan perkembangan daerah Mangga Dua
sebaéai salah satu pusat perdagangan di Ibukota Jakarta, nilai jual apartemen
Mangga Dua Court juga dipastikan meningkat. Apartemen Mangga Dua Court
merupakan pilihan hunian yang menguntungkan bagi para pemilik kios di ITC
Mangga Dua, karena letaknya yang berdekatan, sehingga pemilik kios akan
banyak menghemat waktu, tenaga dan biaya  untuk transportasinya. Apalagi
mengingat perkembangan daerah Ancol yang juga merupakan daerah yang
‘berdekatan dengan Mangga Dua Court, yang mulai mendirikan apartemen-

apartemen juga, menunjukkan permintaan masyarakat untuk tersedianya
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apartemen atau rumah susun meningkat. Sehingga tidak tepat apabila dikatakan
nilai investasi apartemen MDC menurun. .

Para penggugat juga menyatakan, bahwa dengan diberitahukannya status
tanah yaitu HGB di atas HPL olch pengembang kepada para calon pembeli akan
berpengaruh terhadap keputusan pembeli untuk tidak membeli rumah susun.
Menanggapi hal ini, Bpk.Suyono berpendapat bahwa dalam dunia perdagangan,
status tanah bukanlah masalah besar yang perlu menjadi halangan. Mangga Dua
merupakan pusat perdagangan yang menjanjikan keuntungan. Beliau
menyebutkan bahwa sampai saat ini, masih bailyak orang yang berminat untuk
.membeli kios di [TC Mangga Dua. Saat seorang pedagang memilih Mangga Dua
sebagai tempat aktifitas bisnisnya, tentunya pedagang tersebut telah
memperhitungkan bahwa ada biaya tambahan untuk memperpanjang Hak Guna
Bangunan di mana kios atau apartemen di mana ia tinggal berada. Banyaknya
peminat terhadap kios di ITC Mangga Dua, yang tanahnya juga merupakan tanah
HGB di atas HPL sama seperti apartemen MDC, menjadi indikasi bahwa anggota
masyarakat yang ingin berdagang di daerah Mangga Dua tidak menjadikan status
tanah HGB di atas HPL sebagai penghalang untuk membeli property di daerah
Mangga Dua. Bahkan setelah melakukan perhitungan atas biaya-biaya yang
menjadi resiko yang timbul dengan berdagang dan bermukim di daerah Mangga
Dua, minat masyarakat yang besar untuk berbisnis di daerah Mangga Dua
‘menunjukkan bahwa mereka telah memperkirakan akan tetap mendapatkan
keuntungan. _

Para penggugat vang mewakili penghuni Apartemen MDC memiliki salah
satu kekhawatiran terhadap status tanah HGB di atas HPL di mana apartemen
mereka berdiri, bahwa Pemda DKI dapat mengambil tanah kapan saja.
Kekhawatiran ini dapat dimaklumi karena para penggugat kurang memahami
bahwa status HGB tersebut diberikan Pemda DKI kepada PT Duta Pertiwi dengan
berdasarkan pada perjanjian kerjasama agar PT Duta Pertiwi mengembangkan
daerah Mangga Dua sesuai dengan RTRW atau Rencana Tata Ruang Wilayah
untuk daerah Mangga Dua. Pada dasarnya penéambilan tanah oleh Pemda DKI
.merupakan tindakan yang tidak sembarangan, di mana Pemda DKI harus

membuat kebijakan berupa merubah RTRW daerali Mangga Dua Court sebelum
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melakukan pengambilan tanah di mana apartemen MDC berada. Pemda DKI tentu

saja harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ‘berlaku, di mana

Pemda DKI tidak dapat begitu saja mengusir para penghuni apartemen, apabila

masa HGBnya belum berakhir. Di samping itu, apabila masa perpanjangan HGB

juga telah "habis dan telah pula habis masa pembaharuan haknya. Pemda tidak
dapat menolak pembaharuan hak berikutnya apabila RTRW tersebut belum
diubah.

Pada saat terjadi jforce majenr, atau musibah yang menyebabkan
apartemen MDC musnah, pemilik tidak akan- kehilangan haknya begitu saja.
Dengan SHMSRS yang mereka miliki dan yang juga tercatat di BPN, mereka
‘akan mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya sebagai para pemilik
unit-unit satuan rumah susun. Ini berarti, apabila setelah gedung apartemen
musnah, pertama-tama mereka akan memperoleh ganti ruéi dari asuransi.
Selanjutnya apabila Pemda tidak mengijinkan pembangunan apartemen lagi
dengan alasan demi kepentingan umum atau perubahan RTRW padahal ijin HGB
masih berlaku, para penghuni apartemen dapat menuntut ganti rugi berdasarkan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pe.raturan perundang-undangan ini
.menyebutkan pada pasal 17 ayat (3), bahwa taksiran nilai tanah menurut jenis
tanah, untuk Hak Guna Bangunan yaitu:

yang masih berlaku dinilai 80% (delapan puluh persen)

b. yang sudah berakhir dinilai 60% (enam puluh persen) jika tanahnya masih
dipakai sendiri atau oleh orang lain atas persetujuan, dan bekas pemegang hak
télah mengajukan perpanjangan/pembaharuan hak selambat-lambatnya 1
(satu) tahun setelah haknya berakhir atau hak itu berakhir belum lewat | (satu)
tahun;

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan di atas, sebagai masyarakat
beraktifitas dan bermukim di atas tanah yang berstatus HGB di atas HPL milik
Pemda DKI, para penghuni Apartemen MDC tidak perlu takut akan diperlakukan

‘tidak adil oleh Pemda DKI. Karena pengaturan sejak pemberian hak sampai
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“dengan pencabutan hak atas tanah beserta ganti ruginya telah diatur dalam Hukum

Tanah di Indonesia. Namun demikian, perlu diingat pula, bahwa semua hak atas
tanah di Indonesia berfungsi sosial®, sehingga kalau kepentingah umum memang
menginginkan, maka pencabutan hak atas tanah harus diterima, bahkan oleh
seorang pemegang Hak Milik sekalipun. Demikian pula seandainya RTRW DKI
Jakarta un{uk wilayah Mangga Dua telah berubah, misalkan untuk pembangunan
Jalan, Lapangan Udara, atau peruntukan lain yang berbeda dengan yang ada
selama ini, dan Pemda DKI meminta para penghuni Apartemen MDC untuk
pindah, maka mereka harus menerima kebijakan tersebut.

Keputusan pengadilan tingkat I atas kasus ini kiranya memiliki beberapa
catatan antara lain:

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa pengertian
perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata
telah mengalami perluasan pengertian dimana melanggar hukum tidak saja
diartikan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang saja tetapi juga
termasuk perbuatan yang melanggar unsur kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;
sehingga menghukum tergugat [, II, dan III atas gugatan Perbuatan Melanggar
Hukum. Sementara itu, Tergugat [V dan V tidak berkaitan langsung dengan objek
sengketa, maka gugatan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap mereka ditolak.

Majelis hakim dalam memberikan putusannya tidak menipertimbangkan
Kantor pertanahan atau BPN, yang merupakan tergugat IV untuk berhati-hati
"dalam bekerja. Pada kasus ini BPN juga berkaitan langsung dengan objek
sengketa. Peran BPN khususnya BPN Jakarta Pusat, dalam dilihat dalam hal :

I.  Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2981 tertaﬁggal 21 Februari
1995 tidak mencantumkan keterangan “HGB di atas HPL”, yang seharusnya

Cilys,
1

.dimuat dalam kotak

I~

Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertanggal 29
Desember 1995, tidak memuat keterangan “HGB di atas HPL”, yang

seharusnya dicantumkan dalam kotak “[”.

* pasal 6 UUPA
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Menanggapi permohonan perpanjangan serlipikat HGB, BPN mengeluarkan

L

Surat Keterangan Status Tanah tanggal 24 Mei 2006, tercantum status tanah
Aparlemen Mangga Dua Court adalah HGB. Bukan HGB di ats HPL.
4.  Mengeluarkan Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 29 Mei 2006
No0.330/2006 tercantum status tanah Apartemen Mangga Dua Court adalah
'HGB. Bukan HGB di atas HPL. '
Surat Keputusan BPN No.013/08-550.2-09.01-2006 untuk pembayaran

(%]

perpanjangan Sertipikat Tanah Apartemen Mangga Dua Court dengan
status HGB. Bukan HGB di atas HPL.

6. Pada tanggal 20 Juni 2006, BPN Propinsi DKI Jakarta atas dasar berkas-
berkas yang diberikan oleh BPN Jakz.ina Pusat mengeluarkan Surat
Keputusan No0.013/08-550.2-09.01.2006 tentang pemberian perpanjangan
SHGB No.2981/Mangga Dua Selatan sebagai Tanah Bersama kepada
Perhimni MDC.

7.  Selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2006 BPN Jakarta Pusat memberikan Surat
N0.758/09.01-PT kepada Perhimni MDC yang menyatakan bahwa setelah
‘dilaki)kan penelitian lebih lanjut, ternyata SHGB No.2981/Mangga Dua
Selatan berada di atas Hak Pengelolaan (HPL) No.1/Mangga Dua Selatan
atas nama Pemerintah DKI (Pemda DKI) Jakarta.

Berdasarkan pada penjabaran di atas, terlihat BPN bekerja dengan tidak
cermat. Penerbitan surat-surat tanah tercatat tidak lengkap dan baru dikoreksi
setelah BPN memberikan persetujuan perpanjangan HGB kepada Perhimni MDC.
Penerbitan surat-surat tanah yang tidak lengkap pada kelanjutannya menyebabkan
pencatatan dan penerbilan surat tanah yang berpotensi menimbulkan salah paham
dan sengketa hukum seperti yang terjadi saat ini. Seandainya saja sejak awali,
yaitu sejak Sertipikat HGB No0.2981 memuat keterangan “HGB di atas HPL”,
sengketa antara Perhimini MDC dan PT Duta Pertiwi tidak perlu terjadi. .

Semestinya Majelis Hakim baik di ;:iengadilan tingkat pertama maupun
pengadilan tingkat banding, mempertimbangkan kelalaian BPN dalam
putusannya, dan memberikan sanksi kepada BPN. Karena aktifitas kerja baik PT
Duta Pertiwi maupun Notaris yang saat itu membuat Akta Jual Beli, didasarkan

kepada surat-surat tanah yang telah diterbitkan oleh BPN. Demikian juga para

Universitas Indonesia

Analisis hak milik..., Joanita Jalianery, FH Ul, 2010.




69

pemegang SHMSRS yang terhimpun dalam Perhimni MDC meletakkan dasar
‘argumentasinya pada surat-surat tanah dan surat keterangan yang dibuat dan
diterbitkan oleh BPN yang mereka miliki. Kiranya dengan sanksi yang dijatuhkan
oleh pengadilan, BPN bekerja dengan lebih baik di kemudian hari sehingga

sengketa tanah di masyarakat dapat diminimalisir.

C. Status Kepemilikan Satuan Rumah Susun Apartemen Mangga Dua
Court bagi para penghuni apartemen, yang Tanah Bersamanya Berstatus
Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan Berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang Berlaku

Sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU No.16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun, bahwa rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah Hak Milik, Hak
"Guna Bangunan, Hak Pakal atas tanah Negara atau Hak Pengelolaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apartemen MDC
merupakan rumal susun yang berdiri di atas HGB di atas HPL. Hal ini
dimungkinkan karena sesuai dengan Pasal 21 PP No.40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyebutkan tanah
yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah: Tanah Negara, Tanah
Hak Pengelolaan, Tanah Hak Milik.

Hak Guna Bangunan ini terjadi dengan keputusan pemberian hak atas usul
pemegang Hak Pengelolaan, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional
berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun
1999 dan prosedur terjadinya HGB ini diatur dalam Peraturan Menteri
Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999. HGB di atas HPL terjadi sejak keputusan
pemberian hak tersebut didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah. Sebagai tanda bukti
haknya diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan (Pasal 22 dan Pasal 23 PP
No.40 Tahun 1996). ‘

Hak Guna Bangunan di atas HPL ini berjangka waktu untuk pertama kali
paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20
tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun (Pasal 25
PP No.40 Tahun 1996). Perpanjangan jangka waktu atau pembaruan hak guna
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bangunan ini atas permohonan pemegang Hak Guna bangunan setelah mendapat
persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan.“ Permohonan perpanjangan jangka
“waktu atau pembaruan Hak Guna Bangunan diajukan selambat-lambatnya dua
tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut alau
perpanjangannya (Pasal 27 ayat (1} PP No.40 Tahun 1996 dan Pasal 41 Peraturan
Menterl Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999). Perpanjangan jangka waktu atau
pembaruan Hak Guna Bangunan dicatat dalam Buku Tanah pada Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat (Pasal 27 ayat (1) PP No.40 Tahun 1996),

Perpanjangan dan pembaruan HGB di atas HPL untuk wilayah DKI
Jakarta merujuk pada Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas
Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Desa
~dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Pasal
2 ketentuan ini menyebutkan bahwa untuk dapat memperoleh sesuatu hak di atas
bidang tanah HPL yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan, maka pemohon hak
harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta selaku pemegang
HPL. Untuk mendapatkan rekomendasi tersebut, pemohon hak harus memenuhi
persyaratan yang diatur dalam Pasal 3, dan membayar uang pemasukan yang telah
ditetapkan Pemda dan diatur selanjutnya dalam pasal 7.

Pasal 3 menyebutkan bahwa persyaratan untuk memperoleh rekomendasi
diajukan pemohon secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta dan disampaikan
melalui sekretariat TP2R (Tim Pertimbangan. Pemberian Rekomendasi) yang
berkedudukan di Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta Gedung Balai Kota
‘Lantai VII JI. Medan Merdeka Selatan No.8-9 Jakarta Pusat, dengan melampirkan
persyaratan sebagai berikut :

a. Keterangan/identitas pemohon :
- Fotocopy KTP DKI Jakarta untuk pemohon perseorangan
- Fotocopy Akta Pendirian, Keterangan Domisil di DKI Jakarta dan NPWP

untuk pemohon Badan Hukum.

* pasal 26 ayat (2) PP No.40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan HP atas Tanah.
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b. Fotocopy perjanjian jual beli atau perjanjian penyerahan penggunaan tanah
HPL kepada pemohon atau perjanjian hak sewa/peralihan hak sewa yang sah
menurut hukum

c. Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah dan Camat
selempat untuk tanah Desa dan tanah eks Kota Praja

d. Gambar Ketetapan Rencana Kota yang berlaku dari Dinas/Suku Dinas Tata
Kota setempat

e. Fotocopy bukti pembayaran PBB terakhir atas nama pemohon untuk tanah
Desa dan Tanah Eks Kota Praja

f.  Surat pernyataan kesanggupan membayar nang pemasukan bermeterai cukup.

Sedangkan pasal 7 angka (a) menyebutkan besarnya vwang pemasukan
untuk perolehan atau perpanjangan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau hak
lainnya di atas bidang Hak Pengelolaan adalah sebesar: 5 % x Luas Tanah x
"NJOP. Apabila pemohon hak telah membayar uang pemasukan kepada Pemda
DKI selaku pemegang HPL, maka pemohon akan mendapatkan rekomendasi
untuk memperpanjang HGB. Selanjutnya pemohon hak dépat mengajukan
permohonan perpanjangan HGB kepada Badan Pertanahan Nasional. Untuk
perpanjangan HGB ini, pemohon harus memenuhi persyaratan berkas, dan
membayar' uang pemasukan kepada Negard berdasarkan Ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
_menyebutkan:

i.  Uang Pemasukan dalam rangka pemberian HGB

a.  Pemberian HGB untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun yaitu :
1% x (NPT -NPTTKUP), atau
1% x (Nilai Perolehan Tanah — Nilai Perolehan Tanah Tidak Kena
‘Uang Pemasukan) _

b.  Pemberian HGB untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) tahun
yaitu :

JW HGB vang diberikan x 1% (NPT -NPTTKUP)
30
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ii.  Uang pemasukan dalam rangka perpanjangan atau pembaharuan HGB :
a.  Pemberian HGB untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun :
1% x (NPT —-NPTTKUP) x 50%

c.  Pemberian HGB untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) tahun:
JW HGB vang diberikan  x 1% (NPT - NPTTKUP) x 350%
30
Apabila saat masa HGB habis dan pemegang HGB tidak memenuhi

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana
dijabarkan di atas, maka HGBnya hapus‘”, dan tanahnya kembali kepada
pemegang HPL™.

Para penghumi satuan rumah susun Apartemen Mangga Dua Court
yang tanah bersamanya berstatus HGB di atas. HPL, dapat memiliki apartemen
tersebut selama jangka waktu HGBnya belum berakhir. Untuk memperpanjang
‘dan memperbaharui HGB, serta untuk melakukan perbuatan hukum terhadap
rumah susun dan tanah bersamanya, misalnya meletakkan Hak Tanggungan, para
penghuni apartemen harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemda DKI
selaku pemegang HPL. Agar dapat terus memiliki rumah susun tersebut, maka
para penghuni apartemen harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh
peraturan l;erundang-undangan yang ada. Salah satunya adalah membayar uang
rekomendasi pemegang HPL, dan membayar uang pemasukan kepada negara
untuk biaya perpanjangan HGB. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka HGB
di mana rumah susun berdiri akan hapus dan tanahnya kembali kepada pemegang
HPL, yaitu Pemda DKI. Ini berarti para penghuni apartemen harus pergi dari

tanah dan rumah susun tersebut,

D. Kepemilikan Apartemen Mangga Dua Court Pasca Putusan Pengadilan
Tinggi

Tanah di mana Apartemen MDC berdiri dan juga pusat perdagangan

Mangga Dua berada semula adalah daerah tempat-tempat pemakaman umum,

yaitu Tempat Pemakaman Umum Mangga Dua Utara, Tempat Pemakaman

H Pasal 35 PP No.40 Tabun 1996
* pasal 36 PP No.40 Tahun 1996
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Umum Mangga Dua Selatan, dan Tempat Pemakaman Umum Mangga Dua
Mangkok. Dalam rangka untuk melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1985-2005, khususnya sebagai salah satu
usaha untuk memecahkan kemacetan lalu lintas d daerah kota/Hayam Wuruk serta
‘pengembangan dan peremajaan lingkungan Kelurahan Mangga Dua Utara,
Kecamatan Penjaringan, yang masuk wilayah Jakarta Utara, dan Kelurahan
Mangga Dua Seclatan, Kecamatan Sawah Besar, yang masuk wilayah Jakarta
Pusat, maka Pemda DKI yang diwakili oleh Gubemur DKI Jakarta pada saat itu
melakukan kerjasama dengan PT Duta Pertiwi, yang diwakili oleh Bpk. Rachmat
Sumengkar, yang dituangkan dalam perjanjiari kerjasama tertanggal 6 Juni 1984.

Oleh karena tanah-tanah di mana tempat-tempat pemakaman tersebut
berada masih berstatus tanah Negara dalam penguasaan Pemerintah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, maka sebelum pembangunan, pengembangan dan
peremajaan wilayah-wilayah tersebut dilaksanakan, Pemda DKI mengajukan
_permohonan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Agraria untuk
mendapat HPL atas tanah Negara bekas Tempat Pemakaman Umum Mangga Dua
Utara, Tempat Pemakaman Umum Mangga Dua Selatan dan Tempat Pemakaman
Umum Mangga Dua Mangkok. Setelah Pemda DKI memperoleh HPL, maka
Pemda DKI memberikan HGB kepada PT Duta Pertiwi selama 20 (dua puluh)
tahun, yang setiap kali dapat diperpanjang/diperbaharui dan dialihkan kepada
pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Melalui perjanjian kerja sama ini, PT Duta Pertiwi mendapatkan HGB
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sebagai kompensasi melakukan
pembangunan wilayah Mangga Dua. Pembangunan yang dilakukan PT Duta
‘Pertiwi ini meliputi pembangunan jalan, sekolah-sekolah, tempat ibadah, ruang
terbuka, Puskesmas ataa Rumah Sakit bersalin, Pasar, Karang Taruna, Dipo
sampah, Pos Pemadam Kebakaran, dan gardu listrik. Dengan HGB yang diberikan
kepadanya, PT Duta Pertiwi membangun juga sebuah rumah susun yang disebut
sebagai Apartemen Mangga Dua Court. Berdasarkan perjanjian kerja sama ini,
kantor pertanahan menerbitkan sejumlah sertipikat HGB untuk wilayah yang luas

ini, Saat pembangunan apartemen MDC, digabungkan 4 (empat) buah sertipikat

Universitas (ndonesia

Analisis hak milik..., Joanita Jalianery, FH Ul, 2010.




74

HGB, yaitu nomor 2787, 2791, 2792, dan 2792/Mangga Dua Selatan. Setelah
digabungkan, kantor pertanahan menerbitkan sertipikat HGB No.2981/Mangga
Dua Selatan sebagai sertipikat tanah bersama apartemen MDC. Dari sertipikat
HGB No0.2981 inilah kemudian diterbitkan Sérlipikat Hak Milik Atas Satuan
.Rumah Susun bagi apartemen MDC. Dalam sertipikat HMSRS ini tidak memuat
keterangan bahwa tanah bersama di mana apartemen MDC berdiri berstatus HGB
di atas HPL. Keterangan mengenai status tanah hanya menyebutkan HGB.

Sebagai orang awam, saat para penghuni apartemen MDC membeli rumah
susun, mereka tidak memahami status tanah. Apa yang tertulis pada sertipikat
HMSRS dan surat-surat yang mereka miliki selama ini adalah status tanah HGB.
Selain itu, dengan adanya pejabat publik PPAT yang ikut serta dalam pengurusan
surat-surat tanah, yaitu dalam pembuatan Akta Jual Beli, menyebabkan para
penggugat merasa bahwa apa yang tertulis dalam surat-surat tersebut adalah benar
sebagaimana adanya. Dan tidak melakukan pemeriksaan secara lebil terperinci
lagi ke BPN.

‘ Hal ini ditambah [agi saat Perhimni MDC mengajukan perpanjangan HGB

pada tahun 2006, BPN yang telah melakukan pemeriksaan tanah, dan terlanjur
mengelvarkan surat perpanjangan HGB, sehingga anggapan para penghuni
apartemen MDC bahwa status tanah adalah HGB di atas tanah negara semakin
kuat -dan tidak mengasumsikan hal lain. Tentu saja mereka menjadi tidak dabat
menerima dan sangat kecewa setelah BPN mengeluarkan surat koreksi terhadap
status tanah dari HGB menjadi HGB di atas HPL, dan menangguhkan
perpanjangan HGB yang sebelumnya telah disetujui.

Perubahan status tanah dari HGB menjadi HGB di atas HPL ini kemudian
menjadi masalah bagi para penghuni karena t.ernyata mereka harus mengikuti
ketentuan yang dibuat oleh Pemda DKI, yaitu ketentuan dalam Keputusan
Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 untuk
memperpanjang HGB di mana apartemen MDC berada, dengan membayar uang
pemasukan sebesar 5 % x Luas Tanah x NJOP untuk mendapatkan
rekomendasi dari Pemda DKI, dan membayar uang perpanjangan HGB.
Seda.ngkan' para penghuni telah membayar. biaya perpanjangan HGB kepada

negara. Selain jumliah uang pemasukan yang cukup besar, yang menjadi masalah
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bagi para penghuni adalah kekhawatiran mereka, bahwa dengan status tanah HGB
di atas HPL, posisi mereka sebagai pemilik satuan rumah susun menjadi lemah,
oleh karena Pemda DKI dapat mengambil tanah tersebut kapan saja.

Karena kekhawatiran atas status tanah -dan keberatan untuk membayar
vang pemasukan itu kemudian menjadi motivasi pengurus Perhimni MDC untuk
‘mengajukan perkara ini ke Pengadilan. Proses peradilan pun berjalan, di mana
dalam Peradilan tingkat pertama Perhimni MDC sebagai penggugat dimenangkan
oleh Majelis hakim. Namun pada tingkat banding, Majelis l;akim pengadilan
tinggi memenangkan PT Duta Pertiwi. Putusan Banding selanjutnya menimbulkan
konsekuensi dimana para penghuni MDC harus membayar uang pemasuk'an
kepada Pemda DKI Jakarta. '

Kalahnya para penghuni MDC ini dalam persidangan bukan berarti
mereka tidak mendapat perlindungan hukum, akan tetapi kesalahan akibat adanya
ketentuan baru yang membuat biaya perpanjangan hak meningkat tidak dapat
dibebankan begitu saja kepada PT Duta Pertiwi sebagaimana dituntut oleh
.Perhimni MDC. Pada perkara ini, terlibat banyak pihak, yang masing-masing
memiliki pendapat untuk mempertahankan diri. Tidak terkecuali para penghuni
apartemen MDC yang diwakili oleh Perhimni MDC. Pada intinya, semua pihak
vang terlibat harus berhati-hati dalam bertindak.

Mengacu pada kasus ini, PT Duta Pertiwi selanjutnya harus
menéinforﬁmsikan status tanah kepada konsumen. Karena rumah susun dapat
berdiri di atas beberapa hak atas tanah, di mana hak atas tanah ini dapat pula
berada di atas HPL Pemda setempat. Status tanah ini selanjutnya menimbulkan
akibat pada besarnya biaya perpanjangan hak yang harus dikeluarkan oleh
konsumen di kemudian hari. Pada kasus ini sendiri, PT Duta Pertiwi tidak dapat
dipersalahkan begitu saja, karena mereka bekerja berdasarkan surat-surat tanah
‘yang diterbitkan oleh BPN. Apabila terdapat kekeliruan dalam informasi yang
terdapat pada surat-surat tersebut, maka tidak dapat dikatakan_PT Duta Pertiwi
menyembunyikan status tanah sebenarnya dari konsumen untuk keuntungan
pribadi.

Notaris sebagai pejabat publik juga tidak dapat dipersalahkan begitu saja,
karena bekerja berdasarkan sertipikat-sertipikat tanah yang telah diterbitkan oleh
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BPN. Namun demikian, untuk selanjutnya, demi kepentingan anggota masyarakat
yang tidak memahami seluk beluk dan prosedur yang berkaitan dengan
pengurusan surat-surat tanah, maka Notaris juga harus memeriksa riwayat tanah
dan menginformasikannya kepada masyarakat yang menggunakan jasanya.
Dengan demikian Notaris juga dapat membanlﬁ melindungi kepentingan hukum
.masyarakat, dan membantu mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

BPN sebagai instansi pemerintah harus bekerja dengan cermat. BPN
merupakan satu-satunya institusi pemerintah yang bertugas melakukan pendataan
hak-hak atas tanah di Indonesia. Suatu hak atas tanah akan mendapatkan kekuatan
hukum saat didaftarkan ke BPN. Dan sertipikat yang diterbitkan oleh BPN
menj.adi dasar bagi anggota masyarakat untuk mempertahankan haknya dan
melakukan perbuatan hukum. Akan sangat disayangkan apabila ternyata sertipikat
vang diterbitkan oleh BPN tidak dapat diandalkan oleh masyarakat dalam
melakukan perbuatan hukum, atau lebih buruk lagi sertipikat yang diterbitkan
BPN malah menimbulkan sengketa di masyarakat.

Bagi Perhimni MDC, yaitu sebagai perwakilan dari para penghuni, para
‘pengurus  Perhimni MDC setidaknya selama tahun-tahun berjalan mendiami
apartemen MDC, melakukan pengurusan kelengkapan surat-surat tanah. Apalagi,
dalam salah satu gugatannya, para penggugat menyatakan bahwa PT Duta Pertiwi
belum menyerahkan pertelaan. Seharusnya, para pengurus perhimni tetap
meminta pertelaan pada PT Duta Pertiwi, dan mendesak agar pertelaan diberikan
kepada mereka, karena seharusnya pertelaan merupakan hak para penghuni, yang
didapatkan saat menerima SHMRS. Sembari mengurus surat-surat, para pengurus
perhimni juga MDC dapat mengecek riwayat status tanah, yang dapat saja
terlewatkan oleh notaris. Sehingga informasi mengenai status tanah tidak hanya
dipercayakan kepada notaris saja, melainkan ju.ga dimiliki oleh perhimni MDC.
JInformasi ini sclanjutnya dapat mempersiapkan mereka saat ternyata muncul
peraturan-peraturan yang berkenaan dengan status tanah yang menyebabkan
adanya pengeluaran tambahan untuk memperpanjang HGB.

Para penghuni MDC sebagai konsumen tetap harus mencari informasi
yang jelas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kediamannya. Apalagi

sisem pencatatan hak atas tanah di Indonesia menganut asas Publisitas atau
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terbuka untuk umum. Sehingga, setiap anggota masyarakat dapat memastikan
informasi yang berkaitan dengan tanah ke BPN setempat. Hal ini bukan berarti
pejabat publik tidak dapat dipercaya atau diandalkan, akan tetapi kehati-hatian
juga merupakan bagian dari tanggung jawab Konsumen dalam membeli suatu
produk. Dalam hal terjadi kerugian di kemudian hari, konsumen tidak dapat
mempersalahkan pihak lain, apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut
‘merupakan kelalaiannya. Sehingga dengan demikian, konsumen tidak akan
mendapat perlindungan hukum.
Berdasarkan pada kasus ini, seandainya saja semua pihak telah
menerapkan azas kehati-hatian, bahiwa dengan status tanah HGB di atas HPL :
- Diinformasikan oleh PT Duta Pertiwi kepada konsumen saat penjualan property,
- Dikuatkaﬁ oleh keterangan dari Notaris kepada konsumen,
- Dicantumkan di dalam sertipikat atau akta yang diterbitkan oleh BPN,
- Benar-benar disadari dan diketahui oleh konsumen sejak awal memiliki unit
apartemen,
Dengan munculnya Keputusan Gubernur DK Jakarta No.122 Tahun 2001, maka
‘memang semestinya para penghuni MDC membayar uang rekomendasi yang
merupakan salah satu persyaratan perpanjangan HGB. Walaupun masih perlu
pembahasan lebih lanjut soal besarnya satuvan perhitungan untuk wang
rekomendasi ini yaitu sebesar 5%, akan tetapi harus pula diingat baiiwa
bagaimanapun Pemda DKI Jakarta memiliki hak atas tanah di mana apartemen
MDC berdiri, karena Pemda DKI merupakan pemegang HPL dari tanah tersebut.
Selain itu, peraturan perundang—undaﬁgan vang dikeluarkan oleh Pemda
DKI merupakan perintah yang harus dipatuhi oleh para penghuni apartemen
MDC, karena kalau tidak diikuti akan mengakibatkan HGB apartemen MDC
hapus karena tidak diperpanjang. Hal ini sejalan dengan pendapat kaum positivis,
yanag memahami hukum sebagai:

1. Hukum adalah seperangkat alat perintah,

2. Yang dibuat oleh penguasa tertinggi (negara),

3. Ditujukan kepada warga masyarakat.

4. Hukum berlaku lokal (dalam yurisdikst negara pembuatnya).
5. Hukum harus dipisahkan dari moralitas.
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6. Selalu tersedia sanksi eksternal bagi pelanggar hukum.

Oleh karena itu, agar dapat terus memiliki dan mendiami satuan rumah
susun, maka para penghuni MDC harus membayar biaya-biaya yang merupakan
bagian dari perpanjangan HGB. Ini merupakan resiko yang memang harus
diterima oleh para penghuni apartemen MDC. Sebagaimana dimuat dalam Akta
Jual Beli satuan rumah susun, antara penghuni-dan pengembang, terdapat suatu
kiausula bahwa segala keuntungan maupun kerugian yang timbul sejak
‘penandatanganan perjanjian, merupakan resiko yang harus ditanggung pembeli.
Maka kemunculan aturan yang memberatkan para penghuni apartemen jauh
selelah apartemen menjadi hak penghuni, menjadi beban yang harus diterima oleh

para penghuni Apartemen MDC.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab sebeumnya, maka dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1.

Para penghuni satuan rumah susun Apartemen Mangga Dua Court yang
tanah bersamanya berstatus HGB di atas HPL, dapat memiliki apartemen
tersebut selama jangka waktu HGBnya belum berakhir. Untuk
memperpanjang dan memperbaharui HGB, serta untuk melakukan
perbuatan hukum terhadap rumah susun dan tanah bersamanya, misalnya
n{enggunakan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagai jaminan
dengan dibebani Hak Tanggungan, para penghuni apartemen harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemda DKI selaku pemegang
HPL. Agar dapat terus memiliki rumah susun tersebut, maka para
penghuni apartemen harus memenuli persyaratan yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satunya adalah
membayar uang rekomendasi pemegang HPL, dan membayar uang
pemasukan kepada negara untuk biaya perpanjangan HGB. Apabila
kewajiban ini tidak dipenuhi, maka HGB di mana rumah susun berdiri
akan hapus dan tanahnya kembali kepada pemegang HPL, yaitu Pemda
DKI. Pemberian perpanjangan HGB juga diberikan melihat kepada
RTRW DKI Jakarta, Apabila apaftemen MDC masih sesuai dengan
RTRW Pemda DKI, maka Pemda DKI akan memberikan rekomendasi
perpanjangan HGB, sebaliknya, apabila Pemda DKI telah merubah
RTRW, maka rekomendasi tidak diberikan dan HGB tidak dapat
diperpanjang. Konsckuensinya para penghuni apartemen MDC harus

pindah dan mencari tempat lain.

Setelah melewati persidangan tingkat pertama dan persidangan banding,
para penghuni apartemen MDC sekarang dihadapkan pada pilihan untuk

membayar uang pemasukan kepada Pemda DKI. Para Penghuni dapat
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saja menolak untuk membayar, akan tetapi ini akan menyebabkan
mereka kehilangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang selama
ini mereka miliki. Oleh karena itu, agar dapat terus memiliki dan
mendiami satuan rumah susun, maka para penghuni MDC harus
membayar biava-biaya yang merupakan bagian dari perpanjangan HGB.
Ini merupakan resiko yang memang harus diterima oleh para penghuni
apartemen MDC. Sebagaimana dimuat dalam Akta Jual Beli satuan
rumalt susun, antara penghuni dan pengembang, terdapat suatu kiausula
bahwa segala keuntungan maupun kerugian yang timbul sejak
penandatanganan perjanjian, merupakan resiko yang harus ditanggung
pembeli. Maka kemunculan aturan yang memberatkan para penghuni
apartemen jauh setelah apartemen menjadi hak penghuni, menjadi beban

yang harus ditanggung oleh para penghuni Apartemen MDC.

Saran

Teliti sebelum membeli merupakan pedoman yang baik bagi setiap
pembeli. Tidak terkecuali bagi mereka yang juga ingin membeli u;lit
atau satuan rumah susun. Setiap calon pembeli harus mempelajari
dengan teliti bagaimana aturan-aturan tentang rumah susun di Indonesia.
Untuk memperolehnya sangat mudah karena kumpulan peraturan di
bidang rumah susun baik sendiri, maupun yang dihimpun dengan
peraturan lain yang terkait dan dijadikan buku juga banyak terdapat di
toko-toko buku. Ada juga buku-buku yang berisi panduan membeli
satuan rumah susun. Dengan mempelajari peraturan perundang-
undangan dan panduan yang ditulis oleh orang-orang yang
berpengalaman khususnya di bidang rumah susun, calon pembeli dapat
memahami status tanah di mana rumah susun berdiri, hak dan kewajiban
mereka selaku konsumen, dan hal lainnya yang berkaitan dengan rumah
susun. Selain itu dianjurkan juga untuk bertanya kepada orang lain yang
punya pengalaman membeli satuan rumah susun, agar sedikit calon
pembeli memahami praktek jual beli rumah susun. Pembeli dapat juga

mencari informasi darl media massa seperti koran dan majalah atau
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membaca berita dan internet untuk’ menambah wawasan sehingga
pembeli semakin memahami seluk beluk jual beli dan kepemilikan
satuan rumah susun. Pada akhirnya, saat melakukan transaksi jual beli
rumah susun, pembeli harus kritis mencermati proses jual beli dan
pengalihan hak atas satuan rumah susun. Apabila perly untuk hal-hal
yang berkaitan dengan tanah, misalkan riwayat tanah dapat dipastikan
atau diperiksa kembali ke BPN. Setiap anggota masyarakat ya.ng
berkepentingan berhak untuk melakukan pemeriksaan ke buku tanah di
BPN, karena sistemn pendaftaran hak atas tanah di Indonesia menganut
prinsip terbuka untuk umum (asas publisitas). Sikap hati-hati saat
melakukan transaksi jual beli atas satuan rumah susun ini akan mecegah

kerugian bagi para pembeli di kemudian hari.

Perkara ini pada prinsipnya mempermasalahkan tentang tidak dimuatnya
status tanah dalam sertipikat HMSRS yang dimiliki oleh para penghuni
apartemen MDC. Sehingga para penghuni apartemen MDC yang di
pengadilan diwakili oleh Perhimni MDC, tidak bersedia membayar uang
rekomendasi untuk memperpanjang- HGB atas tanah bersamanya. Oleh
sebab itu, hendaknya BPN atau Kantor Pertanahan selanjutnya bekerja
dengan lebih cermat, di mana dalam penerbitan sertipikat BPN memuat
infomasi selengkapnya mengenai status tanah, sehingga mencegah
terjadinya sengketa akibat ketidakjelasan status tanah. Berkaitan dengan
perkara ini, hendaknya dalam sertipikat HMSRS selain dimuat
keterangan tentang nomor warkah, juga dimuat keterangan pada kolom
“I” bahwa status tanah bersama di mana apartemen tersebut berdiri

adalah HGB di atas HPL.

Saat melakukan pengumpulan data, penulis menemukan suatu hal yalng
kiranya memerlukan penelitian lebih lanjut. Hal tersebut yaitu mengapa
besar perhitungan uang pemasukan bagi pemerintah daerah lebih besar
dari pada uang pemasukan kepada Negara, dalam rangka perpanjangan

HGB. Uang pemasukan bagi Pemda DKI yang diatur dengan keputusan
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Gubernur Nomor 122 tahun 2001 ditetapkan dengan besar 5%.
Sedangkan uang pemasukan untuk Negara ditetapkan dalam PP
No0.46/2002 sebesar 1%. Apakah dimungkinkan aturan yang lebih
rendah melampaut aturan yang lebih tinggi? Kiranya selain sebagai
tambahan literatur, tesis ini dapat juga mengundang mahasiswa Fakuitas
Hukum di tingkat sarjana ataupun pascasarjana untuk mengadakan
penelitian lebih lanjut dan komprehensif terhadap keberadaan Keputusan
Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122 Tahun
2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan
Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Desa dan
Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta

ini.
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KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAZRAF KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 122 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDAS] ATAS PERMOHONAN SESUATU HAK DI ATA
SIDAMG TANAH HAK PENGELOLAAN, TANAH DESA DAN TANAH EXS KOTA PRAJA

MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

fu

. bahwa berdasarkan Keputusan Guberiiur Kepala Daeirah Knusus lbuke

Jaxarta Nomor Ad. 1.1/31/1969 tertang Keientuzn Pokok Tenter
Penertiban dan Pemberian Hak Alas Tanah Desa Dalam Wilayah Daerz
Khusus Ibukota Jakarta, tanah Dasa, iz, eks Kotapraja dan tanah yar
dikuzsai dengrn hak pengelolaan d:.pzt dimohenkan peningkatan he
cizfy pemegang haknya sepanjang Pemerintah Dazerah atau sua!
kepantingan umum tidak membutuhkannya; '

bahwa sesuai dengan Keputusan ‘Subernur Kepala Daeran Khust
Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 1:198 tentang Ketentuan Pemberitz
Hak Milik atas Tanah uniuk Rumah Tinggal di Daerah Khusus (buko:
Jakaria, untuk keperluan pengajuan permohonan dalam rangk
memperoleh peningkatan staius hak wtas tanah yang berasal tanah-tanz
sebagaimana dimaksud pade huufl 2, pemegang haknya harus ierleb
dahulu mendapat rekomendasi dari Gubernur;

bahwa sehubungan dengan huruf a dan b iersebut di atas dan untt
kelancaran dalam pelaksanaan pemberian  rekomendasi  als
nzimohonan sesualu hak di ates bidzng angh hak psngeleizan tane
desa dan tanah eks Kotapreja milik/d'kuasai Pemerintah Propinsi Daera
¥husus Ibukoia Jakarta dengan kepu.usan Gubernur.

. Undang-undang Nomor 5 Tihun 1950 teniang Perailre

Pokok pokok Agraria;

. Undzng-undang Nomor 24 Tahun 1%92 tentzng Penaiaan Ruang,

Undang-undang Momoi 22 Tahun 1899  tentany Pemeriniahe
Daerah:
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Meneiapkan

(n

10.

11.

16.

18

. Undang-uaciang Nomer 25 Tahun 1999 tenteng Pedmbangan Keuangay,

antare Pemerintah Pusat dan Daerah;

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Proping;
Daerah Khusus [bukota Negara Republik Indonesia Jakaita;

Peraturan Pemeriniah Nomor & Tahur 1933 tentang Penguasasan Tanah.
Tanah Megara;

 Peraluran Pemerintoh Nomor 40 Tahun 1920 teniang Hak Guia Usaha,

Halk Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;

Peraiuran Pemerintah Memor 25 7Tahun 2000 tentang Kewenangaw
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Oaerah Otonom;

. Peralwian  Menteri Agratia Nomor 9 Tghun 1985 tentang Hek

Peiaksanaan Konversi Penguasaan Alas Tanah Negara dan Kelentuan
Tentang Kebijeksanaan Selanjutnya;

Peraiuran Menteri iNegara AgrariafKepala BPMN WNomor 3 Tahun 1999

tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor © Tahun 1999

tentang Tata Cara Pemberian dan Penibataian Hak Atas Tanah Negara
dan Hak Pengelolaan;

Perzaturan Menleri Negara Agranal/Kepala BPN Mo. 6 Tzhun 1958 tentang
Fembertan Hak Milik Atas Tenan Uniuk Rumah Tinggal;

Keputusan Mentari Dzalzm Negefi dzn Gicaomi Dzerah Nomor 11 Tahun
2071 tenizng Pedoman Pengelolzan Barang Dizerah;

Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukoia Jakaria Nomor 6 Tahun 1949
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daarat Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus lbukola Jakarla Nomor 3
Tahun 2001 tentang Bentuk Susuran Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Khusus Ibuketa Jakanta;

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakaria Nomor Ad.
113111969 tentang Ketentuan Pokok Tentang Peneriban dan

Pemberian Hak Atas Tanah Desa dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota
Jakanta;

Keputusan Gubernur iKepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 223

Tahun 1977 tentang Pencabutan Hak Sewa Alas Tanah Negara Dalam
Wilayah Daerah Khusus Ibukola Jakaria;

Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus tbukota Jakaria Nomor 25

Tahun 1998 teniang Pengelolaan Barang Jaerah Khusus lbukala
Jakana,

MEMUTUSKARM

KEPUTUSAMN GUBERNUR PROPIMSI DAERAH KHUSUS ISUKOTA
JAKARTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS
PERMOHONANM SESUATU HAK DI ATAS BIDANG TaAaMAH HAK
PENGELOLAAN, TAMaAH DESE DAM TAMAH EKS KOTA PRAJA MILIK f
DIKUASATI PEMERINTAH PROPINS! DK JAKARTA.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus [bukata Jakarta;

Pemearintah Daerah adalah Pemerintah Piopinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta; )

3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarnia;

10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Sekretaris Daegah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus (bukoia
Jakarta;

Walikotamadya adalah Walikotamadya di Propinsi Daerah Khusus lbuketa
Jakarta;

Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Fropinst Daerah Khusus lbuzota
Jdakarta;

. Biro Periengkapan adalah Biro Ferlengkapan pada Sekretariat Daerah

Fropinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta;

Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Wilayah Ketamadya yang
bersangkuian di Propinsi Daerah Khusus tbukota Jakarta;

Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah adalah Kantor Perbendaharaan dan
Kas Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukola Jzkarta;

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenéngan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan pada pemegangnya;

Tanah Desa adalah tanah-tanah yang diperoleh Pemerintah Propinsi DKIi
Jakarta berdasarkan pemekaran Propinsi DKl Jakarta yang areal tanahnya
berasal dari Wilayah Propinsi lain (Jawa Barat) dimana tanah tersebut secara
adminisiratif berads dalam pengelotaan Pemerintah Propinsi DKI Jakarda
serta tanah-tanah yang sebelum diundangkannya Undang-Undang Pokok

Agraria No. 5 Tahun 1960 telah tercatat dikantor pajek Hasil Bumt sebagai
tanah desa; :

Tanah Eks Kota Praja adalah tanah negara yang dikuasai Pemerintah
Propinsi DKI Jakarta dan disewakan kepada masyarakat;

Uang pemasukan adalah psmbayaran kepada Kantor Perbendaharaan dan
Kas Daerah Propinsi DK! Jakarta yang berasal dati penerimaan akibat
pembertan rekomendasi (persetujuan tertulis) terhadap permohanan hak di
atas tanah hak Pengelolaan | tanah desa dan tanah eks kola Praja;

Rekomendasi adalah Persetujuan tertulis  dari  Gubernur  terhadap
permononan suaiu hak diaias tanah Pemerinian Propinsi DK! Jakarta yang
berasal dari tanah hak pengelolaan, tanah desa dan tanah eks kota praja;
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16. Pemochon adalah perorangan atau badan hukum yang melipuli Perseroan
Terbatas, Persetoan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Dacrah dengan nama dan datam bentuk apapun, persekutuan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan, perkumpulan. lembaga, dana pensiun atau
organisasi sejenisnya seria bentuk usaha tetap yang berdomisili di Propinsi
Deerah Khusus thukota Jakarla;

_ Tim Pertimbangan Pemberian Rekomendasi yang selanjulnya disingkat
TP2R adalah tim perimbangan yang niemberikan masukan kepada
Gubernur sebagai bahan perimbangan dalem memberikan persetujuan
pemberian rekomendasi atas permchonan hak di atas bidang tanah Hok
Pengelolaan. lznah Desa dan Tznsh Kola Praja milil/dikuasai Pemeriniah
Daerah.

BAB i
PEMBERIAN REKOMENDASI
Pasal 2

*emohon berhak untuk mendapatkan sesuatu hak di atas bidang tanzh Hak Pengelolaan,
"anah D2sa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Peraerintah Daerah.

*emberian sesuatu hak sebzgaimana dimaksud pada ayat (1) dapsl diperoleh sefelan
»emohon terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Gubernur.

Jntuk memperolah rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). pemohon harus

nemenuhi persyaratan dan membayar uang pemasukan yang diletapkan oleh
Jemerintah Daerah.

Rekemendasi sebagaimana dimaksud ayai (2) digunskan ssbagai salah satu dasar
erhadep permohonan sesuatu hak kepada Kantor Perffanahan vang bersanckuian.

BAB i}
PERSYARATAN PERMOHONAN RE.ZOMENDAS!
Pasal 3
Pemohcn untuk memperoleh rekomeniiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avai

1), terlelin dahulu harus mengajulcan peimchonan szcara tenulis Lepsda Gubsinur

dzlam hal ini Kepala Biro Perlengkapan, dergan mslampirkan parsvaraian sauagal
SEFIRUL

Lat

. Keterangan / identitas pemahon
- Foio copy KTP DKl Jakaria untuk pemonon patorangan.

- Fols copy Akta Pandiiian, Keterangan DOomisili di BK dakanis dan MPWP unlug

HRMANON B3037 AUKUM

%]

Foto copy perjenjien juzl bzl alau perjanpen penveraban penggunasn tanan HEL
“epada pemchen stau  perjanjian hak sewalperalihan hak sewas yzng sah menuri

b e
Ay,
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c. Sural Keterangan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oieh Lurah dan Camat
setempat untuk tanah Desa dan tanah eks Kota Praja.

d. Gambar Keletapan Rencana Kola yang bertaku da.i Dinas/Suku Dinas Tata Kota
setempat.

e. Foto copy bukti pembayaran P88 terakhir 2las nama pemohon untuk Tanah Desa dan
Tanah Eks Kota Praja.

f. Swrai pernyataan kesanggupan membayar uang pemasukan bermeterai cukup.

i) Permohonan teriulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui
i sekretariat TP2R yang berkedudukan di Biro Perlengkapan Propinst DKi Jakarta Gedung
Balai Kota Lantai VIl Jalan Medan Merdeka Selaten Nomor 8 - 9 Jakarta Pusal

madoal,

BAE IV
TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI
Pasal 4

Permohonan terlulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah ditc..ma
oleh TP2R, selanjutnya diteliti dan diproses secara adm.istralif.

Berdasarkan penelitian administraiif sebagainana dimaksud pada ayat (1), permeohonan
dapat ;

2. 'Dilolak karena persyaratan belum lengkap maka dikembalikan kepada pemochon
pada sazt hari penyampaian permohonan tersebut.

b. Diterima secara administratif dan ditanjutkan pada pioses selanjutnya,
Pasal &

Permohonan yang diterima berdasarkan. hasil peneitian administraliil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, cleh TP2R stlanjutnya :

&. Dilakukan penelitian lspangan dan hasilnya dituaagkan dalam Berita Acara Hasil
Penelitian Lapangan.

b. Diadakan pengkajian dan rapat pembahasan paripurna dengan memperimbangkan
sekurang-kurangnya aspek kepentingan umum dan Ketetapan Rencana Kota sesuai
dengan ketentuan yang berlalku.

Bercasarkan hasil penelitian lapangan, pengkejian dan rapat pembahasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), permohonan dapat ditclak atau disetujui.

Dajiam hal permohonannya ditolak, maka penolakannva harus diserlai dengan alasan
yang Jelas dan dibuatkan surat penoclakan vang ditandaiangani Gubernur dalam hal ini

Kepala Biro Perlengkapan selambat-lambalnya 7 han kerja ierhitung sejak tanggal
diterimanya permononan.

Permononan yang setujui berdasarkan pembzhasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, TPZR menyiapkan Sural Perintah Seler uvang pemasukan berdasarkan
Berita Acara Perhitungan Uang Pemasukan dalam jangra wakiu paling lama 3 hari kerje
\EThitung 58j55 1BNGHa OREEpRan disnimanye peimchonan berdasarkan oimbahass
TP2R yang dibual rangkap 5 Gima)
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(5§ Berdasarkan Sural Perintah Selor sebagaimana dimaksud pada ayatl (4), pemohon
melekukan pembayaran ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah dan menyerahkan
Tanda Bukti Selor pembayaran kepada TP2R dalam jangka waklu paling lama 7 hari

kerja lerhilung sejak tanggal Sural Perintah Selor dan menyerahkan tanda bukli Setor
lersebul masing-masing :

1. lembar kedua kepada Dinas Pendapalan Daerah
2. lembar keliga kepada Biro Keuangan
3. lembar keempal kepada Biro Perlengkapan

(6) TP2R menyiapkan perbal Sural Rekomendasi unluk ditandalangani pejabat yang
berwenang sebagai berikut :

luas lanah = 5b0 m? kepada Kepata Biro Perlengkapan

luas tanah > 500 — 1000 m ? kepada Asisten Keuangan

luas tanah > 1000 — 5000 m * kepada Sekrelar;s Daerah
. luas tanah > 5000 m? kepada Gubernur

dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak dilerimanya tanda bukli
setor.

{7) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pzda ayal (6) harus menandatangani
Surat Rekomendasi dalam jangka waktu lerhitung sejak disampaikannya perbal paling
lama -

a. 21 han kerja unluk Gubernur
b. 15 hari kerja uniuk Sekretaris Daerah

c. 10 hari kerja untuk Asislen Keuangan

d. 5 hari kerja untuk Kepala Biro Perlengkapan

(8) Surat Rekomendasi yang {elah ditandalangani oleh pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada pemohon dalam jangka

waktu paling tama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal surat rekomendasi tersebut dan
tembusannya disampaikan kepada :

1. lembar kedua kepada Dinas Pendapatan Daerah
2. lembar keliga kepada Biro Keuangan
3. lembar keempat kepada Biro Perlengkapan

Pasal &

Bagan prosedur lala cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dal
5. sebagaimana lercaniurn dalam lampiran Keputusan ini.

BAB V
UANG PEMASUKAN
Pasal 7

Perhilungan besarnya uvang pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
adalah sebagai berikut :
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W ;. Perolehan atau perpanjangan Hak Guna Bangunan / Hak Pakai atau hak lainnya  diate

R ot s o s
e gpd et .

: 5 Permohonan hak di atas bidang Tanah Desa atau Tanah Eks Kola Praja.

{

bidang tanah Hak Pengelolaan :

5 % x Luas tanah x NJOP

. Peralihan / pengoperan Hak Guna Bangunan / Hak Pakai atau hak lainnya di alas bidan
tanah Hak Pengelolaan :

2.5 % x Luas tanah x NJOP

25 % x Luas tanah x NJOP
BAB W
TiM PERTIMBANGAN PEMBERIAN REKOMENDAS! (TP2R)
Pasal 3
:L‘(}) Untuk meneliti, memberikan perlimbangan dan memproses dalam rangka pemberian
rekomendasi, dibentuk Tim Perimbangan Pemberian Rekomendasi (TP2R) vyang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur,

’;(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dibentuk dengan keputusan Gubernur dengan
susunan keanggotaan sebagai berikut.

Ketua © Asisten Keuangan Sekretaris Daerah
Wzkil Ketua : Kepala Biro Perlengkapan
Sekretaris  : Kepala Bagian Pengendalian Inveﬁtaris Biro Perlengkapan
Anggota : 1. Unsur Dinas Pendapatan Daerah
2. Unsur Dinas Tata Kota/Suku Dinas yang bersangkutan
3. Unsur Kanwil/Kantor Pertanahan Kodya yang bersangkutan
4. Unsur Bire Perlengkapan
5. Unsur Biro Hukum
6. Unsur Biro Keuangan
7. Unsur Walikolamadya yang bersangkutan
i 8. Unsur Unit terkait

- Sekretariat  ; Biro Perlengkapan

ie_’) Tim Perlimbangan Pemberian Rekomandasi (TP2R} sebagaimana dimaksud pada ayal

(1) berlugas:

‘_a. menerima dan meneliti seria membanas secera adminisiraiil penmohonan yang
i diajukan oleh pemohon.
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1. melakukan penelilian lapancan dan membuat Berita Acara hasil peneiitian.

menghitung uang pemasukan yang ditvangkan dalarm Berita Acara perhilungan vang
pemasulan.

. Menyiapkan perbat Surat Rekomendasi yang ditundatangani oleh pejabat yang™
berwenang.

. menyiapkan surat jawabean penolzkan atau persetujuan pemoerian rekomendasi
kepada Pemohon.

Intuk membantu kelancaran pelaksaraan iugas Tim sebagzimana dimaksud pada ayat

i) , ketua Tim depat menambah jumich anggola, pembantu anggota dan petugas
ekrelariai sesual dengan kebutuhan.

BAB Vi
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

engendalian lerhadap proses penyelesaian dan perierbitan pembesian rekomendasi
lakukan oleh TP2R. '

angendalian terhadap rekomendasi yang tefah diterbitkan dilaksanakan oleh 8iro
2riengkapan,

2ngawasan terhadap pelaksanaan proses dan pembersian rekomendasi dilakukan oleh

arat pengawasan fungsional sesuai dengan peratwan perundang-undangan yang
ol
maky.

BAB Vill
PEMBIAYAAN
Pasal 10

layaan uniuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
ja Daerah Propinsi Daerah Khusus [bukota Jakanta.

Pasal 11
menunjang kegiatan operasional tugas Tim dalam pelaksanzan pemberion
endasi kepada Tim Perimbangan Pemberian Rekornendasi (TP2ZR) diberikan biaya
sional sebesar 2,5 % dari hasil penerimaan uang pemasukan,
BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI
Fasal 12

3ang rekomendeas) dilarang memindahtangankan reko.nendasi kepada pihak lain, baik
bentuk dan cara apapun jugs.
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Pasal 13_

8 (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, rekomenda
vang telah diberikan dinyatzkan tidak berlaku.

2 pabila dalam jangka walkdu 6 {enam) bulan lerhitung sejak langgal dikeluarkanny

Rekomendasi, pemegang rekomendasi tidak mentdaklanjuti ke Kantor Peranzahan Kody
setempat maka sural Rekomendasi dinyalakan gugur.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

%Pemohon yang telah mengajukan surat permohonan rekomendasi sebelum berlakuny:
Jkeputusan ini dan sampai dengan ditetapkannya keputusan ini belum diterbitkar
Jrekomendasi, maka harus menyesuaikan dengan keputusan ini, baik persyaratan maupur

skewajiban pemohon.
BAB Xi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

{l) Dengan ber!ékunya keputusan ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan
i "dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

) Keputusan ini mulai berlaku pada fanggal ditetapkan.

iletapkan di Jakartu
ada tanggal 5 Desember 2001

. Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta.
t. Para Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakaria.
3. Sekretaris Daerah Propinsi DKi Jakarta.
b. Para Asisten Sekdaprop DKI Jakaria.
1 Kepala Bawasda Propinsi DKI Jakaria.
$t Para Walikotamadya Propinsi DKI Jakaria.
2t Para Kepata Dinas Propinsi DKI Jakaria.
@8k Para Kepala Biro Propinsi DKI Jakaria.
B Para Kepala Kantor/Kantor di lingkungan
. Femeriniah Propinsi DX Jakens
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PUTUSAN
No. 205/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengadili perkara perdata pada
peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam parkara
antara

1. FIFl TANANG Selaxu Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS)
! Apartemen Mangga Dua Court, yang- beralamat di JIl. Mangga Dua Dalam,
‘ Jakarta 10730;

2.  TJANDRA WIDJAYA, Selaku Sekreiaris Perhimpunan Penghuni Rumah
: Susun (PPRS) Apartemen Mangga Dua Court, yang beralamat di JI. Mangga
‘Dua Dalam, Jakarta 10730, dalam hal ini memiiih domisili kukum di Kantor
. Kuasanya Kantor Pengacara Prof.Mr.Dr.Sudargo Gautama & James

" Sudargo,SH. Advokat & Pengacara, beralamat di JI. Mangga Besar 1V No. 20
Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa fertanggal 28 Mei 2007, untuk
selanjutnya disebut sebagai ............. (ST, | B NN 4 Para Penggugat,;

Melawan :

1. PT. DUTA PERTIWI, Tbk. Yang beralamat di gedung JITC Mangga Dua Lt. 7-
8 J. Mangga Dua Raya Jakarta Utara, uniuk selanjutnya disebut

=T o o - | S P PR SO Tergugat J;

2. MUKTAR WIDJAJA, Selaky Direktur Utama PT. Duta Pertiwi tbk. Beralamat
- di JI. Sutan Syahrir No. 12 B. RL.O5/Rw.01 Kel. Gondang Dia Kec.Menteng

- Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai.............. ..Tergugat Il;

3. NOTARIS ARIKANT] NATAKUSUMAH SH beralamat dl JI Mangga Besar
Ray@.No 1G, Jakarta Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai... Tergugat N;
f REPALA,BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq.
“KEPALA. KANT OR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DK!

& J:‘}}.(:A"RTA ©q. i{EPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA
e = AT, Beralamat di JI. Tanah Abang 1 No.1 Jakarta Pusat, untuk

ERAR-T: Amjutnys; disebut sebagai... . ..Tergugat {V,
'5” ,Gv BER DKI JAKARTA cq. PEMDA DKI JAKARTA cq. BIRO
P{ {LENGKAPAN PRCVINSI DKI JAKARTA, Beralamat di Ji. Medan
ro”e g+ Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut
agal ............................................................................. “Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan bukti-bukti dalam perkara.ini;
o Setelah pula mendengarkan pihak-pihak dan saksi-saksi dalam perkara
ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:
Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 6 Juni
2007, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

dibawah register perkara No. 205/Pd{.G/2007/ PN_Jkt.Pst. telah mergemukakan
hal-hal sebagai berikut:
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DALAM POKOK PERKARA (POSITA).
PERSONA STANDI IN YUDICIO

1. Bahwa, Penggugat | selaku Ketua PPRS Apartemen Mangga Dua Cour,
. Penggugat |l selaku Sekretaris PPRS Apartemen Mangga Dua Court
adalah para pemilik Rumah Susun Hunian Mangga Dua yang sejak lama
menempati Apartemen Mangga Dua Court. (Bukti P-1);
2.. Bahwa, Penggugat | selaku Ketua PPRS Apartemen Mangga Dua Cour,
Penggugat i selaku Sekretaris PPRS Apartemen Mangga Dua Cour
berwenang mewakili Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Apartemen
Mangga Dua Court uniuk mengajukan gugatan demi kepentingan para
pemilik apartemen, sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar (AD)
Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Apartemen Mangga Dua Court yang
' berbunyi : “Ketua dan Sekretaris mewakili Perhimpunan Penghuni di dalam
dan di luar pengadilan tentang hal-hal dan dalam segala kejadian, sesuai
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan segala tindakan-
4‘,3; f:2 Eu;l\akan baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikkan

w dg[a‘_‘t? ruang lingkup pengelotaan rumah susun “.{Bukti P-2)
; @ehwa pada saat pertama kali Apartemen Mangga Dua Court yang terletak
: di 'J.."Mangga Dua Dalam, Jakarta 10730 didirikan sesuai dengan lzin
=§‘,_ o Mendmkan Bangunan (IMB) yang ditetapkan oleh Gubernur mempunyai
- Jstatus kepemilikan fanah adalah HGB MURNI (Bukti P-3), kemudian PT.
- Duta Pertiwi, Tbk. selaku Tergugat | menawarkan apartemen Sirata Title
kepada calon pembelinya adalah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB),
sehingga calon pembeli berminat untuk membelinya, dan kemudian
terjadilah jual-beli Apartemen antara Tergugat | dengan para pembeli
(sekarang para pemilik apartemen) yang ditvangkan dalam sebuah
Perjanjian Pengikatan Jual-BeIi (PPJB) (Bukli P-4) yang ditandatangani oleh
pihak-pihak yang bersangkutan. bahkan PPJB tersebut kemudian
dikukuhkan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Notaris
Arikanti Natakusumah, S.H. (Tergugat lIl), dan dinamakan Akta Jual Beli
(AJB). (Bukti P-5)
3. Bahwa, Tergugat Ill sebagai pejabat negara telah mengesahkan jual-beli
tersebut dimana di dalam akta jual-beli tersebut terdapat obyek jual-beli
yang meliputi benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama. (Lihal

Bukti P-5) Dalam akta jual-beli ini terlihat dengan jetas adanya tanah yang
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dimilki oleh para pemilk aparermnen. Dengan merosolnya slatus
kepemilikan Strata Title di Apartemen Mangga Dua Court berarti tanah
bersama itu tidak ada lagi karena milik ‘dari' Tergugat V. Seharusnya
Tergugat Il meneliti terlebih dahulu mengenai stalus tanah tersebut serta
dapat menginformasikan teriebih dahulu kepada para calon pembeli
apartemen sebelum sampai pada tahap pembuatan Akta Jual-Beli.

4. Bahwa, setelah diterbitkannya Akta Jual Beli, maka oleh Kantor Pertanahan

diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS)

yang diberikan kepada masing-masing para pemilik apartemen dengan

status HGB MURNI. (Bukti P-6)

5.; Bahwa, pada saat para pemilik apariemen hendak memperpanjang
sertifikat-sertifikat tersebut yang akan jatuh tempo Juli 2008, Penggugat
dan para pemilik Apartemen Mangga Dua Court dikejutkan karena ternyata
sertifikat para pemilik yang berstatus Hak Guna Bangunan MURN! berubah
status menjadi Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan milik PEMDA
DKl yang berarti bisa diambil kapan saja oleh pihak PEMDA DKI. {Bukti P-
7) -

.. Bahwa, perlu diingat pada tanggal 02 Maret 2006, Penggugat sebenarnya
telah mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat HGB yang kemudian

_%h diproses oleh Tergugat IV. Terbukti Tergugat IV mengeluarkan Surat

tsfmgan Status Tanah 24 Mei 2006, Dokumen Risalah Pemeriksaan

@anaq tangga! 29 Mei 2006 No. 330/2008, sampai dikeluarkannya Surat

Kep’ﬂf.hsan No. 013/08-550.2-09.01-2006 untuk pembayaran yang harus
"d:setorkan ke Tergugat V sebesar Rp.293.238.000,- (dua ratus sembilan
rspuluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian
sebagai berikut : (Bukti P-8)
- Perpanjangan Sertifikat HGB + Biaya Konstatering Rapport & Biaya
Transport + Biaya Permohonan Perpanjangan Hak (Serlifikat Induk)
= Rp.289.247.000.- + Rp. 291.000,- + Rp. 3.675.000.-
= Rp.293.238.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus liga puluh
delapan ribu rupiah)
Hal ini membuktikan status kepemifikan tanah Aparemen Mangga Dua
Court adalah HGB dimana Tergugat IV telah memberikan Surat Keputusan
_ tersebut. Namun selang beberapa wakiu, setelah diteliti lebin lanjut, pada
bulan Juli 2006 BPN (Tergugat 1V) baru mengetahui bahwa status tanah
Apartemen Mangga Dua Court adalah HGB di atas HRL dengan
dikeluarkannya Surat No.758/09.01 sehingga perpanjangan senifikat
- dengan status HGB tersebut Mleh Tergugat IV dengan alasan
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status tanahnya adalah HGB di atas HPL sehingga terdapat biaya-tambahan.

rekomendasi kepada Pemegang HPL yaitu Tergugat V.

‘ Bahwa, akibat status kepemilikan berubah menjadi Hak Guna Bangunan di

- atas Hak Pengelolaan di samping status kepemilikan menjadi tidak jelas,

karena tidak adanya kepastian hukum, biaya perpanjangan menjadi
melambung tinggi dan status tanah kepemilikan para pemilik apartemen
menjadi hilang karena yang tadinya Hak Guna Bangunan MURNI merosot
menjadi Hak Pengelolaan yang merupakan hak garap saja karena
pemiliknya adalah pihak PEMDA DKI.

Bahwa, jika dari awal Tergugat | dalam menawarkan Strata Title Apartemen
Mangga Dua Court dengan status HGB di atas HPL, kemungkinan besar
para calon pembeli tidak akan membeli apartemen dan uang tersebut dapat
digunakan untuk membeli aset maupun untuk investasi lain seperti membeli
emas atau investasi dalam bentuk dolar Amerika. Misalnya, pada saat awal
pembelian sebuah ruang apartemen dengan luas 150M?  senilai
Rp.295.520.000 (dua ratus sembilan puluh fima juta lima ratus dua.puluh

ribu rupiah), jika dikompensasi dalam beniuk dollar Amerika adalsh lebih

kurang 184.700 USD dengan bunga 7%/tahun selama Ie_l?ih kurang 15 tahun
adalah 193.935 USD, Total 378.635 USD maka jika harga tersebut sekarang
d_ mpensaSI dengan nilai dotar Amegka saat ini (1 usD = + Rp.9.000,-)
akan .menambah menjadi sebelas setengah kali lipat yaitu sebesar

'gﬁ" -’Rp 3‘407 715.000.- (tiga milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus lima belas

7 ribu n_J_plah).

I
-

_Béhﬁa, selain itu status yang berubah menjadi Hak Guna Bangunan di atas

My oa

“Hak Pengelolaan mengakibatkan kerugian para pemilik apartemen dalam

masalah pinjaman kepada pihak ketiga, iisalnya saja Bank, Bank tidak mau

menerima lagi serifikat tanda bukti hak kepemilikan yang berstatus Hak

: Pengelolaan karena Bank lidak dapat mengeksekusi jaminan yang dapat

10.

i1,

diambil kapan saja oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (PEMDA DKi)
sehingga sama sekali tidak ada jaminan keamanan ientang stalus

- kepemilikan barang yang dijaminkan, ataupun jika Bank mau menerima

akan tetapi nilai permberian kreditnya menjadi sangat kecil, karena jaminan

~ seperti ini sangat riskan bagi Bank.

Bahwa, di samping itu juga. status Hak Pengelolaan sangat tidak menjamin
keamanan dan tidak menjamin kepastian hukum terhadap hak kepemilikan
Strata Title masing-masing pemilik. , '

Bahwa, kerugian yang akan dihadapi dan dialami oleh para pemilik
apartemen pemegang Strata Title ini adalah ;
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Merosotnya harga jual Strala Title karena statusnya yang ladmya HGB
MURNI menjadi HGB di atas HPL.
Tidak ada jaminan dan kepastian hukum untuk menjaminkan Strata
Title diatas Hak Pengelolaan, sehingga Bank enggan menerima Strata
Title yang didasarkan pada Hak Pengelolaan menjadi agunan/ jaminan
kredit.
Jika terjadi Force Majeur, misainya terjadi kebakaran terhadap gedung
Strata Title ini, maka hak dari para pemilik apartemen menjadi hilang
lenyap, karena sama sekali tidak ada alas hak / dasar hukum
kepemilikan atas ruang bangunan Strata Title yang adalah berdasarkan
pada Hak Pengelolaan PEMDA DKIi, sehirgga jelas setelah ruang
bangunan di atas tanah pengelolaan yang dikuasai PEMDA DKl
musnah maka masing-masing pemegang Strata Title di Apartemen
Mangga Dua Court juga habis. Padahal seharusnya para pemilik
Apartemen Mangga Dua selain memiliki bangunan juga memiliki tanah,
hal ini terbukti pada pembayaran pajak (Fakiur Pajak) yang dilakukan
cleh para pemilik Apartemen tercantum angsuran atas tanah selain
angsuran atas bangunan. {Bukti P-9)

wa, bukti-bukti yang menunjukkan status tanah Aparlemen Mangga Dua
it adalah HGB MURNI, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema di

'-""}?‘bié%h ini:
FAF IMB Apartemen Mangga Dua Court, tercantum status tanah adalah HGB MURNI

{Lihat Bukti P-3}

l

FAKTUR PAJAK

pada pembayaran pajak (Faktur Pajak) yang dilakukan gleh para pemilik apartemen, lercantum

pembayaran angsuran alas tanah selain angsuran alas bangunan
{Libat Bukti P-9)

1

PPJB

Tidak tercantum bahwa tanah Aparemen Mangga Dua Court berada di atas tanah Hak

Pengelofaan
{Lihat Bukli P-4}

!

AJB !
Tercantum objek Jual beli yang meliputi benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama
_- (Lihat Bukli P-5)
J, Page 5 of 100
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! SHMSRS Apartemen Mangga Dua Court
Tercantum status kepemilikan tanah para pemilik Apartemen Mangga Dua Court adalah HGB
MURNI
{Lihat Bukti P-1 & Lihat Bukti P-G} -

l

Sweat dari PT. Duta Pertiwi TEk. {tergugat I) kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Pusat
" tertanggal 13 Maret 1997 tentang Hal ; Kerpemilikan Apartemen Mangga Dua Court
Dalam Surat Tergugat | menyalakan bahwa tanah Aparlemen Mangga Dua Court sudah dijual
kepada para pemilik unit Apartemen Mangga Dua Court dan dengan demikian bukan lagi milik
PT. Duta Perliwi, Tbk. (Tergugal 1}
{Bukti P-10) ‘
Surat Ke{erangan Status Tanah }ari BPN tanggal 24 Mei 2006

Tercantum slatus tanah Apartemen Mangga Dua Court adalah HGB MURNI
{Lihat Bukti P-8)
L B

\1;@ Rlsajah Pemerikasaan Tanan dari BPN tanggal 29 Mei 2006 NoT 33072006
F) 3 ‘T
S e

rcanturn stalus tanah Apartemen Mangga Dua Court adalah HGB MURNI
(Lihat Bukti P.8)

!

Sural Keputusan BPN No. 013/08-550,2-0%.0 1-2006
untuk pembayaran perpanjangan Sertifikat Tanah Apartemen Mangga Dua Cour
dengan stalus HGE MURNI
{Lihat Bukti P-B)

!

: SPPT-PBB
Para pemilik apartemen selain membayar pajak atas bangunan juga membayar pajak atas bumi
(Bulti P-11)

13." Bahwa, dengan demikian uang ataupun biaya yang sudah dikeluarkan oleh
masing-masing pemegang Strata Title di Apartemen Mangga Dua Court
hitang tanpa bisa dituntut pengembaliannya, karena fuang bangunan

Apartemen Mangga Dua Court ini berdiri di atas Hak Pengelolan milik
PEMDA DKI.

=
)

14. Bahwa, dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 40 Tahun 1996 tentang ‘Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah yang belrbunyi :
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.

“Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan
keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk
" berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan®
~ Jika memang benar terdapat HGB diatas HPL dan bal ini menjelaskan
~ babwa sepatutnya dan seharusnya pihak Tergugat | sudah tahu dari awal
dan harus memberikan informasi yang jelas kepada para pemilik hunian
tetapi sampai dengan detik int pun tidak ada itikad baik dari Tergugat I untuk
~ menjelaskan secara fransparan kepada para pemilik hunian serta
mengandung cacat tersembunyi dalam serifikat Strata Title. Akibat cacat
tersembunyi tersebut dalam serifikat Strata Title sehingga timbul
- pemalsuan Hak Guna Bangunan dan oleh karenanya sekarang semua
; biaya yang sebenarnya harus dikeluarkan oleh Tergugat | dan menjadi
beban Tergugat | jadi harus dibayarkan dan dibebankan kepada para
pemilik Rumah Susun Hunian Apartemen Mangga Dua Court.
15. Bahwa, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) UU No. 16 Tahun 1985 tentang
" Rumah Susun yang berbunyi sebagai berikut :
“Penyelenggara Pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas

-.?Ef_.d gaWan dan bagian bersama daian bentuk dan uraian yang disahkan oleh

\-,1\

f_f z_fsgnsﬂtanm yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
¥ ; -' 3?: > yang; beriaku yang memberi kejelasan atas :
‘-\”' a. :Batas satuan yang dapat dipergunakan secara terpisah untuk
o ;perseorangan,
. b. Batas dan uraian atas bagian bersama dan benda bersama yang
menjadi haknya masing-masing satuan;
¢. Batas dan uraian tanah bersama dan besarnya bagian yang
menjadi haknya masing-masing satuan”,
16.. Bahwa, menurut Pasal 30 PP No. 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun

. yang berbunyi :

-Ayat (1) : “Rumah susun dan lingkungannya harus dibangun dan
dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diberikan oleh Pemerintzh Daerah
sesuai dengan peruntukannya”.

H Ayat (2) : “Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh

. Penyelenggara Pembangunan kepada Pemerintah Daerah dengan
melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikul :

. a) Sertifikat Hak atas Tanah

'b) Fatwa Pembuka Tanah ,

~¢) Rencana Terpadu
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d) Gambar Rencana Arsitektur yang memuat denah dan pembangunan
beserfa PERTELAANNYA yang menunjukkan dengan jelas batasan
secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun

e) Gambar Rencana Struktur beserta perhitungannya

_' f) Gambar Rencana menunjukkan dengan jelas bagian bersama
g) Gambar Rencana Jaringan dan Instalasi beserta perlengkapannya.
17. Bahwa, menurut Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomeor 16 Tahun 1885
~ {entang Rumah Susun yang berbunyi : )
© Serdifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah susun sebagaimana dimaksud
" dalam ayat (1) terdini atas:
a. Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur atas Hak Tanah Bersama menurut
ketentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 UU No.5 Tahun 1960.
b. Gambar Denah Tingkat Rumah susun yang bersangkutan, yang
menunjukkan satuan Rumah Susun yang dimiliki.
~¢. “PERTELAAN" mengenai besarnya bagian hak alas bagian bersama,
benda bersama, dan tanah bersama yang bersangkutan.
: Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
18. Bahwa, menurut Pasal 31 PP No. 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun

] -g berbunyl .

ﬁ nyelenggara pembangunan wajit; mernmta pengesahan dari Pemerintah
i gla erah atas PERTELAAN yang menunjukkan batas yang jelas dari masing-
Ma smg satuan rumah susun, bagian bersama benda bersama, dan tanah
5 ‘1%‘ bersama beserta uraian nilai perband:ngan proporsionalnya, setelah

- _fnemperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 PP No. 4 Tahun

1988 Tentang Rumah Susun. :

19. Bahwa, menurut Pasal 35 PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rum:—.i.h Susun

yang berbunyi sebagi berikut
Ayat (1) : “Penyelenggara pembangunan rumah susun wajib mengajukan
:permohonan izin layak heni setelah menyelesaikan pembangunannya
?sesuai dengan perizinan yang lelah diberikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 dengan menyerahkan gambar-gambar dan ketentuan teknis yang
terperinci”.
‘Ayat (2) : “Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30,

Pasal 31, dan Pasal 34 memberikan izin layak huni setelah diadakan
pemeriksaan terhadap rumah susun yang lelah selesai . dibangun
berdasarkan persyaratan dan ketentuan perizinan yang telah diterbitkan”.
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Ayat (3) : “Penyelenggara pembangunan wajib menyerahkan dokumen-

_ dokumen perizinan beserta gambar-gambar dan ketentuan-ketentuan teknis
yang terperinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal
34 kepada perhimpunan penghuni yang telah dibentuk beserta :

a. Tata cara pemanfaatan penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan
kemungkinan-kemungkinan dapat diadakannya perubahan pada rumah
susun maupun lingkungannya,

b. Uraian dan calatan singkat yang bersifat hal-hal khusus yang peilu

: diketahui oleh para penghuni, pemilik, pengelola dan pihak-pihak lain

_ yang berkepentingan.

20; Bahwa, menurut Pasal 39 Ayat (1} PP No. 4 Tahun 1888 tentang Rumah

Susun berbunyi sebagai berikut :

“Penyelenggara Pembangunan yaitu Tergugat | wajib memisahkan rumah
susun atas satuan rumah jumah susun melipult bagian bersama, benda
bersama dan tanah bersama dengan perielaan yang jelas dalam bentuk
gambar, kriteria dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizonta!

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan penyesuaian seperlunya

St IF

,,.....,sésual kenyataan yang ditakukan dengan pembuatan akta pemisahan”.
ahiwa, sesuai dengan, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35 ayat (3), dan Pasal 39
‘%Byat{‘l) PP No. 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun, serla Pasal 7 ayat
(3) dan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang
Rurnah Susun maka sangatiah penting diberikannya PERTELAAN untuk

i

y

*‘I\J

Y

f“&f

ﬂ “memisahkan batas-batas mana yang merupakan bagian bersama, benda
‘ bersama, dan {anah bersama untuk dipergunakan sesuai dengan
peruntukannya serta dapat menunjukkan dengan jelas pula mana yang
menjadi milik pribadi. Selain itu dengan adanya PERTELAAN baru diketahui

; berapa besar biaya rekomendasi status HPL kepada pihak PEMDA DKI.
22. Bahwa, menurut Ketentuan Umum Pasal 1 sub 4, 5, dan 6 Undang-Undang

No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang dimaksud dengan :

a. “Bagian Bersama” adalah bagian rumah susun yang dimifiki secara
tidak tempisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan (ungsi
dengan satuan-satuan rumah susun.

b. “Benda Bersama” adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah
susun, tetapi yang dimilki bersama secara tidak lerpisah untuk
pemakaian bersama. ‘

¢. “Tanah Bersama” adalah sebidang tanah yang digunakan.atas dasar
hak bersama secara tidak terpisah yang diatasnya berdiri rumah susun

dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan.
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Dalam sub a terlihat jelas bahwa bagian bersama merupakan bagian yang
dipergunakan bersama antar pemilk aparemen, hal ini justru
disalahgunakan oleh Tergugat | dengan seenaknya saja telah
mensertifikatkan ruang serba guna serta ruang lobby barat dan ruang lobby
timur yang terdapat dalam Apartemen Mangga Dua Court yang seharusnya
menjadi fasum dan fasos sesuai dengan Pasal 27 PP No.4 Tahun 1988
tentang Rumah Susun yang be,bunyi : (Bukti P-12)

"Dalam rumah susun dan lingkungannya harus disediakan ruangan-ruangan
dan/atau bangunan untuk tempat berkumpul, melakukan kegiatan
masyarakat, tempat bermain bagi anak-anak, dan kontak sosial lainnya,
sesuai dengan standar yang beriaku”.

Bahwa, dari Pasal-Pasal tersebut di atas menjelaskan juga bahwa
PERTELAAN sangat penting untuk diberikan pada para pemilik dan sudah
seharusnya PERTELAAN diberikan bersamaan dengan Sertifikat Hak Milik
Satuan Rumah -Susun (SHMSRS), tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh

- Tergugat |, maka dari itu Penggugat secara langsung meminta

PERTELAAN kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku Tergugat
Il dengan cara melayangkan surat lertulis, namun Tergugat lll tidak

; . memberikannya. (Bukti P-13)

Bahwa, sampai saat kasus ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat | dan
enggugat Jl masih belum menerima Pertelaan yang seharusnya diberikan
%&mamaan pada saat penyerahan serlifikat hak milik dan tidak terpisah oleh

i h%‘ h Tergugal | sebagai developer dan diberikan kepada masing-masing pemilik

,'\H
s.}ﬁ\

._*

Lol

d| Rumah Susun Hunian Mangga Dua Court. (Lihat Pasal 30, Pasal 31, Jo.
Pasal 35, Pasal 39 PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun)

AT
Ny ‘5. Bahwa mohon akta sampai sudah lebih kurang 15 (lima belas) tahun,

26.

Pertelaan yang wajib diberikan kepada para pemilik apartemen (Strata Title)
di Apartemen Mangga Dua Cour sampai saal ini masih juga belum
diberikan oleh Tergugat I. Pelanggaran yang ditakukan oleh Pihak Tergugat

. | tersebut menyebabkan ketidakjelasan inana yang merupakan batas

pemilik (Tergugat 1), mana yang batas milk bersama, dan mana yang

. merupzakan batas para pemilik hunian.

Bahwa, sampai saat kasus ini diajukan ke Pengadilan pun, Penggugat | dan

~ Penggugat Il masih belum menerima Pertelaan yang seharusnya diberikan

bersamaan pada saat penyerahan sertifikat hak milik dan tidak terpisah oleh
Tergugat | sebagai developer, sehingga mengakibatkan tida|:< jelasnya
berapa besar biaya yang harus dibayarkan oleh pemilik hunian kepada
PPRS dan PPRS kepada PEMDA DK].
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27. Bahwa, mengingat sangat pentingnya Perelaan tersebul sebagai dasar
: penentuan mana yang merupakan bagian bersama, benda bersama, tanah
‘ bersama maka akibat tidak diberikan oleh Tergugat 1, hal tersebut
menyulitkan untuk menentukan secara pasti berapa besar biaya yang harus
dikelvarkan oleh para pemilik. Di samping itu, karena tidak adanya
perteiaan, maka setiap pemegang Strafa Title di Aparlemen Mangga Dua
Court mengalami kerugian sehingga tidak dapat mengetahui, menikmati,
memakai fasilitas bersama berupa : ruang serba guna, ruang lobby barat
dan timur, dan ruang lainnya yang merupakan milik bersama sesuai dengan
Pasal 27 PP No. 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun. {Lihat Bukti P-12}
28; Bahwa, disamping itu juga Pertelaan ini sangat pénting untuk menentukan
secara pasti berapa besarnya NPP (Nilai Perbandingan Proporsional)
masing-masing pemegang Hak Strata Title.
28,

- perpanjangan HGB (sertifikat) dan juga berapa besarnya pajak yang harus

Bahwa, NPP ini perlu untuk kepastian menentukan berapa besar biaya

dibayar oleh masing-masing pemegang Hak Strata Title.
. Bahwa, karena hal tersebut dalam peint 23, yang mana menyulitkan bagi
| Penggugat dan para pemilik hunian untuk membayar perpanjangan
"‘é‘semﬁkat hak kepemilikannya dengan pembayaran secara subyektif maka
Vop para pemilik hunian merasa dianak-tirikkan oleh Para Tergugat yang tidak
‘F'f sesual asas hukum yang mengatakan bahwa terdapat “Equality Before The
' Law"” yang seharusnya ada dan berlaku pada masing-masing pihak, yaitu
<" Pihak Penggugat maupun Tergugat,
.. Bahwa, sesuaj Pasal 1320 Kilab Undang-Undang Hukum Perdata yang
* berbunyi sebagai berikut :
* * Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya:
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan:
Suatu hal tertentu;
Suatu sebab yang haial”. .
Jo. Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi
sebagai berikut:

LN

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat ilu diberikan karena kekhitafan,

atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”

Dengan demikian sesuai dengan Pasal 1320 Jo. 1321 Kitab Undang-
- Undang Hukum Perdata berari peranjian tentang jual-beli ini me-:njadi tidak

- sah.
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32.

Bahwa, sesuai Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang berbunyi sebagai berikut :

* Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Tergugat | dan Tergugat Il sejak awal penawaran Apartemen Mangga Dua
Court tidak pernah menyebutkan secara lisan maupun tulisan kepada para
pembeli serta tidak pernah secara transparan menyebutkan bahwa status
kepemilikan tanah tersebut adalah HGB diatas HPL, tapi pada saat jual beli
yang diperlihatkan dan dijua! kepada para pembeli adalah HGB MURNI,
oleh karena itu terlihat perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad tidak
baik. Pelaksanaan jual beli ini ditaksanakan dengan itikad tidak baik karena
ada hal mendasar-yang disembunyikan oleh Tergugat | dan Tergugat Il
yaitu menyembunyikan status sertifikal kepemilikan Strata Title, yang
seharusnya dijual oleh Tergugat i yaitu HGB diatas HPL tetapi dikatakan
HGB MURNI sehingga itikad tidak baik dari Tergugat | terlihat. Bahkan
Tergugat IV sebagai pejabat pemerintah telah ikut serta melakukan
kecurangan dengan cara menyembunyikan Pertelaan dan ikut
menyembunyikan status sebenarnya kepada para pemilik Apantemen
Mangce? Dua Court. -

3 ?‘*Bahwd Tergugat |, Tergugat I, Tergugat Il Tergugat IV, dan Tergugat V

-q.')'
’..
\‘1:‘

B |.,:__

‘\."

E‘V‘ZJ}"

;Lrga telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal

"" '(‘-b

1§3§5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut

h)

"""a o ?ap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

Moo

34.

33.

=*" seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”,

Karena itu, sesuai dengan pasal ini maka Tergugat | dan Tergugat il harus
mengganti kerugian kepada Penggugat.

Bahwa, selain melanggar pasal-pasal tersebut diatas, Tergugat |, Tergugat
Il, Tergugat ill, dan Tergugat IV, lelah melanggar UU No. 8 Tahun 1999

tentang Perliqdungan Konsumen dimana para pemilik Apartemen Mangga

~ Dua Court sebagai pembeli suatu barang (berupa Unit Apartemen) adalah
: konsumen yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana layaknya

seorang konsumen.

Bahwa, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU No. 8
Tahun 1899 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengarn:

Ayat (1) : “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang: rﬁenjamin

* adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”
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| Ayat (2) : "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa
i;yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepenlingan diri sendiri,
‘ keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
+ diperdagangkan”.
Ayat (4) : “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak
berwujud, baik berger;k maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun
tidak . dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai,
~ dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen™.
36. Bahwa, sesuai dengan Pasal 4 huruf b, ¢, h Undang-Undang No.8 Tahun
- 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut :
- Hak Konsumen adalah :
. Pasal 4 hurufb :
- *hak untuk memilih barang danfatau jasa serta mendapatkan barang
" dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan”
. Pasal 4 hurufc:
“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondist dan
: jaminan barang dan/atau jasa”
Pasal 4 huruf h :
ak untuk mendapatkan kompensasl. ganti rugi danfatau penggantian,

- EEL %pabnla barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
i > 5 é'fau tidak sebagaimana mesiinya”

57- Bahwa sesuai dengan Pasal 7 hurufg Jo. Pasai 9 ayat (1) huruf f Undang-
..“_Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi
. sebagai berikut:

‘ Pasal 7 hurufg :
“Kewajiban pelaku usaha adalah : memberi kompensasi, ganti rugi,
;:dan!atau, penggantian apabila barang danfalau jasa yang diterima atau
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”
' Pasal 9 ayat (1) hurul f :
" “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu
- barang danfatau jasa secara tidak benar, dan/atau seolzh-olah : barang
tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi”
Maka sesuai dengan Pasal ini, Penggugat berhak mendapat ganti rugi
akibat status kepemilikan tanah yang mengandung cacat tersembunyi
didalamnya dimana status tanah kepemilikan Strata Title HGB d,i atas HPL
_dikatakan HGB MURNI.
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38. Bahwa, terlihat dengan jelas, perbuatan Tergugat | beserta T'er'ghg'at ll,
Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V menyembunyikan keadaan
sebenarnya tentang status HGB diatas HPL dengan menyatakan bahwa
Status Strata Title yang dijual oleh Tergugat | kepada para pembeli Strata
Tille adalah Strata Tille yang berstatus HGB, merupakan suatu perbuatan

~ melawan huium '

39'5. Bahwa, adapun pemalsuan yang dilakukan Tergugat | dan Tergugat |l

j adalah status tanah yang sebenarnya berstatus HGB di atas HPL dikatakan
sebagai HGB MURNI.

40. Bahwa, perbuatan melawan hukum dan kecurangan yang dilakukan oleh
Tergugat | dan Tergugat Il, dengan cara menyembunyikan Pertelaan dari
para pemilix Apartemen Mangga Dua Court serta berubahnya status
kepemilikai yang tadinya HGB MURNI menjadi HGB diatas HPL telah
dilaporkan «:h sebagian para pemilik hunian kepada POLRI Daerah Metro
Jaya serta kepada Markas Besar Kepolisian Negara Ri dan telah diterima
oleh pihak yang berwenang. {Bukti P-14}

41. Bahwa, akibat dari status kepemilikan tanah dari para pemilik apartemen

CThL __g merosot yaltu dari HGB MURNI menjadi HGB di atas HPL dan tidak

g =aparlemen b % kerugian materiil maupun immateriil:
s T F AL Materiil
Q:' ~ Tergugat + dan Tergugat il yang telah melakukan perbuatan meiawan

hukum sera meny'embunyikan Pertelaan dari Para Pemilik Apartemen
yang  jika diperkirakan perhitungan kerugiannya adalah sebesar
Rp.467.606.824.366,- (empat ratus enam puluh tujuh milyar enam ratus
enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh
enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut: {Bukti P-15)
a.  Nilai Kerugian akibat hilangnya status kepemilikan tanah :
= Luas Tanah X Harga Apartemen/M?
= 22.780 M? X Rp.20.095.259,97
= Rp.457.772.300.116,- (empat ratus lima puluh tujuh milyar tujuh
ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu seratus enam beias
rupiah)
** Harga Apartemen diperoleh dari -
= Harga Apartemen/M? pada saat pembefian apartemen sesuai
dengan AJB X Kenaikan NJOP pada saat :pembe[ian
apartemen {1992) sampai dengan NJOP saat ini (2006/2007)
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( Rp.295.520.000,- / 150M* ) X ( Rp.9.645.000,- : #
Rp.945.000,- )
= Rp.1.970.133,33/M2 X (+ 10.2)
= Rp.20.095.359,97
** Kenaikan rata-rala NJOP tiap tahun ; + Rp.580.000 -
b. Biaya Rekomendasi HPL kepada PEMDA DK} (untuk perpanjangan
satu (1) kali ) : _
= 5 % X luas Tanah X NJOP (Tahun 2006/2007 dan tiap tahun
naik)
= 5% X 9.003 M?*X Rp.8.645.000,-
= Rp.4.341.696.750,- (empat milyar tiga ratus empat puluh satu juta
enam ratus sembilan pulub enam ribu tujuh ratus lima puluh

rupiah)
t. Biaya Rekomendasi Pengalihan Nama Jual Bell untuk transaksi
jual-beli:
2,5% X Luas Tanah X NJOP Tanah
2,5% X 22.780M? X Rp.9.645.000,-
Rp. 5.492.827.500,- (lima milysr empat ratus sembilan puluh

it

it

dua juta delapan ratus dua putuh tujuh ribu fima ratus rupiah)

L

»B: - Immateriil : ~

:'*'Periggugal telah menghabiskan pikiran, tenaga, biaya, dan waktu yang

42.

- Jika diperkirakan lebih kurang penderitaan Penggugat dan para permilik
apartemen selama lebih _kurang 15 tahun, yang masing-masing
mengalami kerugian + Rp.500.000.000,- (fima ratus juta rupiah) adalah
lidak- kurang dari Rp.70.000.000.000.- (tujuh puluh milyar rupiah),
dengﬁn rincian sebagai berikut :

TOTAL KERUGIAN IMMATERIIL :

= Jumiah Ruang Apartemen X Nilai Kerugian immateriil / Unit
= 140 unit X + Rp 500.000.000.-

= % Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah)

Bahwa, bunga akibat kerugian yang telah diderita oleh para pemilik

Apartemen selama lebinh kurang 15 tahun, diperkirakan sebesar

Rp.420.846.141.929,- (empat ratus dua puluh milyar delapan ratus empat

puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puiuvh

sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut: _

Bunga / Tahun X Jangka Waktu X Total Biaya Ganti Rugi .

6% X(+ 15 tahun) X Rp.467.606.824.366,-

H

]
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= Rp.420.846.141.929,- (empat ratus dua puluh milyar delapan ratus
empat puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus

dua puluh sembilan rupiah)

43. Bahwa, melihat dan memperhatikan tindakan-tindakan Tergugat |, Tergugat

Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, dan Tergugat V yang telah melakukan

~ perbuatan melawan hukum, sehingga terlihat adanya itikad tidak balk dari
- Para-Tergugat, sehingga adalah sangat beralasan jika Penggugat khawatir
 Ganti Rugi tidak akan diperoleh dan ada kekhawatiran yang sangat
mendasar Tergugat | dan Tergugat |l akan mengalinkan harta-harta mereka
' sehingga mereka dapat terhindar dari adanya tuniutan hukum, untuk

- membayar ganti rugi.

44.

Bahwa, dari uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Yang

‘ Terhormat dapat melihat dengan jelas Tergugat |, Tergugat }, Tergugat Hl,

Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan kecurangan disertai
perbuatan melawan hukum dengan tidak menghiraukan Undang-Undang
serta Peraturan-Peraturan yang berlaku di indonesia, sehingga hal ini
sangat merugikan para pemegang Strata Title dan juga PEMDA DKI sendiri,
karenanya mohon agar dapat kiranya meletakkan sita jamman atas harta

TR

{,.r"__:_a.- X bnnda Tergugat | dan Tergugat Il berupa :

.‘,'-(':‘v

G ti.n},, ;“

.,e'f-'“

z’

M

rua. Satu unit bangunan gedung berikut sebidang tanah yang terletak dimana

fh bangunan gedung tersebut berdiri yang terletak di JI. MH. Thamrin No.
- 51, Jakarta Pusat berikut segala turuiannya yang melekat dan
_:_merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bangunan

" gedung tersebut. yang setempat dikenal dengan nama Plaza BI).

b. Satu unit bangunan gedung berikut sebidang tanah yang terletak dimana
bangunan gedung tersebut berdiri yang terletak di JI. Mangga Besar VIii
No. 08, Jakarta Barat berikut segala turutannya yang melekatl dan
merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bangunan
gedung tersebut. yang setempat dikenal dengan nama Bank BlI.

¢. Satu unit bangunan gedung berikut sebidang tanah yang terletak dimana
bangunan gedung tersebut berdirt yang terletak di JI. Ir. Juanda No. 37,
Jakarta Pusat berikut segala turutannya yang melekat dan merupakan
satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bangunan gedung tersebut
yang setempat dikenal dengan nama Bank BIl.

d. Satu unit bangunan rumah permanen berikut sebidang tanah las nama
Muktar Widjaja yang terletak dimana bangunan rumah tersebut berdiri
yang terletak dialamat JI. Suitan Syahrir No.12B Kecamatan Menteng

RT 005/001, Jakarta Pusa! berikut segala turutannya yang melekat dan
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merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bangunan
rumah tersebut.
: Dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut
45, Bahwa, untuk menjamin dibayarnya kerugian Penggugat, mohon agar dapat
kiranya Majelis Hakim menetapkan nilai ganti kerugian dalam nilai rupiah
yang sama dengan nilai emas pada saat putusan ini berkekuatan tetap.
46. Bahwa, mohon putusan ini  dapat  dijalankan  terlebih dahuly
: walaupun ada bantahan (Verset), banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij
Voorraad).
47. Bahwa, mohon juga ditetapkan uang paksa ({(dwang som) sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuiuh juta rupiah) per hari terhitung sejak tanggai
putusan ini ditetapkan.

DALAM PROVISI :

1. Bahwa, Penggugat mohon agar dapat kiranya Majelis Hakim memutuskan
- dalam provisi, sementara gugatan ini sedang berjalan dan belum
~ mendapatkan kepastian hukum yang tetap, memerintahkan penundaan
‘.,g'embayaran biaya rekomendasi dari Pemegang HPL {Hak Pengelolaan)
- ‘*xuntuk perpanjangan sertifikat HIGB {(Hak Guna Bangunan), sampai perkara
: 1n| mempunyan kekuatan hukum yang pasti.

2*'" Bahwa adapun dasar dlmohonxannya penundaan dalam putusan provisi
ml akibai dari tidak jelasnya status kepemilikan serifikat Strata Title sampai

saat ini, terutama mengenai batas mana yang menjadi milik bersama dan

mana yang menjadi milik pribadi, dan atas dasar apa perhitungan biaya
yang harus dikeluarkan oleh tiap-tiap pemilik Strata Title di Apariemen
Mangga Dua Court.

3. Bahwa, ketidakjelasan ini disebabkan karena adanya cacat tersembunyi
pada saat penjualan Strata Title di Apartemen Mangga Dua ini, yaitu pada
saat Tergugat | menjual ruang-ruang Strata Title yéng terletak  di
Apartemen Mangga Dua, Tergugat menjual ruang-ruang Strata Title ini
dengan status bukti kepemilikan berupa Serlifikat Strata Title dengan status
HGB MURNI.

(Lihat Bukli P-1 & Lihat Bukti &),

4. Bahwa, setelah lebih kurang 15 tahun, ketka para pemilik hunian
pemegang Strata Title ini mau memperpanjang, ternyéta status
kepemilikannya berubah dari HGB MURNI menjadi HGB di atas HPL (Bukti

P-7), sehingga nilai jual-beli merosot dan kepastian hukum bagi pemilik
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menjadi tidak pasti, karena Strata Tille yang dimiliki adalah hanya di atas
Hak Pengelolaan (HPL).

5. Bahwa, sebagai akibat dari adanya perubahan status ini, maka terjadi juga
perubahan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pemegang Hak Strata
Title di Apartemen Mangga Dua Court ini.

6. Bahwa, dari adanya perbedaan-perbedaan yang Penggugat jabarkan di
atas-jelas terlihat bahwa Tergugat |, Tergugat ll, Tergugat tli, Tergugat IV,
dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa, peningkatan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pemilik

Apartemen meningkat menjadi 1600 % (seribu enam ratus persen) dengan

perbandingan pengeluaran yang sangat besar. {lihat skema dibawah ini).

HGB HGB di atas HPL
HGB dapat diperpanjang HGB dapat diperpanjang 20 tahun
sefiap 20 th dengan biaya sbb : SELAMA MASIH MENDAPATIKAN
REKOMENDASH
@7 . 2/3% 1% {Luas Tanah x (NJOP-60J1)} x 50%  dad pemilik tanah dengan bidya + 16X lebih
ST . !

K mahal dari HGB sbb : 5% x Luas Tanah x NJOP

I :
b ~ 0t Eint
- -" -
e, ¥ L
N ~E

fo 4 r‘.' . Barulah HGB dapat diperpanjang sesuai
. (7 g . .
2. fdengan
\x::msz ._:s‘ 9
Rz : Surat Rekainendasi yang didapat, dengan biaya
sbb:
213 x 1% {Luas Tanah x (NJOP-60J1)} x 50%
Nilai Properti Bertambah Nitai properti menurun sejalan dengan wakiu
sejalan dengan wakiu karena lanah bukan milik bersama
karena ADANYA tanah bersama
Suatu saat Negara ingin memakai tanah tsb Setiap saat bila Pemerintah tidak lagi
memberikan
maka Pemilik mendapat ganii_rugi sebesar 80% fekomendasi, slau gedung tidak layak
huni,

Nilai NJOP saal ini alau terjadi kebakaran,

Pemilik tidak mendapat danti ruqi

| [
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‘Dapat dijadikan jaminan kredit ke Bank Tidak semua Bank mau meneiima Sedifikat
HGB di
Nitai Agunan Tinaqi atas HPL sebagai Jaminan Kredit. Bila bisa, Nitai
Agunan
) rendah dan seliap tshun menurun dikarenakan
barlagunan
: yang semakin tua (TIDAK ADA TANAH)
| , }
Terjadi Jual Beli, Masing-2 dikenakan Pajak Terjadi Jual Beli, selain masing-2 dikenakan
5% sepertu layaknya Jual/Bell Rumah Pajak 5% ditarnbah lagi dengan biaya HPL

Sebesar 2.5% x Luas Tanah x NJOP

8. Bahwa, disamping perbuatan melawan hukum yang diuraikan di atas,
terdapat pula perbuatan melawan hukum lain lagi yang dilakukan Tergugat
|, Tergugat I, Tergugat iif, Tergugat [V, dan Tergugat V yaitu berupa
pelanggaran UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun serta PP No.

r 4 Tahun 1888 tentang Rumah susun.

9. Bahwa, adapun perbuatan melawan kukum yang dilakukan Para Tergugat

| _?Mi\ni, Tergugat !, Tergugat Wi, Tergugat 1V, dan Ter;;ugat V, adalah mereka

_ *f« ;*;as'éc:exra bersama-sama membuat alasan yang dicari-cari  yaitu

_3"- -n';eng.__ernbunyikan PERTELAAN yang termasuk di dalamnya gambar

_ horizontal sesuai dengan Pasal 39 PP. No.4 Tahun 1988 tentang Rumah

.Susun,
40 Bahwa, karena dari PERTELAAN inilah baru dapat diketahui dengan jelas
berapa besar dan di mana fetaknya dan juga status kepemilikan Strata Title
ini. Setelah ada PERTELAAN ini barulah dapat dihitung dengan adil dan
benar berapa biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh tiap-tiap pemilik
hunian Strata Title ini.
.11, Bahwa, PERTELAAN ini sangat penting untuk diperiksa dan dimiliki oleh
para pemilik Strata Title ini karena khususnya ruang-ruang Strata Title ini
mempunyai letak yang unik, karena sertifikat Strata Title ini merupakan
pemberian hak kepemilikan kepada pemilik ruang Strata Title, yaitu ruang
bangunan yang terpisah dari tanah secara horizontal. Sehingga jika tidak
ada PERTELAAN akan sangat sulit bagi para pemilk dan juga bagi
PEMDA DKI in casu Biro Perlengkapan DK! untuk mengt:atahui dan
menentukan luas bangunan yang harus dikenakan pajak bangunan. Dan

juga akan sangat sulit Biro Perlengkapan DK! mengontrol apakah luas
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bangunan-bangunan yang dibangun kemudian oleh Teréﬁg'ét 1 adalah
sesuai dengan peruntukannya.

12. Bahwa, karena itu Penggugal | dan Penggugat || mohon juga agar diputus
dalam provisi, Tergugat |, Tergugat 1l, dan Tergugat IV harus
memperlihatkan asli PERTELAAN tersebut di Persidangan sebelum masuk
pada pemeriksaan pokok perkara.

13. Bahwa, dengan adanya PERTELAAN ini, baru dapat ditentukan cara
perhitungan biaya rekomendasi yang harus dibayar, apakah
perhitungannya berdasarkan luas tanah yang melekat pada bangunan dan
ruang di atasnya atau perhitungannya hanya dilakukan berdasarkan luas

. ruangan yang dimiliki berdasarkan PERTELAAN.

14"_. Bahwa, karena tidak adanya PERTELAAN, sehingga lidak dapat

" ditentukan besarnya jumlah pembayaran yang harus ditakukan oleh tiap-

tiap pemegang hak atau pemilik Strata Title di Apartemsn Mangga Dua

Court, karena tidak jelas batasan luas masing-masing Strata Title yang

ada. Dengan demikian Penggugat mohon agar dapat kiranya Pengadilan

memenntahkan Tergugat |, Tergugat ll, Tergugat i, Tergugat IV dan

. -\Tergugat V untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun juga dan atau

' pg;n_;aglhan penagihan pembayaran biaya rekomendasi HGB diatas HPL

_' séiai'ma perkara ini berjalan dan belum berkekuatan hukum pasti, karena
.'-—_,"‘«‘--;.&;‘i belum jelasnya status Strata Title yang dipersengketakan, apakah
R oyt berstatus HGB MURNI atau berstatus HGB di atas HPL.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti serta dasar hukum di atas, mohon

agar dapat kiranya Majelis Hakim memutuskan dalam provisi :

1. Mengabulkan permohonan putusan provisi untuk seluruhnya.

2. Memerintahkan Tergugat {, Tergugat |, dan Tergugat IV memberikan
. PERTELAAN kepada Penggugat | dan Penggugat Il sebagai Pengurus
~ Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS).

3. ‘Menghukum Tergugat |, Tergugat H, Tergugat Ili, Tergugat N dan Tergugat
V untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun, dan termasuk menunda
semua pembayaran yang harus dilakukan para pemilik Aparernen Mangga
Dua Court, guna memperpanjang HGB di atas HPL, sampai perkara ini
‘mempunyai kekuatan hukum yang pasti,

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon agar dapat klranya Majelis

Hakim Yang Terhormat memutus sebagai berikut : \

DALAM PROVISI :
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1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya dalam Provisi;

2. Memerintahkan Tergugat |, Tergugat I, Tergugat Hll, Tergugat v, dan
Tergugat V untuk tidak melakukan perbuatan hukurm apapun termasuk segala
perintah pembayaran biaya rekomendasi dari Pemegang HPL untuk
perpanjangan sertifikat HGB, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum

iyang letap dan pasti.

3. :Memerintahkan kepada Tergugat |, Tergugat !, dan Tergugat IV untuk
:menyerahkan dan membuka PERTELAAN secara transparan kepada

;Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat I, Tergugat lll, Tergugat IV, dan

,,:v,---a.,

‘Tergugat V untuk mengembaiikan status hak kepemilikan semula kepada

_' ,,. :% para Pemilik Rumah Susun Hunian yang berdomisili di Apartemen Mangga
3 ‘.-\if Dua Court pada status semula yaitu HGB MURNI.

v

. 4. Menghukurn Tergugat i, Terguga. If, Tergugat lll, Tergugat IV, dan Tergugat

17‘ LA

... ./ menizati putusan dan mengakut Sertifikat HGB MURNI yang telah

“+diserahkan pada masing-masing pemilik Strata Titie yang berdomisili di
Apartemen Mangga Dua Court, seperti status semula yaitu status pada saat
terjadi jual-beli Strata Title di Apartemen Mangga Dua Count ysitu HGB
MURNL

5. Menghukum Tergugat | dan Tergugat Wi untuk menanggung segala biaya
yang timbul guna proses pengembalian status Sertifikal HGB di atas HPL
i(embali ke status semula yaitu HGB MURN! kepada masing-masing pemifik
Strata Title yang berdomisili di Apartemen Mangga Dua Court;

6. IMenghukum Tergugat | dan Tergugal it untuk membayar ganti rugi immateriil
kepada Penggugat dan para pemilik Apartemen Mangga Dua Coun.
iPenggugat dan para pemilik apartemen telah menghabiskan pikiran, tenaga,
biaya, dan waktu yang jika diperkirakan lebih kurang penderitaan Penggugat
dan para pemilik Apartemen Mangga Dua Court mulai dari f_;érkara ini
befjalan sampai selesai lebih kurang 8 tahun, yang masing-masing
mengalami kerugian + Rp.3.000.000.- {tiga juta rupiah) / bulan per unit maka

Page 21 of 100

Analisis hak milik..., Joanita Jalianery, FH Ul, 2010.




f
i

total kerugian immateriil yang diderita Penggugat dan para pem:hk apartemen
:ftidak kurang dari Rp.40.320.000.000,- (empat puluh milyar tiga ratus dua
Epuluh‘ juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut ©

TOTAL KERUGIAN IMMATERML :
| = 140 unit X + Rp.3.000.000,- X (8 tahun X 12 bulan)

= 140 unit X + Rp.3.000.000,- X 96 bulan

= 4+ Rp.40.320.000.000,- (empat puluh milyar tiga ratus dua puluh juta

rupiah). )

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun
ada bantahan (Verset), banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

8. Menghukum Tergugat §, Tergugat Il, Tergugat ill, Tergugat 1V, dan Tergugat
'V untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
secara tanggung renteng.

Bilia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain terhadap tuntutan Primair

da;(i Penggugat, mohon Majelis Hakim Yang Terhormat  untuk

meémpertimbangkan tuntutan Subsidair sebagai berikut

Subsidair :

"‘n

‘:, - Mengabulr{an gugatan Penggugat; -

o/
‘i

_ Menyalakan perbuatan Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat H, Tergugat IV, dan

~f- ’1‘ Tei‘gugat V adalah perbuatan melawan hukum;

- 3*. Mquhukum Tergugat 1 dan Tergugat Il untuk membayar ganti rugi materiil

,4 qk:bat dari hilangnya status kepemilikan tanah (karena status tanah tetap
‘HGB diatas HPL) para pemilik Apartemen Mangga Dua Court yaitu sebesar

-sebesar Rp.467.606.824.366,- (empat ratus enam puluh tujuh milyar enam

ératus enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh

iienam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a Nilai Kerugian akibat hilangnya status kepemilikan tanah :

"= Luas Tanah X Harga Apartemen/M?

= 22,780 M? X Rp.20.095.359,97

= Rp.457.772.300.118,- (empat ratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus
tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu seratus enam belas rupiah).

L4 d

Harga Apartemen diperoleh dari

Harga Apartemen/M? pada saal pembelian aparlemen sesuai dengan
AJB X Kenaikan NJOP pada saat pembelian apartemen (19:92) sampai
dengan NJOP saat ini (2006/2007) |
= (Rp.295.520.000,-/150 M?) X (Rp.9.645.000,- : Rp.945.000,-)
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=Rp.1.970.133,33/M? X (+ 10.2)
= Rp.20.095.359,97
** Kenaikan rata-rata NJOP tiap tahun : + Rp.580.000,- -
b. Biaya Rekomendasi HPL kepada PEMDA DK (untuk perpanjangan satu
(1) kali ) :
5 % X Luas Tanah X NJOP (Tahur 2006/2007 dan tiap tahun naik)
-5 % X 8.003 M X Rp.9.645.000. -
Rp.4.341.696.750,- (empat milyar tiga ratus empat puluh satu juta
enam ratus sernbilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
c Biayé Rekémendasi Pengalihan Nama Jual Beli untuk setiap transaksi jual
. beli:
2,.5% X Luas Tanah X NJOP Tanah
2,5% X 22.780M* X Rp.9.645.000 -
Rp.5.492.827.500,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta

i

It}

delapa_n ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

4. Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il untuk membayar ganti rugi Immateriif
kepada Penggugat dan Parg Pemilik Apartemen. Penggugat dan para pemilik
apartemen telah menghabiskan pikiran, tenaga, biaya, dan waktu yang jika
diperkirakan lebih kurang penderitaan Penggugat dan para pemilik

__apartemen selama lebih kurang 15 fahun. yang masing-masing mengalami

L3R '_pq'gian + Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah tidak kurang darj

VA y X : .
EBp:Z?[EOOO.OOO.OOO,- (tujuh puluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai

,E' LR i

I g e B oy et -
Dm ehberikpi
X :

k.

“TOTAL'KERUGIAN IMMATERILL -
'=Jumlah Ruang Apartemen X Nilai Kerugian Immateriil / Unit

“="140 unit X +, Rp 500.000.000,-

=4+ Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah)

5. Menghukum Tergugat | dan Tergugat il untuk membayar bunga akibat
kerugian yang telah diderita para pemilik Apartemen selama lebih kurang 15
tahun, yaity sebesar Rp.420.846.141.929,- fempat ratus dua puluh milyar
delapan ratus €mpat puluh enam juta seratus empat puluh saty ribu
sembilan ratuys dua puluh sembilan rupiahy, dengan rincian sebagai berikut:
= Bunga/Tahun X Jangka Waktu X Total Biaya Ganti Rugi
= 6% X(115tahun) X Rp.467.606.824.366.-
= Rp.420.846.141.929,- (empat ratus dua pulub  milyar deltapan ratus

empat puluh enam juta seratus empat puiuh satu ribu sembilan ratys
dua puiuh sembilan rupiah)
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6. Meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat | dan Tergugat
il karena adanya kekhawatiran dari Penggugat bahwa harta-harta tersebut _
akan dipindah tangankan pada pihak fain oleh Tergugat | dan Tergugat i

~ yaitu berupa :

a. Satu unit bangunan gedung berikut sebidang tansh yang terletak
dimana bangunan gedung tersebut berdiri yang terletak di JIl. MH.
Thamrin No. 51, Jakarta Pusat berikut segala turutannya yang melekat
dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bangunan
gedung tersebut yang setempat dikenal dengan nama Plaza BIl.

b. Satu unit bangunan gedung berikut sebidang tanah yang ferletak
dimana bangunan gedung tersebut berdii yang terletak di JI.. Mangga
Besar Vill No. 08, Jakarta Barat berikut segala turutannya yang
melekat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan
bangunan gedung tersebut. yarng seternpat dikenal dengan nama Bank
BII.

c. Satu unit bangunan gedung berikut sebidang tanah yang terletak
dimana bangunan gedung tersebut berdiri yang teretak di J. Ir.
Juanda Mc. 37, Jakarta Pusat berikut segala turutannya yangj melekat
dan merupakan satu kesatuan vang tak terpisahkan dengan bangunan
gedung fersebut. yang setempat dikenal dengan nama Bank BII.

— -d.  Satu unit bangunan rumah permanen berikut sebidang tanah atas

cl nama Muktar Widjaja yang terletak dimana bangunan rumah tersebut

*=~.% _  berdiri yang terletak dialamat Jl. Sultan Syahrir No.12B Kecamatan

‘:’:“‘J © Menteng RT 005/001, Jakarta Pusat berikut segala turutannya yang
- melekat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan
bangunan rumah tersebut.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;

8. Menghukum Tergugat |, Tergugat ll, Tergugat ill, dan Tergugat IV untuk
membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran terhitung sejak putusan ini
berkekuatan hukum pasti.

8. Menetapkan total nilai ganti rugi besera bunga yang ditetapkan Hakim
adalah sama dengan nilai emas pada saat putusan ini berkekuatan pasti.

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun

‘ ada bantahan, banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad). ’

1. Menghukum Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat

V untuk mentaati putusan dan membayar seluruh biaya perkara yang timbul

secara tanggung renteng.
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para
pihak hadir, untuk para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya
AVERQUS R. SANIT, S.H.berdasarkan surat kuasa seperti tersebut diatas untuk
Tergugat ! dan Il datang menghadap Kuasa Hukumnya ZULFAHMI HARAHAP,
S.H.M.H. masing masing berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei
2007 untuk Tergugat Ill datang menghadap Kuasa Hukumnya HD.SUDJONO
ADHURI untuk Tergugat IV datang menghadap Kuasa Hukumnya MUHAMMAD
BILAL, S.H. dan kawan kawan dan untuk Tergugat V datang menghadap Kuasa
Hukumnya ROMY PURANAMA, S.H.M.H dan kawan kawan masing masing
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2007;

~ Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan kepada kedua
be_iah pihak untuk menempuh jalan perdamaian melalui proses mediasi sesuai
dehgan Peraturan Mahkamah Agung R! No. 2 Tahun 2003, akan tetapi tidak
be_rhasil, maka' pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat
gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan Mediator untuk
fg@t;))’a@anakan mediasi dalam perkara ini sesuai PERMA No. 2 Tahun 2003 akan
DS 1q£apr-ftldak berhasil selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan tanpa ada

-;pgnbahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

_,-‘

lrm-

;-

Memrnbang. bahwa Tergugat | dan Tergugat !l telah memberikan

deB
ot

]aWabannya dipersidangan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

i
DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPS!

. ERROR IN PERSONA

LA Terhadap Tergugat Il sesuai Undang-undang No. 1 tahun 1995

Bahwa Para Penggugat lefah salah sasaran terhadap orang yang
ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yaitu dengan menarik
Tergugat il (Muktar Widjaja) sebagai pihak dalam perkara ini
berdasarkan hal-hai sebagai berikut;

a. Bahwa Tergugat W tidak dapat ditarik dalam 'perkara int
karena kedudukan Tergugat Il sesuai dengan ketentuan
pasal | angka 4 dan pasal 82 UU No. ttahun 1995 tentang
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Perseroan adalah sebagai perwakilan atau kuasa menurut
hukum (wettelijke vertegenwoordig) atau legal mendatory
(legal representative}. Sehingga dengan demikian adalah
fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi apabita ditariknya
Tergugat Il dalam perkara ini, mengakibatkan gugalan Para
Penggugat menjadi cacat formil karena tidak sesuai dan
bahkan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan

yang ada sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU No.
1 tahun 1995 tentang Perseroan;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (6) Undang-
undang No. 1 tahun 1995 tentang perseroan (PT), dijelaskan.
Suatu PT apabila Akta Pendiriannya telah mendapat
pengesahan dari Menteri, maka PT tersebut telah memiliki
legitirmasi sebagai badan fl_b\l‘tum (legal entity). Seningga oleh
karenanya apabila dikemudian hari terjadi sengketa atas PT
dimaksud dengan pihak lain, maka yang dapat bertindak
sebagai Penggugat atau Tergugat- (dalam sengketa
dimaksud) adalah PT itu sendiri;

; -}--:\Bahwa dalil tersebut  diatas sesuai dengan putusan
Sy Mahkamah Agung (MA) No. 436 K/Sip/1973, yang kaedah
t:gukurn sebagai berikut:

"Apabila Persercan Terbatas melakukaw prestasi,
yang harus c{[un t adalah Perseroan Terbatas "

Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut diatas juga
diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung (MA) Iaiﬁnya, yaitu
putusan Mahkamah Agung (MA) No. 480 K/Sip/1973, yang
kaedah hukum sebagai berikut:

“Oleh karena persil tanah yang diperkarakan tercatat atas
nama PT. Gunung Mas, bukan atas nama pribadi
direktur, maka yang harus ditarik sebagai tergugat

adaiah PT. Gunung Mas yang bersangkutan”

Bahwa berdasakan uraian diatas tampak jelas apabila ditariknya
Tergugat It (dalam kapasilasnya sebagai direktur} sebagai pihak
dalam perkara ini adalah sangal bertentangan dengan kaedah dan
ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam UU
No. 1 tahun 1985 tentang perseroan (Perseroan Terbatas). Sehingga
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karenanya gugatan Para Penggugat senyatanya “adalah menjadi
cacat formil

Bahwa karena gugatan Para Penggugat bersifat cacat formil, maka
sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk
menolak gugatan Para Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan
segera mengeluarkan Tergugat It sebagai pihak dari perkara ini.

I.B.  Terhadap Tergugat | berdasarkan kewenangan yang dimitikinya

Bahwa selain itu juga, gugatan Para Penggugat telah salan
sasaran terhadap ditariknya Tergugat | (PT. Duta Pertiwi, Tbk)
sebagal pihak yang dituntut atas suatu Perbuatan Melawan
Hukum “karena adanya perubahan status atas alas hak dari
SHMSRS Apartemen Mangga Dua Court yang dahulu HGB
MUR@nenjadi HGB diatas HPL"

Karena Tergugat | adalah Badan Hukum swasta yang tidak
mempunyai kewenangan untiuk membuat dan merubah status
alas hak atas tanah dari HGB diatas HPL menjadi HGB
sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugal. Sehingga
fﬂ -j‘h “karenanya adalah wajar dan cukup beralasan apabila dalil dan

-

'tuntutan Para Penggugat yang demikian itu adalaf tidak

".‘.' J““"
L

%,ﬁ dllandaskdn pada alas Hukum yang jelas dan senyatanya telah

R salah menarik Tergugat 1 dalam perkara ini dan menunivt-nya

gptuk melakukan suatu tindakan hukum diluar wewenang dan

e kemampuannya;

[

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terungkap fakta hukum
apabila Para Penggugat telah salah sasaran terhadap pihak yang
layak dituntut atas terjadinya perubahan status alas hak atas
tanah HGB menjadi HGB diatas HPL. Karena sesuai dengan
ketentuan Hukum yang berlaku di  Indonesia mengenai
pemberian status atas alas hak dari suatu tanah adalah
sepenuhnya merupakan kewenangan dari Tergugat V. Maka
sudah selayaknya dan sepamtasnya apabila Tergugat | tidak
ditarik sebagai pihak datam sengketa perubahan status alas hak
atas tanah dari SHMSRS Mangga Dua Court. .

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah salah daldm menarik
pihak dalam pekara ini, maka dengan demikian adatah fakta yang

lidak dapat dibantah lagi, apabila gugatan para Penggugat tefah
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salah sasaran terhadap pihak yang ditarik sebagai pihak dalam
sengketa perubahan status alas hak atas tanah daii HGi_B
menjadi HGB diatas- HPL. Sehingga karenanya gugatan Para
Penggugat yang demikian harus di tolak atau dinyatakan tidak
dapat diterima.

GUGATAN KABUR (Exceptio Obscurum Libelllum)

A

Dalil Gugatan kontradiksi satu sama fainnya

Bahwa Para Penggugat pada point 5 dan 6 bagian posita surat
gugatannya telah mendalilkan bahwa Para Penggugat baru
meﬁgetahui status alas hak atas tanah HGB diatas HPL pada
tahun 2006, yaitu pada saat Para Penggugat meilakukan
perpanjangan Sertifikat HGB apartemen Mangga Dua Court.
Namun pada point 6 bagian posita primairnya Para Penggugat
mendalilkan telah menghabiskan waktu, pikiran, fenaga dan
biaya lebih kurang selama 8 tahun. Dengan kata lain Para
Penggugat telah menghabiskan waktu, pikiran, fenaga dan biaya
sejak tahun 1999, j

'_--."_?‘-;.Bahwa dalil Para Penggugat yang demikian adalah ‘merupakan
h""':-':‘_dalll gugatan yang-tidak konsisten, dan sangat merugikan bagi
:ifTergugat | dalam memberikan jawaban dan atau membantah
gugatan Para Penggugat. Karena Tergugat | tidak memahami

.- secara jelas dan pasti perhitungan wakiu mana yang dipakai

sebagai patokan (dasar) wakiu Para Penggugat mengetahui
status alas hak atas HGB Mangga Dua Court berada diatas HPL.
Apakah pada tahun 2006 atau jauh-jauh hari sebelumnya yaitu
pada tahun 1999;

Bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten
(inkonsiten), maka sudi kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan
memutus nerkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau
menyatakan gugatan lidak dapai diterima:

Petitum tidak sejalan dengan Dalil Guqatén

Bahwa pada point 31 dan 32 bagian posita surat gugatannya
Para Penggugat telah mendalilkan Perjanjian Jual Beli yang
dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat | adalah TIDAK

SAH, karena bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 jo pasal
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1321 serta juga bertentangan dengan ketentuan pasal 1338
KUHPerdata. Namun anehnya pada bagian Petitum surat
gugatannya Para Penggugat tidak menuntut atau memohon
untuk dibatalkannya Jual Beli yang (pernah) dilakukan antara

Para Penggugat dengan Tergugat i

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka mengungkapkan
fakta apabila antara isi posita dan petitum surat gugatan Para
Penggugat terdapat ketidak sesuaian satu sama lainnya, Dan hal
tersebut  senyatanya membual gugatan Para Penggugat
mengandung cacat formil, karenanya gugatan Para Pengugat
harusiah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam salah satu
putusan Mahkamah_Agung No. 67 K/SIp/1975, yang kaedah
hukumnya menyatakan;

"Petitum yang tidak sejalan dengan dalil-gugatan mengandung
cacat (obscuur libel), oleh karena ity gugatan dinyatakan tidak

dapat diterima ”

il. C. Hakatas Objek Gugatan Tidak Jelas dan Pgra Penggugat

: _bukanlah Kuasa

-4 ek ."15

~ - {E%mendalilkan telah mengalami kerugian tidak kurang Rp.
R £ '_;3’40.320.000.000 {(ernpat puluh milyar tiga ratus dua puluh juta
w W .~ rupiah) yang merupakan kerugian dari seiuruh luas [lahan

apartemen Mangga Dua Court atau kerugian dari seluruh pemilik
aparternen Mangga Dua Cout;

Eahwa daliil Para Penggugat yang demikian adalah merupakan
dalil gugatan yang tidak jelas dan membingungkan karena Para
Penggugat tidak menjelaskan secara jelas hak dan hubungan
hukum apa yang melandasi sehingga Para Penggugat
merupakan pemilik dari sefuruh tahan apartemen:

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mampu menjelaskan
secara jelas dan pasti hak Para Penggugat alas seluruh objek
yang disengketakan maka dengan demikian adalah fakta apabila
dalil gugatan Para Penggugat yang demikian lidak,fmemenuhi
syarat dan tidak sempurna. Dan surat gugatan Para Para

Penggugat yang demikian dapat diklasifikasikan sebagai surat
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gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak
sebagaimana yang dikemukakan oleh Putusan Mahkamah Agung
No. 565 K/Sip/1973 yang kaedah hukumnya menjelaskan :

"Suatuy gugatan dianggap lidak memenuhi syarat dan tidak
sempurna, apabila hak penggugat atas tanah terperkara tidak

jelas.

Bahwa oleh karena tidak jelasnya hak Para Penggugat atas
seluruh objek sengketa dalam perkara ini maka dengan demikian
secara yuridis formil gugatan a-quo harus ditolak atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

yang memeriksa dan memutus perkara inf;

" I.D.  Sistimatika Surat Gugatan Membingungkan

Bahwa dalam bagian posita surat Gugatannya, Para Penggugat
membuat sistematika gugatannya terdin dari DALAM POKOK
PERKARA (POSITA) namun keterangan lebih lanjut disebutkan

if-u ny pada bagian positanya PERSONA STANDI "IN YUDICIO ({lihat

s
A gugatan Para Penggugat halaman 3 surat Gugatannya).
“?' __.;‘: o g - _'.'
-:.?1 . BahWa selanjutnya pada bagtan PROVISI surat gugatannya Para
_':. - Penggugat mendalilkan tidak mau membayar biaya perpanjangan

L “ ka,réna PERTELAAN belum diserahkan Tergugat | kepada Para
et - AF’enggugat sehingga Para Penggugat tidak mengetahui seberapa

¢
:;-‘(‘

besar biaya perpanjangan yang harus ditanggung Para
Penggugat (lihat point t, 2, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 bagian
PROVISI). Namun pada bagian posita PROVISI nya Para
Penggugat menuntut tetap menunda pembayaran biaya
Perpanjangan HGB di atas HPL hingga perkara ini mempunyai
kekuatan hukum tetap (lihat dalil point 2 dan 3 bagian PROVISI
gugatan Para Penggugat hal. 30). Hal ini jelas membingungkan
Tergugat | dan Tergugat Il karena sesungguhnya apa yang
dituntut Para Penggugat pada bagian PROVISI surat gugatannya
{apakah tetap tidak mau membayar biaya perpanjangan meskipun
PERTELAAN sudah diserahkan Tergugat i, atau memang hanya
sengaja untuk mengulur-ulur vtaklu untuk membayar biaya
perpanjangan HGB diatas HPL); "
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Bahwa bentuk sistematika gugatan yang demikian jelas-jelas sangat
membingungkan bagi Tergugat !, dan hal ini tentunya membuat
Tergugat | merasa kesulitan dalam menanggapi, memberikan
jawaban atau bantahan atas dalil-dalil yang diajukan Para
Penggugat dalam sural gugatannya. Karena bentuk sistematika
gugatan yang digjukan Para Penggugat adalah suatu bentuk
sistematikan surat gugatan yang tidak lazim, kacau baiau dan

membingungkan.

Bahwa oleh karena bentuk sistematika surat gugatan Para
Penggugat tidak jelas dan membingungkan, maka dengan demikian
secara yuridis formil gugatan a-quo harus ditolak atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niel ontvankelijke
verklaard) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
memeriksa dan memutus perkara ini;

' Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon sudi kiranya

agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusal yang memeriksa dan
memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tesrhadap
Para Tergugat lidak dapat diterima (Niet Ontvankelijké' Verklaard};

o A

S DMM ‘POKGK PERKARA

e

L

5
N ..\ Ba

Bahwa atas hal-hal yang telah disebutkan dalam bagian eksepsi, mohon

dlmasukan dan dianggap satu kesatuan (integral) dengan bagian konpensi
- ni int; :

-~ -Bahwa Tergugat | dan Tergugat )| menolak dan menyangkal seluruh dalil-

dalilt dalam gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara
tegas dan nyata Tergugat | dan Tergugat !l akui kebenarannya;

Bahwa guna menghindari penguiangan-pengulangan yang tidak berguna
dan hanya bersifat membuang-buang wakiu dan tenaga saja, maka
Tefgugat | dan Tergugat Il hanya menanggaoi dalil Para Penggugat saja
yang dianggap perlu untuk ditanggapi dan diberi jawaban atau bantahan;

Bahwa selanjutnya oleh karena surat gugatan Para Penggugat tidak
dibual dengan sistimatik yang bak, dan gura menghindari

- kesalahfahaman atas dalil Para Penggugat yang membingungkan. Maka

dengan ini Tergugat ) dan Tergugat Il akan menguraikan surat jawabannya
. i

secara sistimatikk sesuvai dengan pengelompokan permasalahan  yang

~ dalilkan dan dimohonkan Para Penggugal dalam surat gugatannya dengan
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uraian berikut ini;

Tentang Status Hak Afas Tanah

5. ' Bahwa tidak benar karenanya ditolak dengan tegas seluruh dalil Para

Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan
Tergugat 1 dan Tergugat li tidak pernah menyebutkan secara lisan
* maupun tulisan mengenai status kepemilikan tanah kepada Para

Penggugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a.

-
5 0
AR

Bahwa Tergugat | adalah Badan Hukum yang diberikan
kewenangan oleh undang- undang untuk membangun dan
menjual unit-unit satuan rumah susun yang atasnya dilekatkan
alas hukum berupa Sertifikat Hak Milik Atas Satuvan Rumah
Susun (SHMSRS), dan Tergugal | maupun Tergugat [ tidak

\memasarkan dan menjual lahan tanah yang diatasnya berdiri unit-

tnit bangunan satuan rumah susun dengan alas hak berupa
SHMSRS;

Béhwa sebelum melakukan penjualan unit-unit hunian Apartemen
Mangga Dua Court Tergugat d terlebih dahulu memberitahukan
sialus hukum atas tanah dan unit-unit hunian yang akan dijual
kepada pembeii termasuk juga mengenai legalitas kelengkapan
persyaratan sebagaimana yang diatur dalam perundangan-undangan
yang ada, mengenai kewajiban penyelenggara pembangunan
sebelum menjual unit-unit satuan rumah susun, yang harus (wajib)

memenuhi Persyaratan Teknis dan Persyaratan Administratif, seperti:

- Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1888
{Persyaratan Teknis)

“Yaitu persayaratan mengenai struktur bangunan, kezmanan,
keselematan, kesehatan, kenyamanan dil, yang berhubungan
dengan rancang bangun termasuk kelengkapan prasérana dan
fasilitas lingkungan"”.

- Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1988
{Persyaratan Administratif)

"Yaitu persyaratan mengenai perizinan usaha dari

perusahaan pembangunan perumahan, izin lokasif peruntukan,
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c. Bahwa berdasarkan uraian singkat sebagaimana lelah dijelaskan -
pada huruf “a" dan "b" point 5 ini mengungkapkan fakta apabila
Tergugat | telah melaksanakan seluruh kewajiban yang ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan yang ada tentang rumah susun
(strata tiltle) sebelum unit-unit hunian (bangunan) satuan rumah
susun yang dibangun dipasarkan dan dijual kepada masyarakat.
Sehingga karenanya dalil Para Penggugat yang kontradiktif
dengan fakta yang sesungguhnya adalah merupakan dalil yang
tidak berlandaskan hukum dan bersifat hanya mengada-ada saja;

" d.  Bahwa adapun mengenai dalil Para Penggugat terhadap Terggugat

Il yang mendalilkan Tergugat il tidak menjelaskan status tanah
kepada- Para Penggugat, adalah merupakan dalil yang mengada-
ada saja dan tidak berlandaskan hukumn. Karena Tergugat |} dalam
kapasitasnya selaku seorang Direktur, yang tidak berhubungan

rd

1Y

-

.

;" karenanya adalah suatu hal yang tidak mungkin apabila Tergugat Il

, i;.harus menjelaskan mangenai status hak-atas tanah kepada Para

) 7 Penggugat; 3
“Bahwa benar dalil Para Penggugat dalam point 3 bagian posita surat

it

gucatannya yang pada pokoknya menyatakan :

"Seharusnya Tergugat Il meneliti terlebih dahulu meé@nai status

tanah tersebut serta dapat menginformasikan teriebih dahuiu kepada

n pembeli apartemen sebelum sampai pada tahap pembuatan
a Jual Beli",

Bahwa daiil Para Penggugat pada point 3 surat gugatannya tersebut

' sesungguhnya merupakan pengakuan dari Para Penggugat sendiri yang
- menyatakan pihak  yang seharusnya bertanggungjawab  dalam

memberikan informasi status alas hak atas tanah dari unit-unit bangunan
satuan rumah susun (SHMSRS) yang akan dijual Tergugat | adalah Tergugat

Nl berdasarkan kedudukannya selaku Pejabat (Negara) Pernbuat Akta Tanah
{PPAT),

Bahwa dalil Para Penggugat dalam point 3 surat gugatannya yang demikian
tersebut apabila dilihat sepintas memang tampak sudah benar dan cukup

~beralasan. Namun apabila diperhatikan lebih seksama lagi, maka

sesungguhnya dalil  Para Penggugat yang demikian justru
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mengungkapkan fakta persidangan yang tidak dapat dibantah lagi. Jika
dalil Para Penggugat dengan mempersalahkan Tergugat Il karena

tidak menjelaskan status tanah kepada Para Penggugat hanyalah suatu

dalil untuk mencari kambing hitam saja (pihak mana yang layak dapat
dlpersalahka@berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
a. Para Penggugal dapat di/l:I?kasi sebagal

yang

i pembeli
ceroboh, Karena tidak merpertanyakan lebih jelas lagi mengenai hal-
hal yang dianggap kurang jelas bagl Para Penggugat. Hal ini

membuktikan fetak (dasar) kesalahan bukan berasal dari Tergugat I
sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat. Akan tetapi

hal

tersebut adalah merupakan kesalahan yang mendasar dari Para

Penggugat sendiri yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian pada
saat membeli Apartemen Mangga Dua Court
b.

Para Penggugat dapat diklasifikasi sebagai pembeli yang berilikad
burul;. karena :

. ,“a/h ":_‘I.-.‘ Waktu 15 tahun untuk mengetahui kekeliruan yang terjadi adaiah
!.v:ﬂ."‘ - - - .

,_;,-._r-’,-.)g,_.,-. ‘merupakan jangka wakiu yang tidak rasional, karena 15 tahun

S ,:"" - . . . -

=] ‘E{“‘ . . bukanlah wakiu yang relative singkat untuk mengetahui secara
lll = l.ﬂ ) by y g

E;j s pastl mengenai status tanah Mangga Dua Court;

T "25 3

1'~-. E"h.

2. "Para Penggugat menuntut nilai ganti rugi yang tidak rasional dan

hanya menuntut ganti rugi vang kepada Tergugat | dan Tergugat il
saja. Sedangkan sesuai dengan daliinya pada point 3 surat
gugatannya Para Penggugat menyatakan ketidaktahuannya akan

status tanah Mangga Dua Couit oleh karena Tergugat !li tidak

memberikan informasi terlebih dahulu kepada Para Penggugat

untuk menjatuhkan kredibilitas dan nama baik Tergugat 1 dan
Tergugat |l

3. Berdasarkan fakta yang ada selama ini Para Pengugat berusaha
dengan

berwajib dan juga

cara mengancam dan menakut-nakuti
Tergugat | dan Tergugat Il akan dilaporkan kepada pihak yang

akan menyebarkan

informasi  buruk
mengenai Tergugat | pada media masa di lbu Kota Jakarta serta

akan mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan. Dan

Jakarta Pusat

semua ancaman tersebut telah dilakukan Para Penggugat hingga
diajukannya gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sehingga karenanya dalil Para Penggugat yang mempersalahkan
Tergugat lll adalah merupakan dalil yang berusaha untuk mencari

Analisis hak milik
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kambing hitam, dan bers'fat hanya mengada-ada saja dan terkesan
Mmerupakan dalil Para Penggugat untuk menutupi itikad jahatnya
dalam rencana untuk menjatuhkan kredibilitas dan nama baik
ini dikenal sebagai

Tergugat | dan Tergugat Il yang selama
Parusahaan Yang mempunyai nama dan kredibilas yang baik dimata

masyarakat;

8. Bahwa benar daljl Para Penggugat Pada point 4 bagian posita surat
gugatannya yang menyatakan “sefelah diterbitkannya Akta Jual Beii,
maka oleh Kantor Perfanahan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun (SHMSRS). Namun ditolak daljt Para Penggugat yang
menyatakan "dengan statys HGB MURNI", karena didalam peraturan
Perundang-undangan tentang Satuan Rumah Susun tidak dikenal alas hak
kepen'_nilikan atas fanah dan atay bangunan berupa HGB MURNI:

Bahwa selain ity juga dalil

Para Penggugat point 4 tersebut, pada dasarnya

adalah Merupakan pengakuan dari Para Penggugat sendiri yang mengakui

Para Penggugat hanya membeli unii-

unit bunian {bangunan} satuan rumah

SUsSun yang diatasnya dilekatkan hak beru

pa SHMSRS dan bukan membeli

tanah;

dan tidak menjamin Kepastian
kut:

a. Bahwa Parg Penggugat Dangkal dalam memahami  Peraturan

Perundang-undangan yang mengatur tentang Rumah  Susun
schagaimana yang diatur dalam ketontuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku seperi Undang-undang No. 16 Tahun 1985
maupun Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 tahun 1988 tentang Rumah
Susun. Dimana di dalam peraturan perundang-undangan tersebut
Jelasjelas diatur mengenai Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak
Pengelolaan Lahan (HPL), dan untuk lebih jelaskan dapat diuraikan
sebagai berikyt-
Pasal 7 Yang 1 UU No. 16 Tahun 1985 “ Rumah Susun hanya dapat
dibangun diatag tanah:-  Hak Milik

Hak Guna Bangunan -;

Hak Pakai Atas Tanah Negara

Hak Pengelolaan Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 1985
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“Untuk Tanah Hak Pengelolaan, Penyelenggara Pembangunan
wajib menyelesaikan HGB diatas Hak Pengelolaan”

Bahwa berdasarkan kelentuan pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-
undangan tersebut diatas sesungguhnya menerangkan apabila Hak
Guna Bangunan {(HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah
alas hak atas tanah yang diatur secara jelas dan tegas oleh peraturan

" perundang-undangan yang ada, sehingga dengan demikian adalah

fakta Hukum apabila Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak
Pengelolaan Lahan (HPL) menjamin adanya kepastian hukum,
karenanya dengan demikian Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak
Pengelolaan Lahan (HPL) adalah bersifat "aman”, karena paraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur dan
memberikan perlindungan (payung) hukum terhadap alas hak tanah
dimaksud;

Bahwa berdasarkan uraian singkat pada bagian huruf “a dan b" di atas
maka terungkap fakta hukum apabila dali Para Penggugat yang

. menyatakan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan
ftahan (HPL) tidak aman dan tidak menjamin kepasfian Hukum adalah

merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berlandaskan pada
aiasan yuridis yang jelas;

1~0h Bah\,va tidak benar karenanya ditolak dengan tegas dalit Para Penggugat

"'\.

pada point 8 bagian posita surat gugatannya yang menyatakan
"KEMUNGKINAN besar pada calon pembeli tidak akan membeii
apartemen, jika mengetahui status tanah dari strata title berupa HGB
diatas HPL, berdasarkan uraian sebagai berikut;

a.

Bahwa dalil Para Penggugat yang demikian adalah dalil yang
tidak rasional dan merupakan dalil dari crang yang mempunyai itikad
buruk dan bersifat mcngada-ada saja, karena seseorang pembeli
aparetemen yang beritikad baik tentunya akan mempelajari secara

mendalam tentang legalitas, status dari apartemen yang akan dibelinya
tersebut;

Bahwa dalil Para Penggugat yang membandingkan {ujuan orang
membeli aparfiemen dengan nitai emas maupun kurs dollar adalah
suatu dalil yang bersifat mengada-ada saja dan merupakarn dalil yang
dilandasi oleh adanya itikad buruk saja. Karena pada dasar'nya tujuan
orang yang membeli apaftemen Mangga Dua Court tidak semata-mata
didasarkan pada harapan kenaikan harga jual dari apartemen
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c.

d.

T e !

~ AL

Mangga Dua Court tersebut. Akan tetapi juga didasari oleh manfaat
{keuntungan lain) dari Apartemen Mangga Dua Court yang berada di
dekat pusat perdagangan di daerah DK1 Jakarta. Dimana dengan
membeli apartemen Mangga Dua Court maka orang lersebut
secara otomatis pula dapat menghemat biaya pengeluaran (cosi)

yang harus ditanggung setiap bulan dalam berakiifitas bekeija atau

.berdagang;

Bahwa Para Penggugat tidak ‘pernah mengungkapkan keuntungan
bagi Para Penggugat yang tlelah membeli dan memanfaatkan
apartemen Mangga Dua Court selama 15 tahun lamanya, dimana
Para Penggugat yang mesupakan Para Pédagang yang memiliki toko
yang berlokasi di daerah Mangga Dua pada faktanya selama 15 tahun
telah menghemat vangnya sebesar Rp. 3.285.000.000,- (tiga milyard
dua ratus delapan puluh lima jﬁta rupiah) dengan perincian sebagai

ﬂ?ﬁi berikut:

;:Btaya Transportasi Rp., 200.000,-fhari X 365 (1 tahun) menjadi Rp.

i
Eo

. -73 000.000,-dan selama 15 tahun menjadi Rp 1.095.000.000,-;

_:s..,

Blaya sewa apantemen (jika Para Penggugat hanya menyewa) Rp.

selarna 15 tahun menjadi Rp. 2.190.000.000,-;

DBengan demikian jumilah keseluruhan biaya yang bisa dihemat
oleh Para Penggugat selama 15 fahun dari membeli dan
memanfaatkan aparteamen Mangga Dua Court adaiah sebesar
Rp. 1.095.000.000,- + 2.180.000000,- = 3.285.000.000,- (tiga
milyard dua rarus delapan puluh fima juta rupiah)

Bahwa berdasarkan uraian pada huruf "ab dan ¢" diatas maka
sesungguhnya terungkap fakia apabila dalil Para Penggugat yang
membandingkan nilai investasi dengan membeli apartemen
dibandingkan dengan investasi dengan membeli emas atau dollar
Amerika adalab dalil yang mengada-ada saja. Dan adapun dalil
Para Penggugat yang tidak mengungkapkan keuntungan yang
diperoleh  Para Penggugat selama membeli dan menikmati
apatemen Mangga Dua Court adalah merupakan fakta apabila
Para Penggugat senyatanya mempunyai itikad buruk dari diajukannya

gugatan dalam perkara ini pada kantor Kepaniteraan Pengadflan Negeri
Jakarta Pusat;
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11. Bahwa ditolak dengau tegas seluruh dalil Para Penggugat diantaranya
seperti yang dijelaskan dalam point 11 angka 3 bagian posita surat
gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Para-Penggugat selain
memiliki bangunan juga memiliki tanzh, berdasarkan hal-hal sebagai
berikut:

a. Bahwa Sedifikat Hak Milik alas Satuan Rumah Susun (SHMSRS)
‘bukaniah hak atas tanah, tetapi berkaitan dengan tanah (lihat dan
baca tulisan pakar hukum tanah Budi Harsono  dalam bukunya
l yang berjudy! "Hukum Agraria Indonesia:Sejarah Pembentukan
Undang-undang Pokok Agraria, hi dan Pelaksanaannya halaman
351, yang diterbitkan oleh PT Djembalan pada tahun 2003). Berbeda
dengan Sertifikat Atas Tanah yang terdiri dari salinan buku tanah dan
surat ukur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 13 ayat 3 PP
No. 10 tahun 1961. Sehingga dengan demikian adalah fakta hukum .
apabila alas hak atas tanah yang berdiri diatasnya unit-unit
bangunan bukan merupakan objek jual beli dari penjualan unit-unit
bangunan satuan rumah susun

e ﬁ‘..-' %, meskipun sifatnya yang mengikuti;

):-«“;\T%:f:a

Ko “Bahwa selain itujuga berdasarkan ketentusn pasal 50 PP No.
4

o :_4 tahun 1988 mengisyaratkan mengenal hapusnya SHMSRS, yaitu

13 ‘ g hanya cukup dengan "musnanya bangunan”. Sehingga dengan
(. " demikian terungkap faktas hukum apabita SHMSRS tidak merupakan
hak kepemilikan atas tanah. Dimana hanya dengan cukup terbakarnya
atau runtuhnya bangunan gedung maka seseorang yang memiliki
SHMSRS akan kehilangan hak-hak-nya atas SHMSRS:

12 Bahwa tidak benar karenanya ditolak dengan tegas dalil Para
Penggugat point 33 dalam sural gugatannya yang pada pokoknya
menyatakan Tergugat ! dan Tergugat ll juga telah melakukan
perbuatan melawan hukum. Karena dalil Para Penggugat yang demikian
tidak jelas dan membingungkan. Dimana Para Penggugat tidak mampu

~ menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan Tergugat | dan Tergugat
sehingga dapat diklasifiksikan sebagai PERBUATAN MELAWAN
HUKUM. Sehingga karenanya dalil tersebut tidak perlu ditanggapi;

13. Bahwa selanjutnya juga dinyatakan tidak benar dan karenanya ditolak
dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat dalam surat gugata‘nnya yang
pada pokoknya menyatakan Tergugat | dan Tergugat Il telah melanggar

ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1899. Karena berdasarkan uraian
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a. Bahwa Jual Beli Unit-Unit Satuan Rumah Susun dilakukan olgh Para
Penggugat dengan Tergugat ! dilakukan pada tahun 1993, jauh ﬁ
sebelum pemberiakuan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen

~ sebagai berikut:

b. Bahwa dalam ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tidak
disebutkan mengenai pemberiakvan undang-undang dimaksud tidak
berlaku surut. Atau dengan perkataan lain undang-undang No. 8 tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen senyatanya tidak berlaku ,

surut;

O A ST e v O e |

AT

. ¢ Sehingga karenanya dalil Para Penggugat yang demikian adalah
dalil yang tidak berandaskan alas hukum yang jelas dan benar;

Tentang Pertelaan

14. Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas seluruh dalil

‘a\ra Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat | selaku

o
Skl

B n s
3‘// > deye{oper tidak pernah menyerahkan "Pertelaan” kepada Para Penggugat /s
£

{@;dan. tau menyembunyikan “"Pertelaan”. Karena berdasarkan hal-hal

" seb‘agai berikot:

_,.:ai‘.: _-"'Bahwa Tergugat |jauh sebelum gugatan ini diajukan Para
Penggug_atv. pemnah mamberikan “Surat Pertelaan” kepada Para
Penggugat dalam  kapasitasnya selaku Pengurus Perhimpunan ;21 .
Penghuni Apartemen Mangga Dua Court. Namun penyerahan "Sural
li’ertelaan" yang dilakukan Tergugat | dimaksud secara tegas telah
ditolak oleh Para Penggugat dengan alasan belum jelasnya
penyelesaian masalah Fasilitas Umum dan Fasililas Sosial yang ada di
Apartemen Mangga Dua Court;

b. Bahwa oleh karena adanya penolakan pemberian "Surat Pertelaan™
dari Para Penggugat kepada Tergugat I, maka dengan demikian
sudah selayaknya apabila Para Penggugat tidak lagi mendalilkan
dalam surat gugatannya dengan menyatakan “Pertelaan belum
diserahkan Tergugat | kepada Para Penggugat”. Karena dalil Para
Penggugat yang demikian senyalanya tidak sesuai dengan fakia
yang sesungguhnya terjadi dan oleh karenanya adalah wajar dan
dapat diterima akal sehat apabila ada pendapat yang men:yihpulkan
bahwa Para Penggugat di dalam mengajukan surat gﬁgatannya,
hanya didasarkan pada alasan yang mengada-ada saja dan lebih

Page 39 of 100

Analisis hak milik..., Joanita Jalianery, FH Ul, 2010.




terkesan dilandaskan pada adanya itikad buruk untuk maksud

memeras Tergugat | dan Tergugat Il;

15. Bahwa tidak benar karenanya ditolak dengan tegas dalil Para
" Penggugat point 38, 39, dan 40 dalam surat gugatannya yang pada
pokoknya menyatakan Tergugat | dan Tergugat Il juga telah mclakukan
perbuatan melawan hukum. Karena berdasarkan fakta yang ada
sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 14 surat jawaban ini
diatas, maka hal tersebut telah menjelaskan tidakadase/’_j@m‘wa
atau tindakan Tergugat 1 uniuk menyembunyikan Peipilfan
' gebagaimana yang dituduhkan Para Penggugat
16. Bafiwa lidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas seluruh dalil Para
- Penggugat pada bagian posita surat gugatannya yang pada pokoknya
menyatakan “Pertelaan seharusﬁ'\? diberikan k&dada Para Pemilik
Apartemen , berdasarkan hal-hal s€bagai berikut :

a. Bahwa Para Penggugat dangkal dalam memahami maksud
ketentuan pasal 1 huruf m Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

60/PRT/1992 yang menjelaskan tentang Perlelaan

‘ ;_\LE ':_.ﬁahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf m Peraturan Menteri
{a ,Peker}aan Umum No. 60/PRT/1992 dijelaskan Pertefaan adalah
_ Rmcuan batas yang jelas dari masing-masing satuan rumah susun,

5 ‘,_Baglan Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama yang

diwujudkan dalam bentuk gambar dan Uraian.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf m Peraturan Menteyi
Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 sesungguhnya mengandung makna
Pgrtelaan adalah suatu keterangan yang bersifal umum {menyeluruh)
karena menguraikan tentang :

"masing-masing rumah susun Bagian Bersama Benda Bersama, dan
Tanah Bersama”

d. Bahwa oleh karena "Pertelaan” bersifal umum, maka pihak
yang paling berhak untuk menerima atau memegang data
(pertelaan) di maksud adalah pihak yang diberikan wewenang
untuk mengatur Para Pemilik Satuan Rumah Susun Aparlemen
Mangga Dua Court. Dan dalam ha! ini adalah pihak
Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) Apartemen
Mangga Dua Court dan bukan orang perorangan dari pemilik (para

pemifik) Satuan Rumah Susun Apartemen Mangga Dua Court;
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Tentang Kerugian

17. Bahwa ditolak dengan tegas dalil Para Penggugal sebagaimana
" dijelaskan pada point 7, 8, 10, 11 dan point-point yang lainnya, pada
' bagian posita, provisi dan petitum surat gugatannya yang pada pokoknya
| menjelaskan Para Penggugat menderita kerugian, karena berdasarkan

i hal-hal sebagai berikut:

ﬁ? !f a. Bahwa tidak benar HGB diatas HPL tidak menjamin Kepastian
Hukum, Karena peraturan Perundang-undangan yang ada
tentang rumah susun secara tegas telah mengatur tentang HGB
diatas HPL. Sehingga oleh karenanya SHMSRS diatas status
tanah HGB diatas HPL secara yuridis adalah bersifat menjamin
adanya kepastian hukum

Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan Hak
Pengelolaan adalah Hak Garap. Karena 2 (dua) alas hak atas tanah
yang dijelaskan lersebut pada faktanya adalah-sangat berbeda satu

m sama lainnya. Disamping itu juga peraturan perundangan-undangan

f{ . “' ‘tentang rumah susun tidak mengatur tentang status alas hak atas
d N 5 -

= "3;* + fanah berupa hak garap. Sehingga dengan demikian adalah wajar

L '_"__-‘apabila Tergugat | dengan surat jawaban ini mensomir Para

. & Tergugat untuk dapat belajar lebih dalam lagi tentang status alas
hak yang diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan
tentang rumah susun;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami apabila Para
Penggugat tidak mengerti tentang maksud dari dalilnya sendiri
tentang arti "KEPASTIAN HUKUM" dan Para Penggugat juga
senyatanya tidak memahami tentang alas hak atas tanah karena
tidak mampu membedakan apa yang disebut "HAK PENGELOLAAN
dengan HAK GARAP. Oleh karenanya dengan demikian dalil Para
Penggugat fersebut diatas tidak berlandaskan hukum dan harusiah
ditolak;

b. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan Bank
tidak mau menerima sertifikat yang berstatus HPL karena tidak dapat
dieksekusi. Karena dalil Para Penggugat yang demikian' adalah
keliru dan menyesatkan serta tidak sesuai dengan fakta
sesungguhnya,
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Bahwa pihak bank cara beriikirnya lidak sedangkal Para Penggugat
dalam memahami status alas hak atas tanah dari SHMSRS. Dimana
pihak bank tentunya sudah mengetahui apabila SHMSRS
berdasarkan ketentuan pasal 8 UU No. 16 tahun 1985 bertujuan untuk
menjamin kepastian hukum dan berfungsi sebagai alat pembuktian
yang kuat bagi pemegangnya. Dan pihak bank teniunya juga
mengetahui apabila dalam SHMSRS yang menjadi objek eksekusi
adalah unit-unit bangunan (SHMSRS-nya);

Bahwa adapun fakta hukum lainnya yang menjamin kepastian
hukum terhadap SHMSRS diatas HPL adalah ketentuan pasal 4
ayat 2 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,
Dimana dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 UU No. 4 tahun 1996
' menyimpulkan bahwa pengikatan agunan atas SHMSRS diatas
i g’\ Tanah Negara atau HPL dapat dilakukan berdasarkan Hak
Tanggungan. Sehingga oleh karenanya dalil Para Perggugat yang
menyatakan pihak bank tidak mau menerima SHMSRS di atas HPL
sebagai jaminan kredit adalah dalif yang dicari-cari dan tidak

berlandaskan hukum;

., Bahwa ditolak dengan @as dalil Para Penggugat pada point 41
‘dan 42 bagian posita surat gugatannya yang menyatakan

m-i \,ﬁu ngalami kerugian dan harus dikenakan bunga kerugian. Karena
“:" " ,‘a il Para Penggugat yang demikian adalah tidak dilandaskan pada alas
thum yang jelas dan terkesan mengada-ada saja karena Para Penggugat
bukanlah kuasa hukum para penghuni apartemen Mangga Dua Court
termasuk juga Tergugat | yang juga merupakan pemilik dan anggota dari

- Perhimpunan Penghuni Mangga Dua Cout.

:IQ. . Bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Para Penggugat sebagaimana
: didalilkan daftam point 3, 4, 5 dan 6 petitum gugatannya yang pada
pokoknya menyebutkan agar Para Tergugat harus membayar ganti rugi
" adalah tidak beralasan, karena lidak disebutkan perincian-perincian yang
disertai dengan bukti-bukti yang jelas, oleh karenanya dalil dan
- permohonan hal tersebut harus ditolak. Sebagaimana disebutkan dalam
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik indonesia No. 550K/Sip/1979

tanggal 8-5-1980, yang kaedah hukumnya berbunyi sebagai ber!kut

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat dlterlma
karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang
dituntut
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20.. Bahwa disamping itu Permohonan Para Penggugat sebagaimana

- didalilkan dalam point 42 surat gugatannya agar menghukum

- Tergugat | dan Tergugat Il membayar bunga scbcsar 6 % (enam

persen) sclania 15 tahun, adalah tidak berdasarkan hukum, karena

tidak pernah diperjanjikan sebelumnya dan disamping itu juga

Tergugat Il adalah subyek hukum yang tidak dapat dimintakan ;

pertanggung jawabannya secara pribadi. Oleh sebab itu

- permohonan tersebut harug fitolak sebagaimana disebutkan dalam

gYun'sprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 289KY

‘S;pl1972 tanggal 22-7-1972, yang kaedah hukumnya berbunyi

: sebagai berikut:

: "Besamya suku bunga pinjaman adalah scbagaimana yang telah
~ diperjanjikan bersama”

21.  Bahwa terhadap Pemmohonan Sita yang diajukan oleh Para Penggugat

- sebagaimana didalilkan daiam point 43 dan 44 bagian posita dan point 6

- peftitum surat gugatannya  haruslah ditolak oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini mengingat:

a. Bahwa Permohonan Sita jaminan atas benda-benda yang diajukan Para
- Tf’f"-*.:., Penggugat dalam gugatannya menurut hemat Tergugat ! sama sekali
4 Xtidak didukung oleh bukti-bukii

.a-
-

Eara Penggugat asal saja mendajiikan sila lanpa mengetahui dengan

w pastl siapa pemilik yang sebenarnya dari objek yang disita,
' : "‘karenanya permohonan sita tersebut harus ditolak sebagaimana
" diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mo.
476K/Sip/1974 tanggal 14-11- 1974, yang kaedah hukumnya berbunyi
sebagai berikut: "Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang
milik pihak ketiga™

c. Bahwa pasal 227 HIR yang menjadi alasan Permohonan Sita
Jaminan, pada dasarnya mengatur bahwa Sita Jaminan hanya
dapat dilakukan jika ada persangkaan yang beralasan bahwa
seseorang yang berutang mencari akal akan menggelapkan atau
melarikan barangnya dengan maksud akan menjavhkan barang
dimaksud dari Penagih Hutang;

d.  Bahwa Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat
juga tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Ri No. 06
tahun 1875 yang mensyaratkan adanya keseimbangan amara nilai
Gugatan dengan nilai benda-benda yang dimohonkan sita jaminan;
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Bahwa demikian pula sama halnya dengan dalil Para Penggugat untuk

- menjatuhkan hukuman dengan uang paksa {dwangsom) sebagaimana

yang dijelaskan Para Penggugat dalam point 10 petitum gugatannya

~ haruslah ditolak, karena berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal
* 606 a RVYo. 611 a RV tuntutan dwangsom tidak boleh diajukan apabila

. ada tuntutan pembayaran sejumiah uang;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat sebagaimana
disebutkan dalam point 7 dan point 10 petitum gugatannya mengenai
permohonan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar
bij Voorraad), karena selain gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah

' tidak jelas dan fidak benar. Gugatan Para Penggugat juga berentangan

dengan ketentuan Pasal 197 ayat 8 HIR dan pasal 180 HIR;

Bahwa untuk selebihnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil dan
tuntutan Para Penggugat karena tidak ditandaskan pada alas hukum jelas,
tepat dan benar disamping juga tidak scsuai dengan f{akta yang

sesungguhnya terjadi;

IEDALAM REKONPENS!
NG

2.

3.

J

L

£ et

g “'.I;?af_hwa apa-apa yang dikemukakan sebagai dalil Jawaban Dalam

__}'{'cjnpensi diatas, adalah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

. ierpisahkan {integrai) dari gugatan rekonpensi dibawah ini;

Bahwa Pengggugai Rekonpensi adalah merupakan badan hukum yang
telah berdiri sejak tahun 1972 dan telah memperoleh  surat
pengesahan dari Menteri Kehakiman Rl No. Y.A.5/116/20 dan telah
diumumkan dalam Berita Negara RI No. 84 tambahan No. 1441 dan
terakhir mengalami perubahan sebagaimana yang diumumkan dalam Berila
Negara Rl No. 78 Tambahan No. 260 tahun .1998. Karenanya adalah
fakta hukum apabila Penggugat Rekonpensi adalah merupakan badan
“hukum yang dapat beriindak untuI; dan atas nama serla kepentingannya
Esendiri sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang
' Perseroan Terbatas:

Bahwa selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kerja sama antara Pemda DKI
dengan Penggugat Rekenpensi pada tahun 1884, Penggugat Rekonpensi
melakukan persiapan pembangunan Unit-unit Hunian di daeralh Mangga
éDua yang dikenal dengan sebutan Mangga Dua Court Condominium dan
:sekarang Apartemen Mangga Dua. Dan untuk kepentingan {ersebut di atas
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Penggugat Rekonpensi memperoleh sertifikat Hak ‘Guna Bangunan
(HGB]) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL),

4.-  Bahwa sebagai perusahaan yang berkinerja baik, sebelum dan

+ atau selama proses pembangunan Mangga Dua Court Condominium
~ (Apartemen Mangga Dua Court) Penggugat Rekonpensi tefah melakukan
prosedur pengurusan segala perizinan guna melengkapi ketentuan
. persyaratan sebagai mana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-
éundangan yang ada, termasuk juga Penggugat Rekonpensi dalam
" membangun unit-unit hunian juga terlebih dahulu telah memenunhi
persyaratan yang berhubungan dengan rancang bangun seperi sturktur
bangunan, keamanan, keselamatan, kenyaman dan lain sebagainya;

5. Bahwa setelah semua persyaratan dan perizinan yang ditentukan
peraturan perundang-undangan di peroleh Penggugat Rekonpensi dari
* pihak terkait, maka tindakan Penggugat Rekonpensi selanjutnya adaiah
memasarkan dan menjual unit-unit bangunan dari satuan rumah susun di

. apartemen Mangga Dua Court;

6.  Bahwa berdasarkan uraian singka! sebagaimana yang telah dijaskan pada
,_ point 1 s/d § diaias maka mengungkapkan fakta apabila Pengugat

'i-*"@f- Rekonpens: didalam  melaksanakan pembangunan, pemasaran dan
-,..,‘ Ipen}ualan unit-unit hunian satuan rumah susun telah sesuai dengan

-::‘kef.‘enluan peraturan perudangan-undangan yang ada. Dan senyatanya

fidak ada satu-pun tindakan Pengugat Rekonpensi yang berlentangan

. dengan peraturan perudang-undangan yang ada mengenai rumah susun
rmaupun peraturan perundang-undangan lainnya,

Tentang Pembeli yang ber-ltikad Buruk {Jahat)

7. ? Bahwa dalam dalil surat gugatannya Para Tergugat Rekonpensi telah
mendalllkan bahwa mereka tidak mengetahui staius tanah berupa HGB
d|atas HPL dan selanjutnya atas ketidaktahuan mereka tersebut Para

_ Tergugat Rekonpensi telah mempersalahkan Tergugat Ml Konpensi
. karena tidak memberitahukan kepada Para Tergugat Rekonpensi teriebih
_ dahulu mengenai status hak atas tanah yang akan dibel;

‘Bahwa dalil Para Tergugat Rekonpensi yang demikian sesungguhnya adalah
suatu dalil yang tidak berlandaskan hukum dan juga merupakan datil
gugatan yang hanya bersifat untuk mencari-cari kambing hitam (kepada
pihak mana®) kesalahan dimaksud dapat dituduhkan. Karena adalah fakia
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hukum yang tidak dapat dipungkiri lagu apabila Tergugat lil Konpensi datam
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagal Notaris dan atau Pajabat

Pembuat Akta Tanah tentunya telah memberitahukan secara rinci
mengenai hal-hal yang harus dijetaskan oleh seorang Notaris dan atau

PPPAT kepada calon pembeli/ penerima hak atas satuan rumah susun

sebelum melangsungkan suatu akta perikatan juai beli dan akta jual belinya
yang.menyangkut terdiri dari :

-Tentang Legalitas Penyelenggara Pembangunan rumah susun/ Developer
-Tentang kelengkapan izin pembangunan Tentang Legalitas serlifikat Satuan
Rumah Susun

Bahwa demikian pula halnya. Apabila Para Penggugat menyatakan tidak

mengetahui stafus alas hak atas tanah dari bangunan unit hunian satuan

* yumah susun yang ingin dibelinya namun Para Penggugat tetap membeli
_ unit hunian dari bangunan dimaksud. Maka dengan demikian adalah fakta
Para Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai pembeli yang bersifat
* ceroboh, Yaitu pembeli yang dengan cara tergesa-gesa (ceroboh) dan tidak

menghiraukan lagi prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembelian suatu
barang yang akan dibelinya;

_B'aﬁwa tindakan Para Tergugat Rekonpensi yang tidak menefiti lebih
seksafna dari status alas hak atas satuan unit-unit bangunan satuan

‘rumah ;susun yang akan dibelinya adalah merupakan tindakan ceroboh

ety

10.

Tergugat Rekonpensi tersebut telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI No. 1816 K/Sip/1989 tanggal 22 Oktober 1972 yang kaedah
hukumnya menjelaskan :

"Pembeli tidak dapat dikualifiksikan sebagai yang beritikad baik,
karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ia telah pada saat
pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status atas tanah

berperkara, karena itu ia tidak pantas dilindungt dalam transaksi tu™

Sehingga oleh karenanya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah
Agung RI tersebut Para Tergugat Rekonpensi tidak perlu diberikan
periindungan hukum atasnya;

Bahwa sehingga dengan demikian dalil peranggungjawaan atas
ketidaktahuan Para Tergugat Rekonpensi alas status tamah yang
dilimpahkan kepada Tergugat Iil Konpensi sehingga menuntut Penggugat

Rekonpensi (karena juga dianggap tidak memberi lahu terlebih dahulu

kepada Para Tergugat Rekonpensi), unluk mengganti segala kerugian
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yang diderita Para Tergugat Rekonpensi adalah merupakan dalil
- gugatan dan tuntutan yang tidak disandarkan pada alas hukum yang
jelas, ~benar dan tepat. Karena ketidak tahuan Para Tergugat
Rekonpensi sepenuhnya adalah akibat dari sikap ceroboh dari Para
Tergugat Rekonpensi sendiri. Dan akibat yang ditimbulkan atas sikap
kecerobohon Para Tergugal Rekonpensi tersebut, Para Terggugat
Rekonpensi tidak dapat mempersalahkan pihak manapun juga. Dan apa
bila Para Tergugat Rekonpensi tetap-mempersalahkan pihak fain akibat
kecerobohannya sendiri tersebut, maka senyatanya tindakan Para
- Tergugat Rekonpensi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindakan
zorang/ pihak yang mempunyai itikad buruk (jahat). Karena akibat
kesalahannya sendiri, ia berusaha melimpahkan kesalahan tersebut
! kepada orang/ pinak lain;

: Bahwa itikad buruk lainnya dari Para Tergugat Rekonpensi untuk
' memeras Pengugat Rekonpensi adalah dengan melakukan tindakan
"gertak sambal" dengan cara-cara ;

Ao, | Melakukan pelaporan tindak pidana kepada POLR1 dengan
g '.:;- harapan agar para direksi Pengugat Rekonpensi dipanggil POLRI

dan setelah dipanggil POLR! Para Penggugat berharap dapat
ditawan upaya damai dari Penggugat Rekonpensi dengan
l{onpensasi sejumlah uang yang jumlahnya telah ditentukan oleh
Para Penggugat;

b. Melakukan penyebaran informasi negatif terhadap Penggugat
Rekonpensi kepada pihak WARTAWAN maupun media cetak yang
ada di Ibu Kota, dengan harapan kredibilitas nama baik Penggugat
Rekonpensi menjadi hancur dan ada tawaran damai dari pihak

Penggugat Rekonpensi kepada pihak Para Tergugat Rekonpensi
dengan konpensasi sejumlah uang yang jumlahnya tetah ditentukan
oleh Para Penggugat;

" €. Hingga akhimya melakukan gugatan perdata kepada Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meskipun tanpa
dengan alas hukum yang jelas, benar dan lepat.;

12. Bahwa kemudian juga patut diduga apabila gugatan Para Tergugal
Rekonpensi sarat dengan rekayasa dan tipudaya, hal mana dapat
dibuktikan dari dalil-dalil dan tuntutan yang diajukan Para 'Tergugat
Rekonpensi sangat bertentangan ketentuan hukum yang berlaku, tidak
masuk akal sehat manusia, dan terkesan dipaksakan, diantara berupa :
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a  Meminta Majelis Hakim untuk meletakan sita terhadap benda yang

bukan milik pihak dalam perkara inf;

b. Meminta tuntutan ganti rugi biaya bunga sebesar 6 %,
meskipun Para Tergugat Rekonpensi menyadari mereka bukanlah

lLembaga Keuangan;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terungkap fakta hukum,
apaﬁi!a tindakan Para Tergugat Rekonpensi sarat dengan
pelangaran norma-norma/ kaedah hokum serta bertentangan dengan
ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya adalah wajar apabila
adanya dugaan kuat tentang adanya permufakatan jahat atau itikad buruk
: dari Para Tergugat Rekonpensi selaku pribadi-pribadi hukum yang
berkedok mengatasnamakan Kelua dan Sekretaris Pengurus
Pernimpunan Mangga Dua Court untuk memeras dengan bahasa halusnya
meminta biaya ganti rugi kepada Pengqugal Rekonpensi dengan cara-
cara Melawan Hukum yaitu melalui proses pencemaran nama baik
{memfitnah) Penggugat Rekonpensi di beberapa media masa, hingga
akhirnya Para Tergugat Rekonpensi melakukan gugatan perdata
™ terhadap Penggugat Rekonpensi di kepaniteraaljl Pengadilan Negeri

akarta Pusat tanpa dasar hukum yang jelas, tepat dan benar;

'; Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat
L ekonpenm tersebut adalah tidak berar dan' senyatanya sangat
1% . *bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya
,%:', .-*'-_ f'memmbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonpensi;

15.- Bahwa selain itu juga oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para
‘ Tergugat Rekonpensi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama

. sekali tidak didasari oleh alasan-alasan yuridis yang ielas, kuat dan
tepat, sehingga secara langsung menimbulkan kerugian baik material

maupun immaterial kepada Para Penggugal Rekonpensi;

16. Bahwa adapun kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonpensi atas

perbuatan Tergugat dimaksud dapat diuraikan dengan rincian sebagai
berikut:

Kerugian Material

- Bahwa untuk memperahankan dan membela hak-hak serta kepentingan
- hukum Penggugat Rekonpensi sebagai akibat disebarkannya Jberita dan
" informasi yang salah dan tidak benar hingga diajukannya gugatan ini,

memaksa Penggugat Rekonpensi untuk mengseluarkan biaya konsultasi
. hukum dan jasa pengacara sebesar Rp. 100.000.000 {seratus juta rupiah);
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Bahwa akibat telah tercemarnya nama baik Penggugat Rekonpensu dimata

masyarakat akibat perbuatan Para Tergugat Rekonpensi + selama 2

{dua) tahun lamanya. Penggugat Rekonpensi telah mengalami
. penurunan omzet penjualan unit bangunan  hunian, sehingga
. mengakibatkan hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh
Penggugat Rekonpensi. Dan ha! tersebut adalah merupakan kerugian
yang. nyata bagi Penggugat Rekonpensi. Adapun besaran kerugian dari
: hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat Rekonpensi
adalah sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

" Kerugian immaterial

' Bahwa oleh karena perbuatan dari Para Tergugat Rekonpensi yang telah

menyebarkan informasi (berita) yang salah dan tidak benar serta lebih
bersifat memfitnah dan juga karena telah mengajukan gugatan kepada
Penggugat Rekonpensi tanpa didasari oleh alas hukum yang jelas, tepat
dan benar, maka hai tersebut senyatanya telah menimbutkan kerugian
immaterial terhadap Penggugat Rekonpensi, karena terpengaruhnya
bodaf” ditas dan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonpensi selaku

elaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang apartemen,
pertokoan maupun perumahan di seluruh Indonesia, serta hilangnya

"waktu tenaga, dan upaya Penggugat Rekonpansi uniuk mengurus

perkara ini. Hal-hal tersebut diatas memang tidak dapat diukur secara
materiel, namun adalah suatu hal yang wajar dan masuk akal apabila Para
Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini unfuk

menghukum Para Tergugat Rekonpensj, untuk mernbayar ganti kerugian

. Immateriel sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) secara tunai

dan sekaligus.

Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi dalam memberikan

: informasi yang salah dan tidak benar serta bersifat memfitnah dan

juga karena telah mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonpensi

~ tanpa didasari oleh alas hukum yang jelas, lepat dan benar, menurut
~ hukum  dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Meiawan Hukum

(PMH), sebagaimana disebutkan dan diatur didalam kelentuan Pasal
1365 KUH Perdata. vang berbunyi sebagai berikut :
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" Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian tersebut "
18. Bahwa sesuai dengan dokrin hukum, kategori atau pengertian  dari
- Perbuatan Melawan Hukum (PHM) itu sendiri, yaitu :

- Melanggar hak subjektif orang lain

- Melanggar kewajiban sipelaku

- Berlentangan dengan kesusilaan umum

- Bertentangan dengan kebiasaan-kebiasan yang berlaku;

19.. Bahwa, mengacu kepada doktrin hukum maupun ketentuan Pasal 1365
K.UH Perdata yang dijelaskan pada point 17 dan 18 diatas, maka tindakan
- Para Tergugat Rekonpensi yang secara nyata-nyata memberikan informasi
yang salah dan tidak benar serta bersifat memfitnah dan juga karena telah
mengajukan gugatan kepada Penggugal Rekonpensi yang tanpa didasari
" oleh alas hukum yang jelas adalah merupakan pelanggaran atas hak
. subjektif Penggugat Rekonpensi, sehingga hal tersebut dapat dikwaiifikasi
ﬂ ___—sebagar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang™telah menimbulkan
.‘-,".;.; Feruglan kepada Penggugat ReKonpensu baik secara materil maupun
}‘}I_; lmmalenal oleh karenanya secara hukum Para Tergugat Rekonpensi harus
; ,; dihukum untuk mcmbayar ganti kerugian kepada Penggugat Rckonpensi
%‘».,: . 'sebagaimana diperinci pada posita gugatan butir 16 diatas pada bagian
- “Rekonpensi ini, yailu sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu mllyar sembilan
ralus juta rupiah);

20. Bahwa selanjutnya untuk menjamin agar gugatan Rekonpensi ini tidak
. bersifat sia-sia saja
. maka sudi kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mermutus perkara ini
- untuk meletakan sita jaminan Conservatoir Beslag) atas asset-asset atau
- harta benda milik Penggugat | dan Penggugat !l yang akan disampaikan
secara tersendiri dan terpisah dar gugatan Rekonpnesi ini. Dan

. menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut;

21. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini ditandasi oleh dasar hukum
jelas dan bukti-bukti yang kuat maka Para Penggugat Rekonpensi mohon
agar putusan rekonpensi ini dapat dilaksanakan leriebip  dahulu,

meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (lﬁitvoerbaar
bij Voorraad)
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Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat Re‘ko‘npensi mohon
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi
kiranya untuk berkenan memutus hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dajam Eksepsi

‘ Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat tidak
~ dapat diterima {Niet onrvankelijke Verklaard)

Da?am Pokok Perkara

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya Daiam Provisi

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat dilerima (Niet
" ontvankelijke Verklaard)

OALAM REKONPENSI

Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluiuhnya;

3 “Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi teiah ‘melakukan perbuatan
sy : “melawan hukumn karena telah menyebarkan informasi yang salah dan tidak
x benar serta karena Para Tergugat R;konpensi telah mengajukan gugatan
kepada Penggugat Rekonpensi tanpa didasari oleh alas hukum yang jelas,
tepat dan benar sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugal

o lre " Rekonpensi;

Menyatakan sah Akta Jual Belt unil-unit bangunan satuan rumah susun yang
- dilakukan antara Penggugat rekonpensi dengan Para Tergugat
Rekonpensi dibuat dihadapan Arikanti Natakusuma Notaris di Jakaria.;

Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala kerugian
yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi sebagai akibat diajukannya
gugatan ini dengan perincian sebagai berikut: ’
Kerugian Materiil

~ Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
Keruaian Imateriil

Rp. 1.000.000.000,- {(satu milyar rupiah)

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah drletapkan oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini
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Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan” terlebih dahulu
meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij
Voorraad)

! DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

' Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adiinya sesu-ai dengan peradilan yang baik
dan benar (ex a-quo et bono}

Menimbang, bahwa Tergugat Il telah pula memberikan Jawabannya
dipersidangan yang pada pokoknya tefah menguraikan hal-hal sebagai berikut :
1. Pemecahan Sertifikat HGB menjadi Hak Milik atas satuan satuan Rumah
:Susun dilakukan sendiiri oleh Tergugat |;
2. ;Dasar pembuatan Akta akta jual beli yang dibuat oleh Tergugat 1il adalah
‘serlifikat sertifikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun yang telah dipecah
‘oleh Tergugat.l ; -
3. Proses pengurusan balik nama para pembeli dilakukan sendi'ri oleh Tergugat [;
%‘Emgenyerahan Sertifikat atas satuan Rumah Susun setelah dibalik nama juga
,.3“ ol él[akukan sendiri oleh Tergugat | kepada para pembelinya;

B
ii

- 5 ‘Tergugat 1!l sama sekali tidak mengetahui bahwa ada Hak Pengelolaan diatas
Induk Sertifikat HGBnya, karena pada masing masing Sertifikat Hak Milik
N -safuan Rumah Susunnya tidak tercantum adanya HPL yang dimaksud;

6. Pada bulan April tahun 2000 Tergugal Il sudah tidak lagi menjadi PPAT

seluruh wilayah DKJ, tetapi hanya khusus menjadi PPAT wilayah Kotamadya
Jakarta Barat: Y& W00 o8 wT

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga telah menyerahkan Jawabannya
dip:ersidangan yang pada pokoknya telah menguraikan hal-hal sebagai berkut :

. DALAM PROVISI

Bahwa jika dilelaah dari materi bantahan yang menjadikan Kanlor Perlanahan
Kotamadya Jakarta Pusat sebagai pthak dalam perkara ini ( obyek dan perkara a
quo } yaitu sebagai Tergugat IV, adalah karena telah mencatat perubahan data

yuridis yailu perpanjangan hak atas tanah a quo atas nama Perhimpunan
Penghuni.
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Tergugat IV jelaskan bahwa Kantor Pertanahan Kotamadya Jakaria Pusat
mé'ncatat perubahan data yuridis tersebut berdasarkan permohonan
Pe;rhimpunan Penghuni Mangga Dua Court {gl- April 2006;

Menurut dalil Penggugat pada point 4 @tus kepemilikan sertifikat strata title
tidék jelas yaitu mengalami perubahan status dari Hak Guna Bangunan murni
menjadi Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan , sehingga mempengaruht
nilai jual beli menurun seria kepastian hukum sertifikat para pemilik menjadi tidak
pasti karena strata title yang dimiliki diatas pengelolaan yang mengakibatkan
perubahan biaya yang harus ditanggung oleh para pengbuni atau pemegang
hak. Tergugat IV jelaskan bahwa status tanah yang berada di Apartemen
M.:-._Engga Dua Court sudah jelas yaitu statusnya Hak Guna Bangunan Nomor
29;81 / Mangga Dua Selatan yang merupakan hasil dari penggabungan Hak
Guna Bangunan No.2787,2788,2791 dan 27921 / Mangga Dua Seclatan yang
seluruhnya berdiiri diatas Hak Pengelolaan No.1 / Mangga Dua Selatan { asal
usulnya );

. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa status Apartemen Mangga Dua Court menurut Pewﬁggugat pada point 3
f&&?ﬁl Bangunan Murni, akan tetapi jika ditinjau dari asal usulnya Hak Guna
B‘én‘gunin No. 2981 tersebut berasal dari penggabungan Hak Guna Bangunan
/B?? 278?- 2788, 2791 dan 2792 / Mangga Dua Selatan yang kesemuanya atas
e ?iafi'la B’e}seroan Terbatas PT DUTA PERTIWI berkedududkan di Jakarta yang
‘; @Jerdurt atas Hak Pengelolaan { HPL ) No. 1 / Mangga Dua Selatan atas nama !
A 4: e,E’E DKI JAKARTA sebagaimana hal tersebut tercatat dalam buku tanah !
paf;'!a 21 — 02 - 1995 No. 2981 / Mangga Dua Selatan yang berdiiri diatas Hak
Pengelolaan { HPL ) No. 1 / Mangga Dua Selatan.
Bahwa pada paint & didalitkan oleh Penggugat perpanjangan sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 2981 / Mangga Dua Selatan dibatalkan oleh Tergugat IV dengan
.ala;sm status tanahnya adalah HGB diatas HPL perlu Tergugat IV luruskan dalil
gugatan Penggugat tersebut diatas tidak benar dan tidak beralasan melainkan
untuk sementara oleh Tergugat IV ditunda proses perpanjangan senrifikainya
haknya disebabkan status tanah tersebul diketahui berdiri diatas Hak
Pengelolaan ( HPL ) kepunyaan PEMDA sehingga diperlukan persetujuan /
rekomendasi dari pemegang Hak Pengelolaan sebagaim,ana hal tersebut diatur
didalam Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 pasal 26 ayat (2 ) ) Hak Guna
Bar;gunan atas tanah Hak Pengelolaan diperpanjang atau diperbaharui atas
per’}nohonan pemegang Hak Guna Bangunan seielah mendapat persetujuan dari

1

!
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Pemegang Hak Pengelolaan * sehingga Tergugat IV dalam memproses

perpanjangan haknya menunggu adanya persetujuan / rekomendasi dari
Pemegang Hak Pengelolaan untuk proses selanjutnya.

Dengan demikian Tergugat IV mencatat perubahan data yuridis atas tanah a quo

telah sesuai dengan prosedur dan ftata cara sebagaimana diatur didalam

peraturan perundang undangan yang berlaku,

| DALAM PROVISI

- Menerima Eksepsi Tergugat IV seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,

Il. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal hal yang dikemukakan Tergugat iV dalam eksepsi dengan
sendirinya sudah termasuk datam pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat IV tetap pada dalil dalil jawaban keseluruhannya kecuali

) ':ffta[hadaphal halyang diakui secara tegas kebeanarannya;

I.f_1,3_.‘ éégﬁwa Tergugat [V memproses data yuridis atas tanah a quo, telah sesuai

‘dengan prosedur dan Peraturan Perundang undangan yang berfaku;
f:!\pz;a‘bi‘féy}f"Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain , mohon

putu,san yang seadil adilnya;

Menimbang, -bahwa Tergugat V juga telah menyerahkan Jawabannya
dipersidangan yang pada pokoknya telah menguraikan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSH

1. Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur { obscuur Libel }

a. Bahwa gugatan Penggugat didalam gugatan tidak jelas isi gugatan maupun

petitumnya;

b. Bahwa didalam gugatannya Penggugat pada butir 8 menyatakan bahwa
Tergugat V telah mel;akukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar
Undang Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, {d.alil terbut
harus ditolak oleh karena tidak ada kaitannya antara yang menmjadi pokok
permasalahan yaitu Apartemen Mangga Dua Cburt dan bukannya masalah

Rumah Susun, jadi pelanggaran yang disebutkan tersebut sangatlah
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mengada ada dan tidak ada relevansinya antara matefi gugatan dengan
tuntutan gugatan sehingga gugatan tersebut tidak jelas dan kabur;

c. Bahwa didalam gugatan.Penggugat menyatakan bahwa Tergugat V

menyembunyikan pertelaan maupun uraian pertelaan, bahwa dalil tersebut
- haruslah ditolak oleh karena tidak jelas maksud pertelaan ataupun uraian
pertelaan tidak jelas dan tidak dimengerti oleh Tergugat V, perielaan apa
dan uraian pertelaan apa yang dimaksud Penggugat disini tidak jelas, oleh
sebab itu gugatan tersebut harus ditolak dan tidak berkwalitas;
Gugatan Penggugat kurang pihak
Bahwa untuk memperjelas permasalahan serta untuk memudahkan Hakim
dalam memeriksa dan memuius perkara a quo, maka dalam menanggapi
masalah perselisihan di dalam pengelolaan Apariemen Mangga Dua Court
f sehingga harus dijadikan pihak yang terkait yakni Dinas Perumahan
Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi
- DKl Jakarta, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DK!
Jakarta maupun Kantor Pertanahan Jakaria Pusat;

il DALAM POKOK PERKARA

gzhwa segala yang telah dlsampa-kan dalam eksepsi secara mutatis
5‘

}" xmu&andls ‘dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak

=/ _}.f-v* terplsahkan dengan pokok perkara;

perbuatan apa serta pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Tergugat
V dalam gugatannya tidak jelas;

4. Bahwa menurut pasal 1365 KUH Perdata tersebut sudah jeias bahwa
suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum,
apabila memenuhi unsur unsur antara fain:

- Adanya tindakan atau perbuatan:

- Tindakan atau perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum:;
- Adanya unsur kesalahan:

- Adanya kergugian yang secara langsung ditimbulkan oleh perbuatan
pelaku;

5. Bahwa setelah Tergugat V cermati, gugatan Penggugat dalam:perkara a
quo lidak menyebut perbuatan apa yang telah dilanggai menurut

peraturan Perundang undangan serta tidak adanya unsur unsur perbuatan
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melawan hukum dan perbuatan Tergugat V tidak merugikan secara

langsung kepada para Penggugat; '
‘Berdasarkan hal hal yang telahTergugat Vuraiakan diatas, Tergugat V mohon
:kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a

Equo untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;

2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk
 Verklzard ).

DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

‘d .. Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menyampaikan repliknya pada
persidangan tanggal 12 Nopember 2007, Tergugat I, Tergugat i, Tergugat i,
‘l’ergugat WV dan Tergugat V telah pula menyampaikan . dupliknya pada
‘persx'dangan tanggal 20 Nopember 2007:

b
i, -
1‘ Her

.
"t

“» Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah pula menyerahkan bukti-bukti tertulis dipersidangan yang telah disesuaikan

i
.

dquan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang masing-masing diberi tanda
Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-38 s2bagai berikut
1. BukliP-1.1.a : Copy Sertifikat Ny. Fifi Tanang dengan Sertifikat No. 70/XIV-
XV/BARAT (yang belum “Dibatatkan * oleh BPN).sesuai
dengan aslinya;
Bukti P-1.1.b : Copy Sertifikat Ny. Fifi Tanang dengan Sertifikat No. 70/XIV-
XVIBARAT (yang telah "Diperpanjang dan DIBATALKAN"
oleh BPN) .
Bukti P-1.2 : Copy Serifikat Th. Tjandra Widjaja dengan Sertifikat No.
26/VIBARAT. Tidak ada aslinya;
2.Bukti P-2 : Copy Anggaran Dasar Apartemen Mangga Dua Court. Sesuaj
dengan aslinya:sesuai dengan aslinya;

3. BUukiiP-3 : Copy lzin Mendirkan Bangunan (IMB) No. AG8/PIMB.
PB/P/1992 atas nama PT. DUTA PERTIWI, Tbk. yang telah
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ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakaria tertanggal 05 Juni
1982. (ADA ASLI)
4. BuktiP4 : Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) salah satu
' Pemilik Apartemen Mangga Dua Court a.n. Tn. Toni
Wiraatmadja No. 029/PPJB/DP//MCNI/92 tertanggal 13 Juni
1992. sesuai dengan aslinya;

5. BukiiP-b5 :Copy Akta Jual Beli (AJB) salah satu Pemilik Aparternen
Mangga Dua Court a.n. Tn. Toni Wiraatmadja No.
83/XIVIBARAT/IMANGGA DUA SEL tertanggal 20 Desember
1996.sesuai dengan aslinya;

6. BuktiP-6 :Copy SHMSRS Para Pemilik Apartemen yaitu SHMSRS
HGB "murni” :
WEST TOWER:
1) a. Ny. Fifi Tanéhg dengan Sertifikat No. 70/XIV-XV/BARAT (yang belum
"Dibatalkan” oleh BPN).sesuai dengan aslinya;
b. Ny. Fifi Tanang dengan Seriifikat No. 70/XIV-XV/BARAT (yang telah
“Diperpanjang dan DIBATALKAN" oleh BPN)_

. Ny. Fifi Tanang, Ny. Julia Tanang, Ny. Ida Tanang, Ny. Christine
Tjong dan Ny. Farida Tanang dengan’ Sedifikat No. 84/XIII/BARAT
(vang belum "Dibatalkan” oleh BPN).sesuai dengan aslinya;

. Ny. Fifi Tanang, Ny. Julia Tanang, Ny. ida Tanang, Ny. Christine
Tjong dan Ny. Farida Tanang dengan Sertifikat No. 84/XIII/BARAT
(yang telah “Diperpanjang dan D!BATALKAN" oleh BPN)

3} a. Tn. Tony Wiraatmadja dengan serifikat No. 63/XUI/BARAT (yang

! belum “Dibatalkan” oleh BPN).sesuai dengan aslinya;

b. Tn. Tony Wiraatmadja dengan serlifikat No. 83/XIII/BARAT (yang
telah “Diperpanjang dan DIBATALKAN" oleh BPN)
4) Tn. Tjandra Widjaja dan Ny. Julia Tanang dengan serifikat No.

' 26/V/BARAT. (yang helum “Dibatalkan” oieh BPN).tidak ada aslinya;

) Tn. Tan Hendra Sutanto dengan Sertifikat No. 4/I/BARAT sesuai dengan
aslinya;
6) a. Ny. Tinawaty ichwan dengan Serlifikat No.7//BARAT (yang belum
“Dibataikan” oleh BPN).sesuai dengan aslinya;
b. Ny. Tinawaty Ichwan dengan Sentifikat No . 7//BARAT (yang telah
“Diperpanjang dan DIBATALKAN" oleh BPN) '
7) Tn. Andy Arifin dengan Sertifikat No. 8/I/BARAT.sesuai dengan aslinya;
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8) Tn. Eddy Herman dengan Sertifikat No. 10/IVBARAT a.n. PT. Daido
| Metal Indonesia Co. {yang telah "Diperpanjang dan DIBATALKAN" ke
BPN).sesuai dengan aslinya;

9) a. Ny. Linna Mailoa dan Tn. Benny Mailoa dengan Sertifikat No.
12/I/BARAT (yang belum *Dibatalkan” oleh BPN).sesuai dengan
aslinya; .

b. Ny. Linna Mailoa dan Tn. Benny Mailoa dengan Seriifikat Ho.
12/IVBARAT (yang telah “Diperpanjang dan DIBATALKAN" oleh
BPN)

10) Tn. Robert Lort Lie dengan Serlifikat No. 1311/BARAT .sesuai dengan

aslinya;

11) Ny. Alice Laksono dengan Sertifikat No. 14NIIBARAT

12) a. Tn. Lim Rustam Halim dengan Seriifikat No. 15MIIBARAT (yang

belum *Dibatalkan” oleh BPN).

b. Tn. Lim Rustam Halim dengan Sertifikat No. 15/IW/BARAT (yang

telah “Diperpanjang dan DIBATALKAN'" oleh BPN)

Tn. Evan Susantio dengan Sentifikat No. 16/l/BARAT

Tn. Iskandar Tjugito dengan Sertifikat No. 17/IIVBARAT

45) a. Ny. Honawali Winata dengan Serifikat No. 18/IV/BARAT (yang

. belum “Dibataikan™ cleh BPN).L

% b. Ny. Honawati Winata dengan Sertifikat No. 18/IV/BARAT (yang

l telah “Diperpanjang dan DIBATALKAN" oleh BPN)

“Tn. Effendi Widjaja dengan Sertifikat No. 19/V/BARAT

“147) Ny. Yang Shu Fang dengan Sertifikat No. 20/IV/BARAT {yang belum

*Dibatalkan” oleh BPN).

18) Tn. Lamis Chandra dengan Sertifikat No. 22/IV/BARAL

" 19) Nn. Maulina dengan Sertifikat No. 23/V/BARAT

f 20) Tn. Took David Sutikno dengan Serlifikal No. 24/V/BARAT (yang

" belum “Dibatalkan” oleh BPN).

a. Tn, Took David Sutikno dengan Sertifikat No. 24/ NV/BARAT (yang
telah *Diperpanjang dan DIBATALKAN" oleh BPN).

21) a. Tn. Budiono lonu dengan Serlifikat No. 25//IBARAT (yang belum

“Dibatalkan” oleh BPN).
b. Tn. Budiono lbnu dengan Serifikat No. 25/V/BARAT (yang telah
“Diperpanjang dan DIBATALKAN" oleh BPN)

22) a. Nn. Lenny Jahannes dengan Serifikat No. 27N!BA§:2AT (yang

belum “Dibatalkan” oleh BPN).
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b. Nn.Lenny Jahannes dengan Serifikat No. 27/V/BARAT (yang telan
“Diperpanjang dan DIBATALKAN" oleh BPN)
23) a. Ny. Margareth Ho dengan Sertifikat No. 28/VI/BARAT (yang belum
“Dibatalkan” oleh BPN}.
b. Ny. Margareth Ho dengan Sertifikat No. 28/VI/BARAT (yang telah
"Diperpanjang dan DIBATALKAN" oleh BPN)
| 24} Ny. Wanita lrene Wangsa dengan Serlifikat No. 20/VI/BARAT (yang
belum “Dibatalkan” oleh BPN}.
a. Ny. Wanita lrene Wangsa dengan Serifikat No. 28/VI/BARAT
{yang telah “Diperpanjang dan DIBATALKAN"oleh BPN).
: 25) Ny. Lie Wie Fong dengan serifikat No. 30/VUBARAT (yang belum
~ “Dibatalkan” oleh BPN).
. 26) Tn. Gondo Kusumo dengan Serifikat No. 31/VI/BARAT (yang belum
" *Dibatalkan” oleh BPN).
© 27) Tn. Nyauw Kwei Meen dengan Sertifikat No. 32/VI/BARAT Tn. Almond
' K. Budiman dengan Serifikat No. 33AVIVBARAT (yang belum
"Dibatalkan oleh BPN).
28) Tn. Almond K. Budiman dengan Sertifikat No. 33NHIBARAT (yang
B belum *Dibatalkan” oleh BPN}.
a . Tn. Aimond K. Budiman dengan Sertifikat No. 33/VII/BARAT (yang
teiah “*Diperpanjang dan DIBATALKAN"cleh BPN).
} Th. Almond k. Budiman dengan Setifikat No. 34/VI/BARAT(yang
%, belum "Dibatalkan” oleh BPN), |
“. ' a Tn. Almond k. Budiman dengan Sertifikat No. 34/VIMBARAT (yang
telah “Diperpanjang dan DIBATALKAN" oleh BPN).
30) Tn. Kuchband C. Ajlani dengan Sertifikat No. 37/VIi/BARAT a.n. PT.
_' Regalindo Sakti (yang belum “Dibatalkan™ oleh BPN).
31) Ny. Kho Ayliana Candrawati dengan Sertifikat No. 38/VIIVBARAT
(vang Eeium “Dibatalkan” oleh BPN).
32) Ny. Michella Amelia dengan Sertifikat No. 40/VIll/BARAT {yang belum
“Dibatalkan” oleh BPN).
33) Tn. Susanto dengan Serdifikat No. 42/VIII/BARAT (yang belum
“Dibatatkan” oleh BPN).
34) Ny. Ludwina Nanny Tjahjana dengan Sertifikat No. 44/IX/BARAT {(yang
belum “Dibatalkan” oleh BPN). .
35) Tn. Singgih Wibisono dengan Sertifikat No. 46/1X/BARAT (yang belum
“Dibatatkan” oleh BPN).
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Tn. Johan Iskandar dengan Sertifikat No. 47!IX!BAR!7°\T' {yang belum
“Dibatalkan” oleh BPN). _

Tn. Anton Darmawan dengan Settifikat No. 48/X/BARAT (yang belum
“Dibatatkan” oleh BPN).

Tn. Yahya Effendi Widigdo dengan Sertifikat No. 49/X/BARAT (yang
belum “Dibatalkan” oleh BPN).

Ny. Wanita Rina Sugianio dengan Serlifikat No. 50/X/BARAT (yang
belum “Dibatalkan” oleh BPN).

Ny. Oen Kice Lie Liesje dengan Serlifikat No. 52/X/BARAT (yang
belum *Dibataikan” oleh BPN).

Ny. Ratna Ngadiman dengan Sertifikat No. 53/XI/BARAT (yang belum
“Dibatalkan” oleh BPN).

Tn. Simon Tanuwijaya Lie dengan Sedtifikat No. 54/X{/BARAT (yang
belum “Dibatalkan” oleh BPN).

Tn. Ladjuardinata dengan Sertifikat No. S6/XI/BARAT (yang belum
“Dibatalkan” oleh BPN).

Ny. Yudati Wonohardjo dengan Sertifikat No. 57/XI/BARAT (yang

_ belum “Dibatalkan” oleh BPN).

245). Tn. Hermanto Halim dengan Sertifikat No. 58/XI/BARAT (yang belum

48)

49)

50)

51)
52)

;- “Dibatalkan” oleh BPN), .

—

Ny. Seivia Khoeswoyo dengan Sertifikat No. SOIAN/BARAT (yang
belum “Dibatalkan” oleh BPN).

- Tn. Ho Seng Wie dengan Sertifikat No. 60/XI/BARAT (vang belum

“Dibatalkan” oleh BPN).
a. Tn. Ho Seng Wie dengan Sertifikat No. B0/XII/BARAT (yang telah
"Diperpa_njang dan DIBATALKAN" oleh BPN).

Ny. Yang Ching Ching dengan Sertifikat No. 81/XIi/BARAT (yang

belqrn “Dibatalkan” oleh BPN).

a. Ny. Sulwani Halim dengan Serifikat No. 65/XII/BARAT {yang
belum “Dibatalkan” oleh BPN).

b. Ny. Sulwani Halim dengan Sertifikat No. 65/XIII/BARAT {yang telah
“Diperpanjang dan DIBATALKAN" oleh BPN)

a. Tn. Hendra Bhakti dengan Seriifikat No. 67/XII/BARAT (yang
belum “Dibatalkan” oleh BPN).

b. Tn. Hendra Bhakti dengan Sertifikat No. 67/XIII/BARAT {yang telah
“Diperpanjang dan DIBATALKAN" oleh BPN) , |

Tn. Anton Wongso Wijaya dengan Sertifikat No. 71XIV-XVIBARAT

Tn. Miming Leonardo dengan Sertifikat No. 72/XIV-XV/BARAT
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53) Ny. Indrawati dengan Sertifikat No. 21/IV/BARAT
54) Ny. Lina Suryani Nandrawali dengan Sertifikat No. 35/VII/BARAT
65) Tijice Ka Men dengan Sertifikat No. 51/X/BARAT
© 56) Liem Sunardi Halim dengan Sertifikat No. 62/XI/BARAT
. §7) Liem Sunardi Halim dengan Sertifikat No. 66/XIII/BARAT
58) Jake Pison Hawila dengan Sertifikat No. 68/XIV-XV/BARAT
59) iJake Pison Hawila dengan Sertifikat No. 6/XIV/IBARAT
. 60) Jasman Lim dengan Sertifikat No. 39/VII/BARAT
~ 61) Sifan Triyono dengan Sertifikat No. 4 1/VII/BARAT
62) Rina dengan Sertifikat No. 9Al/BARAT
63) Ny. Yulianti dengan Sedifikat No. 45/AX/BARAT (yang belum
“Dibatalkan” oieh BPN).
B4) PT. Satya Kisma Usaha dengan Sedifikat No. O0S//BARAT (yang
belum "Dibatalkan” oleh BPN).
85) Ny. Retno Yauwira dengan Sertifikat No. 36/ VIBARAT (yang belum
“Dibatalkan” oleh BPN).

&LJOWER:
T‘ Nn Klong Risawaty dengan Setifikat to. 76//T IMUR
L‘?% A, Ny Ariani Lisdajanti dengan Sertifikat No. 77//TIMUR (yang belum
‘ L-M- ~ “Dibatalkan” oleh BPN).
! '!':5_ & b. Ny. Ariani Lisdajanti dengan Sertifikat No. 77//TIMUR (yang telah

' "Diperpanjang dan DIBATALKAN" oleh BPN)
3) Ny. Pan Esther dengan Sertifikat No. 784/TIMUR
4) Ny.Fenny dengan Sertifikat No. 80/W/TIMUR
5)  Ny. Niniek Kristiani Santoso dengan Serlifikal No. 82/)/TIMUR

. 6} Ny. Ester Sanfen Lawadinata dengan Sertifikat No. 84//TIMUR

' 7) Ny, Neny Widjaja dengan Sertifikat No. 85/I/TIMUR

8) Ny. Ngui Lenawati dengan Sertifikat No. 86/MITIMUR

/‘ﬁ) Nn. Suphia Erwin dengan Sertifikat No. 87/IITIMUR

10} Ny. Rose Surjani dengan Sertifikal No. 88/II/TIMUR

11} Ny. Tjong Tjui Peng dengan Sertifikat No. 891/ TIMUR

~ 12) Nn. Ester Sanfen Lawadinata dengan Sertifikat No. 91/IV/TIMUR

13) Ny. Lina Agustina Trisnadi dengan Sertifikat No. 95/V/TIMUR

_ 14) Ny. Erwin Taslim dengan Sertifikat No. 97/V/TIMUR .

~15) Tn. Robert Rachmat Halim dan Andy Sairia Halim dengan Sertifikal
No. 9BVTIMUR

16) Tn. Achmad Rahardja dengan Seriifikat No. 100/A/HTIMUR
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Tn. Iskandar Tjugito dengan Sertifikat No. 101/VIITIMUR

Tn. Leo Saputra Hidayat dengan Serlifikat No. 103VITIMUR  (yang

belum “Dibatalkan” oleh BPN).

a. Tn. Leo Saputra Hidayat dengan Sertifikat No. 103/VI/TIMUR {(yang
telah “Diperpanjang dan DIBATALKAN" oleh BPN).

Ny. Sutjiadi dengan Sertifikat No. 104 VUTIMUR

Ny. Sandra Sugiono dengan Sertifikat No. 106NVITIMUR {yang belum

“Dibatalkan” oleh BPN).

Tn. Rachmat Jusuf dengan Sertifikat No. 108/VITIMUR

Tn. Lee Lei Kiew dengan Sertifikat No. 108/VIFTIMUR

Ny. Djap Tjhui Djun dengan Setifikat No. 110/VII/TIMUR

Tn. Johanes Haryanto Jacob dengan Seitifikat No. 111/VIITIMUR

Ny. Foen Sirapandji dengan Sertifikat No. 112/VIII/TIMUR

Ny. Ratna Sulistio dengan Sertifikat No. 113/VII/TIMUR

Ny. Lima Hariati Eddy Tjokro dengan Sertifikat No. 114/VIINTIMUR

(yang belum *Dibatalkan” oleh BPN).

a. Ny. Lima Hariati Eddy Tjokro dengan Seitifikat No. 114/VINTIMUR
{yang yang telah “Diperpanjang dan DIBATALKAN" oleh BPN).

“Tn. Haston Limardo dergan Sertifikat No. 115/X/TIMUR
“a."Ny. Liem Fong Yen dengan_Sertifikat No. 117/X/TIMUR (yang

- belum “Dibatalkan” cleh BPN}).

b. Ny. Liem Fong Yen dsngan Sertifikat No. 117/X/TIMUR (yang

telah “Diperpanjaigy dan DIBATALKAN" oleh BPN)

Tn. Hendra Julianto dengan Sertifikat No. 1184X/TIMUR

a. Tn. Lie Antonius dan Ny. Rini Lestart dengan Sertifikat No.
1220X/TIMUR (yang belum “Dibatalkan” oleiy BPN). :

D. Tn. Lie Antonius dan Ny. Rini Lestari dengan Sertifikat No.

122/X/TIMUR (yang telah “Diperpanjang dan DIBATALKAN" oleh
BPN)

Tn. Goentoro dengan Sertifikat No. 125/XI/TIMUR

Tn. Soesanto Goentoro dan Ny. Endangwati Goentoro dengan
Senifikat No. 126/XI/TIMUR

Ny. Rianti dengan Sertifikat No. 127/XI/TIMUR

Ny. Amelia Kusuma Dewi dengan Sertifikat No. 132/XII/TIMUR (yang
belum “Dibatalkan” oleh BPN).

(-
a. Ny, Amelia Kusuma Dewi dengan Sertifikat No. 132IXIlITIMUR
(yang yang telah “Diperpanjang dan DIBATALKAN" oleh BPN).
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Nn. Whi Li Uddin dengan Serifikat No. 136/XIIFTIMUR (yang belum

“Dibatalkan” oleh BPN).

Tn. Danny Setiadi dengan Sertifikat No. 137/XINTIMUR

Tn. Adhi Hermanto dengan Sextifikat No. 138/XIN/TIMUR (yang belum

“Dibatalkan” oleh BPN).

Tn. Prabowo Widya Krisnadi dengan Sertifikat No. 138/XIITIMUR

Tn. Sony Tanang dengan Se-tifikat No. 140/XIV-XV/TIMUR

a. Ny. ida Tanang dengan Serlifikat No. 143XIV-XVITIMUR  (yang
belum “Dibatatkan” oleh BPN).

b. Ny. Ida Tanang dengan Sertifikat No. 143/XIV-XV/TIMUR (yang
telah "Diperpanjang dan DIBATALKAN" oleh BPN)

Ny. Lidia Tanoyo dengan Sertifikat No. 144/XIV-XV/TIMUR. (yang

belumn "Dibatalkan™ oleh BPN).

Ny. Winarmni Harsono dengan Sertifikat No. 90/IV/TIMUR

Ny. Soesanty dengan Sertifikat No. 92/IV/TIMUR

Robert Rachmat Halim dan Andy Satria Halim dengan Sertifikat No.

9B8/VITIMUR

Sulaiman Sasmita dengan Sertifikat No. 99/ V/TIMUR

}. " Ng Jan Welly dengan Sertifikat No. 107/VINTIMUR
"Bambang Sihono dengan Sertifikat No. 116/AX/TIMUR

Suwandi Yauwira dengan Sertifikat No. 11S/X/TIMUR

-‘Ny' Esther Elfrida Pasaribe dengan Serlifikat No. 120/X/TIMUR
_,Ny Esther Elfrida Pasaribu dengan Sertifikat No. 121XTIMUR

Charnia Noer Jani Irwan dengan Sertifikat No. 128/XIi/TIMUR
Robert Rachmat dengan Serlifikat
133/ XNTIMUR

Poppy Purwanti dengan Sertifikat No. 141/XIV/TIMUR
Doktorandus Welly Setiawan Ng (Ng Ek Thiat) dengan Sentifikat No.
1427XIV-XVITIMUR

Ferry dengan Serifikaf No. 102/VI/TIMUR

Franciscus Xavarius Sani dengan Sertifikat No. 134/XI/TIMUR

Fendi Ko dengan Sertifikat No. 135/XIIWTIMUR

Ny. Yuliana Cahyadi dengan Sextifikat No. 124/X/TIMUR (yang belum
“Dibatatkan” oleh BPN).

Hafim dan Ratnawati No.

Tn. Hendro Wibowo dengan Serifikat No. 129/XVTIMUR (yang belum
“Dibatalkan” oleh BPN).

Nn. dengan Sedtifikat
“Dibatalkan” oleh BPN).

Ferawati

No.75/TIMUR (yang belum

Page 63 of 100

Analisis hak milik..., Joanita Jalianery, FH Ul, 2010.

BT

O
K
LR

. g




"3 .f-l Eq ‘[ ';\?; fL}

Fp o)

-

'~L ¢ ira s
- I l 1 (LA
Tul ‘\"

1
.
62) Lian Duan Widjaja dengan Sertifikat No. 94)'IVﬂ'IMUR (yang belum

“Dibatalkan” oleh BPN). _
63) Sia Suk Tjin dengan Serifikat No.96/V/TIMUR (yang belum

“Dibatalkan” oleh BPN).

64) Ny. Lidia Tanoyo dengan Sertifikat No.144/XIV-XV/TIMUR (yang

belun “Dibatalkan” oleh BPN).

Bukti P-7 : Copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional kepada Sdri. Fifi

Tanag q.q. Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian
Apartemen Mangga Dua Court tertanggal 07 Juli 2006, Perihal;
Pemberitahuan yang menyatakan bahwa "Hak Guna Bangunan
No.2981/Mangga Dua Selatan berada di atas Hak Pengelolaan
No.1/Mangga Dua Selatan atas nama Pemerintah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta". Sesuai'dengan aslinya;

Bukti P-8 :

Bukti P-8.1: Copy Surat dari PERHIMNI Apartemen Mangga Dua Court
kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat
tertanggal 02 Maret 2006, Perthal Permohonan
Perpanjangan Hak Guna 3angunan (HGB) atas Bidang
Tanah Seluas 9.003 M? di Apartemen Mangga Dua Court.
Sesuai dengan aslinya; ~

Bukti P-8.2.¢ rt.-:;opy Surat dari BPN Kotamadya Jakaria Pusat kepada lbu

// Fifi Tanang (Ketu PERHIMN! Apariemen Mangga Dua

3 ? Court) tertanggal 13 April 2006, sesuai dengan aslinya;

Bukt ilf?»B 3"1 +Copy Surat Keterangan Status Tanah dari BPN tertanggal

% - 24 Mei 2006; copy dari copy;

Bukdi P‘B 4 Copy Surat dari BPN No. 330/2006 tertanggal 29 Mei 2006
tentang  Risalah Pemeriksaan  Tanahcopy yang

. ditandatangani tanpa stempel;

Bukti P-8.5: Copy Surat dari BPN Kantor Pertanahan Jakarta Pusat No.
12/09.01-HGB  teftanggal 05. Juni 2008, Perihal:
Permohonan Perpanjangan Hak Guna Bangunan atas
Bidang Tanah seluas 9.003 M2 yang terletak di JI. Mangga
Dua Dalam (Apartemen Mangga Dua Courl), Kel. Mangga
Dua Selatan Kec. Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat
atas nama Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian
Apartemen Mangga Dua Court disingkat PERHIMNI MDC
yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Prov.
DKl Jakarta. Sesuai dengan askinya;
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Bukti P-8.6
9. Bukti P-g

10. Bukti P-10

11. Bukti P-11

12 Bukli P-12

13. Bukti P-13

i

J"J‘-. o
Tt

14." Bukti P-14

i -
-

:Copy Surat Keputusan dari BPN Kantor Wilayah ODKI
Jakarta No. 013/08-550.2-09.01-2006 tertanggal 20 Juni
2006. copy dari copy,

:Copy Faktur Pajak salah satu Pemilik Apartemen Mangga
Dua Court a.n. Ny. Fifi Tanang. Sesuai dengan aslinya;
:Copy Surat dari PT. Duta Pertiwi Tbk. (Tergugat 1) kepada
Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Pusat No. 034/PM-
MDC/HJ/INGT tertanggal 13 Maret 1997, Hal: Kepemilikan
Apartemen Mangga Dua Court. Copy dari copy;

:Copy Surat Pemberilahuan Pajak Terutang - Pajak Bumi
dan Bangunan (SPPT - PBB) Tahun 2007 a.n. Ny. Fifi
Tanang {Penggugat 1), Copy SPPT — PBB Tahun 1996 -
2002 a.n. PERHIMNI MDC, dimana dalam SPPT — PBB
tersebut tercantum pembayaran Pajak atas Tanah selain
Pajak atas’Bangunan.sesuai dengan aslinya;

: Folo ruang-ruang (yang termasuk fasum dan iasos)
Apartemen Mangga Dua Court yang telah disertifikatkan
oleh Tergugat |.; ~

: Copy Surat yang pernah dilayangkan oleh Pengurus
PERHIMNI Apartemen Mangga Dua Court kepada PT. Duta
Pertiwi, Tbk. No. Ref. 1-034/PPMDC/Lttr/VI/02 BPN
tetanggal 17 . Juni 2002 dan No. Ref L-
USZ!PPMDC!Lttr!lX!bZ tertanggal 10 Oktober 2002.

Copy Surat dari Pengurus PERHIMNI Aparlemen Mangga
Dua Court kepada Kepala Kantor Wilayah BPN DK! No. Rel.
075/PPMDCA®r/V/98B tertanggal 29 Mei 1998 dan No. Ref.
029/PPMDC/LRr/IVIOT terlanggal 30 April 2007, mengenai
permohonan diberikannya Pertelaan. Copy dari copy;

:Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan dari POLRI Daerah

Metro Jaya.

1. Ny. Fifi Tanang (melapor ke POLRI Daerah Metro Jaya)
No. POL.: 3212/K/VIN2006/SPK UNIT “HI” tertanggal 25
Agustus 2006.

2. Tn. Johan iskandar (melapor ke Markas Besar
Kepolisian Negara Rl) : '

No. POL.: TBL/S3/IV2007/SIAGA — I tertanggal 16
Maret 2007. sesuai dengan aslinya;
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Bukti P-15 : Copy Daftar Luas Unit Apartemen Mangga Dua Court yang
dikeluarkan oleh Pengurus PERHIMNI Apartemen Mangga
Dua Court. Sesuai dengan aslinya,

Bukti P-16 : Copy lklan berupa brosur yang menawarkan hunian
Apartemen dengan status HGB di atas HPL.sesuai dengan

: aslinya;

Bukti P-17 : Copy Artikel yang ditulis oleh Prof. Boedi Harsono Guru besar
Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Trisakti
tertanggal 22 Oktober 2007 dengan judul "Pendaftaran Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun yang Bangunannya Berdiri
di Atas Tanah Hak Guna Bangunan Yang Berada di Atas

Hak Pengelolaan”. Sesuai dengan aslinya;

Bukti P-18 : Copy contoh SHMSRS yang dimiliki oleh salah satu pemilik

Rumah Susun Hunian Aparemen Mediterania Palace

Residences dengan No. Sedifikat 5245/XVIKHC a.n. Ny.

Lenny Lie, dimana dalarm huruf k) PENUNJUK terdapat

keterangan  "TANAH INI BERDIRI DIATAS HPL

No.1/KEL.Kb.Kosong™. copy; ‘

: Copy Tulisan Wawancara Majalah Forum dengan Prof.

Budi Harsono Harsono, Pakar Hukum Agraria dengan judul

“Duta Pertiwi Harus Dituntul”® dalam Majalah FORUM |

Yt KEADILAN: NO. 09/ 18 - 24 JUNI 2007 ; (ADA ASLI).

20. BuktiP-20:

WEST TOWER

Bukti P-20.1:  Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen
Mangga Dua Court a.n. Honawaii Winata No.
003/PPJB/DP/MC/IVIS2 tertanggal 24 April 1992,sesuai
dengan aslinya; ‘

Bukti P-20.2:  Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen
Mangga Dua Court an. Evan Susantio No.
006/PPJB/DP/MC/IV/92 tertanggal 20 April 1992.sesuai
dengan aslinya;

Bukti P-20.3:  Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Aparemen
Mangga Dua Court a.n. Johan lskaﬁdar No.
008/PPJB/DP/MC/I1/92 tertanggal 24 Maret 1992.copy dari
copy.
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Bukti P-20.4:  Copy Peijanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Aparternen
Mangga Dua Court a.n. Singgih Wibisono No.
014/PPIB/IDPIMCIVIG2 tertanggal 29 Mei 1992.sesuai
dengan aslinya; _

Bukti P-20.5: Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB} Apartemen
Mangga Dua Court a.n. Haryani Perem Ramchad No.
022/PPJB/IDP/MCHING2 tertanggal 21 Maret 1992, sesuai
dengan aslinya;

- BukliP-20.6: Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli {(PPJB) Apartemen

: Mangga Dua Court a.n. Anton Darmawan No.
027/PPJBI/OP/MC/iN/92 tertanggal 15 Februari 1892, sesuai
dengan aslinya;

Bukti P-20.7:  Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen
Mangga Dua Court a.n.  Toni Wiraadmadja No.

- 029/PPJB/IDP/MCAVIGZ tertanggal 19 Juni 1892,sesuai
. dengan aslinya;
~ BuktiP-20.8: Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beii {PPJB) Apartemen
Mangga Dua Court a.n. Budi Lim No.
034/PPJB/IDP/VCHINGZ tertanggal 16 Maret 1992,copy
dari copy, .

Copy Perjanjian Pengikatan Jua! Beli (PPJB) Apartemen

"Mangga Dua Coutt - an. Indrawati No.
037/PPJB/DP/MCAINIIG2 tertanggal 16 Maret 1992 sesuai
dengan aslinya:

J_ ukti Copy Penanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen

. Mangga Dua Court a.n. Tiioe Ka Men No.
078/PPJIBIDPMCIVIINGY tertanggal 20 Agustus
1991,sesuai dengan aslinya;

Bukti P-20.11 : Copy Pefanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen
Mangga® Dua Court a.n. Kishin Hassomal No.
094/PPJB/OP/MC/XII/91  tertanggal 16  Desember
1991,sesuai dengan asfinya;

Bukti P-20.12: Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen
Mangga. Dua Court an. Wo Koen Sem No.
104/PPJB/IDPIMC/XI191 tertanggal 30 Oktober 1991,sesuai
dengan aslinya; 2
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Bukti P-20.13: Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen
Mangga Dua Court a.n. Budianioc Halim ¢ No.
112/PPJB/DPIMCIVIIG1 tertanggal 15 Agustus 1991,

: Bukti P-20.14 : Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen
Mangga Dua Court a.n. Tn Iskandar Tjugito No. 65
tertanggal 20 April 2006, tidak ada aslinya;

Bukti- P-20.15: Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Mangga
Dua Court a.n. NYAUW KWET MEEN No. 055 /PPJB / DP
JMC /IV /92 tertanggal 20 April 1992sesuai dengan
aslinya;

EAST TOWER : .

Bukti P-20.1 : Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB} Apartemen
Mangga Dua Court a.n. Farida Gunawan No.
033/PPJB/DPIMC/INIG2 tertanggal 16 Maret 1992, sesuai

_ dengan aslinya;

Bukti P-20.2 : Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli {PPJB) Apartemen

Mangga Dua Court a.n. Farida Gunawan No.

032/PPJB/DP/MC/IIIfGZ tertznggal 16 _Maret 1992, sesuai

“%.". dengan aslinya;

Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen

Mangga Dua Court an. Sufga Satjawiguna No.

063/PPJB/DP/MC/VIO2 tertanggal 02 Mei 1292, sesuai

dengan aslinya;

Bukti P-20.4 : Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen
Mangga Dua Cout an. Ng Jan Welly No.
064/PPJIB/DP/MCIVI92 terlanggal 04 Mei 1992, sesuai
dengan aslinya; |

Bukti P-20.5 : Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen
Manggd Dua Court a.n. Iskandar Tjugito No. 67 tertanggal

17 Junt 2002, sesuai dengan aslinya;

Bukii P-20.6: Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen
Mangga Dua Court a.n. Tekno Wibowo No.
069/PPJB/DP/MC/V/9Z tertanggal 20 Mei 1982, sesuai
dengan aslinya;

Bukti P-20.7 :  Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen
Mangga Dua Court an. Achmad Rahardia No.
074/PPJB/DP/IMC/IV/92 tertanggal 18 Mei 1992, sesuai
dengan aslinya;
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Bukti P-20.8 :

Bukti P-20.9 :

Bukti P-20.10:

Bukti P-20.11 :

Bukti P-20.12 :

A

kii.P:20.14 :

B

-y »-:_.‘ ,

Bukti P-20.15 :

21.Bukti P-21 .

WEST TOWER :
Bukti P-21.1 :

Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen
Mangga Dua Court an. Sulaiman Sasmita No.
109/PPJB/IDPIMCIVINGZ tertanggal 18 Agustus 1992,
sesuai dengan aslinya,

Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen
Mangga Dua Cout a.n. Rose Surani No.
121/PPJB/DP/MC/XI/92 tertanggal 03 November 1992,
sesuai dengan aslinya_i;

Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen
Mangga Dua Court a.n. Risawaty No.
124/PPJB/DP/MCANIG3 tertanggal 11 Februari 1993, sesuai
dengan aslinya;

Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)} Apartemen
Manggs Dua Court an. Albert Cahyadi S. No.
075/PPJB/DP/MC/VIO2 tertanggal 01 Mei 1992,

Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen
Mangga Dua Court a.n. Surjohonggo Utome No.
041/PPJB/DP/MC/X/92 tertanggal 09 Oktober 1992, tidak
ada aslinya N

Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen

~.-Mangga Dua Court a.n. Pina Mulia No.

‘043/PPJB/DPMCHING2 tertanggal 25 Maret 1892, tidak

‘ ada a\@/a;

Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli {(PPJB} Apartemen
Mangga Dua Court a.n. Ester San Fen Lawadinata No.
007/PPJB/DP/MC/V/I2 tertanggal 18 Mei 1992, sesuai
dengan aslinya@

Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen
Mangga Dua Court a.n. Budiarto Kusmana No.
067/PPJB/DP/MC/VIS2 tertanggal 25 Mei 1992, sesuai
dengan aslinya;

Copy Akta Juat Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Tn. Robert Li No. 13/1I/BARAT/MANGGA DUA

SELT. tertanggal 10 Desember 1996, sesuai dengan
aslinya:
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Bukti P-21.2 :

Bukli P-21.3 :
. Bukti P21.4 :

Bukti P-21.5 :

Bukli P-21.6 :

BukiiP-31.8 :

Bukti P-21.9 :

Bukti P-21.10 :

Bukti P-21.11

e et e i 2 A i A |
[ 3

R R
b a7
Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemien Mangga Dua
Court a.n. Tn. Lim Budi No. 18/I1BARAT/MANGGA DUA
SELT. tertanggal 28 Februari 1997, sesuai dengan aslinya;
Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court an. Ny. Julia Maria Lanneke No.
17M/BARAT/MANGGA DUA SELT. tertanggal 28 Juli
1997sesuai dengan aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Ny. Honawati Winata No.
18/IVIBARAT/MANGGA DUA SELT. tertanggal 23 Maret
1997sesuai dengan aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Ny. Indrawaty No. 2 1/IVIBARAT/MANGGA DUA
SELT. tertanggal 31 Januari 1997, sesuai dengan aslinya;
Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Nn. Agustina No. 23/V/BARAT/IMANGGA DUA
SELT. teranggal 13 Desember 1996sesuai dengan

aslinya, sesuai dengan aslinya;

n""'.“";-f:‘..,_Copy Akta Juai Beli (AJB) Pemilik Apa_rtemen Mangga Dua
~ Court an. Ny _lina Suryani Nandrawati No.
" 35MVII/BARAT/MANGGA DUA  SELT. tetanggal 29

Desember 1997, sesudi dengan aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Tn. Singgih Wibisono No.
46/IX/BARAT/IMANGGA DUA SELT. tertanggal 11 April
1897, sesuai dengan aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Tn. Johan Iskandar No. 47/IXBARAT/MANGGA
DUA SELT. tertanggal 26 Maret 1997, sesuai dengan
aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Tn. Tjioe Ka Men No. 51X/BARAT/MANGGA
DUA SELT. tertanggal 11 April 1997, sesuai dengan
aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Ny. Sulwani Hafini No. 65/XIV/BARAT/MANGGA
DUA SELT. tertanggal 24 Oktober 1997, sesuai dengan
aslinya;
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Bukti P-21.12 :

Bukti P-21.13

 Bukti P-21.14 :

Bukti P-21.15;

' Bukti P-21.16

Bukti P-21 17

Bukti P-21.19:
- Bukti P-21.20 ;

Bukti P-21.29 :

Bukti P-21.22 :

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Tn. Johan iskandar No.
68/XIV/BARAT/MANGGA DUA SELT. tertanggal 07
Januari 1998, sesuai dengan aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Tn. Johan Iskandar No.
100AX/BARAT/MANGGA DUA SELT. tertanggal 12 Marel
1997, sesuai dengan aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Tn. Effendi Widjaja No. 540/SAWAH
BESAR/1898. tertanggal 13 Oktober 1998.,sesuai dengan
aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Aparternen Mangga Dua
Court a.n. Ny. Linna Mailca dan Tn. Benny Mailoa No.
35/5.Besar/2001 teranggal 15 Maret 2001,sesuai dengan
aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Ny. Yang Ching Ching No. 145/5.Besar/2C01
tertanggal 11 September 2001, sesuai dengan aslinya;
Copy Akta Jual Beii {AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Ny. Rina Sugiarto No. 11/2601 tertanggal 05
Oktober 2001, sesuai dengan aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n, Ny. Tin?waty lchwan Mo. 98/S.Besar/2002
tertanggal 19 November 2002, sesuai dengan aslinya;
Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Jake Pison Hawila No. 02/2006 tertanggal 27
Januari 2008, sesuai dengan aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n." Yulianti No. 039/2001. tertanggal 05 Juli 2001,
sesuai dengan aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Ny. Meyrinawati Tjitra No. 266/SAWAH
BESAR/1998 f{ertanggal 05 Juni 1998, sesuai dengan
aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen M,fangga Dua
Court a.n. Gondo Kusumo No. 950/SAWAH BESAR/1997
tertanggal 31 Juli 1997, sesuai dengan aslinya;
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Bukti P-21.23:

Bukti P-21.24 :

Bukti P-21.25:

Bukti P-21.26 :

Bukti P-21.27 :

. %?S
%o

Bukti P-21.1 :

Bukti P-21.2 :
Bukti P-21.3 :
Bukti P-21.4 :

Bukti P-21.5:

- -

! AR
Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Andy Arifin No. 1003/SAWAH BESAR/1997
tertanggal 08 Agustus 1997, sesuai dengan aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Ny. Yudati Wono Hardjo No. 1709/SAWAH
BESAR/1997 tertanggal 18 Noverber 1997, sesuai
dengan aslinya,

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court an. Njauw Kwet Meen No. 306/SAWAH
BESAR/1997 terlanggal 19 Maret 1997, sesuai dengan
aslinya;

Copy Akia Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court~ a.n. Wanila lrene Wangsa No. B50/SAWAH
BESAR/M997 tertanggal 24 Juli 1997. sesuai dengan
aslinya,

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Retno Yauwira No. 2241/SAWAH BESAR/1996

tertanggal 20 Desember 199C.sesuai dengan aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Aparlém;an Mangga Dua
Court a.n. Nn. Kiong Risawati No. 76//TIMURMANGGA
DUA SEL. tertanggal 26 Juni 1997, sesuai dengan aslinya;
Copy Akta Jual Beli {(8JB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Ny. Fenny No. BO/INTIMUR/MANGGA DUA
SELATAN tertanggal 18 Desember 1997, sesuai dengan
aslinya; '

Copy Akta Jual Beli {AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Tn. Robert Rachmat Halim & Tn Andy Satria
Halim No. 98A/TIMURAMANGGA DUA SEL. {ertanggal 28
April 1997, sesuai dengan aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Tn. Sulaiman Sasmita No.
SOVITIMUR/MANGGA DUA SELATAN tertanggal 18
Desember 1997, sesuai dengan aslinya; ;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua

Court a.n. Tn. Hasta Hariawan No.
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Bukti P-21.6 :

Buk{iP-21.7 :

" Bukti P-21.8:

Bukti P-21.9:

Bukti P-21.11 ;

Bukti P-21.12:

Bukti P-21.13:

Bukti P-21.14 :

o —t
-

101ATIMUR/MANGGA DUA SELATAN terlanggal 29

Desember 1997, sesuai dengan aslinya;

~ Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua

Court a.n. Tn. Ng. Jan Welly No. 107VINTIMUR/MANGGA
DUA SELATAN tertanggal 27 Maret 1997, sesuai dengan
aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB)} Pemifik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Ny. Fenny No. 118/IXTIMUR/MANGGA DUA
SELATAN terlanggal 24 Desember 1996. sesuai dengan

aslinya,
Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemiiik Apartemnen Mangga Dua
Court a.n. Tn. Hendra Julianto No.

118/X/TIMUR/MANGGA DUA SELATAN tertanggal 14
Agusius 1996, sesuai dengan aslinya;

Copy Akta Jual Beli {AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Count a.n. Tn. Suwandi Yauwira No.

119X TIMUR/MANGGA DUA SELATAN tertanggal 08
Januari 1997, sesuai dengan aslin;ia;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court an. Ny . Ester Elfride Pasaribu No.
120/X/TIMUR/MANGGA DUA SELATAN tertanggal 24
Desember 1998,sesuai dengan aslinya;

Copy Akta Jual Beli {AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Ny. Ester Elirida Pasaribu No.
121XMTIMURIMANGGA DUA  SELATAN tertanggal 24
Desember 1996, sesuai dengan aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartermnen Mangga Dua
Court a.n. Tn. Goentoro No., 125/ XITIMURMANGGA DUA
SELATAN tertanggal 26 Agustus 1996, sesuai dengan
aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Cout an. Nn.  Anna Hakim Pasaribu No.
13IXIWTIMURMANGGA DUA SELATAN tertanggal 29
Januari 1997, sesuai dengan aslinya;

Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Tn. Prabowo Widya Krisnadi Pa:séribu No.
139/XINTIMUR/MANGGA DUA SELATAN tertanggal 07

November 1997, sesuai dengan aslinya;
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Bukti P-21.15:  Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apariemen Mangga Dua
Court a.i. Doktorandus Willy Setiawan Pasaribu No.
T42/XIV-XVITIMUR/MANGGA DUA SELATAN tertanggal
21 Februari 2000, sesuvai dengan aslinya;

. BuktiP-21.16:  Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua

. Court a.n. Tn. Tekno Prabowo Pasaribu No. 143/15-

16/TIMUR/MANGGA DUA SEL. tertanggal 27 Maret 1997,

, sesuai dengan aslinya; _

- Bukti P-21.17 :  Copy Akta Jual Beli {(AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua

| Cout a.n. Tn. Sony Tanang No. 81/5.Besar/2000
tertanggal 26 Juni 2000. sesuai dengan aslinya; -

Bukti P-21.18 :  Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court an. Tn. Danny Setiadi No. 102/5.Besar/2000
tertanggal 13 Juli 2000, _

Bukti P-21.19:  Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apariemen Mangga Dua
Court a.n. Ny. Pan Esther No. 12/2002 tertanggal 29
Agustus 2002, sesuai dengan aslinya;

Bukti P-21.20 :  Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua

’ =, Court a.n. Ny. Rianti No. 11/2004 tertanggal 18 Maret

\. éUM sesuai dengan aslinya;

* Copy Akta Jual Beli {AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua

J " Coutan. Tn.Yarlis Bachtiar No. 102/VI/TIMUR/MANGGA

__ ’ ‘ DUA SELATAN tertanggal 29 Juni 1998. tidak ada aslinya;

. Buldi 5121'.'22 :  Copy Akta Jual Seli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua

Court a.n. Ny. Jd. Yuliana Cahyadi No. 07/ 2003 tertanggal
_ 23 Juli 2003. sesuai dengan aslinya; _

Bukii P-21.23:  Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga
Dua Court a.n. Wanita Ariani Lisdajanti No. 30/l/SAWAH
BESARJ2002 tertanggal 25 Februari 2002.sesuvai dengan
aslinya;

Bukti P-21.24 ; Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga
Dua Court a.n. Tn. Lie Antonius dan Ny. Rini Lestari No.
1632/I/SAWAH BESAR/1987 terlanggal 06 November
1997. sesuai dengan aslinya;

Bukli P-21.25:  Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Aparlemen Mangga Dua
Cout an. Tn. Yaris Bachtiar No. 2155M/SAWAH
BESAR/997 tertanggal 19 Desember 1987. sesuai
dengan aslinya;
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- Bukti P-21.26:

i
 Bukti P-21.27:

Bukti P-21.28:

 Bukti P-21.29:
 Bukti P-21.30:

Bukti P-21.31:

F o Yty

w7

. BuktiP-222 :

Bukti P-22.3 :

Bukti P-22.4 :

L
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Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court an. Tn. Djony Sudjana No. 161/II/GAWAH
BESARHQQ? terfanggal 19 Februari 1997 .sesuai dengan
aslinya;
Copy Akta Jual Beli {AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Ny, Sia Suk Tjin No. 48/S. Besar/2001
tertanggal 05 April 2001. sesuai dengan aslinya;
Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Courl a.n. Fendi Ko No. 071/2000 tertanggal 13 November ' '
2000. sesuai dengan aélinya;
Copy Akta Jual Beli {AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Tn. Muchsin Kosasih No. 2231I/SAWAH
BESAR/1997 tertanggal 05 Maret 1997.sesuai dengan
aslinya; :
Copy Akta Jual Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court a.n. Nona Ester Sanfen Lawadinata No. 304/SAWAH
BESAR/1997 tertanggal 19 Maret 1997.sesuai dengan
aslinya; B
Copy Akia Juai Beli (AJB) Pemilik Apartemen Mangga Dua
Court an. Tn. Duan Widjaja No. 2162.A/SAWAH

,—-‘:.-‘ HBESAR/M1996 tertanggal 10 Desember 1996. sesuai dengan

aslinya;

Copy Faktur Pajak Pemilik Apartemen Mangga Dua Court
Biok W03/01, Lantai 3 a.n. Robert Lie dari bulan Agustus
1892 — Oktober 1993. sesuai dengan aslinya;

Copy Faktur Pajak Pemilik Apatemen Mangga Dua Court
Blok W03/03, Lantai 3 a.n. Budi Lim dari bulan April 1992 —
September 1893. sesuai dengan aslinya;

Copy Faktur Pajak Pemilik Apariemen Mangga Dua Court
Blok W03/04, Lantai 3 a.n. Evan Susantio dari bulan Juli
1992 — November 1993 .sesuai dengan aslinya;

Copy Faktur Pajak Pemilik Apartemen Mangga Dua Court
Blok W04/01, Lantai 4 dari bulan April 1992 - Oktober
1993. sesuai dengan aslinya; '
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Bukti P-22.5

Bukti P-22.6 :

Bukti P-22.7 :

Bukti P-22.8 :

Bukti P-22.11 :

Bukti P-22.12 :

. EAST TOWER :
Bukti P-22.1 :

Bukti P-22.2 :

Bukti P-22.3

[ A

Copy Faktur Pajak Pemilik Apartemen Mangga Dua Court

Blok W09/04, Lantai 9 dari bulan April_1992 - Maret 1994.
sesuaj dengan aslinya;

Copy Faktur Pajak Pemilik Apartemen Mangga Dua Court
Blok W10/01, Lantai 10 dari bulan April 1892 ~ Maret 1994,
sesual dengan aslinya;

Copy Faktur Pajak Pemilik Apartemen Mangg2 Dua Court
Blok W10/04, Lantai 10 dari bulan Mei 1992 — Mei 1994.
sesuai dengan aslinya, '

Copy Faktur Pajak Pemilik Apartemen Mangga Dua Court
Blok W15/03, Lantai 15 a.n Abraham Tjahya dart bulan Mei
1992 — April 1994. sesuai dengan aslinya;sesuai dengan
aslinya

Copy Faktur Pajak Pemilik Apartemen Mangga Cua Court
Blok WO02/01, Lantai 02 a.n Andy Arifin dari bulan
November 1994 — Mei 1993.sesuai dengan aslinya;

Copy Falkdur Pajak Pemilik Aparteren Mangga Dua Court
Blok W09/03, Lantai 09 a.n Audul Salim Wirawan bulan
April 1993.sesuai dengan aslinya;

Copy Faktur Pajak Pamilik Apartemen Mangga Dua Court
Blok W04/04, Lsntai 94 a.n Indrawati dari bulan April 1992
~ September 1393. sesuai dengan aslinya:

Copy Faktur Pajak Pemilik Apartemen Mangga Dua Court
Blok WO06/05, Lantai 06 a.n Nyauw Kwet Meen bulan
Novermber 1993 — Oktober 1293.sesuai dengan aslinya;

Copy Faktur Pajak Pemilik Apartemen Mangga Cua Court
Blok E01/02, Lantai 1 a.n. Risawaty (Kao Chung Te) dan
bulan Februari — September 1993.sesuai dengan aslinya;
Copy Faktur Pajak Pemilik Aparemen Mangga Dua Court
Blok E04/04, Lantai 4 a.n. Indrawati dari bulan Mei 1992 —
September 1993.sesuai dengan aslinya;

Copy Faktur Pajak Pemilik Apartemen Mangga Dua Court
Blok E05/05, Lantai 5 dari bulan Septemepr_ 1992 -
Oktober 1993. sesuai dengan aslinya; ;
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Bukti P-224 :

Bukti P-22.5 :

Bukti P-22.6 :

Bukti P-22.7 ¢

Bukti P-22.8

Bukti P-22.11 :

Bukti P-22.12 :

Bukti P-22.13 -

Bukti P-22.14 :

© Bukti P-22.15 :

1

! .

} . ] ".. H
¢

Copy Faktur Pajak Pemilix Apartemen Mangga Dua Court
Blok E06/01, Lantai 6 dari bulan Juli 1992 — November
1993.sesuai dengan aslinya;

Copy Faktur Pajak Pemilik Apariemen Mangga Dua Court
Blok E08/02, Lantai 8 a.n. Johanes Haryanto Jacob dari
bulan Juni 1992 — Okiober 1993.sesuai dengan aslinya;
Copy Faklur Pajak Pemilik Aparfemen Mangga Dua Couit
Blok E09/04, Lantai 9 dari bulan Mei 1992 - Agustus
1993.sesuai dengan aslinya;

Copy Fakiur Pajak Pemilik Apariemen Mangga Dua Court
Blok E09/05, Lantai 9 a.n. Johan Iskandar dari bulan April
1992 - Februari 1994.sesuai dengan aslinya;

Copy Faktur Pajak Pemilik Apartemen Mangga Dua Courl
Blok . E10/01. Lantai 4 dari bulan April 1892 — Agustus

.. 1993.sesuai dengan aslinya;

Copy Faktur Pajak Pemilik Apartemen Mangga Dua Court
Blok E10/02, Lantai 10 dari bulan April 1992 — September
1983. sesuai dengan aslinya;

Copy Fakiur Pajak Pemilik Aparte;nen Mangga Dua Court
Blok E11/01, Lantai 11 dari bulan April 1992 — September
1993. sesuvai dengan aslinya; ‘

Copy Faktur Pajak Pemilik Apartemen Mangga Dua Courd
Biok E11/02, Lantai 11 dari bulan Juni 1992 —~ November
1993. sesuai dengan asiinya;

Copy Faktur Pajak Pemilik Apartemen Mangga Dua Court
Blok E14/05, Lantai 14 dari bulan Juni 19_92 - Agustus
1983. sesuai dengan aslinya;

Copy Fakiur Pajak Pemilik Apartemen Mangga Dua Court
Blok E15/04, Lamai 15 dari bulan Juni 1892 — Januari
1994. sesuai dengan aslinya; -

Copy Faktur Pajak Pemilik Apartermen Mangga Dua Court
Biok £11/05, Lantai 11 dari bulan Juli1992 — November
1993 sesuai dengan aslinya;

Copy Faktur Pajak Pemilik Aparttemen Mangga Dua Court
Blok E05/05, Lantai 05 a.n Sulaiman Sasmita dari bulan
Seplember 1992 - Oktober 1993. sesuai dengan_: aslinya;
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Bukti P-22.16 : Copy Faktur Pajak Pemilik Apartemen Mangga Dua Court
Blok W10/04, Lantai 10 a.n Hasta Hariawan bulan Agustus
1992 — Februari 1994.sesuai dengan aslinya,

Bukti P-22.17 : Copy Faktur Pajak Pemilik Apartemen Mangga Dua Court
Blok E04/02, Lantai 04 a.n Ester Sanfen Lawadinata bulan
Juli 1992 — Desember 1993.sesuai dengan aslinya;

Bukti P-22.18 : Copy Faktur Pajak Pemilik Apartemen Mangga Dua Court
Blok E04/05, Lantai 04 a.n Duan Wijaya bulan September

1992 — November 1993.sesuai dengan aslinya;

Bukti P-23 :
Bukii P-23.1

Copy Surat Tanda Setoran No. 126/120/KWBPN/B/VI1/2006
tertanggal 23 Juni 2006, untuk pembayaran tanah di Ji.
Mangga Dua Dalam, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec.
Sawah Besar, SK. No. 013/08-550.09-2006 tgl. 20-6-20086
T~ an. Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian
‘Apartemen Mangga Dua Court (PERHIMNI MDC) Setoran
: Kas Negara Rp.289.247.000.- yang dikeluarkan oleh

Bendanarawan Khusus Kanter Wilayah Badan Pertanahan

’ 2 - DKI Jakarta.sesuat dengan aslinya;
BuktiP-23.2 : - Copy Kwitansi No. DI 306, 8534/2006, untuk
pembayaran Biaya Konstatering Raport & Biaya
Transportasi Rp.291.000,-,
- Copy Kwitansi No. DI. 306. 10713/2006, untuk
pembayaran Biaya Permohonan Perpanjangan Hak,
Rp.25.000,-
- Copy Kwitansi No. Di. 306. 10714/2006, untuk
pembayaran Biaya Permohonan Perpanjangan Hak, alas
SARUSUN Rp.3.675.000,-
- Copy Tanda Terima Berkas No. 10695/2006 tertanggal
27 Juni 2006
- Copy Tanda Terima Berkas No. 10697/2006 tertanggal
27 Juni 2006;
Yang kesemuanya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan
Nasional {(BPN). Sesuai dengan aslinya;
Bukti P-24 : Copy artikel koran Sinar Harapan halaman 12 tertanggal 12
Oktober 2006 dengan judul Terkait Mark Up Pfeﬁgelolaan
Apartemen “Empat Pengembang Dilaporkan ke Polda”.
Sesuai dengan aslinya:
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25. Bukti P-25: Copy artikel koran Sinar Harapan tertanggal 13 Oktober 2006
de'ngan judul Terkait Mark Up Pengelolaan Apartemen “Empat
Pengembang Segera Diperiksa”.sesuai dengan aslinya;
26. Bukti P-26 :Sertifikat No. 2981 Mangga Dua Selatan. Copy ;
27. Bukii P-27 :Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat | (PT. Duta Pertiwi)
_ dengan Tergugat V (PEMDA DKI JAKARTA) No. 6 tanggal 6
o : Juni 1884, copy; )
28, Bukti P-28 :Artike! Majalah Gatra tanggal 13 Agustus 2005 yang berjudul
| “Gelisah Sertifikat Mati Suri".sesuai dengan aslinya;
29! Bukti P-29 :Artikel Koran KOMPAS tertanggal 18 Januari 2002, yang
berjudul “Ratusan Warga Duri Pulo Mengamuk®,sesuai dengan
aslinya;
30; Bukti P-30 :Gugatan ITC Roxy Mas dengan pengembang PT. Duta Pertiwi,
Tbk., sesuai dengan aslinya;
31:; Bukti P-31 :Surat tertanggal 26 Juli 2006 dari Perhimni Apartemen Mangga
| Dua Court yang ditujukan kepada Tergugat Il.sesuai dengan

*"fr,w aslinya;

_‘-f.azaff:‘_g;urat tertanggal 04 Agustus 2006 dari Tergugat Il selaku kuasa
: : 'h.ukum dari Tergugat | dan Jergugat ll, sesuai dengan aslinya;
33 _ﬂ'-" i P:33 :Copy contoh SHMSRS yang dimiliki olek salah satu pemilik
% tanah dan bangunan di J.. Mangga Dua Raya Blok F-1/22
- dengan No. Sedtifikat 1426 a.n. Ny. Ndjarum Sembiring, dimana
dalam huruf i) PENUNJUK terdapat keterangan “Pemisahan

Atas Nama Sendiri (Tanah ini berdisi di Atas Hak Pengelolaan

No.1/Mangga Dua Seiatan”. Sesuai dengan foto copy yang
:_ dilegalisir;

34. Bukti P-34 : Copy contoh SHMSRS yang dimiliki oleh salah satu pemilik
tanah di JI. Puri Jimbaran !t Ancol Timur Biok E-B-C No.6
dengan No. Sertifikat 2631 a.n. Tjandra Widjaja, dimana dalam
huruf i) PENUNJUK terdapat keterangan “Pemisahan Atas
Nama Sendiri (Tanah ini berdiri di Atas Hak Pengelolaan
No.1/Mangga Dua Selatan”. Sesuai dengan aslinya;

35. BukliP-35: Copy contoh SHMSRS yang dimiliki oleh salan satu pemilik
tanah di JI. Puri Jimbaran Il Ancol Timur Blok E-6-C No.6
dengan No. Sertifikat 2936 a.n. Julia Tanang, diméﬁa dalam
huruf f) PENUNJUK terdapat keterangan “Tanah di atas HPL
No.1/Ancol”.sesuai dengan aslinya;
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36. Bukti P-36a:

Bukti P-36b:

Bukti P-36c¢:

Bukti P-36d:

Copy artikel Koran Jaya Posl hari Rabu, 25 AprilO1 Mei
2007/Edisi  18/Tahun | vyang berjudul “Mengungkap
kebohongan di ITC Cempaka Mas (Bag.l) Rekayasa
Pemilihan Pengurus PP" sesuai dengan aslinya,

Copy ariikel Koran Jaya Post hari Rabu, 02-08 Mei 2007/Edisi
19/Tahun | yang berjudul "Mengungkap kebohongan di ITC
Cempaka Mas (Bag.ll} PT. Duta Pertiwi Pemeras? Kepmen
Perumahan Bakal Digugat’sesuai dengan aslinya;

Copy artikel Koran Jaya Post hari Rabu, 09-15 Mei 2007/Edisi
20/Tahun | yang berjudul "Mengungkap kebohongan di ITC
(Bag.lll) PT. Duta Pertiewi Thk. Premanisme? Pemerintah
Jangan | Kompromi dengan Pengembang Hitam".sesuai
dengan aslinya;

Copy artikel Koran Jaya Post hari Rabu, 23-25 Mei 2007/Edisi
21/Tahun | yang berjudul "Mengungkap kebohongan di ITC
(Bag.lV) PT. Duta Pertiwi Tbk dan Kroninya Monster?

Malapetaka di ITC Permata Hijau".sesuai dengan aslinya;

Ge: Copy artikel Koran Sinar Pagi halaman 8 tanggal 18-23

o -Agustus 2005 yang begudul “Sertifikat berpindah Tangan

" Bukli P-36g:

Bukii P-36h:

Ratusan Penghuni dan Pemilik Kios Roxy Mas Resah”.
Copy Artikel Koran Metro yang berjudul *Kasus {TC Roxy Mas

harus dimusyawarahkansesuai dengan asfinya;

: Copy artikel Koran hari Selasa, 03 Januan 2006 Edisi

2131V yang berjudui “Warga Gugat ITC Roxy Mas".sesuai
dengan aslinya;

Copy artikel Koran Metro hari Senin, 01 Agustus 2005: yang
berjudul “Penghuni dan pedagang ITC Roxy Mas resah”

Copy artikel Investor Daily hari rabu, 27 Juli 2005 yang
berjudul “Terkait Pengaduan Penghuni Apartemen MDC,
DPRD DKl akan Panggil PT. Duta Pertiwi".sesuai dengan
aslinya;

Copy artikel Koran Warta Kota yang berjudul “DPRD Desak
Polisi Tangkap Direksi PT. Duta Pertiwi".

Copy artikel Media Indonesia hari Rabu, 17 Oktober 2001
yang berjudul  “Penghuni  Apriemen Menigadu ke
DPRD".sesuai dengan asiinya;
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Bukti P-36i:  Copy artike! koran Surya Pos No. 4/TH.II Minggu IV Maret
tertanggal 11 April 2001 yang berjudul “Pengelola ITC & M2M
Rampas Hak Pedagang, DPRD DKI Masa Bodoh.sesuai
dengan aslinya,

Bukti P-36j:  Copy artikel Koran Tempo tanggal 17 Okiober 2001 yang

berjudui "DPRD Adukan Dirut Duta Pertiwi ke Polisi”.
Copy artikel Koran Tempo yang berjudul "Duta Pertiwi Bantah
Lecehkan Dewan”.sesuai dengan aslinya;

Bukti P-36k: Copy artikel Koran Sinar Glodok tanggal 29 Oktober 2001
yang berjudul "Dirut Duta Pertiwi Bakal Dituntut® sesuai
dengan aslinya;

Bukti P-361: Copy artikel Koran Surya Pos No. 5/TH.II, Minggu HI-IV aprit
2001 yang berudul *PT Duta Pertiwi Mangga Dua diduga
Memanipulas Pajak, Negara Rugi Milyaran Rupiah”.sesuai
dengan aslinya;

Bukti P-36m: Copy artikel Koran Sinar Glodok hari Sabtu, 07 April 2001
5.7 yang berjudu! “Duta Pertiwi, Tolong ya;ng Manusiawi Dong!”,

" Copy artikel koran Sinax Giodok hari Kamis, 05 April 2001
yang berjudul “Banyak Janji Bohong™. Sesuai dengan aslinya;

Bukti P-36n: Copy artikel Info Niaga Edisi Mef 2001 halaman §1 yang
berjudul “PT. Duta Pertwi, Manipulator dan Monopolis®
Copy artikel Info Niaga Edisi Mei 2001 halaman 54 yang berjudul
“ljiin untuk Jembatan Penysberangan Orang Dimanipulasi Jadi
Prakiek-Prakiek KKN Duta Perliwi"sesuai

Komersial dengan

aslinya;

Bukti P-360: Copy Harian Independen Jakara hari Selasa 04 Septernber
" 2001 Ribuan
Diperlakukan Sewenang-wenang”.sesuai dengan aslinya;

yang berjudul Pedagang Mangga Dua

* Bukti P-36p: Copy artikel Koran Kompas hari Selasa, 24 April 2001

: mengenai “Unjuk Rasa Pencemaran” masalah pencemaran
lingkungan hidup oleh Pengusaha Eka Tjipta Widjaiyé".sesuai
dengan aslinya;
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Bukti P-36i:  Copy artike! koran Surya Pos No. 4/TH.H Minggu 1V Maret
tertanggal 11 April 2001 yang berjudul “Pengelola ITC & M2M
Rampas Hak Pedagang, DPRD DKl Masa Bodoh’.sesuai

dengan aslinya;

Bukii P-36j:  Copy artikel Koran Tempo taniggal 17 Okiober 2001 yang
berjudu: “DPRD Adukan Dirut Duta Pertiwi ke Polisi”.

Copy artikel Koran Tempo yang berjudul “Duta Pertiwi Bantah
Lecehkan Dewan”.sesuai dengan aslinya;

Bukti P-36k: Copy artikel Koran Sinar Glodok tanggal 29 Oktober 2001
yang berjudul “Dirut Duta Pertiwi Bakal Dituntu® sesual
dengan aslinya;

Bukti P-361: Copy artikel Koran Surya Pos No. S§/TH.II, Minggu HI-tV april
2001 yang berjudul “PT Duta Pertiwi Mangga Dua diduga
Memanipulas Pajak, Negara Rugi Milyaran Rupiah™.sesuai
dengan aslinya;

Buk# B-36m: Copy artikel Koran Sinar Glodok hari Sabtu, 07 April 2001
. yang berjudut “Duta Pertiwi, Tolong y:;ng Manusiawi Dong!”.

" Copy artike! koran Sinar Glodok hari Kamis, 05 April 2001
yang berjudul “Banyak Janji Bohong”. Sesuai dengan aslinys;

E.

35

kti P-36n: Copy artikel Info Niaga Edisi Mei 2001 halaman 51 yang
berudul “PT. Duta Pertwi, Manipulator dan Monopolis®

of

Copy arlikel Info Niaga Edisi Mei 2001 halaman 54 yang berjudul
"liin untuk Jembatan Penyeberangan Orang Dimanipulasi Jadi
Komersial Prakiek-Prakiek KKMN Duta Perliwi"sesuai dergan
aslinya;

- Bukti P-360: Copy Harian Independen Jakarla hari Selasa 04 September
' 2001 yang berudul Ribuan Pedagang Mangga Dua
Diperlakukan Sewenang-wenang”.sesuai dengan aslinya;

* Bukti P-36p: Copy artikel Koran Kompas hari Selasa, 24 April 2001
; mengenai “Unjuk Rasa Pencemaran” masalah pencemaran

lingkungan hidup oleh Pengusaha Eka Tjipta Widjeiyé".sesuai
dengan aslinya;
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Bukti P-36q:

Bukti P-35r;

l Buldti P-36s:

vt it

P ir\. i

Copy artikel Koran Suara Pembaruan hari Sablu, 26 Oktober
2002 yang berjudul "Rusuh, RUT Perhimpunan Pengurus ITC
Mangga Dua"

Copy artikel koran Warta Kota yang berjudul “Ra'pat Tahunan
ITC Mangga Dua Kisruh” foto copy:;

Copy Suara Warga dari Warta Kota hari Senin, 01 Oktober
2007 yang berjudul "Kriminalisasi terhadap Penulis Surat
Pembaca”

Copy Kotak Pembaca dari Kompas hari Jumat, 06 Juli 2007
yang berjudul “"Penegak Hukum Diperalat Indah Kiat
Tbk".sesual dengan aslinya;

Copy Suara Warga dari Koran Warta Kota hari Kamis, 25
Januari 2007 yang berjudul "Klarifikasi PT Duta Pertiwi Tbk",

- Copy Suara Warga dari Koran Warta Kota hari Senin, 22

Januari 2007 yang berjudul “Duta Pertiwi Jangan Bodohi

Kamil"sesuai dengan aslinya:

Copy Suara Warga dari Koran Kompas hari Sabtu, 19 Agustus

... - 2006 yang berjudul “BSD Junction Lambang Arogansi”

Bukti P-36u:

Bukti P-36v:

37 Bukti P-37:

~Copy artikel Koran Suara Pembaruan hari Jummat, 01

September 2006 yang berjudul “Rapat Soal Sertifikat ITC
Mangga Dua Ricuh™.sesuai dengan aslinya:

Copy artikel Majalah Kontan No.7, tahun VI, halaman 3
tertanggat 12 November 2001 yang berjudul “Beban Eka di
Pundak Rakyat” foto copy:

Copy ari.kel Vonis Pengadilan New York APP harus
membayar utang , Kontan edisi Rabu 13 Februarj 2008,
sesuai dengan aslinya;

Copy surat dari Perhimni MDC kepada Bapak/lbu Pemilik Unit
Apartemen Mang_ga Dua Court Jakarta tertanggal 29 Juli 2006

perihal: Keputusan Rapat Umum Perhimni MDC fanggal 28
Juli 2006.sesuai dengan aslinya;
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38.Bukti P-38:  Copy contoh SHMSRS yang dimiliki oleh salah satu pemilik

Rusun hunian dan non hunian Apartemen Mediterania Palace
Résidences dengan No. Serlifikat 3933 a.n. Hilda
Hadikusuma, dimana dalam huruf I) CATATAN terdapat
keterangan “Tanah ini berdiri di atas HPL No. 1/Kebon Kacang”.

Sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat |l untuk membuktikan dalil-
daiil Jawabannya telah pula menyerahkan bukti-bukti tertulis dipersidangan yang
tel::élh disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup
yar;m diberi tanda Bukti TI-1 sampai dengan Bukti TI-15 sebagai berikut :

Bukti T1-1

Sl

Bukti T1-5

Buk:_ti T1-6

vty
j d 1;-%?'.'

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.
105.A/PPUB/DP/MC/VIIIGT tertanggal 6 September 1994, yang
dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Fifi Tanang (Pengugat I)
dengan Sdr. Abraham Tjahja;sesuai dengan aslinya;

“Surat Pernyataan, lelanggal 6 September 1994 yang dibuat dan

ditandatangani oleh Sdr. Abraham Tjahja.sesuai dengan aslinya;

) : ~ A
: Sertifikat Hak Guna Bangunan'No.2787 atas seb{r}dang tanah yang

terietak di Kelurahan Mangga Dua Selatan. Kecamatan Sawah
Besar. Jakarta Pusat. Yang dikeluarkan oick Kantor Pertanahan
Kotamadya Jakarta Pusat , folo copy.;

: Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2788 atas sebindang tanah yang

terletak di Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah
Besar. Jakarta Pusal. Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kotamadya Jakarta Pusat, Foto copy;

: Sedifikat Hak Guna Bangunan No.2791 atas set@lang tanah yang

terletak di Kelurahan Mangga Dua Selatan. Kecamatan Sawah
Besar. Jakarta Pusat. Yang dikeluarkan oleh Kanlor Pertanahan
Kotamadya Jakara Pusat. (Asli ada pada Tergugal IV)

: Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2792 atas set@hang tanah yang

terlefak di Kelurahan Mangga Dua Selatan. Kecamatan Sawah
Besar. Jakarta Pusat. Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kotamadya Jakarta Pusat foto copy: 'I
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Buktl T1-7 :

BuktiT1-8 :

Bukti T1- 9 -

Bukti T1- 10

Bukti T1- 11

Bukti T1- 13

Bukii T1- 14

Bukti T1- 15

A e b e o P T

S A

Co A

Pengumuman dalam Berita ~ Negara RI No. 260 tahun 1999
sebagai Tambahan Berita — Negara tanggal 28/9 — 1999 No. 78
tentang Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
PT. Duta Pertiwi {Tergugat 1). ,sesuai dengan aslinya;

Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Mangga

Dua Court. Foto copy;

Surat Penolakan teitangal 14 September 1995 perihal Serah
Terima Apartemen Mangga Dua Court. Yang dibuat dan
ditandatangani oleh Penggugat |. (Ada Asli)

Turunan Resmi Putusan Perkara Gugatan Class Action, atas

perkara No. 197/Pdt.G/2006/PN.JkL.Ut di Pengadilan Negeri

Jakarta Utara. Sesuai dengan aslinya;

:Surat tertanggal 3 Juli 2007 perihal Kelengkapan bukti-bukti yang

dibuat oleh Sdri Juanita Kwowarga, S.H dari Kantor Pengacara
Prof.MR.DR. Sidargo Gautama.foto copy;

2 :Surat tertanggal 6 Juli 2007 perihal Pemberitahuan pengumpulan
~ foto copy Sertifikat Hak Miilk atas Satuan rumah Susun untuk buki

tuntutan ganti kerugian di pengadilan vyang dibuat dan
ditandatangani oleh Sdr. Wilsen Candra dalam Kkapasitasnya
sebagal Propety Manager (Pengelola). Foto copy;

:Surat Panggitan Polisi No. Pol. S.Pgl/1632/1/2007/Dit Reskiimum

Polda Metro Jaya, tertanggal 25 Januari 2007 untuk memanggil
Tergugat ll.sesuai dengan aslinya;

:Surat Panggilan Polisi No. Pol. S.Pgi/1631A/2007/Dit Reskrimum

Polda Metro Jaya, tertanggal 25 Januari 2007 untuk memahggil
salah seorang pimpinan PT. Duta Pertiwi (Tergugat 1);sesuai
dengan slinya;

:Majalah Forum tanggal 18 Juni 2007, halaman 11 s/d 25 sesuai

dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat unfuk
membuktikan dalil dari Jawabannya yang telah dlses@an dengan aslinya dan
telah pula dibubuhi materai cukup yang diberi tanda Bukti TIV-1 sampa: dengan

Bukti TIV-2 sebagai berikut :
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Bukti T.IV-1 : Buku tanah HPL No. i/Mangga Dua Selatan, sesuai dengan
aslinya;
Bui(ti TV-2 : Buku HGB No. 2981 / Mangga Dua Selatan, sesuai dengan
aslinya; _
i Menimbang, bahwa telah pula didengar Keterangan Saksi yang diajukan
Pe’pggugat dipersidangan dibawah sumpah lelah menguraikan hal-hal sebagai
berikut . -

1. Saksi Guntoro pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membeli apartemen Mangga Dua Court dengan status HGB
rﬁurni;

- Bahwa saksi tidak pernah diberi tahu Developer status Apartemen yang sakst
sfgbenarnya adalah HGB diatas HPL,

- lé*»ahwa awalnya saksi dijanjikan fasilitas fasilitas umum oleh PT DUTA
PZERTIWI, Tbk antara lain kolam renang ,parkir, lapangan tenis, ruang serba
gi.:_na;

- Bahwa fasiitas yang dijanjikan kepada kami sudah disertifikatkan oleh dan atas

Jawa PT DUTA PERTIWI, Tbk;

y 'j".pahwa PT DUTA PERTIWI, Tbk telzh mengajukan perpanjangan sertifikat

eppmrllkannya namun oleh BPN dicoret dengan. alasan, ternyata status

§ vtanahnya adalah HGB diatas HPL;

> Bahwa untuk memperpanjang serlifikal tersebut barus mendapatkan
rekomendasi dari pernegang HPL yaitu PEMDA DKI1 ;

2.3;_';1ksi AGUS menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah pemilik kios dan Apartemen dari ITC Roxy Mas dan saksi
sebagai Sekjen Asosiasi Perhimpunan Penghuni Rumah Susun seluruh
InEIonesia

- Bahwa sakst tahu pembeli di Apartemen Mangga Dua awainya sebagai
pemegang HGB Murni tetapi setelah dirmintakan perpanjangan status tanahnya
menjadi HGB diatas HPL;

- Bahwa dengan berubahnya status {anah dari HGB murni menjadi HGB diatas
HPL secara ekonomis nilainya turun:

- Bahwa biaya perpanjangan serifikat dengan staius HGB diatas HPL 16 kali
lipat;
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- ;Bahwa antara Asosiasi Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Seluruh
Indonesua dengan Perhimpunan Penghuni Apartemen Mangga Dua Court
pernah t| pertemuan mengenai service charge dalam perkara ini;

- Bahwa saksi menyarankan kepada para pemilik Apariemen Manggu Dua Court

untuk menanyakan kepada Developer:
3.Saksi HANDY SUNADI TJUNG menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu pemilik kios ITC Mar{gga Dua;

- Bahwa saksi baru tahu awalnya status tanah kios ITC Mangga Dua adalah
};‘GB murni hamun pada saat ingin memperpanjang serlifikat teinyata status
t?anah tersebut HGB diatas HPL,

- E’::ahwa akibatnya sebagai pemegang serlifikat HGB diatas HPL menanggung
16 kali lipat lebih mahal;

I

4.$aksi Ahli Prof. BOEDI HARSONO menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa dengan melihat Sertifikat Hak Milik Saiuan Rumah Susun yang dimiliki
oleh para pemilik Apartemen Mangga Dua Court maka apab“iri'a bagian kolom

_‘;ﬁ.ﬁatatan ( Kolom L ) kosong berarti status. tanahnya adalah HGB diatas tanah

w“/ negara atau HGB murni;

Ef -a’{fBahwa Hak Milik Satuan Rumah Sususn sebagai bukti bahwa parapemilik

: apariemen Mangga Dua Court memiliki tanah sesuai dengan ketentuan

L " perundunga undangan yang tercantum bagian, benda dan tanah bersama;

- Bahwa jika pada sertifikat induk tercantum HGB diatas HPL maka ketika
d;ipecah pecah pun harus berstatus HGB di atas HPL;

- B;ahwa PEMDA DKl sebagai pemegang HPL berdasarkan pasal 32 aya.l {2)
P;eraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tidak
tidak dapat lagi menuntut tanah Apartemen Mangga Dua Court karena dalam
v.f*aktu 5 tahun setelah terbit serifikat, PEMDA DKI Jakarta tidak pernah
rr'!lengajukan keberatan séhingga berlaku hukum adat rechtsverwerking;

- B;ahwa Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun merupakan bukti kepernilikan
yang kuat berdasarkan pasal 19 Undang undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Pokok Pokok Agraria;

5.8aksi ahli Dr. FX ARSIN menerangkan pada pokoknya : ‘
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- Bahwa status tanah HPL tidak bisa hilang pada wakiu Serifikat Hak Milik
$atuan Rumah Susun dipecah;

- éahwa status tanah yang berdiri diatas HPL tidak mungkin status HPLnya
d;icatat belakangan setelah beberapa tahun tahun ada tuntutan dari pemitiknya
seperti yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta
Pusat dengan mencatat HPLnya ketika para pemilik Aparternen Mangga Dua
Court ingin memperpanjang sertifikatnya baru diketahui tanah Apartemen
hiliangga Dua Court berdiri di atas HPL; ‘

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun bukti kepemilikan yang
b:erkaitan dengan tanah karena bangunan , tanah serta benda benda bersama
Iéinya yang terletakdiatas tanah bersama adalah salu kesatuan yang tidak

lapat dipisah pisahkan;
[

. Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat ! dan Tergugat Il telah pula
menghadapkan Ahli untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang telah
menguraikan hal-hat sebagai berikut:

L L P F

1. Saksi ahli Ahli Prof. Arie Hutagalung menerangkan pada pokoknya :

vkan merupakan bukli hak

- Bahwa hal mana berkaitan dengan status tanah HGb diatas HPL menjamin
'y E
L adanya kepastian hukum;

- B?hwa Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun yang berdiri di HGB di atas
HPL dapat dijadikan jaminan serta diikat dengan Hak Tanggungan;

- Bahwa kalimat Warkah dalam kolom petunjuk pada sefiap Serlifikat Hak Milik
Satuan Rumah Susun adalah merupakan keterangan mengenai riwayat tanah
dan lainya yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Satuan Rurmnah Susun itu
sendiri;

2. Saksi ahli Erwin Kallo, S.H. menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun juga hak atas lanah tetapi
’udak dapat dimiiiki secara perorangan;

I
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. Bahwa Hak Guna Bangunan diatas HPL menjamin adanya kepastian hukum
serta Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun yang berdiri di HGB diatas HPL
dapat dijadikan jaminan yang diikat dengan hak tanggungan,

- Bahwa BPN secara administratif kalimat warkah dalam kolom petunjuk pada
Setiap Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun adalah keterangan mengenai

riwayat tanah yang berkaitan SHMSRS itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat { dan Tergugat 1l telah
mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 18 Maret 2008,
sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan kesimpulannya

setanjutriya para pihak mohon putusan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu
yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini merupakan bagian tak

terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

DALAM PROVIS;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terurai ciatas;

Menimbang, »bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyampaikan
Gugatan Frovisi yang pada pokoknya menguraikan sebagat berikut:
Bahwa Penggugat mohorn agar diperintahkan penundaan pembayaran biaya
rekf:)rnendasi dari Pemegang Hak Pengelolaan (HPL) untuk perpanjangan
Seﬁiﬂkat HGB, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap:
Baljwa_ agar Tergugat |, Tergugat It memperlihatkan Pertelaan yang berkaitan
der{gan objek perkara dipersidangan dan memerintahkan Tergugat |, Tergugat i,
Terbugat ill, Tergugat IV dan Tergugat V untuk tidak meilakukan tindakan hukumn
apa;pun juga ataupun mel@ukan penagihan penagihan pembayéran biaya
rekomendasi HGB diatas HPL selama perkara ini belum berkekuatan hukum
tetap;
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Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu gugatan provisi
diiiﬂnaksudkan sebagai suatu tindakan hukum sementara yang harus
dilaksanakan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap meskipun adanya
upana hukum banding maupun kasasi, bahwa tindakan provisi merupakan
tinfdakan mendesak yang tidak berkaitan dengan gugatan pokok dari gugatan
Pénggugat;

Bahwa sebagaimana uraian dari gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat
bahwa yang menjadi pokok sengkela perkara ini adalah berkaitan dengan
apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berkaitan
de;ngan alas hak dari objek perkara berupa Apartemen Mangga Dua Court;
Bahwa jika dihubungkan dengan petitum Gugatan Penggugat dalam pokok
perkara juga berkaitan dengan apakah pembebanan terhadap biaya
rek%omendasi kepada Penggugat sehubungan dengan per-panjangan SHGB
mérupakan perbuatan melawan hukum yang menjadi pokok sengketa dajam
peq!'kara ini;

Ba;hwa Pertelaan yang dimaksud oleh Penggugat untuk diperlihatkan
' iﬂéngan ini olcl, Para Tergugat menurut Majelis Hakim berkaitan dengan
uﬁian dalam pemeriksaan perkara ini karenanya, tidak periu dituangkan

%1 suatu bentuk pulusan provisional; -~

r

Merimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan lersebut diatas menurut

"‘Méjelis Hakim terhadap permohonan Provisi Gugatan Penggugat pada angka 1

dar) pada angka 2 tersebut diatas adalah merupakan pokok sengketa yang harus
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara in cassu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan
Pasal 180 HIR Pasal 54 dan Pasal 55 RV maka gugatan provisi Penggugat

har;uslah ditolak;

DALAM EKSEPSI;
Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I, Tergugat 1l dan
Ter'_’gugat V telah pula menyampaikan keberatan/Eksepsi terhadap Gugatan

Periggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona;
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a. Bahwa Tergugat [l tidak dapat ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini,
karena berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang tentang
Perseroan menyatakan bahwa Perseroan mempunyai legitimasi
sebagai Badan Hukum karenanya Perseroan bertindak atas dirinya;

b. Bahwa Penetapan HGB diatas HPL bukan merupakan kewenangan
. Tergugat | maka Penggugat tefah salah menarik Tergugat | sebagai

pihak dalam perkara ini;
‘2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscurum Libellumy);
i a Bahwa dalil gugatan Penggugat berleniangan satu sama lainnya;

b. Bahwa Petitum gugatan Penggugat tidak sejalan dengan dalil

gugatannya;

¢. Bahwa Hak atas objek gugatan tidak ielas dan Penggugat bukaniah

kuasa:

M"&b—i“ " - d. Bahwa sistematik gugatan membingungkan;

5 Memmbang bahwa terhadap keberatan Para Tergugat tersebut

\-:-.;,Penggugat telah mena@pmya dalam replik Penggugat yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :
Bahwa dengan diberiakukannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang
Pei:s.eroan Terbatas maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sudah tidak

berlaKu lagi sehingga keberatan yang dikemukakan oleh Para Tergugat sudah
ndalk relevan;

Baﬁwa terhadap ketidak wenangan Para Tergugat | dan Tergugat 1l tentang
penetapan HGB diatas HPL akan tetapi Para Tergugal tidak melakukan tindakan
terhadap perubahan tersebut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat berdasarkan bukti-bukti dan kebenaran fakia-fakta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan , terhadap
keberatan/Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat |, Tergugat It dan Tergugat
V sebagai berikut:
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Bahwa Terhadap keberatan 1. Ditariknya Tergugat It sebagai pihak dalam
perkara ini harus ditolak karena berkaitan dengan Pembuktian yang harus
dibuktikan yaitu sejauh mana tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama
Tefgugat | yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat, karenanya hal tersebut
ak:':an dibuktikan dalam pertimbangan pokok perkara;

BaI wa keberatan Para Tergugat yang menyatakan bahwa tidak ada
ke\tenangan Para Tergugat | dan Tergugat !l dengan adanya penetapan HGB
dia{tas HPL juga berkaitan dengan pembuktian dan akan dipertimbangkan
bef:samaan pokok perkara;

Bahwa menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat sudah jelas dan telah saling
me,:f_ndukung antara dalil-dafif Posita gugatan dengan Petitum karenanya
keberatan Para Tergugat berkaitarn dengan hal tersebut tidak beralasan,

" Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim beralasan
pula keberatan Para lergugat !, Tergugat Il dan Tergugat V tersebut untuk
ditc3|ak;

DALAM POKOK PERKARA,;

Y 't_% “Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa
dalam gugatan Penggugat lersebut yaitu :

1. Apakah Apartemen Mangga Dua Court {Objek Sengketa) yang berdiri

- diatas fanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB) atau HGB berdiri diatas
tanah Hzk Pengelolaan (HPL) sebagaamana dalil pokok gugatan
Penggugat;

2 Bahwa pada saat Pengikatan Jual Beli atas objek sengketa oleh Para
f Tergugat |, Tergugat dan Tergugat I, tidak memberitahukannya kepada
i Para Penggugat mengenai status tanah HGB diatas tanah HPL sehingga

menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat pada saat memperpanjang
HGB atas objek sengketa tersebut; ,;
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3. Bahwa Para Tergugat | dan Tergugat |l tidak e} rahkan Perlelaan dari
objek sengketa yang seharusnya dilakukan oleh Para Tergugat 1 dan

Tergugat Il tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para
Pehggugat telah mengajukan bukti-bukii surat, saksi-sakst dan ahk
dipersidangan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut digertimbangkan

sebagai berikut :

Ba;wwa bukti P-1, bukii P-2, bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5, bukti P-8, bukti P-
7. bukti P-8 telah membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik dari objek
sengketa berupa Satuan Rumah Susun yang dikenal dengan Apartemen
Ma"ngga Dua Court berdasarkan Sertifikat Hak Milik Rumah Susun (SHMR) yang
me:'rupakan milik bersama Para Penggugat tersebut;
Bahwa Satuan Rumah Susun tersebut berdiri diatas tanah dengan HGB yang
merupakan SHMSR yang berakhir pada tanggal 19-7-2008, berada diatas Hak
| Peé}gelolaan No.1/Mangga Dua Selatan atas nama PEMDA DKI Jakarta
(Dibenarkan oleh Para Tergugat); ~
. “fi?ia HGB berada diatas Hak Pengelolaan (HPL) tersebut bar diketahui oleh
:;a[a Penggugat pada saat Pengajuan Permohonan Perpanjangan HGB cbjek

'eta’j_

a Para Penggugat merupakan Pengurus Perhimpunan Pemilik Rumah
sg‘i;h';;zf;;‘J‘F‘(PF’RS; berdasarkan Kepulusan Rapat Umum tanggal 21 Nopember
15597
Bahwa bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, P-22, P-23 membuktikan bahwa Para
Penggugal sebagai Pemilik Objek Sengketa juga diwajibkan membayar pajak
tanah dan bangunan (PBB), selain kepemilikan atas unit-unit rumah susun juga
Par:a Penggugat mampunyai hak atas tanah bersama;

Bahwa bukti P-12 merupakan photo- -photo ruangan yang oleh Para Penggugat
dtklalrn sebagai milik bersama Para Penggugat;

Bahwa bukti P-20 dan bukti P-21, berupa Akia Pengikatan Jual Beli dan Akta
Jual Beli atas Objek Sengkela antara Para Penggugat dan Tergugat |;

Bahwa bukti P-34, bukti P-35 dan bukti P-38 membuktikan bahwa dalam SH_}?S
tercantum HGB yang berada diatas tanah dengan Hak Pengelolaan;

Bahwa bukti-bukti yang lain sebagian besar berupa kliping-kliping Berita yang
menurut Majelis Hakim tidak terlalu retevan untuk dipertimbangkan;
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_ Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Para Tergugat juga
telr;zh mengajukan bukti-bukti surat dan ahli dipersidangan yang akan
diﬁeﬂimbangkan si berikut :

Bahwa terhadap bukti TI-1, bukti T)-2 (Relevan dengan bukti P-22, bukti P-23)
membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik objek sengketa (Apartemen
Mangga Dua Court);

Bahwa bukti TI-3, pukti Ti-4, bukii TS, bukti Ti-6 membuktikan bahwa objek
sengketa sejak awal HGB No. 2787, HGB No.2791, HGB No. 2792 herada
diatas tanah dengan Hak Pengelolaan;

Bahwa bukti P-8, membuktikan adanya penolakan dari Para Penggugat dalam
serah lerima Apartemen Mangga Dua Court dari Tergugat | kepada Para
Penggugat meialui PP%RS (PERHIMND;

Bahwa bukti PIV-1, bukti PIV-2, membuktikan bahwa objek sengketa berada
diai‘e_us tanah HPL No.1/Mangga Dua Selatan dengan HGB No. 2981/Mangga
Du::a Selatan;

Bar}wa bukdi lainnya tidak relevan untuk diperlimbangkan oleh Majelis Hakim;

tMenimbang, bahwa dari bukii-bukii tertulis yang_ diajukan oleh Para
Penggugat dan Para Tergugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
Bahwa sejak semula Objek Sengketa Apartemen Mangga Dua Court dibangun
diatas tanah Hak Guna Bangunan yang berada diatas Tanah Hak Pengeiolaan
.2 EMDA DKl Jakarta;

a Hak Pengelolaan terhadap Tanah Objek Sengketa Berdasarkan SK

Y,
E 7 eglen Dalam Negeri tertanggal 20-12-1986 No. SK. 132/HPL/DA/86 kepada
| WG EN‘IBA DKI Jakarta;

® %w ﬁahwa HGB yang berada diatas Hak Pengelolaan No.1Mangga Dua Selatan

s, -,atas nama PEMDA DKI Jakarta tersebut akan berakhir tanggai 19-7-2008,

"Bahwa untuk memperpanjang HGB No. 2981/Mangga Dua Selatan yang berada
dlatas tanah HPL MNo.1/Mangga Dua Selatan tersebut, maka kepada Para
Penggugat dikenai biaya Pemasukan (Rekomendasi) kepada PEMDA DKI
Jakarta guna memperoleh rekomendasi dari Pemegang HPL untuk
memperpanjang HGB tersebut;
Bahwa oleh Para Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat 1Nl tidak diberitahukan
bahwa HGB berada diatas Tanah HPL kepada Para Penggugat saal, dilakukan
Perjanjian Pengikatan Jual Beii atau pada saat Akta Jual Beli ditanda- tangam
Bahwa Para Penggugat merasa keberatan dan merasa dirugikan dengan ketidak
jujuran Para Penggugat objek yang akan dijualnya kepada Para Penggugat;
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Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata
dirf_laksudkan kepada suatu perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, tidak
habya kepada hukum formal juga kepada pelanggaran kepada kepatutan,

kepantasan, norma-norma yang hidup dalam masyarakat,

Menimbang, bahwa pengeitian perbuatan  melanggar hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah mengalami perluasan
pengertian dimana melanggar hukum tidak saja diartikan sebagai perbuatan
yaﬁgmelanggar undang-undang saja tetapi juga termasuk perbuatan yang
mglanggar unsur kepatutan, ketelitian dan kehati-halian;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugal yang
didasarkan kepada transaksi jual beli terhadap objek perkara berupa Apartemen
Ma?ngga Dua Court sebagaimana bukti-bukli Para Penggugat;

Menimbang, bah\;\;a sebagaimana disebutkan pasal 1457 KUHPerdata

bahwa jual beli adalah suatu perselujuah dengan mana pihak yang salu

//m”engikaman dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang fain

untuk membayar harga yang telah dijanjikan;
’%_.a\hwa ‘Pasal 1491 KUHPerdata menyebutkan bahwa penanggungan yang
* ""E“jadL kewajlban Penjual kepada Pembeli, adalah untuk menjamin dua hal

ama penguasaan benda yang dijual dengan aman dan kedua terhadap

v cacad barang yang tersembunyi atau sedemikian rupa sehingga dapat

o=

@/

dijadikan alasan untuk pembatalan pembeliannya;

Menimbang, bahwa sahnya jual beli harus ada persetujuan dan
kesepakatan antara Penjual dan Pembeli sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata,
bahwa ternyata dari peranjian jual beli antara Tergugat dan Penggugat

ditemukan adanya cacat tersembunyi berkaitan dengan tidak diberitahukannya

* keadaan objek jual beli berupa Apartemen Mangga Dua Courl yang berdiri diatas

o]

tanah Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik
PEMDA DKl Jakarta, yang mengaskibatkan pembebanan kepada Pembeli
(Penggugat) atas biaya rekomendasi perpanjangan HGB atas tanah lersebut,
dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut termasuk kedalam
perbuatan penipuan sehingga dapat dijadikan alasan pembatalannya;

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mengajukan pembatalan jual beli

tersebut maka Majelis Hakim tidak memperimbangkannya:
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Menimbang, bahwa dengan demikian dengan tidak diberilah@annya
oleh Para Tergl]gat I, Tergugat Il dan Tergugat Uil tentang status keadaan tanah
objek sengketa berupa Hak Guna Bangunan yang berada diatas Hak
Peingelolaan kepada Para Pengg@pmerupakan pelanggaran terhadap Pasal
1491 KUHPerdata karena dengan sengaja menyembunyikan keadaan tersebut

i s
sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk memberitahukan kepada Para
Tei‘gugat atas keberadaan HGB Objek Sengketa diatas tanah Hak Pengelolaan
,Pdea DKI Jakarta berada pada Tergugat |, Tergugat Hi sebagai pihak Penjual,

q -

Menimbang, terhadap Tergugat Il kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat’
Akta Tanah (PPAT), sebagai Pejabat Publik Tergugat Nl sebagai PPAT %
berkewajiban untuk membela kepentingan tidak hanya Para Tergugat akan tetapi
juga membela kepentingan Para Pengqugat agar jual beli berjalan sesuai asas-
asas hukum jual beli yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan te;sebut menurut Majelis

4]

ergugat [, Tergugat il dan Tergugatlll telah melanggar unsur kepatutan,
‘hatian dan ketelitian;

Mg__nimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim dalil pokok

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat IV dan Tergugat V oleh karena
tidak berkaitan langsung dengan perjanjian jual beli objek sengketa, maka hal
tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karenanya gugatan {
Penggugat untuk menghukum Tergugat IV dan Tergugat V lelah melakukan '
perbuatan melanggar hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dali! pokok gugatan Para
Pen;ggugat berkaitan dengan fidak diserahkannya Pertelaan objek sengketa
kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (2) UU No. 16 Tahun 1 085 Tentang
Rumah Susun menyebutkan bahwa Seriifikat Hak Milik atas Satuan Rumah

Susun terdiri dari Salinan Buku Tanah, Surat Ukur Atlas Hak Bersama. Gambar
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Dehah Tingkat Rumah Susun yang menunjukkan satuan Rumah Susun yang
dirr;iliki, Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda
ber:sama, dan tanah bersama yang bersangkulan, kesemuanya merupakan satu
kesfatuan yang tidak terpisahkan. Perlelaan berkaitan dengan proses pemisahan
hak milik atas satuan Rumah Susun dari Pertelaan dapat dilihat seberapa besar
bagian hak pemilik satuan Rumah Susun atas bagian bersama, benda bersama

dan tanah.bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, bukti F_’-1.a. bukti P-1.b dapat
dilihat Pertelaan dimaksud terdiri dari bagian bersama, benda bersama, denah
satuan rumah susun, denah bangunan lantai dan denah tanah bersama tempat
bnan rumah susun didirikan, pertelaan juga mefupakan uraian dalam bentuk
tulisan maupun gambar yang mempeijelas batas-batas masing-masing satuan
rumah susun baik itu batas-batas horisontal maupun batas-tatas vertikal serta

uraian nilai perbandingan proporsional masing-masing rumah susun tersebut;

/‘,, Menimbang, bahwa Pertelaan yang dimaksud harus ada pengesahan dari

2y
/ ".

Kepala Daerah Tk, sedangkan untuk Propinsi DKI Jakarta nengesahan
pertelaan terhadap objek sengketa dilakukar oleh Gubernur DKI pada tanggal 25
Agui}uc 1995 No. 926 Tahun 1995, dapat_dilihat pada setiap gambar denah

ﬁ%\gﬁ;}bﬁ at Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;

"~ Menimbang, bahwa bagian bersama terdiri dasi ruang unfuk umum, ruang
tangga, lift, selasar, pondasi, koridor, dan benda bersama meliputi jaringan air
bersih, jaringan listrik, jaringan gas, saluran pembuangan limbah, saluran air
hujan dan tanah bersama penhgelolaannya dilakukan oleh penghuni atau pemilik

sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan
oleh Perhimpunan Pen@nuni;

I_ Menimbang, bahwa untuk melakukan pengetofaan Satuan Rumah susun
tersebut diatas harus dilakukan oleh Suatu Badan Pengelola yang ditunjuk dan
dibentuk oleh  Perhimpunan  Penghuni, Sedangkan  Penyelenggara
Pernbangunan (Tergugat 1) wajib mengelola Rumah Susun yang bersangkutan
dalam jangka sekurang- -kurangnya liga bulan atau paling lama satu tahun sejak
terbentuknya Perhimpunan Penghuni atas biaya Penyelenggara Pembangunan
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Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan hdak
dibantah oleh Tergugat | ternyata belum ada penyerahan yang dilakukan oleh
Tergugat } sebagai Penyelengara Pembangunan kepada Perhimpunan Penghuni
(Para Penggugat) melakukan penyerahan pengelolaan terhadap bagian bersama
dan benda bersama termasuk tanah bersama kepada Perhimpunan Penghuni

yang sudah terbentuk sejak 6 Februari 1995;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti TI-9, teranggal 14 September

. 1995 berupa surat penyerahan Apartemen Mangga Dua Court dari Tergugat !

kepada Para Penggugat telah terjadi penolakan karenanya dengan belumn
dila;ksanakan penyerahan pengelolaan objek sengketa (Pengelolaan Rumah
Susi_un) tersebut tidak dapat hanya dipersalahkan kepada Tergugat | tersebut;
: Menimbang, bahwa terhadap penglaan yang dirnak@ oleh Para
Penggugat adalah merupakan ruang bersama adalah ruang-ruang yang berada
dide:apan maing-masing unit satuan rumah susun, tidak termasuk ruangan
pertemuan yang memerlukan pengelolaan khusus yang akan digunakan sebagai
ruang pertemuan (Gedung Pertemuan} yang didalilkan oleh gugatan Penggugat
ju é termasuk ruang tangga, ruang lift dar ruangan-ruangan lain yang tidak
Qﬁeﬂ{ﬁ ahkan dengan bagian dari sartuan.rumah susun tersebut;
v ‘ﬁ.;-‘

Mem[nbang. bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang

5 %ﬂan dengan penyerahan pertelaan atas bagian bersama, benda bersama

ebagmmana dalil gugatan Penggugat tersebut harusiah ditolak;

; Menimbang, bahwa terhadap Petitum Primair gugatan Penggugat akan
dipefrﬂmbangkan bersamaan dengan Petitum Subsidair gugatan Pehggugat
sebégai berikut :

Bah{wa Petitum agar Tergugat 1, Tergugat Il dan Tergugat M telah melakukan
perbuatan mefawan hukum dapat dikabulkan;

Bah\;Na Majelis Hakim tidak sependapat dengan Para Tergugal terhadap baik
kerugian materiel maupun Kerugian immateriel yang didalitkan Para Penggugat
dalam gugatannya;

Bahwa kerugian yang nyata akibat tidak diberitahukannya keadaan tanah objek
sengketa mengakibatkan Para Penggugat dikenai beban biaya untuk membayar
uang pemasukan (Rekomendasi) kepada PEMDA DKI Jakagta untuk
memperpamang HGB atas objek sengketa, sehingga adalah patut biaya tersebut
dibebankan kepada Para Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat IU;
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Bahwa besarnya biaya rekomendasi yang harus dibayarkan kepada PEMDA DKI
akén diserahkan kepada Pejabat yang berwenang menetapkannya karena
meskipun dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan besarnya jumlah
tersebut akan tetapi tidak disertai dasar-dasar perhitungan yang tepat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum selebihnya menurut majelis Hakim
tidak beralasan hukum untuk dikabulkan karenanya harustah ditolak;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa dalil pokok Gugatan Rekonpensi adalah karena
derigan adanya gugatan konvensi dari Tergugat Rekonvensi tersebut telah
merugikan, merusak nama baik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut hukum siapapun yang merasa haknya
dilanggar berhak mengajukan gugatan {erhadap orang yang melanggar,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut melakukan
Gugatan Perdata di Pengadilan bukan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum,
karenanya Menurut Majelis Hakim daiil pokok Gugatan Rekonpensi ini harus

,«ﬂ’rﬁté‘km -

Memmbang. bahwa karena Tergugat I/Penggugat Rekonvensi i, Tergugat
) IUF‘enggugat Rekonvensi It dan Tergugat Il telah dipersalahkan dalam perkara

ini maka biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada mereka secara bersama-
sama;

Mengingat Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun

dan beberapa Pacsal dalam Kiiab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) beserta
hukum lain yang berkaitan:

MENGADILY:

DALAM KONVENS! ;

DAL;!QM EKSEPSI :
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Menolak Eksepsi Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat V;
DALAM POKOK PERKARA:

iMengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;

‘Menyatakan Tergugat !, Tergugat i, Tergugat il telah melakukan Perbuatan
?Melanggar Hukum;

Menghukum Tergugat !, Tergugat ), Tergugat il membayar biaya
‘Rekomendasi/Pemasukan untuk memperoleh Rekomendasi dari PEMDA
DKI Jakarta sebagai Pemegang Hak Pengelolaan No. 1/Mangga Dua
:Selatan, guna memperpanjang Hak Guna Bangunan No. 2981/Mangga Dua
%Selatan. luas 9003 M2 diatasnya berdiri Apariemen Mangga Dua Selatan
(Objek Sengketa) secara bersama-sama, sebesar jrumlah yang ditetapkan

oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

; t;?jblak Gugatan Para Penggugat selebihnya;

f

’j

REKONVENSI.

Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Ditefima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat iI/ Penggugat
Rek:onvensi Il, Tergugat Wi, secara bersama-sama membayar biaya yang limbul
dalam perkara ini sebesar Rp.3.259.000- { tiga juta dua ratus ima puluh

sembilan ribu rupiah ); |
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Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan"lﬁzﬂaﬂjeii.s. Hakim
F’éngadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari SELASA tanggal 8 April 2008 oleh
kami Ny. ANDRIANI NURDIN,SH.MH. Ketua Pengadilan Negeri Jakaria Pusat
sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi ZULFAHMI,SH.MHUM. dan [FA
SUDEWI,SH.MHUM. Masing-masing sebagat Anggota Majelis, putusan ini
diucapkan pada hari SENIN tanggal 14 Aprif 2008 dalam persidangan yang
dir;yatakan terbuka uniuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu
WJ?\HMUAD!,SH Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan
Ku:asa Hukum Tergugat L.dan T-ergugat Il tanpa dihadiri Tergugal i, Tergugat IV

serta Tergugat V;

Anggota Majelis tsb.

Ttd

H.ZULFAHMI, SH.MHUM.

Ttd

IFA SUDEW! ,SH.MHUM.

Ketua Majelis tsh.

B e Ttd

¥ Ny Hj.ANDRIANI NURDIN,SH.MH.

Panitera Pengganti.

Tid
WAHMUADI,SH.
Biaya biaya :
-Redaksi Rp. 3.000,-
-Meterai Rp. 65.000,-
-Panaggilan__ Rp. __3.250.000,-
Jumniah Rp. 3.259.000,-
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TURUNAN PUTUSAN PERDATA
PENGADILAN TINGGi DKI JAKARTA

YANG DIKELUARKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
DI
JAKARTA

NOMOR : 256 /PDT/ 2009 /PT.DKL. Jo. Nomor : 205 |Pdt. G/ 2007 /IPN.Jkt.Pst.

DALAM PERKARA ANTARA

FIFl TAHAMG, Cc.
MELAWAN

PT- DuTA PERTIDL TeK, Cs.

----------------------------------------

Diputus oleh Majelis Hakim : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Pada Tanggal .M seeTEMeeR. Aoog.
Hakim Ketua Do unTune WARSADL S
Hakim Anggota - L PUTU widHya, -
Hakim Anggota o fo ATV BAMEAG  MEXORD, Spit
Panitera Pengganti L PUDIARTD S
Putusan ini terdiri dari ;&2 C0un Pobe BUAY.  halaman

T RTIY g/
2 glianery, FH Ul, 201

Analisis hak milik..., J




Benama
Turunan Puiusar Penetapan perkara perdata dzlain iingkat: Banding
Kousasi
Beming Kembak

Leneadilaniieperbrakartu=-Ruen:
Dari: Penpadilan Tirgei DK Jakarta Tanggal : 14 September 2009

Nomor : 256/PDT/2009/PT. DKI. Jo
205/Pd1.GA2007/PN. Ikt Pst

Dicatat disini :
Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah diberitahukan kepada :

- Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat I pada 1anggal 24 Pebruari 2010 ;

- Pembanding ITerbanding It semula Penggugat I1 pada tanggal 24 Pebruari 2010
- Pembanding [I/Terbanding 1 semula Tergugat 1 pada 1anzgal 18 Pebruari 2010 ;

- Pembanding IIl/Terbanding H1 semula Tergugat I pada tanggal 18 Pebruari 2010 ;
- Pembanding IV/Terbanding [V semula Tergugat ITI pada tanggal ¢ Pebruari 2010 ;
- Terbanding V semula Tergugat IV pada tanggal 10 Pebruari 2010 ;

- Terbanding VI semula Tergugat V pada tanggai 09 Pebruari 2010 ;

Rahwa setelah di teliti dalam buku Register Kasasi, Pembanding I/Terbanding [T semuia Penggugat I
dan II telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tanggal ¢ Maret 2010, Nomor :
18/Srt.Pdt. Kas/2010/PN.Jkt.Pst, Nomor : 205/Pdt.G/2007/PN.Jke.Pst; U/ \C Lo\

—

o7

I
il
]
]

Dibuat sesuai dengan aslinya pada taaggal : 10 Maret 2010.
Turunan Putisan/ Pepetapan ini dikeluarkan pada tanggal : 10 Maret 2010.

Atas Permohonan Pembanding [I/Terbandiog I semula Tergugat 1.

WAKIL PANITERA
/ Y ADLLAN NEGERI JAKARTA PUSAT

JORIANAJ SARAGIH, SH. MH.
NIP. 19641007 199103 2 002

Tanda Bavar di kas

Padatanggal 10 Maret 2010
Upah Tulis ~ Rp.  6.600,- : q{g ”_oc.-
"‘ 3 sloies

Materai Rp.  6.000.-
Jumlah Rp. 12.600,- 72;
’ 7 Mﬁfmm/

{Paraf Penerima)
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A PUTUSAN

NOMOR: 256/PDT/2008/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeariksa dan mengadifi
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah
menjatubkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. FIFl TANANG, selakue Ketua Perhimpunan Penghuni
Rumah Susun (PPRS) Apartemen Mangga Dua Court, yang
beralamat di JI. Mangga Dua Dalam Jakarta 10730;

2. TIANDRA WIDJAYA, Selaku Sekretaris Perhimpunan

Rumah Susun (FPRS) Apartemen Mangga Dua Court, yang

selanjutnya disebut sebagai

embanding I/Terbanding Il semula Para Penggugat ;

MELAWAN

Mangga Dua Lt. 7-8 JL. Mangga Dua Raya Jakarta Utara,
dalam hal ini memilih domisili hukurm di kantor kuasanya
Kantor Advokat FACHRI HARAHAP & PARTNERS ,
beralamat di Jakarta, berkantor di gedung Wisma Nugra
Santana, fantzi 13, Jalan Jenderal Sudirman _“Kav. 7-8,
Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus ierlanggal
15 April 2008, selanjutnya disebut sebagai Pembanding

li/Terbanding | semula Tergugat | ;

ILMUKTAR..............
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H. MUKTAR WIDJAJA, selzku Direktur Utama PT. Duta

D

Pertiwi. Tbk. Beralamat i JI Sutan Syahrir Ng. 12 B
RLOS/Rw.01 Kel. Gondang Dia Kec. Menteng Jakana
Pusat. dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor
kuasanya Kantor Advokat FACHRI HARAHAP &
PARTNERS , beralamat di Jakarta, berkantor di gedung
Wisma Nugra Santana, lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman

Kav. 7-8, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 15 April 2008, selanjutnya disebut sebagai

Eelybanding lIl/Terbanding Il semula Tergugat I1;
RIS ARIKANT] NATAKUSUMAH, SH, Beralamat di
Mangga Besar Raya Mo. 1G, Jakarta Barat, yang dalam
I ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama
' '~_:~,\ DJODJON  SUDJONO, Karyawan Notaris ARIKANTI
| \NATAKUSUMAH SH alamat Kemanggisan Gang U-2/39
. UA Rt.009/015 Palmerah Jakarta Barat, berkantor di kantor
k 5’\ .l I NY ARIKANT] NATAKUSUMAH, SH Pejabat pembuat
’ Akta ITanah Kotamadya Jakarta Barat jalan Raya Mangga
Besar 1-G, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 24 April 2008, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding IV/Terbanding I/ semula Tergugat lll ;
IV.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA cq. KEPALA
KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA
PLISAT, beralamat di JI. Tanah Abang i No. 1 Jakana
Pusat, untuk selanjutnya dJdizebut sebagai Terbanding V
sernula Tergugat IV,

2,GUBERNUR............
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V.GUBERNUR BKI JAKARTA cq. PEMDA DKI JAKARTA
cq. BIRC FERLENGKAPRPAN PROVINSI DKI JAKARTA,
beralamat di JI. Mecdan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta
Pusal, selanjutrya disebut sebagai Terbanding VI semuila

Tergugat V,

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat — surat lainnya

berhubungan dengan perkara int ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum

alam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
T, Nomor @ 205(Pdt.G/2007/PN.JKLPst tertanggal 14 April 2008,
- o
v ™ 4 "-.* f-':cjalam perkara artara kedua belah pihak yang amarnya sebagai
{‘\1‘—% r Il.t?‘erikut:
Ry
=

eus? £ /DALAM KONPENSH :
3 tou

S==ET 0 DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat V ;

DALAM POKOK PERKARA:

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian,

Menyatakan Tergugat |, Tergugat I, Tergugat il telah
melakukan Perbuatan Melanggar Hukurn;

Menghukum Tergugat |, Tergugai I, Tergugat lil membayar
biaya Rekomendasi/Pemasukan untuk  memmeperclen
Rekomendasi dari PEMDA DK Jakarta sebagai Pemegang
Hak Pengelolaan No. 1/Mangga Dua Selatan, guna

memperpanjang Hak Guna Bangunan No. 2981/Mangga Dua

Selatan.............
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Seiatan, luas 9002 M2 diatesnya berdiri Apartemen Mangga
Dua Selatan {Objex Sengketa) secara bersama-sama, sebesar
jumlah yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang unfuk
itu;

Menolak Gugatar Para Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENS! :

L,

)

R

- Menyatakan Gugatar Para Penggugat Rekonvensi Tidak
s \\Papat Diterima;
KONVENSI DAM REKONVENSH:

20 enghukum Tergugat l/Penggugat Rekonvensi |, Tergugat

~ oy

3 L7
\\:/)/IHPenggugat Rekonvensij ll, Tergugat lll, secara bersama-

sama membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
sebesar Rp. 3.259.000,- ( tiga juta dua ratus lima puluh

sembilan ribu rupiah );

by e ?Mefmbaca dan memperhatikan :

7
; Risalah  Pernyataan  Pemmchonan  Banding  Nomor

65/SRT.PDT.BDG/2008/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 205/PDT.G/
2007/PN.UKT.PST tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh .
CORIANA J. SARAGIH, SHMH Waki! Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Para
Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan
Pengaditan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 205/PDT.G/2007/
PN.JKT.PST tanggal 14 April 2008 dan tetah diberitahukan
kepada Kuasa Fembanding ll/Terbanding | semula Tergugat i
dan Kuasa Pembanding llifTerbanding Il semula Tergugat 1|

pada tanggal 22 Desember 2008,

Risalah  Pernyataan  Permohonan  Banding  Nomor
65/SRT.PDT.BDG/2008/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 205/PDT.G/

2007/PN.JKT.PST tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh :

CORIANA..... ...
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CORIANA J. SARAGIH, SHMH Wakil Panitera Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kua?sa
Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

205/PDT.Gj2007/PN.JKT.PST tanggal 14 April 2008 dan telah

diberitahukan kepada Pembanding IV/Terbanding IV semula

Pernyataan Perrnohonan Banding Nomor

tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh :

CORIANA J. SARAGIH, SH,MH Wakil Panitera Pengadilan
,,?.-_h;_“ -, Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Para
- ‘ Penggugat  telah menyatakan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

205/PDT.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 14 April 2008 dan telah

diberitahukan kepada Terbanding V semula Tergugat IV dan
Terbanding VI semula Tergugat V pada tanggal 9 Januari

2009;

4. Risalah  Pernyataan  Permchonan  Banding  Nomor
66/SRT.PDT.BDG/2008/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 205/PDT.G/
2007/PN.JKT.PST tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh :
CORIANA J. SARAGIH, SHMH Wakil Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat yang menerangl;an banwa Kuasa
Tergugat | telah menyatakan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 205;‘PDT.G.1200‘?'I
PN.JKT.PST tanggal 14 Aprii 2008 dan telah diberitahukan
kepada Kuasa Pembanding VTerbanding Il semula Para
Penggugat pada tanggal 20 Januari 2009;

5.Risalah.........
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5. Risalak Pernyataan Permohonan Banding Nomaor
66/SRT.PDT.BDG/2608/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 205/PDT.G/
2007/PNJKT.PST tangga: 25 April 2008 yang dibuat oleh :
CORIANA J. SARAGIH, SHMH Wakii Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa  Kuasa
Tergugat | telah menyatakan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 205/PDT.G/2007/

AT .
e )f PST tanggal 14 April 2008 dan telah diberitahukan
-

e

(z ey IS
'-‘/ ) ﬂs‘gaa tanggal 22 Desember 2008;

e
U{lah Pernyataan  Permohonan  Banding = Nomor

. ~._ 66/SRT.PDT.BDG/2008/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 205/PDT.G/

Kuasa Pembanding IlifTerbanding Il semula: Tergugat

S . V’QOO'HPN.JKT.PST tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh :
'; *, . .. éORtANA J. SARAGIH, SHMH Wakil Panitera Pengadilan
‘.-:,.—:'-f-.’_:‘.-_"{'l"‘:."-r'ﬂegeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa
S Tergugat | telah menyatakan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2'_05!PDT.GIZOO?I
PN.JKT.PST tanggal 14 April 2008 dan tefah diberitahukan
kepada Pembanding IV/Terbanding IV semula Tergugat ilf

pada tanggal 20 Januari 2009;

7. Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor
86/SRT.PDT.BDG/2008/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 205/PDT.G/
2007/PN.JKT.PST tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh :
CORIANA J. SARAGIH, SHMH Wakil Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa  Kuasa
Tergugat | telah enyatakan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Jakata Pusat Nomor : 205/PDT.G/2007/

PN.JKT.PST tanggal 14 April 2008 dan telah diberitahukan

kepada.............
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ek pn i ot
s o - i e o

kepada Terbanding */ semuia Tergugat |V dan Terbanding VI

sernuia Tergugat V pada tanggal 9 Januari 2009;

8. Risalanh Pernyataan Permohonan Banding Nomor
67/SRT.PDT.BDG/2008/PN.SKT.PST Jo. Nemor : 205/PDT.G&f
2007/PNJKT.PET tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh :
CORIANA J. SARAGIH, SHMH Wakil Panitera Pengadilan

egeii Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa  Kuzsa

m Tergugat 1l telah menyatakan banding terhadap
n Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

DT.G/2007/ PN.JKT.PST tanggal 14 April 2008 dan
elah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding WT erpanding |

semula Para Penggugat pada tanggal 2C Januari 2009;

ATy 9" Risalah  Pernyataan  Permohonan  Banding  Nomor

4 N !\ ‘67/SRT.PDT.BDG/2008/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 205/PDT.G/

!

2007/PN.UJKT.PST tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh :
CORIANA J. SARAGIH, SHMH Wakil Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa  Kuasa
Tergugat H telah menyatakan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 205/PDT.G/2007/
PN.JKT.PST tanggal 14 April 2008 dan telah diberitahukan
kepada Kuasa Pembanding ll/Terbanding | semula Tergugat |

pada tanggal 22 Desermnber 2008;

*10.Risalah  Pernyataan  Permcohonan  Banding  Nomor
67/SRT.PDT.BDG/2008/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 205/PDT.G/
2007/PN.JKT.PST tanggal 25 Aprit 2008 yang dibuat oleh :
CORIANA J. SARAGIH, SHMH Wakil  Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa

Kuasa Tergugat Il telah menyatakan banding terhadap

putusan............
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putusan Pengadilan Negeri Jekarta Pusat Nomor

205/PDT.G/2007/ PN.JKT.PST  tanggat 14 April 2008 dan
telzah diberitahukan XKepada Pembanding IV/Terbanding IV

semula Tergugat lil pada tanggal 20 Januari 2009;

11.Risalah  Pernyataan  Permohconan  Banding Nomor
67/SRT.PDT.BDG/2008/PN.JKT.PST Jo. Nomaor ; 205/PDT.G/

ZOO'ZIPN JKT.PST tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh :

_,,/ Engadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 205/PDT.G/2007/

\_/

PN.JKT.PST tanggal 14 April 2008 dan telah diberitahukan

) \ kepada Terbanding V semula Tergugat [V dan Terbanding Vi
N

| ,4‘}.« \ semula Tergugat V pada tanggal 9 Januari 2009;

'r\x ‘-.;-‘ i]2 Risalah  Pernyataan  Permohonan  Banding = Nomor
. = ;1""; 89/SRT.PDT.BDG/2008/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 205/PDT.G/
2007/PN.JKT.PST tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat oleh : M.
RAMLUI, SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
menerangkan bahwa Kuasa Tergugat {ll telah menyatakan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor : 205/PDT.G/2007/ PN.JKT.PST tanggal 14 April 2008
dan telah diberitahukan kepada Pembanding /Terbanding H

semula Para Penggugat pada tanggal 20 Januari 2009;

i

13.Riselah Pernyataan  Psrmohcnan  Banding Nomaor
89/SRT.PDT.BDG/2008/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 205/PDT.G/
2007/PN.JKT.PST tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat oleh : M.

RAMU, SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

menerangkan........
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meneiangkan bahwa Kuasa Tergugat |l tefah menyatakan

banding terhadesp putusan Pengadilan Negeri Jakarla Pusat
Nomor : 205/PDT.G/2007/ PN.UJKT.PST tanggal 14 April 2008
dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding
ii/Terbanding | semula Tergugat | dan Kuasa Pembanding

HifTerbanding Hl semula Tergugat 1! pada tanggal 22

h Pernyataan  Permohonan  Banding  Nomor

T.POT.BDG/2008/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 205/PDT.G/
IPN.JKT.PST tanggal 25 Mei 2008 yang dibuat oleh : M.
RAMLI, SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
menerangkan bahwa Kuasa Tergugat Il telah menyatakan
“._'banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
E\lomor : 205/PDT.G/2007/ PN.JKT.PST tanggal 14 April 2008
vF ) '-dan telah diberitahukan kepada Terbanding V semula
Tergugat |V dan Terbanding VI semula Tergugai}:_ V pada

tanggal 9 Janvari 2009;

15.Memori banding yang digjukan oleli kuasa Pembanding
semula Penggugat tertanggal 22 Agustus 2008 yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Nageri Jakarta Pusat pada tanggal
22 Agustus 2008 dan diberitahukan dengan resmi kepada
Pembanding Il/Terbanding | semula Tergugat {, Pembanding
lI/Terbanding Il semula Tergugat | pada tanggal 22
Desember 2008;

16.Memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula
Penggugat tertanggal 22 Agustus 2008 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadiltan Negeri Jakaria Pusat pada tanggal
22 Agustus 2008 dan diberitahukan dengan resmi kepada

Pembanding.............
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Pembanding iV/7erbanding [V semula Tergugat Ill, pada

tanggal 290 Januari 2009; .
17.Memori banding yang digjukan oleh kuasa Pembanding semula
Penggugat tertanggal 22 Agustus 2008 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta FPusat pada tanggal
22 Agustus 2008 dan aiberitahukan dengan resmi kepada

f‘.ﬁ\\\Terbanding V semuia Tergugat IV dan Terbanding V! semuta

/_‘. ;.1,:_.,3!-,

diterima di Keparniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
.-,"_"'Jt,';"-'f'"“--\ \*, pada tanggal 22 Juli 2008 dan diberitahukan dengan resmi
s Y

\kepada Pembanding l/Terbanding !l seinula Para Penggugat,

- 1 * pada tanggal 20 Januari 2009;

'j_.,-.‘llé.Memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding
(Terbanding | semula Tergugat | tertanggal 21 Juli 2008 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
pada tanggal 22 Juli 2008 dan diberitahukan denqan resmi
kepada Pembanding li/Terbanding li! sermula Tergugat i, pada
tanggal 22 Desember 2Q08;

20.Memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding
IliTerbanding | semula Tergugat | tertanggal 21 Juli 2008 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

*  pada tanggal 22 Juli 2008 den diberitahukan dengan resmi
kepada Pembanding V/Terbanding IV semula Tergugat HI,
pada tanggal 20 Januari 2009, ‘

21. Memori banding yang diajukan oleh kuasa Pernbanding I/

Terbanding........
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Terbanding t semuia Tergugat | tertanggat 21 Juli 2008 yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
pada fangga! 22 Juli 2008 dan diberitahukan dengan
resmi kepada Tarbanding V semula Tergugat IV dan
Terbanding VI semula Tergugat V pada tanggal 9 Januari
2009;

22.Memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding

/QQEE_—Werbanding Il semula Tergugat 1l tertanggal 21 Juli 2008
™ f

+
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

tanggal 22 Juli 2008 dan diberitahukan dengan resmi

pada tanggal 20 Januari 2009;

-"23.Memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding

: *[li/Terbanding Il semula Tergugat I tertanggal 21 Juli 2008

'Uyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

-_-‘f? pada tanggal 22 Juli 2008 dan diberitahukan dengan resmi
kepada Pembanding l/Terbanding 1l semula Tergugat |, pada
tanggal 22 Desember 2008;

24 Memori banding yang digjukan oleh kuasa Pembanding
I/ Terbanding lil semula Tergugat !l terfanggal 21 Juli 2008
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
pada tanggal 22 Juli 2008 dan diberitahukan dengan resmi
kepada Pembanding IV/T erb-anciing IV semula Tergugat I,

* padatanggal 20 Januari 20089;

25.Memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding
HifTerbanding 1l semula Tergugat |l tertanggal 21 Juli 2008

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

pada tanggal 22 Juli 2008 dan diberitahukan dengan resmi
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|

kepada Terbanding % semula Tergugat IV dan Terbanding Vi
semula Tergugat V, pada tanggal $ Januari 2009;

26.Memori banding vang diajukan oleh kuasa Pembanding
vfTerbanding IV semula Tergugat 11l tertanggal 11 Agustus
2008 vyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada tanggal 12 Agustus 2008 dan diberitahukan

dengan resmi kepada Pembanding I/Terbanding Il semula Para

Pusat pada tanggal 12 Agustus 2008 dan diberitahukan

.~ 7. dengan resmi kepada Pembanding H/Terbanding | semula
e e
fde™ 4 Tergugat | dan Pembanding 11/ Terbanding 1l semula Tergugat
E
o |,-=-,;\__.;-'> i 1}, pada tanggal 22 Desember 2008;

R —

iy ___T-’iﬂ2’§..-"Memon' banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding
AR /Terbanding IV semula Tergugat Il tertanggal 11 Agustus
2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat pada tanggal 12 Agustus 2008 dan diberitahukan
dengan resmi kepada Terbanding V semula Tergugat IV dan
Terbanding VI semula Tergugat V, pada tanggal 9 Januari

2008;
29 . Kontra Memori Banding vyang diajukan oleh Kuasa
*  Pembanding |/Terbanding H semula Para Penggugat tertanggal
13 Pebruari 200° yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Pebruari 2009 dan
diberitahukan dengan resmi kepada Pembanding
[I/Terbanding | semula Tergugat | agan Pembanding
1/Terbanding Hl semula Tergugat Il tertanggal 27 Maret 2009;
30.Kontra........
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30.kontra  Memon Bending vang diajukan oleh  Kuasa

Pembanding {/Terbanding it serula Para Penggugat terianggai
13 Pebruari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadiian
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Pebruari 2009 dan
diberitahukan dengan resmi kepada Pembanding

V/Terbanding IV semula Tergugat Hll tertanggal 30 Maret

tra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa

geri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Pebruari 2009 dan

diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding V semula

s P \\_ Tergugat 1V dan Terbanding VI semula Tergugat V tertanggal
DT L S

SRR 25 Maret 2008;

Wiy .’5:'-2_._Kontra Memori Banding vyang diajukan oleh Kuasa

"Pembanding lIfTerbanding | semula Tergugat | tertanggal 14

Januari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan MNegeri
Jakarta Pusat pada  tanggal 23 Pebruari 2009 dan
diberitahukan  dengan resmi kepada Pembanding I/
Terbanding Il semula Para Penggugat tertanggal 24 Maret
2009,

33.Kontra  Memori Bénding yang diajukan oleh Kuasa
Pembanding |[/Terbanding | sermula Tergugat | tertanggal 14
Januari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada tanggal 23 Pebruari 2009 dan
diberitahukan dengan resmi kepada Pemb;nding i
Terbanding 11l semula Tergugat Il tertanggal 27 Maret 2008;

34.Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa
Pembanding H/Terbanding | semula Tergugat | tertanggal 14

Januari 2009..........
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Januari 2009 vyang dilerimsz di Kepanitersan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat pada fanggal 23 Pebruari 2009 dan
diberitahukan  dengan resmi kepada Pembanding v/

Terbanding IV semula Tergugat lll tertanggal 3¢ Maret 2009;

35.Kentra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa

Fembanding {l/Terbanding | semula Tergugat 1 tertanggal 14
Januari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada tanggal 23 Pebruari 2009 dan
iheritahukan dengan resmi kepada  Terbanding V
: a Tergugat IV dan Terbanding VI semula Tergugat V

gal 25 Maret 2009;

“Wyf’ra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa

\‘/{embandmg I¥Terbanding 1 semula Tergugat 1! tertanggal 19

Januar 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat pada tanggal 23 Pebruari 2009 dar

.. diberitahukan dengan resmi kepada Pembanding 1/Terbanding

t semula Para Penggugat tertanggal 24 Maret 2009;

© 37.Kontra Memoii Banding yang diajukan oleh Kuasa

Pembanding iI/Terbanding | semula Tergugat 1l tertanggal 19
Januari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada tanggal 23 Pebruari 2009 dan
diberitanukan  dengan resmi kepada Pembanding

[I/Terbanding | semula Tergugat | tertanggal 27 Maret 2008;

38.Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa

Pemoanding 1l1/Terbanding | semula Tergugat [ tertanggal 19
Januari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada tenggal 23 Pebruari 2009 dan
diberitahukan dengan resmi kepada Pemba;ding A
Terbanding IV semula Tergugat lil  tertanggal 30 Maret 2009;
39.Kontra........
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39.Kontra Memori Banding vyang diajukan oleh Kuasa

Pembanding il/Terbanding | semula Tergugat I! tertangga! 19
Januari 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada tanggal 23 Pebruari 2009 can
diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding iV semula
Tergugat |V dan Terbanding V sermnula Tergugat V tertanggal

30 Maret 2009;

anding IV/Terbanding IV semula Tergugat Ill pada

whgal 20 Januari 2009 Nomor : 65, 66, 67 &

9/SRT.PDT.BDG/2008/ PN.JKT.PST. Jo. Nomor : 205/ PDT.

,":ﬁ“\ Gf2007/PN.JKT.PST yang dilakukan oleh Pudji Surﬁartono, SH

2NN

f"-,;__-_.,:’\ Ay '*\ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Liio LTV

i,\'q.i-k i41:Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada
A ) .

=‘-.___'-'~.-.-;:’- © - Pembanding [I/Terbanding 1 semula Tergugat 1 dan

Pembanding llifTerbanding 1l semula Tergugat 1l pada tanggal
22 Desember 2009 Nomor : 65 66 67 &
89/SRT.PDT.BDG/2008/PN.JKT.PST. Jo. Nomor : 205/ PDT.
G/2007/PN.JKT.PST yang dilakukan oleh Pudji Sumariono, SH
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

42 .Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada
Terbanding V semula Tergugat 1V dan Terbanding VI semula
Tergugat V pada tanggal 9 Januari 2009 Nomor : 65, 66, 67 &
89/SRT.PDT.BDG/2008/PN.JKT.PST. Jo. Narnor : 205/ PDT.
G/2007/PN.JKT.PST yang dilakukan oleh Pudji Sumartono, SH
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Menimbang, bhahwa permohonan banding dari

Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang
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wakiu dan menurut tata cara serte memenuhi persyaratan yang

- 1€ -

telah ditentukan oien Undang Lndang karena itu permohonan
banding tersebut secara formal dapar diterima;

Menmimbang, bahwa setelan Pengaditan Tinggi membaca
dan mempelajari dengan cemat dan seksama berkas perkara
beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor : 205/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 14 April 2008 dan

RET:%??OFi banding/kontra memori banding dari keduabelah pihak

L
/=

berperkara dimana pertimbangan dan kesimpulan Majelis

Tingkat Pertama pada pokoknya mengabulkan gugatan

gugat uniuk sebagian maka Pengadilan Tinggi tidak

sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

:.-I;;-;:_-v.---_.,_\‘tersebut dengan alas an sebagaimana terurai dibawah ini ;

/ﬁ\\ Dalam Konpensi :

i Dalam Eksepsi :

. Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan

‘:::--"I;ésimpulan darl Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi

~yang pada pckokrnya menolak eksepsi dari Pembanding
[IfTerbanding | semula Tergugat |, Pembanding lli/Terbanding Ul
semula Tergugat |l dan Terbanding VI semula Tergugat V dinilai
Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar sehingga putusan ini
masih bisa dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi;

Dalam Provisi :

) Menimbang, bahwa mengenai perimbangan dan
kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam orovisi
yang pada pokoknya menolzk tuntutan provisi dari Pembanding
WYerbanding |} semula Penggugat | dan Penggugat Il dinilai
Pengaditan Tinggi sudah tepat dan benar sehingga putusan dalam
provisi ini masih bisa dipertahankan dan dikuatkan oleh
Pengadilan Tinggi;

Menimbang...........
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v

Menimbang. bahwaz penimbanga::;—pulusan dalam provisi
tersebut ternyata tidsk dituangkarn dalam amar putusan oieh
Majelis Hakim Tingkat Pznama sehingga Pengadilan Tinbgi
perlu memperbaikinya dengan menambah amar putusan dalam
provisi di akhir putusan ini;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan

& yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Pembanding

nding Il semula Para Penggugat untuk sebagian dinilai

sependapat berdasarikan alas an dan pertimbangan sebagaimana

——

I T,

AP

5 \\ terurai dibawah ini :

B '/ t._,‘;\.l"j\ )

P Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

A

N N b " pertimbangannya menyatakan bahwa Pembanding li/Terbanding |
oY s V

N 4;;"-";_5’ semula Tergugat | dan Pembanding [HfTerbanding Il semula
Tergugat |l serta Pembanding IV/Terbanding IV semula Tergugat
Il telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena
telah mefanggar unsur kepatutan, kehati-hatian dan ketelitian yaitu
tidak memberitahukan status tanah obyek sengketa berupa Hak
Guna Bangunan yang berada diatas tanah Hak Pengelolaan
kepada Pembanding l/Terbanding H semula Para Penggugat
dalarn jual beli atas satuan rumah susun;
. Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat
dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut
diatas oleh karena alasan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding ll/Terbanding | semula Tergugat | dan
Pembanding ll/Terbanding Hll semula Tergugat |l tidak menjual
satuan rumah susun kepada Pembanding V/Terbanding H semula

Para..............
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Para Penggugal melainkan kepada Abraham Tjanya

sesuai Perianjian Pengikatan Jual  Beli Unit Hunian di
Mangga Dua Court Condominium Area Perdagangan Mangga
Dua No. 105/PPJB/DP/MCANVIIGT tanggal 30 Desember 1991
(bukt: 7 | — 16);

Bahwa Pembanding 1i/Terbanding | semula Tergugat | dan

Pembanding |li/Terbanding IlI semula Tergugat Il tidak

ugat | dan Tergugat Il tidak pernah membuat perjanjian

Pengikatan Jual unit hunian dengan Pembanding I/T erBanding ]

Bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi Pembanding

5_13_':!.i;ff erbanding | semula Tergugat | dan Pembanding Hi/Terbanding

-_;-f'ill semula Tergugat It untuk memberitahukan status tanah obyek
sengketa adalah Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan

~ karena informasi tentang hak-hak atas tanah apakah itu hak milik
atau hak gura bangunan dan sebagainya secara terbuka bisa
diperoleh di Kantor Pertanahan setempat bagi mereka yang belum
jelas status tanah/rumah yang menjadi obyek juai bel;

Bahwa Pembanding li/Terbanding | semula Tergugat | dan
Pembanding [il/Terbanding NI semula Tergugat |l belum
‘dinyatakan bersalah oleh purtusan Pengaditan yang telah

berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana
penipuan dalam jual beli unit rumah susun dengan Pembanding
ITerbanding 1l semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas

Pengadilan.............
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Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa perbuatan melawan

hukum yang didalilkan oleh Pembanding l/Terbanding 1l semula
Para Penggugat tidak terbukii dalarn persidangan sehingga
gugatan Pembanding |/Terbanding 1! semula Para Penggugat
harus ditolak untuk seluruhnya; .

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengaditan

Negeri Jakzrta Pusat Nomor : 205/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis

;;;; T

P RN :
©7 T % Hakim Tingkat Pertama dalam rekenpensi yang menyatakan

i °7 * 'gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima, dinilai

;_?\;::-_'Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar sehingga putusan ini
T::-s“"” dapat dipertahankan serta dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa dari memori banding dan kontra memori
banding yang diajukan para pihak yang berperkara tidak ada hail-
hat baru yang dapat mempengaruhi dan dapat merubah isi
putusan aquo sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut kecuali
memori banding dari Pembanding l/Terbanding | semula Tergugat
! dan Pembanding Hl/Terbanding Ili semula Tergugat iI yang
berisikan hal-hal yang bisa diterima Pengadilan Tinggi yaitu tidak
terbuktinya perbuatan melawan hukum  yang didaliikan
Pembanding |I/Terbanding |l semuta Para Penggugat;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding i/Terbanding
Il semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpens:

sebagai............
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sebagai pihak yang dikalahkan maka ia dintkurs untuk membayar

bizya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;
Mengingat pasal — pasal dalam tndang-Undang Nomor 20
Tahun 1847 jo Undang-Uindang No.4 Tahun 2004 serta peraturan

perundang-undangan lain yang nerhubungan dengan perkara ini;

MENGADI!LI

- Menerima permohonan handing dari Pembanding I/Terbanding

ibatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
1 205/Pdt.Gf2007/PN.Jak.Pst tanggal 14 April 2008 vyang
dimohonkan banding fersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

L 7 Dalam Konpensi ;
Wl DN
TR Y ":-I.,_-,Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Pembanding [l/Terbanding | semula
Tergugat {, Pembanding lil/Terbanding il semula Tergugat I,
Terbanding V semula Tergugat V,

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan konpensi dari Pembanding |/Terbanding I

*  semula Para Penggugat K-onpensi untuk seluruhnya;

Dalarn Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan rekonpensi Pembanding W/T erbandiné |
semula Penggugat | Rekonpensi, Pembanding Ill/Terbanding
ili semula Penggugat |l Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum......
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- Menghukum Pernbanding I/Terbanding Il semula  Para

Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang
datam tingkat banding sebesar Rp. 300.000.- (tiga raius ribu
rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadiian Tinggi Jakaria pada hari SENIN tanggal
14 September 2009 oleh kami : UNTUNG HARJADI, SH Hakim
. .‘:L:_E?I\Sengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, 1 PUTU
%’ I YA, SH dan H. AND! SAMSAN NGANRO, 8H, MH para

Tinggi selaku Anggota Majelis, yang berdasarkan

tapan Ketua Pengaditan Tinggi DKl Jakarta Nomeor :
60/Pen/2009/256/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 18 Juni 2009
ditunjuk sslaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam peradilan tingkat banding putusan mana pada
hari ilu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka uptuk
umum olen Ketua Majelis yang didampingi oleh para Anggota
Majelis tersebut, dibantu oleh : BUDIARTO, SH Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedya belah piﬁék yang

berperkara.-

dengan Ash% HAKIM KETJA

&8

=k

by

e 1
(.r‘"‘-'

' !

4
.

, .
D&. HARAHRAP, SH.MH,

i Noozgm " UNTUNG HARJADI, SH
HAKIM ANGGOTA s HAKIM ANGGOTA

i Wl

! PU]’U WIDNYA, SH /I(ANDI SAMSAN NGANRO, SH, MH

PANITERA...............
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o ’ . . \w

. 5 £~ BUDIARTO, SH
. ".-'.-—-7;_" ,‘ :}'// 1

.
o

Rincian biaya perkara :

1. Materai ———-—--—-- Rp. 6.000,-

2. Redaksi-------me- -—-— Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan- - Rp. 288000, +
Jumiah Rp. 300.000,-
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PENCEMARAN NAMA BAIK

Surat Pembaca
Berbuah Hukuman

Untuk pertama kalinya seseorang dihulkum gara-gara menulis
surat pembaca. Padanal tanggung Jawab atas surat itu mestinya

pada media yang menerbitkan.

ARI penthouse seluas seki-

tar 185 meter persegi yang

terletak di puecuk Apartemen

Mangga Dua, Jakarta Pusat,

pemandangan memang ter-

lilhat elok. Menoleh ke selatan terlihat

wajah Jakarta yang semarak. Adapun

jikka ke utara, terhidang hamparan laut

biru, pemandangan Kepulauan Seribu.

Jika langit bersih, dari kamar ini bisa

dengan jelas tertihat lalu-lalang kapal
yangmelintas disana.

"Tapi ini semua bisa tiba-tiba jadi

nol,” ujar Fifi Tanang, "pemilik" pent- °
house itu, kepada Tempo, Rabu pekan -

lalu. "Jika suatu saat bangunan ini di-
anggap tak layak huni, roboh, atau ter-
bakar, kami tak mendapat ganti rugi,”
katanva lagi. Mata perempuan 37 ta-
hun itu Ialu menerawang ke laut lepas.
"Kamimau apa lagi?” ujarnya,

Impian Fifi memiliki apartemen de-
ngan hak kepemilikan yang kuat ter-

nyata beruwjung kekecewaan. Aparte- -
© USS 225 ribu fika dikurskan sekarang

men itu ternyvata berdiri ai lahan mi-

122 7 TEMPO 24 MET 2309
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lik pemerintah Jakarta yang statusnya
berupa hak pengelolaan lahan (HPL).
"Jika pemerintah tidak memperpan-
jang hakini, ya, selesai,” ujarnya.
Status hak pengelolaanitubarudike-
tahuinya ketika pada 2006 ia bermak-
sud memperpanjang sertifikat hak mi-
lik atas satuan rumah susun ke Kantor
Badan Pertanahan Jekarta Pusat. Pe-
rempuan vang juga Ketua Perhimpunan
Penighuni Mangzga Dua Court itu terke-

- jut mengetahuj ternyata apartemen de-
; ngan luas hamppir gatu hektare itu ber-

diri di atas lahar/pemerintah Provinsi
DKIJakarta.

Ibu dua anak vang sudah 16 tahun\' ke meja hijau. Selain menggugat Fift se-
tinggal di apartemen itu merasa dibo- | cara perdata, Duta Pertiwi juga mela-
hungi pengembangnya, PT Duta Perti- | porkan perempuan ini ke polisi karena

wi. Ia mengira lahan itu berada i atas
hak guna bangunan. "Ini hals milik Anda
selamanva.” ujar Fifi menirukan rayuan
varg dahulu disampaikan pengembang.
Deungan iming-iming itulah, pengusaha
garmen int dnlurela mengeluarkan uang

!
i

'
T

)

| tersinggung. Tak hanya membuat tang-

Fifi Tanang, Warga Apartemen Mangga Dua Court
yarg menulis surat pembaca ke Warta Kota.

sekitar Rp 2,25 miliar) dengan cara men-
cicilnya selama tiga tahun.

Didera kecewsa, sekaligus mengabar-
kan Jerita tdk gembira itu kepada se-J
kitar 140 pénghuni lainnya, Fifi lantas
menulisgdurat pembaca ke sejumlah me-
dia, antavalain The Jekarta Post, Kom-
pus, Suara Pembaruan, Bisnis Indone-
sia, Media Indonesia, dan Warte Kota.
"Karena penghuni apartemen ini juga
tinggal di mana-mana,” katanya. -

Tapi surat pembaca itu hanya muncut
di Warta Kota edisi 4 November 2006.
Dalam surat berjudul "Hati-hati Mo-
dus Operandi Penipuan FT Duta Per-| .
tiwi” itu, Fifi antara lain menceritakan,
status kepemilikan apartemennya yang
semula hak guna bangunan murni ter-
nyata belakangan berada di atas hak
pengelolaan lahan pernerintah daera._ky

see
SURAT pembaca Fifi ini termyata
membuai raanajemen PT Duta Pertiwi

gapan, Duta juga memperkarakan Fifi

dianggap telah melakukan pencemaran
nama baik.

Tak hanva Fifi vang bernasib seperti
ini. Duta juga melakukan hal yang
sama terhadap tiga pemilik kios di In-
ternational Trade Center (ITC) Mang-
ga Dua: Kho Seng 3eng. Pan Esther.




dan Kwee Meng Luan alias Winny. Se-
perti Fifi, ketiganya juga mengirim su-
rat pembaca, mengeluhkan hal yang
sama, kekecewaan hahwa ternyata kios
yang dibeli berada di atas hak pengelo-
laanlahan.

Di jalur perdata, kasus ini sudah
diputus. Pan Esther dan Kho Seng Seng
dihukum membayar Rp 1 miliar—dari
tuntutan antara Rp 11 dan Rp 17 mi-
liar—adapun Fifi dan Winny diputus
bebas. Kasusinikini bergulir ketingkat
banding.

Fifi juga melakukan perlawanan. Se-
lain melaporkan perusahaan terse-
bul ke Kepolisian Daerah Metro Jaya,
ia juga menggugat Duta ke pengadilan,
menuntut gantirugi Rp 40 miliar,

Berbedadenganlaporankepolisiyang
berakhir dengan surat perintah pengh-
entian penyidikan, gugatan perdata Fifi
ternyata dikabulkan pengadilan. Per-
tengahan April tahun lalu, majelis ha-
kim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
yang diketuat Andriani Nurdin menya-
takan PT Duta Pertiwi, Direktur Uta-
ma PT Duta Pertiwi Mukhtar Wijaya,
dannotaris Arikanti Natakusumah me-
lakukan perbuatan melanggar hukum.

Dibubungi pekan lalu, juru bicara
Duta Pertiwi, Ahmad Soemawisastra,

-menyatakan belum mengetahui sikap

' ITMRO YOI ARMIAN

perusahaannya atas putusan itu, "Ma-
sih dibahas di bagian hukum,” katanya.

Menurut Achmad, pihaknya tidak per-
nah melakukan penipuan. Saat jual-
beli, perusahaannya sudah memberi-
tahukan, tanah itu berdiri di atas hak
pengelotaan lahan milik pemerintah

DKl.Jakarta. Menurutdia, kiniPTDuta !

Pertiwi juga tidak lagi mengelola apar-
temen itu. "Pengeloianya kini perhim-
punan para penghuni,” ujarnya.

Dia juga menegaskan tak ada masa-
lah di ITC Mangga Dua. Dari sekitar
4.000 pemilik kios di sana, 90 persen pe-
miliknya tidakmengeluhkansoal status
kepemilikan kios mereka. "Dari sekian
ribu itu hanya mereka yang memper-
masalabkan,” katanya.

ees

DUA pekan lalu Fifi harus menelan
kekecewaan. Majelis hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan yang diketuai
Haryanto menyatakan dia terbukti tetah
mencemarkan nama baik PT Duta Perti-
wi melalui surat pembaca di harian In-
vestor Daily pada 2-3 Desember 2006.
Majelis memvonis Fifi hukuman enam
bulan penjara. "Saya banding,"ujarnya.
Menurut dia, ada sejumlah kejang-
galan dalam kasus pidananya itu. Dia,
misalnya, merasa tidak pernah me-
ngirim surat pembaca ke Investor Dai-
!y, Dia juga heran, korban yang merasa

namanya dicemarkan, yakni PT Duta -

Pertiwi sebagai badan hukum; direk-

Kwee Meng Luan, pemlilk
kios di Internatlonal Trade
Center (ITC) Mangga Dua.
Diputus bebas.

Apartemen Mangga
Dua Court {kiri).

1

" nva sebuah surat pembaca tergantur
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turutamanya, Mukhtar Wijaya; dan-
rekturnya yang lain, Glen Hendra {
nadirdja, tidak pernah dijhadirkan ¢
persidangan. Yang bhadir hanya Do |
mauli Limbeng, kuasa hukum Duta P
tiwi. "Saya tidak kenal dia,” ujarnm
"Saya juga tidak merasa mencemark
nama baiknya.”

Kepada Tempo, redaktur bidang
ni Investor Daily, Alex Dungkal, 1.
ngatakan surat Fifi itu diterima Jnve
tor melalui Internet. "Surat itu dikir
melalui e-mail," katanya. Pertimba.
anredaksi memuat surat itu, kata Al
karena pengirim dan alamatnya je
serta isinya berkaitan dengan pelay:
an publik. "Soal perumahan menya
kut banyak orang” ujarnya. Ke
rangan ini, kata Alex, juga disamp
kannya saat bersaksi di persidangan.

Adapun tentang tidak hadirnya pe
korban yang merasa dicemarkan, m
nurut Haryanto, mereka bisa diwak
kuasa hukumnya. Lagi pula, ujarny |
saat persidangan telah hadir beberap | -
karyawan PT Duta Pertiwisebagaisat
kesatuan dan dianggap mewakili per
usahaan itu.

Mengenai pengakuan Fifi yang tak
pernah mengirim surat pembaca ke fn-]
vestor Daily, Haryanto mengatakan,
majelis hanya fokus pada keterangant
saksi karena mereka disumpah. "Ter-;
dakwa bisa sajamengelak karena dia ti-}
dakdisumpah,” katanya. :

Vonis terhadap Fifi yang berpangkalj
dari surat pembaca itu tak pelak mem-}
buat prihatin sejumiah kalangan. Ko-)
ordinator Masyarakat Pemantau Per-}
adilan Indonesia Hasril Hertanto me ¢ -
nyatakan, dalam perkara ini mestiny
hakim mempertimbangkan Undang |
Undang Pers terlebih dahuiu. "Ini su §
dah masuk ke ranah publik yang memi }
liki ketentuan sendiri,” katanya. Tapi | -
soal tidak dipakainya Undang-Undan
Persini, Haryanto memiliki alasan sen
diri. "Karena dakwaannya mengguna
kanhukum pidana,” katanya.

Anggota Dewan Pers Abdullah Ala
mudi juga menyesalka tusan terse
but. "Ini kasus pertama.sedrang penu
lis surat pemba . katanyz
Pengadilan, men a, tidak me
ngerti peran media dalam demokrasi.

Menurut Abdullah, dimuat atau tidak

AT

kebijakan redaksi. Redaksi juga men
liki kewajiban memperhalus bahasa s
rat tersebut, "Karena itu, surat pembar
yvang diterbitkan menjadi tanggung jz
wab media tersebut.” ujarnyva. Ada
pun jika ada yang merasa keberatan de
ngan surat pembaca itu. kata Abdulla .
dia dapat membuat surat tanggapan d:
dimuat dalam rubrik vang sama.

Rinf Kustla

4 ME IO TEMPO! IO
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